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Kata Pengantar

Perencanaan pembangunan adalah bagian integral dari pembangunan

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan

Jangka Menengah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah tersebut

dituangkan kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala

Daerah kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program

prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Siak tahun 2011-2016 berisikan pendahuluan, gambaran umum kondisi

daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan,

isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, stategi, arah kebijakan dan

program analisis pembangunan daerah, penyajian indikasi rencana program

prioritas, penetapan indikator kinerja daerahserta pedoman transisi dan

kaidah pelaksanaan yang disertai kebutuhan pendanaan.

Pemerintah Kabupaten Siak mengucapkan terima kasih yang tiada

terhingga kepada segenap pemangku kepentingan atas data dan saran

maupun masukan yang telah diberikan kepada tim penyusun, sehingga tim

penyusun dapat menyelesaikan Rancangan Revisi  Rencana Pembangunan

Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak tahun 2011-2016.

Rancangan Revisi RPJMD Kabupaten Siak tahun 2011 - 2016 ini akan direvisi

sesuai dengan masukan yang diberikan oleh peserta MUSRENBANG RPJMD

Siak tahun 2011-2016 nantinya.

Atas perhatian  dan kerjasama yang diberikan oleh berbagai pihak

dalam proses penyusunan naskah RPJMD ini, Pemerintah Kabupaten Siak

sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga menjadi

amal ibadah bagi kita semua, amin.

BUPATI SIAK

DRS. H. SYAMSUAR, M.Si
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Pemerintah Kabupaten Siak telah memiliki Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2011-2016

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun

2011-2016. Namun seiring dengan perkembangan keadaan Kabupaten

Siak, regional, nasional, maupun global serta berdasarkan hasil

pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Siak Tahun

2011-2016, maka RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 perlu

dilakukan revisi. Adapun beberapa hal yang mendasari dilakukannya

revisi RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada tahun

2013, yang mengakibatkan terjadinya penambahan dan

pengurangan dinas, badan, kantor serta bagian di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Siak yang didasarkan pada kebijakan

nasional seperti urusan kebudayaan yang semula merupakan

kewenangan Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olahraga

menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; urusan

perlindungan masyarakat yang semula menjadi kewenangan Kantor

Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi

kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja; serta kebijakan nasional

yang mengamanatkan daerah untuk membentuk SKPD

Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini berakibat berubahnya

SKPD penanggungjawab program berkenaan dan bertambahnya

program bagi SKPD yang baru terbentuk;

2. Dalam rangka percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal

sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Nomor:

100/1023/SJ, tanggal 26 Maret 2012 tentang Percepatan

Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

di Daerah, maka perlu adanya penyesuaian terhadap pencapaian

target kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penambahan
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beberapa target SPM pada RPJMD yang semula hanya 13 SPM yang

ditetapkan oleh Pemerintah menjadi 15 SPM untuk Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota sebagimana amanat Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, sehingga target pencapaian SPM diharapkan

menjadi target kinerja program (outcome) dalam RPJMD;

3. Indikator dan target outcome dari beberapa program serta kinerja

daerah yang tertuang pada RPJMD masih belum terukur secara

kuantitatif sehingga sulit untuk mengevaluasi capaian kinerja

Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam LAKIP dan LKPJ;

4. Perlunya menampung program baru terkait percepatan pelaksanaan

reformasi birokrasi sehubungan ditetapkannya Kabupaten Siak

sebagai pilot project reformasi birokrasi berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara- Reformasi

Birokrasi, Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pilot Project Reformasi

Birokrasi Pada Pemernitah Daerah serta Surat Gubernur Riau

Nomor 180/HK/92.22, tanggal 5 Nopember 2012, hal Usulan

Kabupaten Siak Sebagai Pilot Project Reformasi Birokrasi;

5. Keperluan penyelarasan lebih lanjut dengan substansi yang telah

termuat dalam RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 yang telah

ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Siak Tahun 2005-2025;

6. Rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat nomor:

B/283/M.PANRB/01/2014 hal hasil evaluasi atas Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dimana perlu dilakukan

penyempurnaan RPJMD yang lebih menggambarkan hasil (Outcome

oriented) dan melengkapinya dengan seperangkat Indikator Kinerja

Utama (IKU).
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RPJMD Kabupaten Siak tahun 2011-2016 merupakan tahap

lanjutan dari RPJMD Kabupaten Siak tahun 2006-2011 yang merupakan

tahap peletakan pondasi pembangunan dalam kerangka pencapaian visi

pembangunan jangka panjang Kabupaten Siak tahun 2005-2025. RPJMD

Kabupaten Siak tahun 2011-2016 dalam pelaksanaannya ditekankan

pada upaya melanjutkan kebijakan dan program prioritas tahap ke II

(RPJMD ke-2) sebagaimana yang digariskan di dalam RPJPD Kabupaten

Siak tahun 2005 - 2025.

Capaian-capaian RPJMD Kabupaten Siak tahun 2011-2016 yang

ingin diwujudkan adalah : 1) meningkatnya tingkat kecerdasan

masyarakat, 2) penuntasan wajib belajar 9 tahun dan inisiasi

menjadi 12 tahun, 3) peningkatan status kesehatan masyarakat, 4)

pengembangan ekonomi kerakyatan, 5) pemenuhan infrastruktur dasar

daerah, 6) Inisiasi pelayanan publik yang prima.

Disamping itu, sasaran pembangunan juga diarahkan kepada

kebijakan pengendalian penggunaan lahan, peningkatan kelestarian

fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah, memperkokoh

kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan

kualitas pelayanan terhadap masyarakat, meningkatkan kapasitas aparat

desa, mendorong peran serta masyarakat melalui lembaga-lembaga

pelayanan dalam berbagai bidang (lembaga pelatihan, penyuluhan dan

layanan sosial), pemetaan sumberdaya manusia dengan menerapkan

sistem informasi kependudukan dengan berbagai macam atributnya,

perluasan dan pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),

pembangunan sistem informasi tata ruang dan Sumber Daya Alam (SDA),

peningkatan kelestarian lingkungan hidup termasuk memulihkan

lingkungan yang terlanjur rusak, memacu tumbuhnya formasi rumpun

usaha dan peran serta investor dari luar daerah, penyederhanaan

regulasi usaha pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik yang

dapat menunjang pengembangan pariwisata selain untuk memenuhi

kebutuhan rumah tangga akan energi listrik, serta inisiasi pemanfaatan

energi terbarukan (pemanfaatan bioenergi, panas bumi, dan tenaga

surya) untuk kelistrikan terutamanya pada kawasan perdesaan.
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Dokumen RPJMD diperlukan agar hasil-hasil pembangunan

yang sudah dicapai sebelumnya dapat terjamin keberlanjutannya

dan permasalahan serta tantangan yang sedang dihadapi daerah

dapat teratasi dengan lebih optimal. Oleh karena itu,

dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah perlu

dipertimbangkan program pembangunan yang mampu beradaptasi

dengan perubahan yang sedemikian cepat.

Sebagai acuan perencanaan pembangunan untuk kurun waktu

lima tahun ke depan, maka pada RPJMD Kabupaten Siak tahun

2011- 2016 tercantum indikasi rencana program prioritas tahunan

daerah yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu lima tahun

beserta kebutuhan pendanaannya. Oleh karenanya RPJMD

Kabupaten Siak tahun 2011-2016 menjadi rujukan dalam

penyusunan perencanaan tahunan daerah atau Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Siak pada kurun waktu 2011-

2016. RPJMD memuat tolak ukur kinerja pembangunan Pemerintah

Kabupaten Siak selama lima tahun. Pada akhirnya RPJMD Kabupaten

Siak tahun 2011-2016 akan dipertanggungjawabkan oleh Bupati/Wakil

Bupati Siak diakhir masa jabatannya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Siak tahun 2011 -

2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah

tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 107, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan

Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor

4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun  2008  tentang Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);

14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang RPJMN Tahun

2010-2014;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Riau Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun

2012 Nomor 5);
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 07 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Siak tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun

2013 Nomor 05);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten  Siak  (Lembaran  Daerah

Kabupaten  Siak  Tahun  2012 Nomor 14);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak

Tahun 2012 Nomor 15);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Siak (Lembaran Daerah

Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2008

Nomor 9);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas perencanaan

pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah

sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Atas dasar

tersebut untuk menjamin terciptanya konsistensi, integrasi, sinkronisasi

dan sinergitas perencanaan pembangunan antara Pemerintah Daerah

dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maka dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah diatur hirarki perencanaan

dimaksud. Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut jenis

perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun dan Rencana

Kerja Pembangunan (RKP) untuk kurun waktu 1 tahun.
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Gambar 1.1 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah

Berikut dijelaskan hubungan RPJMD Kabupaten Siak dengan

dokumen perencanaan lainnya, baik dengan dokumen perencanaan

pembangunan Kabupaten Siak lainnya maupun dengan dokumen

perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Siak tahun 2011-2016 berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak tahun

2005-2025, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional dan RPJMD Provinsi Riau. Keterkaitan RPJMD

Kabupaten Siak tahun 2011-2016 dengan dokumen perencanaan yang

lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Provinsi), akan menjamin keterpaduan

arah pembangunan melalui program-program pembangunan yang akan

dilakukan di daerah.

Selanjutnya RPJMD Kabupaten Siak tahun 2011-2016 dijadikan

sebagai acuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renstra SKPD) tahun 2011-2016 di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Siak dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) periode tahun 2011 sampai dengan tahun

2016. Selain itu di dalam RPJMD Kabupaten Siak tahun 2011- 2016

juga dicantumkan program-program tahun transisi, sebagai dasar

penyusunan RKPD Tahun 2017 yaitu sebelum ditetapkannya RPJMD

periode berikutnya.
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1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Siak tahun 2011-2016

adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi tentang Latar Belakang, Dasar Hukum

Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penulisan,

serta Maksud dan Tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek

Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum serta Aspek

Daya Saing Daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini meliputi Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan

Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, Kerangka Pendanaan

Kabupaten Siak.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini meliputi Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu

Strategis Kabupaten Siak.

BAB  V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Jangka Menengah Kabupaten Siak.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini meliputi Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Siak.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai Kebijakan Umum dan Program

Pembangunan Daerah Kabupaten Siak.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN

PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program prioritas yang sejalan

dengan visi dan misi pembangunan daerah untuk jangka waktu

5 (tahun 2011-2016) serta proyeksi kerangka pendanaan.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini menguraikan tentang hasil atau capaian dari setiap

aktivitas pemerintah daerah selama lima tahun yang ditetapkan

berdasarkan ketentuan, krieria dan standar yang dapat diukur
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baik secara kualitatif maupun kuantitatif, juga penetapan tolak

ukur yang ingin di capai pada tahun 2016 setelah RPJMD ini

selesai.

BAB X PENUTUP

Bab ini meliputi Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

1.5 Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Siak tahun 2011-2016 ditetapkan dengan

maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh

komponen pembangunan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha)

dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Siak

secara konsisten dan berkesinambungan. RPJMD Kabupaten Siak Tahun

2011-2016 disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana

Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD). Adapun tujuan penyusunan

RPJMD Kabupaten Siak tahun 2011–2016 adalah untuk mewujudkan

visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga

seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat

sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam

satu pola sikap dan pola tindak.



BAB II
GAMBARAN
KONDISI DAERAH
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Siak yang beribu kota di Siak Sri Indrapura

merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau hasil pemekaran

dari Kabupaten Bengkalis pada tanggal 12 Oktober 1999. Pemekaran

Kabupaten Siak bersamaan dengan 7 Kabupaten lainnya di Provinsi

Riau didasarkan pada Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

Kabupaten Siak terdiri atas 14 Kecamatan, 122 desa, dan 8

kelurahan.

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Siak memiliki luas wilayah 8.556,09Km2.

Kabupaten Siak merupakan kabupaten dengan luas 9,74 persen

dari total wilayah Provinsi Riau. Secara administratif batas

wilayah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan

Kepulauan Meranti;

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar,

Pelalawan, dan Kota Pekanbaru;

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis,

Rokan Hulu, Kampar, dan Kota Pekanbaru;

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis,

Pelalawan, dan Kepulauan Meranti.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Siak terletak diantara 1°16’30” LU -

0°20`49``LU dan 100°54’21”BT - 102°10’59”BT, yang sebagian besar

terdiri dari dataran rendah di bagian timur dan sebagian dataran

tinggi di sebelah barat. Morfologi Wilayah Kabupaten Siak sebagian

besar terdiri dari dataran dan sebagian kecil terdiri dari perbukitan

yang terletak di bagian barat daya. Morfologi dataran mencakup
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sekitar 60% Wilayah Kabupaten Siak, morfologi perbukitan rendah

terdapat di bagian utara, timur, dan memanjang dari arah barat laut

sampai tenggara, dan morfologi perbukitan tinggi terletak di bagian

barat daya wilayah DAS Siak.

3. Topografi

Kabupaten Siak terdiri dari satuan dataran rendah dan satuan

perbukitan. Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran

rendah, dengan ketinggian 0-50m dari permukaaan laut, meliputi

dataran banjir sungai dan rawa serta terbentuk endapan permukaan.

Kemiringan lereng sekitar 0°-3° atau bisa dikatakan hampir datar.

Sedangkan satuan perbukitan mempunyai ketinggian antara

50-150 m dari daerah sekitarnya, dengan kemiringan 3°-15°.

4. Geologi

Wilayah Kabupaten Siak merupakan bagian dari daerah yang

tersusun dari batuan sedimen tufa yang berombak sampai

bergelombang. Batuan induk didominasi batuan lempung (clay), silika,

batu pasir, dan batu lapis. Formasi ini terdapat di daerah Minas.

Jenis tanah yang dominan adalah tanah tropodulit atau setara

dengan tanah podsolik merah kuning pada perbukitan dan

tropaquepst atau setara dengan tanah alluvial yang sudah mulai

berkembang pada bagian daratan rendah, terutama di pinggiran

sungai. Tekstur tanah galuh lempung pasiran (sandy clay loam) dan

galuh lempung yang makin ke dalam makin tinggi kadar lempungnya.

Struktur tanah gembur sampai gumpal menyudut untuk horison A

dan gumpal menyudut untuk horison B yang umumnya memiliki sifat

fermeabilitas yang rendah. Wilayah alluvium merupakan daerah rawa-

rawa yang terjadi karena gambut yang mengalami proses sedimentasi

dari sungai-sungai didekatnya.

5. Hidrologi

Sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan

berupa dataran rendah yang berawa-rawa, Kabupaten Siak memiliki

banyak Sungai. Sungai tersebar adalah Sungai Siak, kemudian Sungai

Mandau, Sungai Rawa, Sungai Gasib, Sungai Siak Kecil, Sungai Apit,

dan Sungai Buatan. Selain perairan sungai, Kabupaten Siak juga

memiliki beberapa danau/tasik antara lain : Tasik Pulau Besar,

Zamrud, Pulau Atas, Pulau Bawah, Tasik Serai, Tasik Air Hitam, dan
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Tasik Ketilau. Tasik-tasik tersebut berpotensi untuk dijadikan

budidaya perikanan air tawar serta pariwisata.

Sungai Siak berasal dari 2 anak sungai, yaitu Sungai Tapung

Kanan dan Tapung Kiri yang anak-anak sungainya berasal dari

wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten

Bengkalis. Sungai Tapung Kanan berasal dari anak-anak Sungai

Paturuk, Karas Takuana, Suram, Lindai, dan Siangkala.

Sungai Mandau merupakan sungai yang cukup penting yang di

bagian hulunya merupakan rawa dengan fisiografi kubah gambut.

Formasi ini memiliki kondisi hidrologi yang dicirikan oleh air tanah

yang dangkal, sehingga dengan evapotranspirasi dari air hujan yang

meresap melalui air tanah dari kawasan hutan disekitarnya. Oleh

karena itu, hutan memegang peranan penting bagi penyediaan air

tanah di daerah ini.

Setiap perubahan lingkungan kubah gambut oleh penebangan

hutan akan berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi hidrografi

di daerah ini. Pelepasan air dari kawasan ini merupakan penyuplai

utama aliaran air yang masuk melalui anak-anak sungai yang lain

masuk ke Sungai Mandau yang airnya berwarna coklat kehitaman.

Kondisi aliran air kubah gambut hampir terdapat di sepanjang Sungai

Siak yang semuanya akan memberikan kontribusi terhadap kualitas

perairan di Sungai Siak.

6. Klimatologi

Berdasarkan letak astronomis, seluruh Kabupaten Siak bila

dilihat dari iklim matahari, seluruhnya terletak di daerah tropis,

sehingga iklim yang berlaku di daerah ini juga iklim tropis. Menurut

klasifikasi iklim Koppen, Kabupaten Siak dengan curah hujan yang

hampir merata di sepanjang tahun. Curah hujan pada tahun 2011

sebesar 4.416 mm. Pada tahun 2010, rata – rata curah hujan tertinggi

terjadi pada bulan Mei yakni 710 mm dan terendah di bulan Oktober

sebesar 355 mm. Sementara jumlah hari hujan terbanyak pada bulan

Desember sejumlah 14 hari.

Secara umum, Kabupaten Siak beriklim tropis dengan suhu

udara berkisar antara 250 sampai dengan 320 Celsius dan kelembaban

udara 88,9% per bulan.
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7. Penggunaan Lahan

Luas lahan Kabupaten Siak menurut penggunaannya pada tahun

2011 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Penggunaan lahan terluas adalah

lahan perkebunan yaitu sebesar 224.168 Ha (26,20%), sedangkan

terkecil adalah lahan tambak yang hanya berkisar 17Ha.

Tabel 2.1
Luas Lahan Menurut Penggunaan Tahun 2011

Kabupaten Siak

Penggunaan Luas (Ha) Proporsi (%)

Lahan Sawah 5.374 0.63

Perkarangan 20.191 2.36

Tegal/Kebun 32.709 3.82

Ladang/Huma 11.051 1.29

Padang Rumput 810 0.09

Hutan Rakyat 95.740 11.19

Hutan Negara 164.747 19.26

Perkebunan 224.168 26.20

Rawa 14.560 1.70

Tambak 17 0.00

Kolam Empang 651 0.08

Sementara Tidak Diusahakan 64.019 7.48

Rumah Bangunan/Halaman 112.295 13.13

Lain-Lain 109.177 12.76

Jumlah 855.509 100

Sumber: Siak Dalam Angka Tahun 2012

Untuk luas hutan menurut fungsinya dapat kita lihat pada tabel

2.2. Luas hutan menurut fungsinya terluas terdapat pada hutan

konversi sebesar  371.511,477 Ha (43,42 %), kemudian diikuti hutan

produksi terbatas dan hutan produksi tetap masing-masing

215.394.375 Ha (25,17%) dan 183.551,898 Ha (21,45%).
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Tabel 2.2
Luas Hutan Menurut Fungsi Tahun 2011

Kabupaten Siak

No Fungsi Luas (Ha) Proporsi (%)

1 Hutan Konversi 371.511,48 43,42

2 Hutan Produksi Terbatas 215.394,38 25,17

3 Hutan Produksi Tetap 183.551,90 21,45

4 Hutan Suaka Margasatwa 69.884,25 8,17

5 Hutan Mangrove 6.820.525 0,8

6 Hutan Lindung 6.103,48 0,71

7 Taman Hutan Raya 2.337,00 0,27

Jumlah 855.603,000 100

Sumber: Siak Dalam Angka Tahun 2012

2.1.2.1 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan karakteristik Kabupaten Siak, dapat

diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan

berdasarkan struktur ruang maupun pola ruang yang menjadi

arahan di dalam RTRW Kabupaten Siak dengan memperhatikan

RTRW Provinsi Riau dan RTRW Nasional.

1. Struktur Ruang

A. Sistem Perkotaan

Didasarkan arahan penetapan peran dan fungsi pusat-

pusat kota, hingga akhir tahun perencanaan RTRW

Kabupaten Siak, pusat-pusat perkotaan di wilayah

Kabupaten Siak yaitu:

 Terdapat 1 (satu) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu

Kota Siak Sri Indrapura yang meliputi Kecamatan Siak

dan Kecamatan Mempura.

 Terdapat 1 (satu) Pusat Kegiatan Wilayah yang

dipromosikan (PKWp), yaitu Perkotaan Tanjung Buton

sebagaimana yang telah ditetapkan didalam RTRW

Provinsi Riau.

 Terdapat 1 (satu) Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu Kota

Perawang sebagaimana telah ditetapkan dalam RTRW

Provinsi Riau.
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 Terdapat 4 (empat) Pusat Kegiatan Lokal yang

dipromosikan (PKLp), yaitu Minas, Koto Gasib dan

aglomerasi Lubuk Dalam – Kerinci Kanan.

Pertimbangan promosi ketiga kota tersebut dilandaskan pada

dinamika yang terjadi saat ini, potensi yang dimiliki maupun

rencana program pembangunan yang berdampak positif terhadap

pengembangan wilayah yang bersangkutan.

B. Sistem Jaringan Transportasi

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi

Kabupaten Siak dapat dirinci sebagai berikut:

 Dalam sistem infrastruktur jaringan jalan, Kabupaten

Siak dilewati oleh trase rencana pengembangan jaringan

jalan bebas hambatan yang menghubungkan antara 2

(dua) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu PKN Pekanbaru

dan PKN Dumai.

 Selain rencana jaringan jalan bebas hambatan, wilayah

Kabupaten Siak juga dilalui oleh jaringan jalan nasional

(jalan lintas timur Pulau Sumatera) yang berfungsi sebagai

jalan arteri primer yang melintasi wilayah Kecamatan

Kerinci Kanan, Kecamatan Minas, dan Kecamatan Kandis,

serta jaringan jalan Kolektor Primer yang menghubungkan

Pekanbaru – Siak – Dumai.

 Dalam hal pengembangan simpul pergerakan berupa

terminal, di wilayah Kabupaten Siak diarahkan

pengembangan terminal yang terletak di Kecamatan Siak,

Sei Apit, Tanjung Buton, Kecamatan Tualang, dan

Kecamtan Minas.

 Penetapan 2 (dua) pelabuhan sebagai pelabuhan nasional,

yaitu Pelabuhan Perawang di Kecamatan Tualang dan

Pelabuhan Buatan di Kecamatan Koto Gasib.

 Dalam konstelasi pengembangan bandar udara sebagai

simpul transportasi udara akan direncanakan

pembangunan bandara baru di Koto Gasib.
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C. Sistem Jaringan Energi

Rencana pengembangan sistem jaringan energi Kabupaten

Siak dapat dirinci sebagai berikut:

 Sistem jaringan energi listrik di wilayah Kabupaten Siak

dilayani oleh Sistem Interkoneksi A Wilayah Tengah, yang

merupakan perpanjangan dari sistem interkoneksi

Sumatera Barat–Riau melalui jalur Payakumbuh-

Bangkinang. Listrik yang digunakan di Kabupaten Siak

berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG). PLTG

yang terdapat di Kabupaten Siak ada 2 buah yaitu PLTG

yang berlokasi di Gasib dan PLTG yang berlokasi di

Mengkapan Buton. Berdasarkan RTRWP, Kecamatan

Kandis dilalui oleh jaringan transmisi tenaga listrik

dengan kapasitas 500 KV.

 Rencana Jaringan energi gas dan BBM di Kabupaten Siak

yaitu jalur pipa transmisi gas ke lokasi PLTG (Tualang-

Simpang Buatan–Dayun-Buton) dan lokasi PLTG Baru

menggunakan energi gas (Simpang Buatan, Kecamatan

Koto Gasib dan Perkotaan Tanjung Buton, Kecamatan

Sungai Apit).

D. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Untuk pelayanan sambungan ke pelanggan di wilayah

Provinsi Riau PT. TELKOM telah membangun sebanyak 24

Sentral Telepon Otomat (STO), 11 di antaranya berada di

ibukota setiap Kabupaten/Kota di dalam wilayah

pelayanannya. Berdasarkan RTRW Provinsi Riau, STO di

Kabupaten Siak terletak di Kecamatan Siak, Tualang, Sei Apit,

dan Minas. Untuk jangka menengah – panjang akan dibangun

STO Baru di Tanjung Buton.

E. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Dalam sistem wilayah Provinsi Riau, terdapat 4(empat)

Daerah Aliran Sungai utama, yaitu DAS Indragiri, DAS

Kampar, DAS Siak dan DAS Rokan. Dari keempat sungai

utama tersebut, hanya DAS Siak yang memiliki hulu sungai di

wilayah administrasi Provinsi Riau.
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Pengelolaan DAS Siak ini perlu dilakukan secara

menyeluruh dan lintas wilayah kabupaten, karena kawasan

hulu sungai berada di wilayah kabupaten lain di

Provinsi Riau. Dengan ditetapkannya DAS Siak

sebagai Wilayah Sungai Strategis Nasional di dalam RTRWN,

mengindikasikan bahwa ada kepentingan yang lebih tinggi

(tingkat nasional) untuk meningkatkan perlindungan,

pengelolaan dan pendayagunaan wilayah sungai ini baik dari

aspek kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan

(sebagai bagian pengendali sistem tata air) ataupun ekonomi

(sebagai jaringan transportasi sungai dan penyeberangan).

2. Rencana Pola Ruang

Potensi pengembangan wilayah berdasarkan pola ruang

diidentifikasi berdasarkan pada kawasan budidaya di Kabupaten

Siak yang terdiri dari delapan kawasan, yaitu hutan produksi

(hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan

produksi yang dapat dikonversi), perkebunan, pertanian lahan

basah, industri, pertambangan, perikanan air payau (tambak),

pariwisata, dan permukiman.

A. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi.

Dari keseluruhan kawasan yang dinyatakan

sesuai/dapat dikembangkan sebagai kawasan hutan produksi

tersebut, yang digolongkan menjadi hutan produksi tetap

adalah sebesar 232.994 Ha (27,2%). Sementara, yang

dikategorikan menjadi hutan produksi terbatas/hutan

tanaman industri adalah sebesar 73.127 Ha (8,5%).

Sedangkan, yang dikategorikan menjadi hutan produksi yang

dapat dikonversi adalah sebesar 5.751 Ha (0,7%).

Kawasan hutan produksi ini banyak tersebar di beberapa

kecamatan di Kabupaten Siak, antara lain di Kecamatan

Sungai Apit, Mempura, Dayun, Minas, Kandis, Tualang, Siak,

dan Koto Gasib. Namun luasan terbesar kawasan hutan

produksi terkonsentrasi di Kecamatan Sungai Apit, yang juga

berdekatan dengan pusat kegiatan agroindustri Tanjung

Buton.
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Terkait dengan perkembangan sektor ekonomi yang akan

diarahkan untuk mendukung agroindustri dan agrobisnis, maka

pemanfaatan kawasan budidaya sebagai kawasan hutan memiliki

peran yang sangat penting.

B. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan perkebunan di Kabupaten Siak didominasi oleh

komoditas kelapa sawit dan karet; tersebar di seluruh kecamatan

di Kabupaten Siak, dengan total luas perkebunan besar sebesar

269.190 Ha atau 31,4% dari luas wilayah Kabupaten Siak.

C. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan pertanian adalah kawasan yang fungsi utamanya

berupa pengembangan tanaman pangan. Berdasarkan hasil

pengamatan dan analisis, potensi pertanian tanaman pangan di

Kabupaten Siak adalah sebesar 8.491 Ha atau 1,0% dari luas

wilayah Kabupaten Siak. Pusat-pusat pengembangan budidaya

pertanian tanaman pangan diarahkan di Kecamatan Bungaraya,

Sabak Auh, Sungai Apit, dan Sungai Mandau, sedangkan untuk

tanaman hortikultura tersebar di wilayah Kabupaten Siak dengan

luasan yang relatif kecil.

D. Kawasan Peruntukan Industri

Berdasarkan hasil analisis, luas kawasan industri di

Kabupaten Siak adalah 6.886 Ha atau 0,8% dari luas wilayah

Kabupaten Siak yang terdiri dari Industri Perawang dengan luas

kurang lebih 1.319 (seribu tiga ratus sembilan belas) hektar

berada di Kecamatan Tualang dan Kawasan Industri Tanjung

Buton (KITB) dengan luas kurang lebih 5.566 (lima ribu lima

ratus enam puluh enam) hektar berada di Kecamatan Sungai

Apit.

E. Kawasan Peruntukan Pertambangan (Minyak dan Gas Bumi)

Kawasan pertambangan minyak di Kabupaten Siak terpusat

di Kecamatan Kandis, Minas, dan Sabak Auh, dengan total luas

kawasan sebesar 19.758 Ha atau 2,3% dari luas wilayah

Kabupaten Siak. Dengan adanya kebijakan pemusatan kegiatan

industri di Tanjung Buton, maka dalam perkembangan
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selanjutnya perusahaan industri di wilayah Kandis dan Minas

akan diarahkan ke Kawasan Industri Tanjung Buton tersebut,

terutama untuk kegiatan industri hilir. Berbeda dengan

perusahaan industri lainnya, perusahaan yang bergerak di bidang

pertambangan memiliki keterkaitan dengan lokasi bahan

tambang, sehingga sampai akhir tahun perencanaan atau hingga

akhir masa konsesi kuasa pertambangan mendatang kegiatan ini

masih akan berkembang di empat kecamatan tersebut.

F. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan

bagi perikanan, pertambakan/kolam, dan perikanan darat

lainnya. Kawasan perikanan yang diarahkan di Kabupaten Siak

ini adalah berupa kawasan perikanan air payau atau

pertambakan di wilayah pesisir Kabupaten Siak yaitu di

Kecamatan Sungai Apit. Peruntukan kawasan perikanan di

Kabupaten Siak ini dengan luas luas sebesar 10.918 Ha atau

1,3% dari luas wilayah Kabupaten Siak.

G. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kabupaten Siak dikenal sebagai sebuah kerajaan besar

Melayu yang didirikan pada tahun 1723 oleh Sultan Abdul Jalil

Rakmat Syah atau sering di sebut sebagai Raja Kecik. Sebagian

besar potensi wisata yang ada di Kabupaten Siak berasal dari

kekayaan budaya yang terdapat di Kecamatan Siak, sedangkan

untuk potensi yang berasal dari kekayaan alam dan buatan masih

sangat sedikit.

H. Kawasan Peruntukan Permukiman.

Selain arahan pengembangan kawasan permukiman

perkotaan yang sudah ada, juga diarahkan pengembangan

kawasan permukiman baru di wilayah Kabupaten Siak. Dari hasil

analisis dan perencanaan, kawasan permukiman di Kabupaten

Siak adalah sebesar 76.960 Ha atau 9,0% dari luas wilayah

Kabupaten Siak.
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Tabel 2.3
Rencana Pola Ruang Tahun 2011-2013

Kabupaten Siak
No Rencana Peruntukan Luas (ha) Proporsi

1 Hutan Produksi Terbatas 73.127 8,5%

2 Hutan Produksi Tetap 232.994 27,2%

3 Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi 5.751 0,7%

4 Kawasan Perkebunan 269.190 31,4%

5 Kawasan Tanaman Pangan 8.491 1,0%

6 Kawasan Perikanan Air Payau 10.918 1,3%

7 Kawasan Industri 6.886 0,8%

8 Kawasan Pertambangan (Minyak & Gas Bumi) 19.758 2,3%

9 Kawasan Permukiman 76.960 9,0%

Jumlah Kawasan Budidaya 704.075 82%

Total Luas Kabupaten Siak 858.092 100,00%

Sumber: Hasil Analisis Dan Perencanaan

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana di Kabupaten Siak dikelompokkan

menjadi 3 kawasan yaitu kawasan rawan bencana banjir, kawasan

rawan bencana gempa dan kawasasan abrasi pantai.

1. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Secara umum, Kabupaten Siak tidak memiliki kendala fisik

untuk pengembangan wilayah yang cukup berbahaya terutama

untuk budidaya perkotan. Dari hasil interpretasi rona fisik, wilayah

Kabupaten Siak cenderung memiliki topografi yang landai dengan

kemiringan lereng sekitar 0-3% dan ketinggian 0-50 mdpl serta

memiliki sifat batuan pada satuan perbukitan yang stabil sehingga

potensi untuk terjadinya gerakan tanah dan erosi yang

menyebabkan longsor sangat kecil. Namun, karena sebagian besar

wilayahnya relatif datar (14-30mdpl), potensi untuk terjadinya

banjir cukup besar di beberapa tempat terutama di daerah

sepanjang Sungai Siak. Berdasarkan perhitungan siklus hidrologi

dimana terjadi surplus air sekitar 15% menjadi aliran permukaan

dari curah hujan rata-rata bulanan, maka kemungkinan terjadinya

banjir musiman pada bulan-bulan basah. Kecamatan yang rawan

terjadinya banjir adalah Kecamatan Sungai Mandau, Siak, Sungai

Apit, Mempura, dan perbatasan Kecamatan Minas dan Sungai
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Mandau.

2. Kawasan Rawan Bencana Gempa

Pulau Sumatera dilalui oleh sesar Semangka yang apabila

terjadi pergerakan mengakibatkan terjadinya gempa. Provinsi Riau

terletak di jalur patahan bagian tengah Sumatera, sehingga

Kabupaten Siak masuk ke dalam jalur tersebut. Di Kabupaten Siak

sendiri tidak terdapat patahan. Pada saat terjadi gempa, Kabupaten

Siak hanya terkena magnitude atau getaran saja.

3. Kawasan Abrasi Pantai

Kabupaten Siak berpotensi bahaya erosi atau lebih tepatnya

abrasi pantai di sepanjang pesisir Kecamatan Sungai Apit.

Karakteristik struktur geologi dan jenis tanah di pesisir pantai

Kecamatan Sungai Apit terdiri dari jenis endapan permukaan

pantai dan sungai dengan komposisi struktur tanahnya sebagian

besar adalah kerikil pasir dan lempung. Jenis tanah ini menjadi

faktor material yang berpengaruh besar terhadap proses pengikisan

tanah di pantai dan sempadan sungai.

2.1.4 Demografi

1. Penduduk

Penduduk Kabupaten Siak berdasarkan hasil registrasi

penduduk tahun 2012 berjumlah 472.028 jiwa yang terdiri dari

246.672 jiwa penduduk laki-laki dan 225.356 jiwa penduduk

perempuan.

Dengan luas wilayah daratan 8.556,09 km2, maka tingkat

kepadatan penduduk adalah sebesar 55 jiwa per km2. Kecamatan

Tualang merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk

terpadat yakni 369 jiwa/km2, sedangkan Kecamatan Sungai

Mandau merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk

terkecil yakni 4 jiwa/km2.
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Grafik 2.1
Komposisi Penduduk Tahun 2012 Berdasarkan Jenis Kelamin (Jiwa)

Kabupaten Siak

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak. 2013

2. Kondisi Umum Demografi Kabupaten Siak

Jumlah penduduk di Kabupaten Siak pada tahun 2012

berjumlah 472.028 jiwa. Luas wilayah Kabupaten Siak adalah

8.556,09 Km2. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan

kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif

(16-64 tahun) mencapai 65%, jumlah penduduk kelompok umur

muda (0-15 tahun) mencapai 33%. Struktur umur tersebut

mengindikasikan bahwa Kabupaten Siak memiliki potensi sumber

daya manusia yang dapat dimobilisasi pada berbagai sektor

pembangunan daerah.
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Tabel 2.4
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2012 Per Kecamatan

Kabupaten Siak

No Kecamatan

Jumlah Penduduk
Luas

Wilayah
(km)

Kepadatan
Penduduk
(Jiwa/km)Laki-Laki Perempuan

Jumlah
Penduduk

1 Siak 13.784 12.893 26.677 894,17 29,83

2 Sungai Apit 15.961 14.815 30.776 1.364,33 22,86

3 Bungaraya 13.710 12.402 26.112 151,00 172,93

4 Dayun 17.294 15.596 32.890 232,24 141,62

5 Koto Gasib 12.133 11.359 23.492 704,70 33,34

6 Lubuk Dalam 10.660 9.887 20.547 155,09 132,48

7 Kerinci Kanan 14.354 12.965 27.319 128,66 212,33

8 Tualang 66.621 60.253 126.874 343,60 369,25

9 Minas 16.681 14.953 31.634 346,35 91,34

10 Kandis 43.521 39.821 83.342 1.493,65 55,80

11 Sungai Mandau 3.578 3.358 6.936 1.705,00 4,07

12 Mempura 8.430 7.852 16.282 437,45 37,22

13 Sabak Auh 6.559 6.108 12.667 73,38 172,62

14 Pusako 3.386 3.094 6.480 544,47 11,90

Jumlah 2012 246.672 225,356 472.028 8.556,09 55,17

2011 223.731 204.160 427.891 8.556,09 50,01

2010 388.506 8.556,09 45,41

2009 356.751 8.556,09 41,69

2008 322.094 8.556,09 37,64

Sumber: Siak Dalam Angka Tahun 2013

Sumberdaya manusia yang paling banyak terserap terutama

pada sektor pertanian. Hal tersebut telah berpengaruh pada

besarnya kontribusi sektor pertanian sub sektor perkebunan

dengan komoditas kelapa sawit dan sektor industri pengolahan

hasil hutan (pulp and paper) yang melebihi 80% dalam struktur

PDRB Kabupaten Siak tahun 2012, disamping itu telah

membuktikan terjadinya penumpukan sumber daya manusia pada

kedua sektor tersebut. Masih terbuka pengembangan sektor-sektor

lainnya, terutama jasa yang dapat dimaksimalkan, ini karena posisi

Kabupaten Siak sebagai hinterland Pekanbaru.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan

dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni

budaya dan olahraga.
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2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan

ekonomi dilakukan terhadap pertumbuhan PDRB pertumbuhan

ekonomi, laju inflasi, PDRB per kapita, dan pendapatan regional

perkapita.

1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak, baik langsung

maupun tidak langsung saling mempengaruhi dan dipengaruhi

oleh pertumbuhan ekonomi regional maupun daerah sekitarnya.

Sehingga secara tidak langsung kondisi makro ekonomi di atas

sedikit banyaknya juga mempengaruhi perkembangan

perekonomian Kabupaten Siak. Perkembangan perekonomian

Kabupaten Siak dengan mengacu pada nilai pertambahan PDRB

selama 2008-2012 pada harga konstan menunjukkan terjadinya

penurunan dengan rata-rata sebanyak 3,28% per tahun. Namun

dengan menggunakan harga berlaku, nilai PDRB Kabupaten Siak

terjadi peningkatan sebanyak 3,70% per tahun. Jika dilihat dari

kedua penilaian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

perkembangan perekonomian Kabupaten Siak lebih banyak

dipengaruhi oleh kenaikan harga berbanding dengan peningkatan

volume usaha industri barang dan jasa. Dengan kata lain laju

perkembangan inflasi lebih cepat dari pada laju perkembangan

volume usaha industri barang dan jasa oleh pelaku ekonomi.

Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan dalam rangka

memacu perkembangan perekonomian Kabupaten Siak adalah

perbaikan regulasi, kebijakan, infrastruktur, dan pelayanan

kepada pelaku ekonomi agar volume usaha industri barang dan

jasa dapat ditingkatkan.

Tabel 2.5
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012

atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
Kabupaten Siak

No Sektor
2008 2009 2010 2011 2012

(Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) %

1 Pertanian 1.064.072,98 6,90 1.123.529,95 7,49 1.188.046,74 8,69 1.257.975,94 9,22 1.332.181,67 9,78

2 Pertambangan
& Penggalian

12.119.681,54 78,61 11.460.959,20 76,44 9.879.044,37 72,25 9.563.363,70 70,11 9.243.394,30 67,83

3 Industri
Pengolahan

1.733.372,43 11,24 1.850.857,28 12,34 1.979.856,66 14,48 2.118.446,63 15,53 2.266.949,73 16,64
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No Sektor
2008 2009 2010 2011 2012

(Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) %

4 Listrik,Gas &
Air Bersih

2.790,93 0,02 3.027,07 0,02 3.280,52 0,02 3.566,95 0,03 3.887,48 0,03

5 Konstruksi 66.324,84 0,43 85.035,07 0,57 106.259,82 0,78 127.756,19 0,94 153.524,61 1,13

6
Perdagangan,
Hotel &
Restoran

192.321,49 1,25 211.986,24 1,41 235.424,95 1,72 262.820,40 1,93 293.084,62 2,15

7 Pengangkutan
& Komunikasi

55.047,80 0,36 60.184,38 0,40 66.788,68 0,49 74.916,63 0,55 84.382,97 0,62

8
Keuangan,
Sewa,  & Jasa
Perusahaan

31.165,12 0,20 33.378,16 0,22 35.763,27 0,26 38.529,83 0,28 41.769,73 0,31

9 Jasa-Jasa 151.960,42 0,99 165.053,22 1,10 178.035,95 1,30 192.449,57 1,41 207.969,94 1,53

Jumlah 15.416.737,55 100 14.994.010,58 100 13.672.500,97 100 13.639.825,84 100 13.627.145,05 100

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2013

Tabel 2.6
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012

atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Siak

No Sektor
2008 2009 2010 2011 2012

(Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) %

1 Pertanian 4.994.097,83 11,12 5.797.531,63 13,24 6.900.581,94 15,33 8.216.076,96 16,83 9.370.576,62 17,78

2 Pertambangan &
Penggalian

28.551.362,63 63,56 24.860.202,93 56,76 22.995.654,56 51,10 22.988.435,92 47,08 22.735.589,85 43,13

3 Industri
Pengolahan

9.818.275,82 21,86 11.080.906,09 25,30 12.441.642,80 27,64 14.213.332,74 29,11 16.218.833,99 30,77

4 Listrik, Gas, &
Air Bersih

7.248,77 0,02 8.818,90 0,02 10.818,29 0,02 13.413,10 0,03 16.717,25 0,03

5 Konstruksi 596.473,31 1,33 795.336,42 1,82 1.005.141,48 2,23 1.229.991,62 2,52 1.523.221,63 2,89

6 Perdagangan,
Hotel, & Restoran

408.884,85 0,91 540.384,88 1,23 720.045,62 1,60 962.155,41 1,97 1.288.264,23 2,44

7 Pengangkutan &
Komunikasi

85.644,49 0,19 103.358,34 0,24 126.037,65 0,28 150.878,56 0,31 178.455,16 0,34

8
Keuangan, Sewa,
& Jasa

Perusahaan

104.131,30 0,23 132.295,11 0,30 169.787,92 0,38 218.228,27 0,45 284.373,79 0,54

9 Jasa-Jasa 352.377,36 0,78 481.006,14 1,10 635.856,58 1,41 839.938,58 1,72 1.099.773,50 2,09

Jumlah 44.918.496,36 100 43.799.840,45 100 45.005.566,84 100 48.832.451,18 100 52.715.806,02 100

Sumber : Badan Pusat Statistik  Provinsi Riau. 2013

Peningkatan volume usaha industri barang dan jasa harus lebih

cepat dari pada laju kenaikan harga, jika kesejahteraan masyarakat

akan diwujudkan secepatnya. Tabel 2.5 dan 2.6 di atas disajikan

perkembangan ekonomi Kabupaten Siak berdasarkan pada peningkatan

nilai dan kontribusi sektor lapangan selama tahun 2008-2012.
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Tabel 2.7
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun2008 s.d 2012 Atas

Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Kabupaten Siak

No Sektor
2008 2009 2010 2011 2012

Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk
% % % % % % % % % %

1 Pertanian 11,12 6,90 13,24 7,49 15,33 8,69 16,83 9,22 17,78 9,78

2 Pertambangan&
Penggalian 63,56 78,61 56,76 76,44 51,10 72,25 47,08 70,11 43,13 67,83

3 Industri
Pengolahan 21,86 11,24 25,30 12,34 27,64 14,48 29,11 15,53 30,77 16,64

4 Listrik, Gas & Air
Bersih 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03

5 Konstruksi 1,33 0,43 1,82 0,57 2,23 0,78 2,52 0,94 2,89 1,13

6 Perdagangan,
Hotel, & Restoran 0,91 1,25 1,23 1,41 1,60 1,72 1,97 1,93 2,44 2,15

7 Pengangkutan &
Komunikasi 0,19 0,36 0,24 0,40 0,28 0,49 0,31 0,55 0,34 0,62

8
Keuangan, Sewa,
& Jasa
Perusahaan

0,23 0,20 0,30 0,22 0,38 0,26 0,45 0,28 0,54 0,31

9 Jasa-Jasa 0,78 0,99 1,10 1,10 1,41 1,30 1,72 1,41 2,09 1,53

PDRB 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2013

Perkembangan pertumbuhan PDRB Kabupaten Siak selama

tahun 2008-2012 masih berada dikisaran 7%, dengan rata-rata

kontribusi 11,11%. Kontribusi tertinggi selama periode tersebut terjadi

pada sektor pertambangan, pengolahan, dan pertanian masing-masing

52,33%, 26,94%, dan 14,86%. Walaupun sektor pertambangan

memberikan kontribusi tertinggi namun dari aspek pertambahan

pertumbuhan kontribusi menunjukkan penurunan sebanyak negatif

9,23%. Dari sembilan sektor lapangan usaha hanya sektor

pertambahan yang mengalami pertambahan pertumbuhan negatif

sedangkan lainnya terjadi sebaliknya. Sektor lapangan usaha yang

mengalami pertambahan pertumbuhan tertinggi adalah pada sektor

jasa sebesar 28,18%, perdagangan 28,06%, dan sektor keuangan

23,88% jelasnya dapat dilihat pada Grafik 2.2 berikut.
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Grafik 2.2
Pertumbuhan PDRB (HB) dan Pertambahan Pertumbuhan Berdasarkan Sektor

Tahun 2008-2012
Kabupaten Siak

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2013

Tabel 2.8
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku

(Hb)dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2008 s.d Tahun 2012
Kabupaten Siak

No Sektor
Pertumbuhan (%)

Hb Hk

1 Pertanian 88% 25%

2 Pertambangan & Penggalian -20% -24%

3 Industri Pengolahan 65% 31%

4 Listrik, Gas & Air Bersih 131% 39%

5 Konstruksi 155% 131%

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 215% 52%

7 Pengangkutan & Komunikasi 108% 53%

8 Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan 173% 34%

9 Jasa-Jasa 212% 37%

PDRB 17% -12%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2013

Sementara itu, nilai dan kontribusi PDRB tanpa migas dari total

PDRB harga konstan menunjukkan persentase peningkatan yang cukup

signifikan dimana pada tahun 2008 hanya 21,50% kemudian

meningkat menjadi 32,34% pada tahun 2012.
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Tabel 2.9
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tanpa Migas

Tahun 2008 s.d 2012 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten
Siak

No Sektor
2008 2009 2010 2011 2012

(Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) %

1 Pertanian 1.064.072,98 32,10 1.123.529,95 31,63 1.188.046,74 31,15 1.257.975,94 30,69 1.332.181,67 30,23

2 Pertambangan &
Penggalian

18.180,94 0,55 19.309,98 0,54 20.447,34 0,54 21.868,43 0,53 23.429,83 0,53

3 Industri
Pengolahan

1.733.372,43 52,29 1.850.857,28 52,10 1.979.856,66 51,91 2.118.446,63 51,69 2.266.949,73 51,44

4 Listrik, Gas & Air
Bersih

2.790,93 0,08 3.027,07 0,09 3.280,52 0,09 3.566,95 0,09 3.887,48 0,09

5 Konstruksi 66.324,84 2,00 85.035,07 2,39 106.259,82 2,79 127.756,19 3,12 153.524,61 3,48

6 Perdagangan,
Hotel & Restoran

192.321,49 5,80 211.986,24 5,97 235.424,95 6,17 262.820,40 6,41 293.084,62 6,65

7 Pengangkutan &
Komunikasi

55.047,80 1,66 60.184,38 1,69 66.788,68 1,75 74.916,63 1,83 84.382,97 1,91

8
Keuangan, Sewa,
& Jasa
Perusahaan

31.165,12 0,94 33.378,16 0,94 35.763,27 0,94 38.529,83 0,94 41.769,73 0,95

9 Jasa-Jasa 151.960,42 4,58 165.053,22 4,65 178.035,95 4,67 192.449,57 4,70 207.969,94 4,72

Jumlah 3.315.236,95 100 3.552.361,36 100 3.813.903,94 100 4.098.330,57 100 4.407.180,58 100

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2013

Demikian halnya PDRB harga berlaku, tahun 2008 persentase

kontribusi PDRB tanpa migas terhadap total PDRB sebanyak 36,55%

dan kemudian meningkat menjadi 57,18% pada tahun 2012. Hal ini

menunjukkan bahwa terjadi perubahan struktur perkembangan

ekonomi di daerah ini dari migas ke non migas yang dimotori oleh

sektor industri pengolahan dan pertanian. Walaupun kedua sektor ini

mengalami penurunan kontribusi dari 90,22% pada tahun 2008

menjadi 84,89% pada tahun 2012 atau mengalami penurunan

sebanyak 5%. Penurunan persentase kontribusi kedua sektor ini tidak

berarti bahwa sektor ini tidak mengalami perkembangan kearah yang

baik akan tetapi kecepatannya dilampaui oleh sektor konstruksi,

perdagangan, dan jasa-jasa. Perkembangan kontribusi ketiga sektor ini

cukup baik dimana pada tahun 2008 hanya 8,27% dan kemudian

meningkat 12,98%. Kecepatan kemajuan dari ketiga sektor ini tidak

terlepas dari visi dan misi kepala daerah untuk menjadikan Kabupaten

Siak sebagai daerah wisata budaya melayu. Berikut disajikan

kontribusi.
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Tabel 2.10
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tanpa Migas

Tahun 2008 s.d 2012 atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Siak

No Sektor
2008 2009 2010 2011 2012

(Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) %

1 Pertanian 4.994.097,83 30,42 5.797.531,63 30,50 6.900.581,94 31,22 8.216.076,96 31,64 9.370.576,62 31,09

2
Pertambangan &

Penggalian
51.484,08 0,31 68.041,36 0,36 90.848,82 0,41 121.910,04 0,47 164.042,15 0,54

3 Industri Pengolahan 9.818.275,82 59,80 11.080.906,09 58,30 12.441.642,80 56,30 14.213.332,74 54,74 16.218.833,99 53,80

4
Listrik, Gas, & Air

Bersih
7.248,77 0,04 8.818,90 0,05 10.818,29 0,05 13.413,10 0,05 16.717,25 0,06

5 Konstruksi 596.473,31 3,63 795.336,42 4,18 1.005.141,48 4,55 1.229.991,62 4,74 1.523.221,63 5,05

6
Perdagangan, Hotel,

& Restoran
408.884,85 2,49 540.384,88 2,84 720.045,62 3,26 962.155,41 3,71 1.288.264,23 4,27

7
Pengangkutan &

Komunikasi
85.644,49 0,52 103.358,34 0,54 126.037,65 0,57 150.878,56 0,58 178.455,16 0,59

8
Keuangan, Sewa, &

Jasa Perusahaan
104.131,30 0,63 132.295,11 0,70 169.787,92 0,77 218.228,27 0,84 284.373,79 0,94

9 Jasa-Jasa 352.377,36 2,15 481.006,14 2,53 635.856,58 2,88 839.938,58 3,23 1.099.773,50 3,65

Jumlah 16.418.617,82 100 19.007.678,88 100 22.100.761,10 100 25.965.925,29 100 30.144.258,32 100

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2013

Tabel 2.11
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tanpa Migas

Tahun 2008 s.d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan
(Hk) Kabupaten Siak

No Sektor
2008 2009 2010 2011 2012

Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk
% % % % % % % % % %

1 Pertanian 30,42 32,10 30,50 31,63 31,22 31,15 31,64 30,69 31,09 30,23

2 Pertambangan &
Penggalian 0,31 0,55 0,36 0,54 0,41 0,54 0,47 0,53 0,54 0,53

3 Industri
Pengolahan 59,80 52,29 58,30 52,10 56,30 51,91 54,74 51,69 53,80 51,44

4 Listrik,Gas & Air
Bersih 0,04 0,08 0,05 0,09 0,05 0,09 0,05 0,09 0,06 0,09

5 Konstruksi 3,63 2,00 4,18 2,39 4,55 2,79 4,74 3,12 5,05 3,48

6 Perdagangan,
Hotel, & Restoran 2,49 5,80 2,84 5,97 3,26 6,17 3,71 6,41 4,27 6,65

7 Pengangkutan &
Komunikasi 0,52 1,66 0,54 1,69 0,57 1,75 0,58 1,83 0,59 1,91

8
Keuangan, Sewa,
& Jasa
Perusahaan

0,63 0,94 0,70 0,94 0,77 0,94 0,84 0,94 0,94 0,95

9 Jasa-Jasa 2,15 4,58 2,53 4,65 2,88 4,67 3,23 4,70 3,65 4,72

PDRB 100 100 100 100 100 100 100 100 1c00 100

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2013
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Tabel 2.12
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Tanpa Migas
atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)

Tahun 2008 s.d Tahun 2012
Kabupaten Siak

No Sektor
Pertumbuhan (%)

Hb Hk
1 Pertanian 88 25
2 Pertambangan & Penggalian 219 29

3 Industri Pengolahan 65 31
4 Listrik, Gas & Air Bersih 131 39
5 Konstruksi 155 131

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 215 52
7 Pengangkutan & Komunikasi 108 53
8 Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan 173 34

9 Jasa-Jasa 212 37
PDRB 84 33

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2013

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak pada tahun 2008

sebesar 7,61%, kemudian menurun menjadi 7,54% pada tahun

2012 dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut

7,42%. Rata-rata pertumbuhan ini masih di atas pertumbuhan

rata-rata ekonomi Provinsi Riau tanpa migas sebanyak 7,16%.

Walaupun terjadi penurunan dari tahun 2008 ke 2009 akan

tetapi dari tahun 2009-2012 mengalami peningkatan yang cukup

signifikan.

Tabel 2.13
Perumbuhan Ekonomi Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Siak

No Tahun Pertumbuhan (%)

1 2008 7,61

2 2009 7,15

3 2010 7,36

4 2011 7,46

5 2012 7,54

Rata-Rata 7,42

Sumber: BPS Provinsi Riau. 2013
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3. Laju Inflasi

Inflasi merupakan gambaran tentang terjadinya perubahan

harga. Fluktuasi harga yang terjadi akan mempengaruhi daya beli

konsumen, karena berakibat terhadap ketidak seimbangan

dengan pendapatan. Indeks harga ini dapat diturunkan juga dari

perhitungan PDRB yang disebut sebagai PDRB deflator atau yang

dikenal dengan indeks implisist. Indeks ini merupakan

perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB

atas dasar harga konstan. Berbeda dengan Indeks Harga

Konsumen (IHK), indeks implisit menggambarkan perubahan

harga di tingkat produsen sehingga faktor margin perdagangan

dan transportasi telah dihilangkan dan harga yang dicakup dalam

indeks ini relatif lebih lengkap. Indeks implisit PDRB

menggambarkan perkembangan perubahan harga. Sedangkan

Inflasi yang kita kenal selama ini diturunkan dari Indeks Harga

Konsumen, dimana hanya harga barang dan jasa yang

dikonsumsi yang dihitung. Laju inflasi Kabupaten Siak sangat

dipengaruhi oleh inflasi dari kota terdekat dalam hal ini Kota

Pekanbaru.

Tabel 2.14
Perkembangan Laju Inflasi Tahun 2008 s.d 2012

Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak

No Tahun Inflasi Kota Pekanbaru (%) Inflasi Kabupaten Siak (%)

1 2008 11,7 18,75*

2 2009 2,00 4,72

3 2010 5,79 3,11

4 2011 5,43 9,03

5 2012 3,35 6,84*

Sumber: BPS Provinsi Riau. 2013,  Note: * Menggunakan deflator

4. PDRB Per Kapita dan Pendapatan Regional Per Kapita

PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang

bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya

aktivitas produksi barang dan jasa. Sedangkan PDRN perkapita

merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-

masing penduduk sebagai keikutsertaan dalam proses produksi

barang dan jasa. Kedua indikator tersebut biasanya digunakan
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untuk mengukur tingkat pengukuran kemakmuran penduduk

suatu daerah.

Dengan meningkatnya perekonomian Kabupaten Siak,

secara nominal terjadi peningkatan dalam pendistribusian Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun Pendapatan Regional

Per Kapita. PDRB Perkapita didapat dari hasil penghitungan

PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Besaran ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk pertengahan

tahun dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan

semakin kecil besaran PDRB per kapita wilayah tersebut.

Semakin tinggi PDRB perkapita suatu wilayah semakin baik

tingkat perekonomian wilayahnya, walaupun ukuran ini tidak

dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar penduduk.

Rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita selama lima tahun

untuk harga konstan adalah 3.32% dan harga berlaku sebanyak

14.83%.

Tabel 2.15
PDRB Per Kapita dan Pendapatan Regional PerKapita (Rupiah)

Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Siak

Tahun PDRB Per Kapita Pendapatan Regional
Per Kapita

I. Atas Dasar Harga Berlaku

2007 38.419.176,77 35.122.811,40

2008 47.119.276,95 43.076.442,99

2009 52.365.781,15 47.872.797,13

2010 58.662.854,41 53.629.581,51

2011 66.597.991,31 60.883.883,65

2012 n.a n.a

II. Atas Dasar Harga Konstan 2000

2007 9.212.250,19 8.421.839,12

2008 9.514.294,67 8.697.968,19

2009 9.786.685,63 8.946.988,00

2010 10.123.384,01 9.254.797,66

2011 10.498.875,57 9.598.072,04

2012 n.a n.a

Sumber: BPS Provinsi Riau. 2012

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Pendidikan

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial khususnya

bidang pendidikan dilakukan terhadap indikator (a) angka melek

huruf, (b) angka rata-rata lama sekolah, (c) angka partisipasi
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murni (APM), (d) Angka Partisipasi Kasar (APK), dan (e) angka

pendidikan yang ditamatkan dalam bidang pendidikan.

A. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf menggambarkan mutu Sumber Daya

Manusia (SDM) yang diukur dari aspek pendidikan. Indikator

AMH diambil dari penduduk dewasa (umur 15 tahun keatas)

yang dapat membaca dan menulis minimal kata-kata/kalimat

sederhana aksara tertentu, baik huruf latin atau lainnya.

Angka Melek huruf bermanfaat untuk (1) mengukur

keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf,

terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi

jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak

tamat SD, (2) Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu

wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, dan (3)

menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan

dan tertulis, sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan

kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual

sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Angka melek huruf yang telah dicapai Kabupaten Siak

sejak 5 tahun terakhir terus mengalami kenaikan, tercatat

sampai tahun 2012  penduduk Siak yang melek huruf atau

pandai membaca tulis latin adalah 98,68% atau 1,32%

penduduk Kabupaten Siak masih berada dalam kategori tidak

melek huruf, atau terjadi peningkatan dengan rata-rata 0,12%

per tahun. Peningkatan angka melek huruf ini sangat

dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Daerah dalam

memajukan pendidikan dengan berbagai cara termasuk dengan

menyediakan berbagai macam informasi yang berkaitan dengan

pendidikan, lebih jelasnya dapat dibaca pada Tabel 2.16 di

bawah ini.

Tabel 2.16
Perkembangan Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama

Sekolah Tahun 2008 s.d 2012
Kabupaten Siak

No Tahun Angka Melek Huruf (%)
Angka Rata-Rata Lama Sekolah

(Tahun)

1 2008 98,21 8,80

2 2009 98,49 9,03
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No Tahun Angka Melek Huruf (%)
Angka Rata-Rata Lama Sekolah

(Tahun)

3 2010 98,56 9,08

4 2011 98,65 9,14

5. 2012 98,68 9,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2013

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama belajar merupakan jumlah tahun

belajar penduduk 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan

dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang

mengulang). Indikator ini digunakan untuk melihat kualitas

penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tinggi

rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan  yang

pernah/sedang diikuti oleh seseorang.  Semakin  tinggi angka

rata-rata lama sekolah maka semakin tinggi jenjang pendidikan

yang  ditamatkannya.

Lamanya Sekolah atau years of schooling adalah sebuah

angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari

masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan

Terakhir (TPT). Pada prinsipnya, angka ini merupakan

transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik.

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah

tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas

untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah

dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi

investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah

diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan

individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan

ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Ukuran ini

mengatasi masalah kekurangan estimasi dari TPT yang tidak

mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu.

Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan

kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian

melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang

terlalu muda atau sebaliknya, sehingga nilai dari jumlah tahun

bersekolah menjadi terlalu tinggi (kelebihan estimasi) atau

bahkan terlalu rendah (underestimate).
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Lamanya bersekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang

pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang,

misalnya jika seseorang pendidikan tertingginya adalah SMP kelas 2,

maka ia memiliki jumlah tahun bersekolah sama dengan 8 tahun, yaitu

6 tahun bersekolah di tingkat SD ditambah dengan 2 tahun di SMP.

Angka rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Siak 5 tahun

terakhir terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2008 lama rata-rata

sekolah baru mencapai 8,80 tahun sedangkan pada tahun 2009

menjadi 9,03 tahun dan terus naik pada tahun 2010 menjadi 9,08

tahun, naik menjadi 9,14 tahun pada tahun 2011, dan tahun 2012

tidak mengalami perubahan, tetap pada angka 9,14 tahun.  Angka rata-

rata lama sekolah penduduk Kabupaten Siak lima tahun terakhir

tertera pada Tabel 2.16 di atas.

C. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur

proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Semakin tinggi

tingkat persentase nilai APM menunjukkan semakin banyak penduduk

bersekolah tepat waktu sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara

jumlah siswa yang berumur 7-12 tahun untuk SD/MI, yang berumur

13-15 tahun untuk SMP/MTs, dan yang berumur 16-18 tahun untuk

SMA/MA/SMK, dengan jumlah penduduk secara berturut-turut masing

usia 7-12 tahun untuk SD/MI, 13-15 tahun untuk SMP/MTs, dan 16-

18 tahun untuk SMA/MA/SMK. Angka ini digunakan untuk

mengetahui sejauh mana anak berusia 7-12 tahun sudah bersekolah di

SD/MI, anak berusia 13-15 sudah bersekolah di SMP/MTs, dan anak

berusia 16-18 tahun sudah bersekolah di SMA/MA/SMK (telah dapat

dilayani oleh sistem pendidikan dasar dan menengah). APM tidak bisa

lebih besar angkanya dari 100%. Data di atas menunjukkan bahwa

untuk tingkat SD/MI, program wajib belajar masih belum mencapai

target maksimal (100%), namun sudah menghampirinya, dengan

demikian untuk tingkatan SD/MI, program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar sudah sepatutnya diinisiasi ke program Wajib Belajar 12 tahun.

Angka APM Kabupaten Siak pada tingkat SMP/MTs adalah

58,34%, sedangkan APM SMA/MA/SMK tahun 2012 adalah 44,11%.



Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun  2011-2016 II ~ 27

Tabel 2.17
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)

Tahun 2008 s.d 2012
Kabupaten Siak

NO Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012

1 SD/MI

1.1 Jumlah Siswa Kelompok Usia 7-12 Tahun Yang Bersekolah

Di Jenjang Pendidikan SD/MI
68.720 57.627 55.832 51.710 53.458

1.2 Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun 68.868 58.253 56.835 62.942 66.819

1.3 APM SD/MI (%) 99,79 98,93 98,24 82,15 80,00

2 SMP/MTs

2.1 Jumlah Siswa Kelompok Usia 13-15 Tahun Yang Bersekolah

Di Jenjang Pendidikan SMP/MTs
15.721 17.852 18.921 15.776 16.451

2.2 Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun 15.832 24.092 23.726 26.966 28.199

2.3 APM SMP/MTs (%) 99,30 74,10 79,75 58,50 58,34

3 SMA/MA/SMK

3.1 Jumlah Siswa Kelompok Usia 16-18 Tahun Yang Bersekolah

Di Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK
10.810 19.253 12.831 15.925 11.915

3.2 Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun 10.980 32.088 19.977 24.728 27.011

3.3 APM SMA/MA/SMK (%) 98,45 60,00 64,23 64,40 44,11

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. 2013

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat

pendidikan semakin tinggi. Tingkat partisipasi paling tinggi hingga

rendah adalah pada jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah

menengah tingkat pertama, kemudian sekolah menengah atas

sedangkan untuk tingkat APM yang paling rendah adalah pada tingkat

PAUD. Angka APM Kabupaten Siak pada tingkat SD/MI mengalami

penurunan dengan rata-rata 5,14% pertahun dari 99,79% pada tahun

2008 menjadi 80,00% pada tahun 2012. Dari angka tersebut

menunjukkan bahwa terjadinya penurunan angka jumlah anak-anak

usia sekolah dasar yang bersekolah tepat waktu. Sedangkan APM untuk

tingkat SMP/MTS juga mengalami penurunan sebanyak 11,17% per

tahun atau turun dari 99,30% pada tahun 2008 menjadi 58,34% pada

tahun 2012. Selanjutnya untuk tingkat SMA/MA turun  sebanyak

15,81% per tahun  atau turun dari 98,45% menjadi 44,11%.

Berdasarkan Tabel 2.18 terlihat bahwa Kecamatan Kerinci Kanan

merupakan Kecamatan dengan APM SD/MI terendah sedangkan

Kecamatan Kandis terendah di urutan kedua. Kecamatan Sungai

Mandau merupakan kecamatan dengan APM SD/MI tertinggi di

Kabupaten Siak.  APM SMP/MTS Kecamatan Kandis merupakan

terendah disusul oleh Kecamatan Tualang, sedangkan APM SMP/MTs
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tertinggi dicapai oleh Kecamatan Siak (79,50%).  APM SMA/MA/SMK

tertinggi Kecamatan Mampura (92,80%) kemudian menyusul

Kecamatan Kandis 60,41% sedangkan kecamatan lainnya tidak

mencapai 50%.

Tabel 2.18
Angka Partisipasi Murni Menurut Kecamatan

Kabupaten Siak Tahun 2012

No Kecamatan

SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK

Jumlah
Siswa Usia

7-12 Th
Bersekolah
di SD/MI

Jumlah
Penduduk
Usia 7-12

Th

APM

(%)

Jumlah
Siswa Usia
13-15 Th

Bersekolah
Di

SMP/MTs

Jumlah
Penduduk
Usia 13-15

Th

APM

(%)

Jumlah
Siswa Usia
16-18 Th

Bersekolah
Di

SMA/MA/
SMK

Jumlah
Penduduk
Usia 16-18

Th

APM

(%)

1 Minas 3.773 4.299 87,76 1.205 1.899 63,45 443 1.793 24,71

2 Siak 2.793 3.238 86,26 1.051 1.322 79,50 655 1.427 45,90

3 Sungai Apit 3.267 3.964 82,42 1.180 1.723 68,49 586 1.916 30,58

4 Tualang 16.021 20.897 76,67 4.330 8.186 52,90 3.119 6.743 46,26

5 Kerinci Kanan 2.323 3.424 67,84 853 1.468 58,11 318 1.502 21,17

6 Dayun 3.310 3.876 85,40 1.154 1.913 60,32 730 1.984 36,79

7 Bunga Raya 2.657 3.224 82,41 894 1.393 64,18 705 1.617 43,60

8 Sungai Mandau 1.081 923 117,10 280 438 63,93 113 397 28,46

9 Kandis 9.933 12.808 77,55 2.802 5.463 51,29 3.107 5.143 60,41

10 Lubuk Dalam 2.059 2.558 80,49 874 1.223 71,46 502 1.235 40,65

11 Koto Gasib 2.668 3.147 84,78 722 1.276 56,58 372 1.225 30,37

12 Sabak Auh 1.135 1.369 82,91 523 705 74,18 382 879 43,46

13 Mempura 1.711 2.216 77,21 420 868 48,39 773 833 92,80

14 Pusako 727 876 82,99 163 322 50,62 110 317 34,70

Jumlah 53.458 66.819 80,00 16.451 28.199 58,34 11.915 27.011 44,11

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, 2013

D. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara

jumlah siswa masing-masing tingkat: SD/MI, SMP/MTs, dan

SMA/MA/SMK, dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun untuk

SD/MI, 13-15 tahun untuk SMP/MTs, dan 16-18 tahun untuk

SMA/MA/SMK. Angka ini digunakan untuk mengetahui secara kasar

seberapa banyak anak berusia 7-12 tahun sudah bersekolah di SD/MI,

dan seberapa banyak anak-anak berusia 13-15 sudah bersekolah di

SMP/MTs, dan anak berusia 16-18 tahun sudah bersekolah di

SMA/MA/SMK sudah dapat terlayani oleh sistem pendidikan dasar dan

menengah.

Angka Partisipasi Kasar dalam penghitungannya bisa jadi lebih
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besar dari 100% karena boleh jadi diantara siswa tersebut ada yang

berusia di bawah 7 tahun atau di atas 12 tahun untuk SD/MI, dibawah

13 tahun dan diatas 15 tahun untuk SMP/MTs, dan dibawah 16 tahun

atau diatas 18 tahun untuk SMA/MA/SMK; dan/atau masuk dari

daerah (kecamatan) lain di lingkungan Kabupaten Siak.

Sebagai gambaran umum bahwa Indikator Kinerja Kemendiknas

tahun 2014  untuk TK/TKLB adalah 36,6%,  APK SMP/MTs 76,5%, dan

APK SMA/MA/SMK 76,5% sedangkan APK PT 30,0%. Pada tahun 2012

target APK nasional TK/TKLB adalah 35,0%,  APK SM/MTS 75,4%,  dan

APK SMA/MA/SMK adalah 68,3%. Dengan demikian, APK yang telah

dicapai oleh masing-masing kecamatan di Kabupaten Siak telah

melewati batas APK yang telah ditetapkan secara nasional.

Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan Kabupaten Siak pada

tahun 2012 pada tingkat SD/MI adalah 92,95%; sedangkan APK

SMP/MTs 79,67%; dan APK SMA/MA/SMK adalah 59,64%. Wajib

Belajar DIKNAS 9 Tahun mencakup SMP/MTs, APK untuk SMP/MTs

seharusnya juga tidak terlalu rendah. Kalaupun dibawah angka 100%,

seharusnya tidaklah lebih rendah dari angka 90%, mengingat dalam

angka APK termasuk anak yang berumur 12 tahun dan/atau yang

berumur 16 tahun. Angka APK Kabupaten Siak pada tahun 2012 pada

tingkat SMP/MTs adalah 79,67% (naik dibandingkan tahun 2011) tetapi

mengalami penurunan dibandingkan tahun 2008, 2009, dan 2010.

Angka Partisipasi Kasar (APK) sebagaimana tertera dalam Tabel 2.19

berikut.

Tabel 2.19
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Siak
No Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012

1 SD/MI

1.1 Jumlah Siswa Yang Bersekolah Di Jenjang
PendidikanSD/MI 68.730 57.641 56.181 60.058 62.107

1.2 Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun 68.868 58.253 56.835 62.942 66.819

1.3 APK SD/MI (%) 99,80 98,95 98,85 95,42 92,95

2 SMP/MTs

2.1 Jumlah Siswa Yang Bersekolah Di Jenjang
PendidikanSMP/MTs 15.745 19.322 20.401 21.051 22.465

2.2 Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun 15.832 24.092 23.726 26.966 28.199

2.3 APK SMP/MTs 99,45 80,20 85,99 78,06 79,67

3 SMA/MA/SMK (%)

3.1 Jumlah Siswa Yang Bersekolah Di Jenjang pendidikan
SMA/MA/SMK 10.821 21.018 14.613 14.680 15.504

3.2 Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun 10.980 32.088 19.977 24.728 27.011

3.3 APK SMA/MA/SMK (%) 98,55 65,50 73,15 59,37 57,40

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Siak. 2013
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Berdasarkan Tabel 2.20 diperoleh informasi bahwa APK SD/MI di

Kecamatan Minas, Siak, Sungai Mandau, dan Sabak Auh telah

mencapai lebih dari 100% sedangkan APK terendah berada di

Kecamatan Kerinci Kanan dengan nilai APK sebesar 79,67%. Angka APK

ini menunjukkan bahwa masih terdapat lima kecamatan yang memiliki

APK di bawah rata-rata kabupaten yaitu Kerinci Kanan, Pusako,

Kandis, Tualang, dan Lubuk Dalam. Secara keseluruhan APK SD/MI

Kabupaten Siak Tahun 2012 adalah 92,95%. APK SMP/MTs terendah

berada di Kecamatan Mempura, disusul Kandis 70,60%, sedangkan

APK SMP/MTs tertinggi berada di Kecamatan Siak. Dan masih terdapat

tujuh kecamatan yang APK-nya dibawah rata-rata kabupaten. Secara

keseluruhan APK SMP/MTs tahun 2012 Kabupaten Siak adalah

92,95%. Dengan demikian 92,95% anak usia 13 s.d 15 tahun di

Kabupaten Siak telah terlayani oleh sistem pendidikan menengah di

Kabupaten Siak. APK untuk masing-masing kecamatan adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.20
Angka Partisipasi Kasar Menurut Kecamatan

Kabupaten Siak Tahun 2012

No Kecamatan

SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK

Jumlah
Siswa

Bersekola
h di

SD/MI

Jumlah
Pendud
uk Usia
7-12 Th

APK
(%)

Jumlah
Siswa

Bersekola
h di

SMP/MTs

Jumlah
Pendud
uk usia
13-15

th

APK
(%)

Jumlah
Siswa

Bersekol
ah di

SMA/MA
/ SMK

Jumlah
Pendudu
k Usia
16-18

Th

APK (%)

1 Minas 4.472 4.299 104,02 1.745 1.899 91,89 1.180 1.793 65,81

2 Siak 3.331 3.238 102,87 1.267 1.322 95,84 511 1.427 35,81

3 Sungai Apit 3.895 3.964 98,26 1.532 1.723 88,91 1.287 1.916 67,17

4 Tualang 18.536 20.897 88,70 6.337 8.186 77,41 4.369 6.743 64,79

5 Kerinci Kanan 2.728 3.424 79,67 1.114 1.468 75,89 644 1.502 42,88

6 Dayun 3.825 3.876 98,68 1.409 1.913 73,65 955 1.984 48,14

7 Bunga Raya 3.060 3.224 94,91 1.203 1.393 86,36 872 1.617 53,93

8 Sungai
Mandau 1.237 923 134,02 400 438 91,32 276 397 69,52

9 Kandis 11.348 12.808 88,60 3.857 5.463 70,60 2.575 5.143 50,07

10 Lubuk Dalam 2.374 2.558 92,81 1.092 1.223 89,29 750 1.235 60,73

11 Koto Gasib 3.067 3.147 97,46 974 1.276 76,33 350 1.225 28,57

12 Sabak Auh 1.394 1.369 101,83 677 705 96,03 500 879 56,88

13 Mempura 2.073 2.216 93,55 602 868 69,35 1.092 833 131,09

14 Pusako 767 876 87,56 256 322 79,50 143 317 45,11

Jumlah 62.107 66.819 92,95 22.465 28.199 79,67 15.504 27.011 57,40

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Siak. 2013
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E. Angka Partisipasi Yang Ditamatkan (APT)

APT adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat

terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta

dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. APT bermanfaat

untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu

daerah, serta untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja,

terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu

wilayah. APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang

masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi

yang telah ditamatkan.

Tabel 2.21
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT)

Tahun 2007 s.d 2012
Kabupaten Siak

NO APT 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. SD 28,14 23,21 23,80 23,06 18,62 n.a

2. SMP 21,50 22,47 21,00 16,65 17,80 n.a

3. SMTA 18,44 22,74 30,59 21,66 20,99 n.a

4. Perguruan Tinggi

(DIPLOMA, S1, S2, S3)

7,29 9,67 4,74 3,92 3,82 n.a

Sumber: BPS Provinsi Riau. 2013, Siak Dalam Angka. 2009, 2010, 2011 dan 2012

Angka Partisipasi yang ditamatkan (APT) tahun selama 5 tahun

terakhir mengalami penurunan jumlah persentasenya hal ini

dikarenakan semakin banyaknya jumlah penduduk yang sedang

bersekolah. Angka Partisipasi Pendidikan yang ditamatkan (APT)

Kabupaten Siak SD Tahun 2011 adalah 18,62% menurun dibandingkan

tahun 2010 yakni 23,06%. APT SMP tahun 2012 berjumlah 17,80%

naik dibandingkan tahun 2010 yakni 16,65%. APT SMTA  tahun 2011

berjumlah 20,99% menurun dibandingkan tahun 2010 yakni 21,66%

sedangkan APT perguruan tinggi  tahun 2011 baru mencapai 3,82%

(lebih jelasnya dapat dibaca pada Tabel 2.21 di atas).

2. Kesehatan

A. Angka Kematian Bayi (AKB)

Dampak positif pembangunan bidang kesehatan Kabupaten

Siak dari tahun ke tahun sudah sangat dirasakan oleh masyarakat.

Pemerintah telah melakukan berbagai program atau kegiatan yang

ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
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Namun demikian belum semua indikator pembangunan kesehatan

mencapai target yang diinginkan. Indikator utama yang digunakan

untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan antara lain

adalah Angka Kematian Bayi (AKB), Usia Harapan Hidup (UHH), dan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Gambaran situasi ini dapat

dilihat tabel berikut ini:

Tabel 2.22
Angka Kematian Bayi Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Siak

Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran

hidup)
7 11 9 8 7

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. 2013

B. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan

lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan

pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup pada suatu umur

x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang

yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu dalam

situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka

harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan

dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka

harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah

dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan

meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka

kematian menurut umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya

diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun

sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem

registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik, maka

untuk menghitung angka harapan hidup digunakan dengan mengutip

angka yang diterbitkan BPS.

Berdasarkan tabel di bawah dapat diketahui bahwa indikator

utama pembangunan kesehatan di Kabupaten Siak telah menunjukkan

hasil yang cukup baik jika dibandingkan dengan kondisi nasional.

Semua indikator utama juga sudah mencapai target RPJMN. Misalnya

untuk UHH, penduduk Kabupaten Siak masih lebih tinggi jika

dibandingkan dengan UHH Indonesia tahun 2009 yaitu 69,0 tahun

sedangkan Kabupaten Siak tahun 2012 adalah 72,03 tahun.
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Tabel 2.23
Angka Harapan Hidup Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Siak

Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

Angka Harapan Hidup 71,34 71,52 71,69 71,86 72,03

Sumber: BPS Provinsi Riau. 2013

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks

pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun

melalui pendekatan tiga demensi dasar yaitu meliputi (1) harapan

hidup, (2) tingkat pendidikan, dan (3) pendapatan. Kesungguhan

Kabupaten Siak dalam pembangunan sumber daya manusia

diperlihatkan oleh Indeks Pembangunan Manusia diperlihatkan oleh  (1)

angka harapan hidup, (2) angka melek huruf, (3) rata-rata lama

sekolah, (4) pengeluaran perkapita, dan (5) IPM.

Berdasarkan Tabel 2.24, IPM Kabupaten Siak terus mengalami

peningkatan selama lima tahun terakhir yakni diatas 75%.  Tahun 2012

IPM Kabupaten Siak mencapai 77,27% .
Tabel 2.24

IPM Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Siak
No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Angka harapan Hidup 71,34 71,52 71,69 71,86 72,03

2. Angka Melek huruf 98,21 98,49 98,56 98,65 98,68

3. Rata-Rata lama Sekolah 8,80 9,03 9,080 9,14 9,14

4. Pengeluaran per kapita (ribu

rupiah)

639,78 640,78 644,22 648,16 651,35

5. IPM 75,64 76,05 76,46 76,92 77,27

Sumber: BPS Provinsi Riau. 2013

4. Kemiskinan

Komitmen pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan

telah diupayakan, hal ini sejalan dengan adanya komitmen MDGs

(Millennium Development Goals) dalam menanggulangi kemiskinan dan

kelaparan. Berdasarkan data persentase angka kemiskinan nasional,

Provinsi Riau dan Kabupaten Siak seperti terlihat pada Tabel 2.25,

dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Siak telah berhasil menurunkan

angka kemiskinan, hal ini terlihat dari rasio angka kemiskinan di

Kabupaten Siak yang turun dari 6,01% pada tahun 2007 menjadi

5,29% pada tahun 2011 dengan persentase pertumbuhan penurunan
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sebesar 1,58% pertahun dan kemiskinan di daerah ini yang berada

dibawah angka kemiskinan Provinsi Riau dan nasional.

Tabel 2.25
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2007 s.d 2011

Kabupaten Siak

No. Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

1. Garis Kemiskinan (Rp) 206.507 245.192 247.965 269.244 299.609

2. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 19.300 23.850 20.190 24.600 20.825

3. Angka Kemiskinan 6,01 7,09 5,71 6,49 5,29

4.
Persentase Penduduk di Atas Garis

Kemiskinan
93,95 92,60 94,34 93,67 95,13

Sumber: BPS Provinsi Riau. 2013

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kabupaten Siak memiliki latar belakang sejarah yang cukup

kuat, hal ini dikarenakan dahulunya di Kabupaten Siak berdiri sebuah

kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Siak. Saat ini peninggalan sejarah

tersebut masih ada yaitu Istana Siak yang masih berdiri megah di Kota

Siak Sri Indrapura. Seni budaya di Kabupaten Siak yang ada saat ini

seperti tari zapin, permainan rakyat gasing, layang-layang, galah

panjang, kompang, dan rebana. Berdasarkan data seperti pada Tabel

2.26, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan seni dan budaya

di Kabupaten Siak sangat lambat.

Tabel 2.26
Perkembangan Seni, Budaya dan Olah Raga

Tahun 2008 s.d 2011 Kabupaten Siak

No Capaian Pembangunan 2008 2009 2010 2011

1 Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk n.a n.a n.a 72

2 Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk n.a n.a n.a n.a

3 Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk n.a n.a n.a n.a

4 Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk n.a n.a n.a n.a

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak. 2013

Sementara itu perkembangan olahraga di Kabupaten Siak dari

tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan

banyaknya sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kabupaten

Siak baik yang dibangun oleh masyarakat maupun yang dibangun

oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Sejalan dengan persiapan

menghadapi PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012, Pemerintah
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Kabupaten Siak akan membangun berbagai sarana dan prasarana

olahraga seperti pembangunan venue jalan lintasan cross country dan

downhill (balap sepeda), sarana sepeda BMX, pembangunan GOR

kempo, dan pembangunan sarana penunjang sepatu roda. Pada tahun

2013 telah berhasil melakukan event olahraga internasional berupa

balap sepeda Tour de Siak 2013.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

A. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap

sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka ini

memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia

muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan

seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan

perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap

jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid

tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi

sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh

semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak

diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta

peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah

seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Di Indonesia termasuk di Kabupaten Siak, proporsi

penduduk muda sendiri semakin menurun akibat semakin

rendahnya angka fertilitas (lihat bagian fertilitas). Penurunan ini

akan menyebabkan semakin menurunnya jumlah anak-anak

yang masuk Sekolah Dasar. Bila ukuran seperti perubahan

jumlah murid digunakan, bisa jadi ditemukan penurunan

jumlah murid di Sekolah Dasar dengan interpretasi terjadi

penurunan partisipasi sekolah. Namun, bila digunakan APS,

maka akan ditemukan peningkatan partisipasi di tingkat SD

yang disebabkan semakin rendahnya jumlah penduduk usia

SD.
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APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan

dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh

pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan

dasar. Dari sisi pendidikan, kondisi pendidikan masyarakat

Kabupaten Siak sudah mulai meningkat, dari jumlah penduduk

usia pendidikan dasar (SD/MI) tahun 2012 berjumlah 53.458

orang dengan APS 80,00%. Jumlah siswa kelompok usia 13-15

tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs 16.451

siswa sedangkan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun

berjumlah 28.199 siswa. Angka partisipasi sekolah SMP/MTs

Kabupaten Siak sampai tahun 2012 tercatat 58,34%

sebagaimana pada Tabel 2.27 di bawah ini.

Tabel 2.27
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Tahun 2008 s.d 2012
Kabupaten Siak

No Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012

1 SD/MI

1.1 Jumlah murid usia 7-12 thn yang bersekolah di
jenjang penidikan SD/MI 68.720 57.627 55.832 51.710 53.458

1.2 Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 68.868 58.253 56.835 62.942 66.819

1.3 APS SD/MI (%) 99,79 98,93 98,24 82,15 80,00

2 SMP/MT

2.1 Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang
bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs 15.721 17.852 18.921 15.776 16.451

2.2 Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 15.832 24.092 23.726 26.966 28.199

2.3 APS SMP/MTs (%) 99,30 74,10 79,75 58,50 58,34

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. 2013

Angka partisipasi sekolah  SD/MI per kecamatan di

Kabupaten Siak tertinggi berada di Kecamatan Sungai Mandau

yakni 117,12%, sedangkan APS terendah berada di Kecamatan

Kerinci Kanan yakni 67,84%.  Angka partisipasi sekolah

SMP/MTs  Tahun 2012  per kecamatan di Kabupaten Siak

tertinggi berada di Kecamatan Siak sedangkan terendah berada

di Kecamatan Mempura, sedangkan APS SMP/MTs Kabupaten

Siak Tahun 2012 adalah 58,34%. APK SMA/MA dan SMK

tertinggi Tahun 2012 berada di Kecamatan Kandis dan yang

terendah berada di Kecamatan Kerinci Kanan.
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Tabel 2.28
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2012

Menurut Kecamatan Kabupaten Siak

No Kecamatan

SD/MI SMP/MTs

Jumlah
Siswa Usia
7-12 Thn

Bersekolah
di SD/MI

Jumlah
Penduduk
Usia 7-12

Thn

APS
(%)

Jumlah
Siswa Usia
13-15 Thn
Bersekolah

di
SMP/MTs

Jumlah
Penduduk
Usia 13-15

Thn

APS
(%)

1 Minas 3.773 4.299 87,76 1.205 1.899 63,45

2 Siak 2.793 3.238 86,26 1.051 1.322 79,50

3 Sungai Apit 3.267 3.964 82,42 1.180 1.723 68,49

4 Tualang 16.021 20.897 76,67 4.330 8.186 52,90

5 Kerinci Kanan 2.323 3.424 67,84 853 1.468 58,11

6 Dayun 3.310 3.876 85,40 1.154 1.913 60,32

7 Bunga Raya 2.657 3.224 82,41 894 1.393 64,18

8 Sungai Mandau 1.081 923 117,12 280 438 63,93

9 Kandis 9.933 12.808 77,55 2.802 5.463 51,29

10 Lubuk Dalam 2.059 2.558 80,49 874 1.223 71,46

11 Koto Gasib 2.668 3.147 84,78 722 1.276 56,58

12 Sabak Auh 1.135 1.369 82,91 523 705 74,18

13 Mempura 1.711 2.216 77,21 420 868 48,39

14 Pusako 727 876 82,99 163 322 50,62

Jumlah 53.458 66.819 80,00 16.451 28.199 58,34

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, 2013

B. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat

pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia

pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan

untuk menampung semua penduduk usia pendidikan

menengah.

Dalam rangka meningkatkan jumlah penduduk yang

menamatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, pemerintah

Kabupaten Siak telah menyediakan sarana pendidikan berupa

ruang kelas sebagai tempat belajar mengajar pada tiap jenjang

pendidikan dari dasar sampai menengah. Peningkatan

ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan tingkat SD/MI

sebesar 2,96% per tahun  dan tingkat SMP/MTs sebesar 8,32%

per tahun. Rincian jumlah sarana pendidikan tahun 2008 s.d

2012 dapat dilihat pada Tabel 2.29 berikut.
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Tabel 2.29
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Tahun 2008 s.d 2012
Kabupaten Siak

No Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012

1 SD/MI

1.1 Jumlah gedung sekolah 196 199 213 214 220

1.2 Jumlah penduduk kelompok usia 7-12
tahun 68.868 58.253 56.835 62.942 66.819

1.3 Rasio 1:351 1:293 1:267 1:294 1:304

2 SMP/MTs

2.1 Jumlah gedung sekolah 92 93 106 111 126

2.2 Jumlah penduduk kelompok usia 13-
15 tahun 15.832 24.092 23.726 26.966 28.119

2.3 Rasio 1:172 1:259 1:224 1:243 1:224

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Siak. 2013

Rasio antara jumlah penduduk usia 7 s.d 12 Tahun

dengan jumlah sekolah di Kabupaten Siak Tahun 2012

mencapai 1:304 orang untuk SD/MI dan usia SMP/MTs 1:223

orang. Dari rasio ini menunjukkan bahwa untuk tingkat

SD/MI mengalami penurunan, namun untuk tingkat SMP/MTs

mengalami peningkatan akibat dari laju pertambahan

penduduk yang berusia sekolah tersebut lebih cepat berbanding

dengan penambahan sarana pendidikan pada jenjang tersebut.

Jumlah rasio paling tinggi sekaligus sangat memerlukan

gedung sekolah baru untuk jenjang SD/MI berada di

Kecamatan Kandis dan Minas. Sedangkan rasio tertinggi antara

jumlah gedung sekolah dengan usia anak 13 s.d 15 tahun

berada di Kecamatan Tualang, Kandis, dan Lubuk Dalam,

jelasnya Tabel 2.30.

Tabel 2.30
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012

Menurut Kecamatan Kabupaten Siak

No Kecamatan

SD/MI SMP/MTs

Jumlah
gedung
sekolah

Jumlah
penduduk

usia 7-12 th
Rasio

Jumlah
gedung
sekolah

Jumlah
penduduk

usia 13-15th
Rasio

(1) (2) (3) (4) (5=3/4) (6) (7) (8=6/7)

1 Siak 13 3.238 1:249 10 1.322 1:132

2 Tualang 34 20.897 1:615 22 8.186 1:372

3 Minas 14 4.299 1:307 9 1.899 1:211

4 Dayun 20 3.876 1:194 10 1.913 1:191
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No Kecamatan

SD/MI SMP/MTs

Jumlah
gedung
sekolah

Jumlah
penduduk

usia 7-12 th
Rasio

Jumlah
gedung
sekolah

Jumlah
penduduk

usia 13-15th
Rasio

(1) (2) (3) (4) (5=3/4) (6) (7) (8=6/7)

5 Kerinci Kanan 13 3.424 1:263 8 1.468 1:183

6 Bungaraya 16 3.224 1:202 8 1.393 1:174

7 Sungai Mandau 8 923 1:115 6 438 1:73

8 Kandis 26 12.808 1:493 19 5.463 1:288

9 Mempura 10 2.216 1:222 4 868 1:217

10 Lubuk Dalam 8 2.558 1:320 5 1.223 1:245

11 Sabak Auh 12 1.369 1:114 5 705 1:141

12 Koto Gasib 17 3.147 1:185 6 1.276 1:213

13 Sungai Apit 23 3.964 1:172 10 1.723 1:172

14 Pusako 6 876 1:146 4 322 1:81

Jumlah 220 66.819 1:304 126 28.199 1:224

Sumber: Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Siak. 2013

C. Rasio guru/ Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat

pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar.

Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di

samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu

guru agar tercapai mutu pengajaran. Di Kabupaten Siak sampai

tahun 2012 adalah 1:18 sedangkan SMP/MTs rasio jumlah guru

dengan murid adalah 1:12. Angka rasio ini mengindikasikan

ketersediaan tenaga pengajar, disamping itu juga untuk

mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai

mutu pengajaran. Akan tetapi jika dilihat dari aspek

perkembangan maka rasio antara jumlah murid dengan guru

untuk tingkat SMP/MTS mengalami peningkatan sebanyak 9,38%

per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa laju pertambahan

jumlah usia sekolah lebih cepat 9,38% berbanding laju

pertambahan jumlah guru hanya sebanyak 7,88% untuk jelasnya

dapat dilihat pada Tabel 2.31 berikut.
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Tabel 2.31
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar

Tahun 2008 s.d 2012
Kabupaten Siak

No Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012

1 SD/MI

1.1 Jumlah Guru 3.369 3.298 3.170 3.244 3.372

1.2 Jumlah Murid 68.730 57.641 56.181 60.058 62.107

1.3 Rasio 1:20 1:17 1:18 1:18 1:18

2 SMP/MTs

2.1 Jumlah Guru 1.505 1.084 1.469 1.648 1.842

2.2 Jumlah Murid 15.745 19.322 20.401 21.051 21.482

2.3 Rasio 1:10 1:17 1:14 1:13 1:12

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. 2013

Berdasarkan Tabel 2.32 Rasio guru dan murid SD/MI tertinggi

berada di Kecamatan  Kandis dan Tualang yakni diatas 1:20. Rasio

perbandingan guru SD/MI terendah di Kecamatan Sabah Auh dan

Kecamatan Pusako.

Tabel 2.32
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2012

Menurut Kecamatan Kabupaten Siak

No Kecamatan
SD/MI SMP/MTs

Jumlah
Guru

Jumlah
Murid

Rasio Jumlah
Guru

Jumlah
Murid

Rasio

(1) (2) (3) (4) (5=3/4) (6) (7) (8=6/7)

1 Siak 189 3.331 1:18 135 1.267 1:9

2 Tualang 745 18.536 1:25 379 6.337 1:17

3 Minas 233 4.472 1:19 164 1.745 1:11

4 Dayun 273 3.825 1:14 151 1.409 1:9

5 Kerinci Kanan 156 2.728 1:18 133 1.114 1:8

6 Bungaraya 195 3.060 1:16 116 1.203 1:10

7 Sungai Mandau 84 1.237 1:15 45 400 1:9

8 Kandis 469 11.348 1:24 266 3.857 1:15

9 Mempura 137 2.073 1:15 58 602 1:10

10 Lubuk Dalam 124 2.374 1:19 74 1.092 1:15

11 Sabak Auh 155 1.394 1:9 76 677 1:9

12 Koto Gasib 212 3.067 1:14 78 974 1:12

13 Sungai Apit 326 3.895 1:12 139 1.532 1:11

14 Pusako 74 767 1:10 28 256 1:9

Jumlah 3.372 62.107 1:18 1.842 22.465 1:12

Sumber : Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Siak. 2013
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2. Kesehatan

Aspek pelayanan kesehatan secara umum yang harus

dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Siak terkait

dengan sumber daya (resources) kesehatan, antara lain

penyediaan sarana layanan kesehatan (termasuk mendorong

dibentuknya sarana pelayanan kesehatan yang berbasis

masyarakat/UKBM), penyediaan tenaga/sumber daya manusia

(SDM)/human resources kesehatan, dan pembiayaan sektor

kesehatan. Indikator yang digunakan untuk analisis

pembangunan kesehatan di Kabupaten Siak aspek kesehatan

meliputi: (a) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan

Balita, (b) Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu

(Pustu), (c) Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk, (d) Rasio

Dokter Per Satuan Penduduk, dan (e) Rasio Tenaga Medis Per

Satuan Penduduk.

A. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita
Berdasarkan Tabel 2.33, dapat dilihat jumlah Posyandu dan

balita dari tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Siak. Dari angka

tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2008 hingga 2012 terjadi

peningkatan fasilitas posyandu sebanyak 15,41% atau dari 318

menjadi 367, namun rasio jumlah posyandu dengan balita juga

terjadi peningkatan dari 1:119 menjadi 1:127, artinya laju

pertambahan kelahiran bayi lebih tinggi dari pertambahan

posyandu atau balita bertambah sebanyak 23,13%.

Tabel 2.33
Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Siak

NO Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah posyandu 318 353 363 364 367

2. Jumlah balita 37.736 33.895 35.494 36.558 46.466

3. Rasio 1:119 1:95 1:98 1:100 1:127

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. 2013

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

diketahui jumlah posyandu pada tahun 2012 ada sebanyak 367

buah, dengan jumlah sasaran anak balita sebanyak 46.466 orang.

Dengan demikian rasio antara jumlah posyandu dengan sasaran

anak balita adalah 97,78 orang. Jumlah ini sudah dapat

dikatakan ideal, karena secara persyaratan, untuk satu posyandu
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sasaran jumlah anak balitanya adalah minimal 100 orang.

Selanjutnya jika dilihat dari stratifikasi posyandu diketahui

bahwa sebagian besar posyandu yang ada adalah dengan

stratifikasi madya (58,95%), dan hanya 35,81% yang aktif.

Cakupan Posyandu dengan stratifikasi purnama dan mandiri

adalah sebanyak 35,81% (target ISS 2010 adalah 20%). Jumlah

desa siaga dengan fasilitas poskesdes adalah sebanyak 100 buah

sedangkan yang aktif ada sebanyak 100% (target 100%).

Tabel 2.34
Jumlah Posyandu dan Balita

Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Siak

NO Kecamatan Jumlah
posyandu

Jumlah balita Rasio

(1) (2) (3) (4) (5=4/3)

1 Kecamatan Siak 24 2.635 1:110

2 Kecamatan Minas 22 3.051 1:139

3 Kecamatan Tualang 47 12.190 1:259

4 Kecamatan Dayun 30 3.317 1:111

5 Kecamatan Kerinci kanan 25 2.689 1:108

6 Kecamatan Bunga Raya 26 2.635 1:101

7 Kecamatan Sungai Mandau 17 677 1:40

8 Kecamatan Kandis 43 7.614 1:177

9 Kecamatan Mempura 20 1.750 1:88

10 Kecamatan Lubuk Dalam 22 2.508 1:114

11 Kecamatan Sabak Auh 12 1.391 1:116

12 Kecamatan Koto gasib 26 2.183 1:84

13 Kecamatan Sungai Apit 43 3.179 1:74

14 Kecamatan Pusako 10 647 1:65

Jumlah 367 46.466 1:127

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. 2013

Berdasarkan Tabel 2.34 di atas jumlah posyandu di

Kabupaten Siak telah mencapai 367 buah untuk melayani 46.466

balita atau rasio layanan adalah 1:127. Angka ini tergolong besar

dan memerlukan pembangunan Posyandu sebagai salah satu

alternatif layanan terpadu bagi Balita.  Jumlah balita terbesar ada

di Kecamatan Tualang yakni 12.190 balita dengan rasio 1:259

atau satu posyandu melayani 259  Balita.
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B. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu
(PUSTU)

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Siak sampai tahun 2012

berjumlah  15 buah, jumlah Polindes 60 buah, dan jumlah Pustu

73 buah. Jika dihitung rasio Puskesmas dengan jumlah

penduduk Kabupaten Siak maka rasionya adalah 1:31.469 orang,

sedangkan rasio poliklinik persatuan penduduk adalah 1:7.867

dan rasio pustu persatuan penduduk adalah 1:6.466 orang

sebagaimana dapat dibaca pada Tabel 2.35 berikut.

Tabel 2.35 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun

2008 s.d 2012 Kabupaten Siak terlihat bahwa ketersediaan

sarana kesehatan di Kabupaten Siak masih pada kategori “cukup

memadai”, dimana pada tingkat kabupaten telah tersedia Rumah

Sakit Umum Daerah, namun demikian rasio TT yang tersedia jika

dibandingkan dengan jumlah penduduk masih belum memenuhi

standar. Pada tingkat kecamatan telah tersedia Puskesmas

dengan jumlah seluruhnya sebanyak 15 Puskesmas dan 60

Polides.

Sedangkan untuk tingkat desa, pada beberapa desa telah

tersedia Puskesmas Pembantu sebanyak 15 unit yang

dimaksudkan untuk lebih mendekatkan jangkauan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat. Disamping itu agar pelayanan

kesehatan kepada masyarakat lebih maksimal, maka untuk

daerah-daerah yang tidak terjangkau dengan pelayanan

Puskesmas maupun Polides sebanyak 60 unit.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

kepada masyarakat, disamping menambah tenaga medis untuk

mencapai visi pembangunan kesehatan Kabupaten Siak, maka

pada lokasi-lokasi yang jauh dari jangkauan pelayanan RSUD,

ada Puskesmas yang dikembangkan menjadi Puskesmas dengan

fasilitas perawatan (Puskesmas Rawat Inap). Sampai dengan

tahun 2010 jumlah Puskesmas Rawat Inap sebanyak 7 unit yaitu

Puskesmas Sungai Apit, Puskesmas Minas, Puskesmas Perawang,

Puskesmas Bunga Raya, Puskesmas Sam Sam, Puskesmas Lubuk

Dalam, dan Puskesmas Bandar Sungai. Dengan telah tersedianya

Puskesmas Rawat Inap ini, maka tersedia pelayanan untuk

menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif

terbatas maupun rawat inap sementara dan berfungsi sebagai
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"Pusat Rujukan Antara" yang melayani penderita gawat darurat

sebelum dapat dibawa ke Rumah Sakit.

Keberadaan RSUD sangatlah vital bagi masyarakat

Kabupaten Siak. Hal ini dikarenakan satu-satunya rumah sakit

yang ada di Kabupaten tersebut. Namun demikian kondisi dan

kinerja RSUD ini masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat

dari tipe RSUD Kabupaten Siak sampai saat ini masih RS Tipe C

Non Pendidikan. Jika dilihat dari utilisasi rate RSUD Kabupaten

Siak diketahui bahwa: BOR 26,72% (2008), 44,14% (2009) dan

43,82% (2010). Angka ini selama tiga tahun terakhir cenderung

meningkat, namun demikian masih jauh dari kondisi ideal yakni

> 80%. Untuk Av LoS 2,3 hari (2008), 3,48 hari (2009) dan 2,5

hari (2010). Angka ini selama tiga tahun terakhir belum baik,

karena kondisi ideal yakni 3-12 hari. Untuk GDR 15,4

orang/1000 penderita keluar (standar normal 45 0/00), dan NDR

3,55 orang/1000 penderita keluar (standar normal 250/00).

Tabel 2.35
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu

Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Siak

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah Puskesmas 14 14 14 15 15

2. Jumlah Poliklinik (Polindes) 56 56 58 59 60

3. Jumlah Pustu 74 75 76 73 73

4. Jumlah Penduduk 322.094 356.751 388.506 427.891 472.028

5. Rasio Puskesmas persatuan
penduduk 1:23.007 1:25.482 1:27.750 1:28.526 1:31.469

6. Rasio Poliklinik persatuan
penduduk 1:5.752 1:6.371 1:6.698 1:7.252 1:7.867

7. Rasio Pustu persatuan
penduduk 1:4.353 1:4.757 1:5.112 1:5.862 1:6.466

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. 2013

Disamping sarana kesehatan yang disediakan oleh

pemerintah berupa Puskesmas, Puskemas Pembantu, dan

Puskemas Keliling, di Kabupaten Siak juga terdapat sarana

pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat seperti Balai

Pengobatan, Posyandu, Poskesdes/Poskeskel, Toga (Taman Obat

Keluarga), Pos Obat Desa (POD), dan Pos Upaya Kesehatan Kerja

(PUKK). Keberadaan sarana pelayanan kesehatan ini tetap dalam

pengawasan dan pembinaan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
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Tabel 2.36
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu

Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Siak

No Kecamatan Jumlah
Penduduk

Puskesmas Poliklinik Pustu

Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio

(1) (2) (3) (4) (5=4/3) (6) (7=6/3) (8) (9=8/3)

1 Siak 26.677 1 1: 26.677 1 1:26.677 4 1:6.669

2 Minas 31.634 1 1: 31.634 4 1:7.909 5 1:6.327

3 Tualang 126.874 2 1:
126.874 6 1:21.146 7 1:18.125

4 Dayun 32.890 1 1: 32.890 11 1:2.990 10 1:3.289

5 Kerinci kanan 27.319 1 1: 27.319 2 1:13.660 12 1:2.277

6 Bungaraya 26.112 1 1: 26.112 4 1:6.528 4 1:6.528

7 Sungai
Mandau 6.936 1 1: 6.936 2 1:3.468 3 1:2.312

8 Kandis 83.342 1 1: 83.342 4 1:20.836 6 1:13.890

9 Mempura 16.282 1 1: 16.282 5 1:3.256 3 1:5.427

10 Lubuk Dalam 20.547 1 1: 20.547 3 1:6.849 4 1:5.137

11 Sabak Auh 12.667 1 1: 12.667 1 1:12.667 3 1:4.222

12 Koto gasib 23.492 1 1: 23.492 8 1:2.937 6 1:3.915

13 Sungai Apit 30.776 1 1: 30.776 4 1:7.694 7 1:4.397

14 Pusako 6.480 1 1: 6.480 5 1:1.296 1 1:6.480

Jumlah 472.028 15 1:31.468 60 1:7.867 73 1:6.466

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. 2013

Berdasarkan sebaran Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas

Pembantu (PUSTU) masing-masing kecamatan di Kabupaten Siak

sampai tahun 2012 adalah sebagai berikut; (1) semua kecamatan

telah memiliki Puskesmas masing-masing 1 Puskesmas dan

hanya Kecamatan Tualang yang memiliki 2 Puskesmas. (2)

seluruh kecamatan memiliki Poliklinik dengan kecamatan Dayun

11 Poliklinik, Koto Gasib 8 Poliklinik. (3) Seluruh kecamatan di

Kabupaten Siak memiliki Pustu dan kecamatan dengan Pustu

terbanyak berada di Kecamatan Kerinci Kanan lalu Kecamatan

Dayun, jumlah PUSTU terendah di Kecamatan Pusako adalah 1

Pustu (lebih jelasnya dapat dibaca pada Tabel 2.36 di atas.

C. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio Rumah Sakit dengan jumlah penduduk di Kabupaten

Siak tergolong tinggi. Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Siak

adalah 1 unit. Rasio Rumah Sakit dengan jumlah penduduk

tahun 2012 Kabupaten Siak adalah 1:472.028, lebih jelas dapat

dibaca pada Tabel 2.37 dan Tabel 2.38.
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Tabel 2.37
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk

Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Siak

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah Rumah Sakit

Umum (Pemerintah)
0 0 0 0 0

2. Jumlah Rumah Sakit

Jiwa/Paru dan penyakit

khusus lainnya milik

pemerintah

0 0 0 0 0

3. Jumlah Rumah Sakit

AD/AU/ AL/POLRI
0 0 0 0 0

4. Jumlah Rumah Sakit

Daerah
1 1 1 1 1

5. Jumlah seluruh Rumah

Sakit
1 1 1 1 1

6. Jumlah Penduduk 322.094 356.751 388.506 427.891 472.028

7. Rasio 1:322.094 1:356.751 1:388.506 1:427.891 1:472.028

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. 2013

Tabel 2.38
Jumlah Rumah Sakit Menurut Kecamatan tahun 2012

Kabupaten Siak

No Kecamatan Jumlah
Penduduk

Rumah
Sakit Umum
(Pemerintah)

RS
Jiwa/Paru

dan penyakit
khusus

lainnya milik
pemerintah

Rumah Sakit
AD/AU/

AL/POLRI
Rumah Sakit Daerah

Rumah
Sakit

Swasta
Total

Jmlh Rasio Jmlh Rasio Jmlh Rasio Jmlh Rasio Jml
h Rasio Jmlh Rasio

1 Siak 26.677 0 0 0 - 0 - 1 1: 26.677 0 - 1 1: 26.677

2 Minas 31.634 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0

3 Tualang 126.874 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0

4 Dayun 32.890 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0

5 Kerinci kanan 27.319 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0

6 Bunga Raya 26.112 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0

7 Sungai Mandau 6.936 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0

8 Kandis 83.342 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0

9 Mempura 16.282 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0

10 Lubuk Dalam 20.547 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0

11 Sabak Auh 12.667 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0

12 Koto gasib 23.492 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0

13 Sungai Apit 30.776 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0

14 Pusako 6.480 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0

Jumlah 472.028 0 0 0 - 0 - 1 1: 472.028 0 - 1 1: 472.028

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. 2013
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D. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan

tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan

jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar

sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter

melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di

Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah

penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter

spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

Untuk menunjang operasional penyelenggaraan pelayanan

kesehatan pada masing-masing sarana kesehatan, maka

tenaga/SDM kesehatan yang tersedia haruslah mencukupi untuk

memberikan pelayanan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari

bagaimana jumlah dan distribusi serta kualitas tenaga kesehatan

yang ada. Salah satu indikator ketercukupan tenaga kesehatan

dapat dilihat dari perbandingan/rasionya dengan jumlah

penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Siak pada tahun 2012

adalah sebanyak 472.028 jiwa. Ketersediaan tenaga kesehatan

pada sarana-sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Siak

tertera pada Tabel 2.39 berikut.

Tabel 2.39
Jumlah Tenaga Medis Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Siak

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah Dokter 55 58 84 66 43

2 Jumlah Penduduk 322.094 356.751 388.506 427.891 472.028

3 Rasio 1:5.856 1:6.151 1:4.625 1:6.483 1:10.977

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. 2013

Berdasarkan Tabel 2.40 di bawah ini terlihat bahwa

ketersediaan tenaga kesehatan berdasarkan jenis profesi di

Kabupaten Siak bervariasi. Hal ini terlihat bahwa untuk tenaga

perawatan dan bidan sudah cukup memadai, namun demikian

untuk tenaga medis, kesehatan masyarakat, kefarmasian, dan

ahli gizi masih belum memadai. Jika dilihat dari distribusi tenaga

kesehatan per kecamatan, berdasarkan data profil kesehatan

Kabupaten Siak tahun 2012, hampir semua jenis tenaga

kesehatan sudah tersedia di setiap kecamatan. Namun demikian
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secara kuantitas masih belum merata (menurut rasionya dengan

jumlah penduduk). Rasio tertinggi ketersediaan jumlah dokter

dibandingkan dengan jumlah penduduk terdapat di kecamatan

Kandis, Tualang, dan Bungaraya. Melihat angka rasio tersebut

mengindikasikan bahwa perlunya penambahan jumlah dokter

sebanyak tiga kali lipat dari angka saat ini.

Tabel 2.40
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2012

Kabupaten Siak

No Kecamatan Jumlah Penduduk Jumlah Dokter Rasio

(1) (2) (3) (4) (5=4/3)

1 Siak 26.677 2 1:13.339

2 Minas 31.634 3 1:10.545

3 Tualang 126.874 6 1:21.146

4 Dayun 32.890 4 1:8.223

5 Kerinci kanan 27.319 3 1:9.106

6 Bungaraya 26.112 2 1:13.056

7 Sungai Mandau 6.936 3 1:2.312

8 Kandis 83.342 3 1:27.781

9 Mempura 16.282 3 1:5.427

10 Lubuk Dalam 20.547 3 1:6.849

11 Sabak Auh 12.667 2 1:6.334

12 Koto gasib 23.492 3 1:7.831

13 Sungai Apit 30.776 5 1:6.155

14 Pusako 6.480 1 1:6.480

Jumlah 472.028 43 1:10.977

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. 2013

E. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio  jumlah tenaga medis dengan jumlah penduduk  di

Kabupaten Siak sampai tahun 2012 bervariatif.  Rasio tenaga

medis dengan penduduk Kabupaten Siak sampai tahun 2012

adalah 1:7.738 orang, artinya satu tenaga medis melayani sekitar

7.738 orang. Sementara pada tahun 2008, rasio jumlah tenaga

medis dengan jumlah penduduk masih relatif rendah yaitu

1:3.321 orang. Jumlah tenaga medis  di daerah ini mengalami

penurunan sebanyak 7.50% per tahun sementara jumlah

penduduk bertambah sebanyak 10.03% per tahun sejak tahun

2008-2012, lebih jelasnya dapat lihat tabel 2.41 di bawah ini.
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Tabel 2.41
Jumlah Tenaga Medis Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Siak

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah Tenaga Medis 97 82 114 87 61
2 Jumlah Penduduk 322.094 356.751 388.506 427.891 472.028
3 Rasio 1:3.321 1:4.351 1:3.408 1:4.918 1:7.738

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. 2013

Jika dilihat dari angka per kecamatan maka rasio tertinggi

terdapat di Kecamatan Kandis dan Tualang yang mencapai lima

digit dan Bungaraya masih empat digit tetapi ketiga kecamatan

tersebut yang melebihi angka rata-rata kabupaten.

Tabel 2.42
Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Tahun 2012

Kabupaten Siak

No Kecamatan Jumlah
Penduduk

Jumlah
Tenaga
Medis

Rasio

(1) (2) (3) (4) (5=4/3)
1 Kecamatan Siak 26.677 3 1:8.892
2 Kecamatan Minas 31.634 7 1:4.519
3 Kecamatan Tualang 126.874 10 1:12.687
4 Kecamatan Dayun 32.890 5 1:6.578
5 Kecamatan Kerinci kanan 27.319 4 1:6.830
6 Kecamatan Bungaraya 26.112 3 1:8.704
7 Kecamatan Sungai Mandau 6.936 4 1:1.734
8 Kecamatan Kandis 83.342 4 1:20.836
9 Kecamatan Mempura 16.282 3 1:5.427

10 Kecamatan Lubuk Dalam 20.547 4 1:5.137

11 Kecamatan Sabak Auh 12.667 2 1:6.334
12 Kecamatan Koto gasib 23.492 4 1:5.873
13 Kecamatan Sungai Apit 30.776 6 1:5.129
14 Kecamatan Pusako 6.480 2 1:3.240

Jumlah 472.028 61 1:7.738
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

3. Pekerjaan Umum

A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Prasarana jalan merupakan urat nadi kelancaran lalu

lintas di darat. Lancarnya arus lalu lintas akan sangat

menunjang perkembangan perekonomian suatu daerah. Pada

tahun 2012 panjang jalan di kabupaten sebanyak 2.880,20

km dimana jalan provinsi sebanyak 59,00 km dan jalan

nasional sebanyak 742,50 km. Panjang jalan kabupaten

mengalami peningkatan dari tahun 2008 ke 2012 sebanyak

34,01 km. Sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya

migas dan industri lainnya yang besar dan menjadi salah satu
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daerah yang memberikan kontribusi yang besar terhadap

penerimaan negara melalui export dan import barang, namun

dapat dilihat bahwa kontribusi tersebut tidak sebanding

dengan jenis dan kondisi jalan yang ada, dimana jalan aspal

hanya 26,52%, beton 10,99%, dan selebihnya merupakan

jalan tanah dan sirtu.

Sementara itu kondisi jalan yang baik pada tahun 2012

sebanyak 27,22%, jika dibandingkan dengan tahun 2008

maka terjadi peningkatan dari 19,15% atau peningkatan

perbaikan sebanyak 22,21% per tahun.

Tabel 2.43
Panjang Jalan Menurut Kondisi dan Jenis Permukaan (KM)

Tahun 2008-2012 Kabupaten Siak

Jenis Permukaan Kondisi
Tahun

2008 2009 2010 2011 2012

Gabungan (Aspal,

Kerikil, Tanah dan

Beton)

Baik 395,283 578,088 864,332 698,490 784,119

Sedang 960,379 1775,352 1804,977 1700,000 1596,019

Rusak 707,898 422,706 468,003 439,080 452,505

Rusak

Berat
0 96,532 55,001 42,620 47,555

Jumlah 2.063,560 2.872,678 3.192,313 2.880,191 2.880,198

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak. 2013

Tabel 2.44
Kondisi Jalan (KM) Kabupaten Menurut Jenis Permukaan

Tahun 2008-2012 Kabupaten Siak

Jenis
Permukaan

Kondisi Tahun

2008 2009 2010 2011 2012

Aspal

Baik 184,033 289,274 588,180 419.837 484.837

Sedang 194,578 173,350 249,988 188.834 233.834

Rusak 91,248 101,189 108,951 80.028 45.295

Rusak Berat -- 0,641 0,641 0.641 -

Jumlah 469,859 564,454 947,759 689.340 763.966

Kerikil

Baik 21,68 133,348 124,548 127.049 145.049

Sedang 538,006 835,587 816,403 759.631 763.766

Rusak 210,685 76,173 85,411 85.411 67.411

Rusak Berat -- 26,493 8,419 8.419 3.419

Jumlah 770,371 1071,601 1034,782 1.016.510 979.645

Tanah

Baik 53,215 126,507 28,061 28.061 28.690

Sedang 67,315 156,113 580,394 413.921 473.921

Rusak 245,475 54,046 211,578 311578 276.379

Rusak Berat -- 7,662 43,995 108.740 41.190

Jumlah 366,005 344,328 864,028 862.30 820.18

Beton

Baik 136,355 28,958 123,543 123.543 125.543

Sedang 160,460 610,302 158,192 124.498 124.498

Rusak 160,490 191,299 62,063 62.063 63.420
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Jenis
Permukaan

Kondisi Tahun

2008 2009 2010 2011 2012

Rusak Berat -- -- 1,946 1.946 2.946

Jumlah 457,305 830,559 345,744 312.050 316.407

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak. 2013

Kerusakan jalan yang terjadi disebabkan adanya

industri hasil hutan dan perkebunan yang melewati jalan

tersebut dan melebihi MST dari jalan yang bersangkutan.

Salah satu hal yang menjadi permasalahan berkaitan dengan

jalan adalah 78,23% dari total panjang jalan merupakan jalan

kabupaten dan yang paling banyak mengalami kerusakan

adalah jalan-jalan tersebut. Memang sangat ironis kerusakan

jalan tersebut disebabkan berat tonase yang melewati jalan

tersebut dari hasil industri yang diekspor, namun biaya

keluar (export tax) tidak kembali ke daerah untuk

memperbaiki jalan tersebut akibat undang-undang yang

membatasinya (PNBK No 73 Tahun 1999) sehingga beban

anggaran APBD Kabupaten semakin tinggi untuk perbaikan

jalan sementara yang diterima daerah hanya pajak

kendaraan, pajak bumi dan bangunan, serta retribusi sesuai

Undang-Undang. Berikut disajikan kondisi jalan di Kabupaten

Siak pada tahun 2012.

Tabel 2.45
Panjang Jalan Tahun 2012 (Dalam KM) Menurut Kondisi dan Jenis

Permukaan Kabupaten Siak

No Jenis Permukaan
Kondisi

Baik
Sedang Rusak

Ringan
Rusak
Berat

Jumlah
(KM)

1. Aspal 484,837
(16,83%)

233,834
(8,119%)

45,295
(1,57%)

-
(0,00%)

763,966
(26,52%)

2. Base/Kerikil 145,049
(5,036%)

763,766
(26,518%)

67,411
(2,340%)

3,419
(0,119%)

979,645
(34,01%)

3. Tanah 28,690
(0,996%)

473,921
(16,454%)

276,379
(9,596%)

41,190
(1,430%)

820,18
(28,48%)

4. Beton/Semenisasi 125,543
(4,359%)

124,498
(4,323%)

63,420
(2,202%)

2,946
(0,102%)

316,407
(10,986%)

Jalan  Keseluruhan 784,119
(27,224%)

1.596,019
(55,413%)

452,505
(15,711%)

47,555
(1,651%)

2.880,198
(100%)

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak. 2013

B. Rasio Jaringan Irigasi

Dari tiga jenis jaringan irigasi yang di Kabupaten Siak pada

tahun 2011 dan 2012 maka dapat disimpulkan bahwa hanya

jaringan tersier, kuartier, dan bangunan air  yang mengalami
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penambahan masing-masing sebanyak 14,9 km dan 1,45 km atau

masing-masing naik 4,79%, dan 1,92%. Sementara bangunan air

bertambah sebanyak 12 unit atau naik sebanyak 8,10%.

Jika dilihat panjang irigasi yang tersedia telah dapat

mengairi sawah sebanyak 10,74% per tahun dari jumlah sawah

irigasi yang ada. Sementara jenis sawah lainnya merupakan

sawah tadah hujan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.46

dan Tabel 2.47 berikut.

Tabel 2.46
Kondisi Jaringan IrigasiTahun 2011

Kabupaten Siak

No. Uraian
Tahun

2011 2012

1. Jaringan Primer **) 97.008 (m) 97.008 (m)

2. Jaringan Sekunder **) 259.124 (m) 259.124 (m)

3. Jaringan Tersier *) 312.230 (m) 327.186 (m)

4. Jaringan Kuarter *) 75.367 (m) 76.817 (m)

5. Bangunan Air **) 148 Unit 160 Unit

Sumber: *) Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Siak. 2013
*) Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak. 2013

Tabel 2.47
Pemanfaatan Lahan Sawah (Ha) Menurut Jenis Irigasi

Tahun 2008-2012 Kabupaten Siak

Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Siak. 2013

C. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Pertambahan jumlah rumah ibadah secara umum terjadi

perkembangan, kecuali pada mesjid dan mushalla yang

mengalami penurunan masing-masing sebanyak 41 dan 18 unit

dari tahun 2009 hingga 2012. Sementara gereja hanya menurun

sebanyak 7 unit. Jika dilihat dari aspek rasio penduduk dengan

jumlah rumah ibadah, maka dapat dikatakan bahwa jumlah

Jenis Irigasi
Tahun

2008 2009 2010 2011 2012

Teknis 50 0 0 0 0

Setengah Teknis 1.812 0 0 0 0

Sederhana 270 34 202 198 593

Irigasi Desa Non PU 33 105 85 30 0

Tadah Hujan dan Pasang Surut 4.597 8.360 6.256 5.146 4.600

Jumlah 6.762 8.499 6.543 5.374 5.193
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rumah ibadah yang ada masih mencukupi, sehingga penambahan

belum diperlukan, namun demikian sebagai kabupaten yang baru

berkembang dengan laju pertumbuhan penduduk cepat

memungkinkan untuk penambahan rumah ibadah di masa

mendatang.

Tabel 2.48
Rasio Tempat Ibadah Tahun 2012

Kabupaten Siak

No.
BangunanTempat

Ibadah

2012

Jumlah
(unit)

Jumlah
Pemeluk

Rasio

1 2 3 4 5=3/4

1. Mesjid 419 387.475 1:925

2. Gereja 144 72,163 1:4501

3. Pura 2 295 1:147

4. Vihara 4 4,738 1:1185

5. Kelenteng 2 197 1:98

Sumber: Kantor Departemen Agama Kabupaten Siak. 2013

4. Perumahan

A. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih

Persentase rumah tangga yang dapat akses air bersih

masih sangat terbatas, hingga tahun 2011 hanya 4,81% atau

naik sebanyak 14,14% per tahun. Sementara itu pertambahan

jumlah rumah tangga tumbuh sebanyak 11,45% per tahun.

Dengan melihat angka tersebut menggambarkan pertambahan

pelayan air bersih hanya 2,70% per tahun, lebih jelasnya dapat

dilihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49
Jumlah Proporsi Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses

Air BersihTahun 2008–2011
Kabupaten Siak

No Uraian 2008 2009 2010 2011

1. Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan
Akses Air Bersih 3.455 3.686 4.240 5.118

2. Jumlah Rumah Tangga 76.935 86.580 94.509 106.457

3. Persentase Rumah Tangga Berakses Air
Bersih 4,49 4,26 4,49 4,81

Sumber: Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Siak. 2012

B. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Perkembangan jumlah rumah tangga yang bersanitasi

sudah mencapai 82,06% dari jumlah rumah tangga yang ada.

Namun kedepan kekurangan tersebut menjadi target utama
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dalam peningkatan kesehatan masyarakat disamping

menghindari pembuangan tinja di Sungai Siak dan lainnya.

Tabel 2.50
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

(Mempunyai Fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja)
Tahun 2010 Kabupaten Siak

No. Uraian 2010

1. Jumlah rumah tinggal yang mempunyai fasilitas
pembuangan airbesar/tinja

77.554

2. Jumlah Rumah Tangga 94.509

3. Persentase 82,06
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Siak. 2011

C. Persentase Luas Permukiman yang Tertata

Sebagai daerah yang baru berkembang, maka penataan

pemukiman relatif lebih mudah berbanding dengan daerah yang

sudah lama terbangun. Hal tersebut tergambar dari data berikut,

dimana terdapat 74,62% luas pemukiman di Kabupaten Siak

sudah tertata dengan baik.

Tabel 2.51
Persentase Luas Permukiman yang Tertata Tahun 2010

Kabupaten Siak

No. Uraian 2010

1. Luas area permukiman tertata 6.940

2. Total Luas area permukiman (ha) 9.300

3. Persentase Luas Permukiman yang Tertata 74,62
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Siak. 2011

D. Rasio Rumah Layak Huni dan Pemukiman Layak Huni

Berdasarkan data pada Tabel 2.52 dapat dilhat bahwa

jumlah rumah yang sudah layak huni sebanyak 94,42% pada

tahun 2010 yang menghuni kawasan seluas 9.220 hektar.

Sementara persentase kawasan yang layak huni juga sudah

mencapai 99,13%. Namun dari aspek keindahan kawasan hunian

harus menjadi perhatian penting terutama berkenaan dengan

pohon hijauan atau pohon pelindung serta desain perumahan

yang lebih asri dan elegan sehingga bangunan yang ada dalam

sebuah kawasan hunian tidak bebas sehingga tidak mencirikan

budaya melayu.
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Tabel 2.52
Jumlah Permukiman Dan Rumah Layak HuniTahun 2010

Kabupaten Siak

No. Uraian 2010

1. Luas permukiman layakhuni (ha) 9.220

2. Luas wilayahpermukiman (ha) 9.300

3. Persentase kawasanpermukiman layak huni 99,13

4. Jumlah rumah layak huni(unit) 74.764

5. Jumlah rumah tangga(RT) 79.181

6. Persentase rumah layakHuni 94,42

Sumber: Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Siak. 2011

5. Perhubungan

Perhubungan yang terdapat di Kabupaten Siak adalah

perhubungan darat dan laut/sungai. Berkitan dengan kedua jenis

perhubungan tersebut maka peran pemerintah daerah terkait:

A. Rasio Ijin Trayek
Jumlah izin trayek yang dikeluarkan oleh Dinas

Perhubungan Kabupaten Siak sebanyak 75 jenis pada tahun

2009 dan mengalami penurunan menjadi 37 dan 25 pada

tahun 2010 dan 2011.

Tabel 2.53
Rasio Izin Trayek Tahun 2007 – 2011 Kabupaten Siak

No. Uraian 2007 2008 2009 2010 2011
1. Izin Trayek perkotaan 0 0 0 0 0

2. Izin Trayek perdesaan 0 0 75 37 25

3. Jumlah Izin Trayek 0 0 75 37 25

4. Jumlah Penduduk 318.585 322.094 356.751 388.506 427.891

5. Rasio Izin Trayek 0 0 0,00021 0,00010 0,00006
Sumber: Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak. 2012

B. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
Jumlah kendaraan umum yang telah mendapatkan izin

trayek hanya 72% yang telah melakukan uji KIR angkutan umum

pada tahun 2012 atau terjadi penurunan dari tahun 2008

sebanyak 87%. Melihat kondisi ini maka diperlukan perhatian

khusus mengingat uji KIR merupakan salah satu uji yang

menentukan layak atau tidaknya kendaraan bersangkutan untuk

beroperasi.
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Tabel 2.54
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2010 – 2012

Kabupaten Siak

No.
Angkutan

Umum

2010 2011 2012

Wajib
KIR

Realisasi
KIR

% Wajib
KIR

Realisasi
KIR

% Wajib
KIR

Realisasi
KIR

%

1. Mobi bus 56 39 70% 56 43 77% 56 41 73%

2. Mobil Penumpang
Umum 199 166 83% 199 199 100% 197 150 76%

3. Mobil barang 2.476 2.165 87% 2.567 1.924 75% 2796 2.000 72%

4. Kereta Gandengan - - - - - - - - -

5. Kereta tempelan - - - - - - - - -

Jumlah 2.731 2.370 87% 2.822 2.166 77% 3049 2.191 72%

Sumber: Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak. 2013

C. Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Secara umum pengertian rambu-rambu adalah salah satu

alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat

lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan

diantaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan,

larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Selain itu

rambu lalu lintas juga merupakan tanda yang sengaja dipasang

untuk memberikan informasi kepada para pemakai jalan. Rambu

tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan

kelancaran pada sistem jalan. Informasi dari rambu lalu lintas

tersebut yaitu untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Para

pemakai jalan tanpa adanya informasi, bisa saja seenaknya

memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi padahal kondisi

jalannya tidak memungkinkan. Jumlah rambu-rambu yang telah

dipasang di Kabupaten Siak mencapai 675 unit pada tahun 2010

dan 146 pada tahun 2011. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas

sangat erat kaitan dengan pertambahan jumlah panjang jalan,

jenis dan peningkatan jumlah pengguna jalan.

Tabel 2.55
Jumlah Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas

Tahun 2009-2011 Kabupaten Siak

No. Uraian 2009 2010 2011

1. Jumlah pemasangan

rambu-rambu lalu lintas

0 675 146

Sumber: Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak. 2012
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D. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Jumlah pelabuhan laut yang terdapat di Kabupaten Siak

sebanyak 65 unit dan 2 unit pelabuhan darat/bis. Banyak jumlah

pelabuhan laut yang terdapat di daerah ini tidak terlepas dari

adanya pelayanan angkutan barang dan orang. Angkutan barang

terutama untuk kegiatan perdagangan antara pulau dan export.

Seperti pelabuhan export PT RAPP, PT Indah Kiat, dan

perusahaan lainnya.

Tabel 2.56
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Tahun 2012 Kabupaten Siak

No Uraian 2012

1. Jumlah pelabuhan laut 65

2. Jumlah pelabuhan udara -

3. Jumlah terminal bis 2

Jumlah 67
Sumber : Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak. 2013

6. Lingkungan Hidup
A. Persentase Penanganan Sampah

Berdasarkan data pada Tabel 2.57 memperlihatkan

bahwa peningkatan volume sampah dari tahun ke tahun

mengalami pertambahan yang cukup signifikan yaitu 10,62%

per tahun, sementara pertumbuhan jumlah sampah yang

dapat dibuang sebanyak 25,13%. Jika dilihat dari angka

tersebut upaya pemerintah untuk membuang sampah

mengalami perkembangan yang cukup baik, sehingga rasio

penanganan sampah semakin baik. Penanganan sampah pada

tahun 2008 sebanyak 36% telah meningkat menjadi 59% pada

tahun 2012.
Tabel 2.57

Persentase Volume Sampah Yang Tertangani Tahun 2008-2012
Kabupaten Siak

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah volume sampah
yang terbuang ke TPA
(m3)

121.751,86 169.361,30 205.836,10 262.501,65 294.973,47

2. Jumlah volume sampah
yang dihasilkan per
tahun (m3)

336.266,14 372.448,04 405.600,26 446.718,20 503.406,65

3. Persentase (%) 36 45 51 59 59
Sumber: Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Siak. 2013
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B. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan
Penduduk

Sementara itu ketersediaan tempat pembuangan sampah

dari jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat

menunjukkan pertambahan yang cukup signifikan dimana pada

tahun 2008 hanya tersedia sebanyak 29 unit kemudian

meningkat menjadi 60 unit pada tahun 2012 atau naik 106,90%.

Walaupun mengalami peningkatan, namun rasio daya tampung

tempat sampah dengan pertambahan jumlah sampah tidak

sebanding, dimana kenaikan jumlah produksi sampah naik

sebanyak 34,31% dari tahun 2008 ke 2012.

Tabel 2.58
Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap

Jumlah Penduduk Tahun 2008-2012
Kabupaten Siak

No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah TPS (unit)* 29 33 56 58 60

2. Jumlah Daya Tampung TPS
(m3)

4 4 4 4 4

3. Jumlah Penduduk (jiwa) 318.585 322.094 356.751 388.506 427.891

4. Rasio Daya Tampung TPS
terhadap Jumlah penduduk

1:79.646 1:80.5241:89.188 1:97.127 1:106.973

Sumber: Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Siak. 2013

7. Pemberdayaan Perempuan

A. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Keterlibatan perempuan pada lembaga pemerintah di

Kabupaten Siak cukup tinggi dimana pada tahun 2012

sebanyak 3.637 orang atau 35% dari jumlah pekerja yang

bekerja pada Pemerintah Kabupaten Siak, terutama pada

sektor pendidikan dan kesehatan.

B. Persentase Perempuan di Lembaga Swasta

Keterlibatan perempuan pada lembaga swasta di

Kabupaten Siak cukup tinggi dimana pada tahun 2012

sebanyak 9.165 orang atau 25,00% atau naik 10% dari tahun

2009 dimana jumlah pekerja perempuan pada sektor swasta

sebanyak 4.084 orang atau 15% dari jumlah pekerja yang

bekerja pada pemerintah dan swasta di Kabupaten Siak.

Pekerja swasta yang paling ramai terutama pada industri

pengolahan dan pendidikan swasta.
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Tabel 2.59
Jumlah Pekerja perempuan Pada lembaga Pemerintah dan Lembaga Swasta

Kabupaten Siak 2008-2012

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga
Pemerintah - 1.618 - 3.061 3.637

2 Jumlah pekerja perempuan di lembaga
swasta - 4.084 - 6.714 9.165

3 Jumlah total pekerja perempuan - 5.702 - 9.775 12.802

4 Persentase pekerja perempuan di lembaga
pemerintahan - 20% - 30% 35%

5 Persentase pekerja perempuan di lembaga
swasta - 15% - 20% 25%

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak. 2013

8. Keluarga Berencana (KB)
Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB di Kabupaten Siak menunjukkan

adanya penurunan dari angka relatif sebanyak 1,12% atau

turun dari 72,86% pada tahun 2008 menjadi 71,74% pada

tahun 2012. Namun jika dilihat dari sisi jumlah akseptor

mengalami perkembangan yang cukup baik, dari tahun 2008

ke 2012 naik sebanyak 56,22% atau bertambah sebanyak

24.154 orang. Penambahan jumlah ini tidak terlepas dari

peningkatan pengadaan infrasruktur kesehatan dan para

medis.

Tabel 2.60
Rasio Akseptor KB Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Siak

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah akseptor KB 42.960 43.869 46.569 48.777 67.114

2 Jumlah Tidak Ber-KB 16.003 21.230 21.383 23.308 15.065

3 Jumlah pasangan usia subur 58,963 65.009 67.952 72.085 93.558

4 Rasio akseptor KB 72,86% 67,48% 68,53 67,67% 71,74%

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan KB Kabupaten Siak. 2013

9. Ketenagakerjaan
A. Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Siak tahun 2008

sebanyak 129.644 orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut

yang telah bekerja di berbagai lapangan usaha sebanyak

121.972 orang atau sebesar 94,03% sedangkan sisanya 5,97%

tidak bekerja. Dari angka tersebut menunjukkan adanya

penurunan angka pengangguran dimana TPT tahun 2008

sebesar 5,92% kemudian menurun menjadi 2,40% tahun
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2012. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.61 berikut.
Tabel 2.61

Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Tahun 2008-2012
Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Kabupaten

Siak

No Uraian
2008 2009 2010 2011 2012

Laki-
laki

Peremp
uan

Laki-
laki

Perem
puan

Laki-
laki

Perem
puan

Laki-
laki

Peremp
uan

Laki-
laki

Peremp
uan

1 ANGKATAN KERJA

a. Bekerja 91.852 30.120 88.261 26.125 86.430 30.900155.713 141.794 167.343 150.594

b. Pengangguran 4,566 3.106 5.102 4.862 2.060 1.884 4.723 2.712 3.958 3.861

Jumlah penduduk
angkatan kerja (i) 96,418 33.226 93.363 30.987 88.490 32.784160.436 144.506 171.301 154.455

Rasio Bekerja - - - - - - - - - -

2 BUKAN ANGKATAN KERJA

a. Sekolah 38,247 36,263 45,221 37,460 47,166 45,062 26.312 25.194 27.689 26.370

b. Mengurus RT - - - 69.986 - 88.204 36.842 34.429 542 91.539

c. Lainnya 55.089 56.442 65.088 2.193 66.750 20.050 98 74 95 37

3

Jumlah penduduk
bukan angkatan
kerja (iii)
(ii)

93,336 92,705 110,309 109,639 113,916 153.316 63.252 59.697 28.326 117.946

4 Jumlah penduduk
usia kerja (i) + (ii) 189,754 125,931 203,672 140,626 202.406 186,100223.688 204.203 199.627 272.401

5
TPAK (Tingkat
Partisipasi angkatan
Kerja)

50,81% 26,38% 45,84% 22,04% 43,72% 17,62% 71,72% 70,77% 85.8% 56.7%

6
TPT (tingkat
pengangguran
Terbuka)

4,74% 9,35% 5,46% 15,69% 2,33% 5,75% 2,94% 1,88% 2.3% 2.4%

7
Tingkat
pengangguran
Terbuka (LK+PR)

5,92% 8,01% 3,25% 2,44% 2,40%

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak. 2013

B. Kesempatan Kerja
Jumlah kesempatan kerja di Kabupaten Siak tahun 2009

sebanyak 112.964 orang yang bekerja pada delapan sektor

lapangan usaha, kemudian meningkat menjadi 148.676 orang

pada tahun 2012 atau naik 36,61%. Peningkatan kesempatan

kerja tersebut terutama terjadi pada sektor pertanian naik

sebanyak 33,69%, industri pengolahan naik sebanyak 33,50%,

dan jasa keuangan  naik sebanyak 22,69%.

Tabel 2.62
Jumlah Penduduk di Kabupaten Siak yang Bekerja

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2012

No. Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011 2012

1 Pertanian - 61.980 - 78.500 82.860

2 Industri pengolahan - 36.900 - 42.600 49.262

3 Bangunan - 841 - 835 764

4 Perdagangan, Restoran dan Hotel - 3.102 - 3.250 3.564

5 Angkutan, Pergudangan, Komunikasi - 742 - 767 968

6 Keuangan, Asuransi, Usaha
Persewaan - 7.316 - 7.910 8.971
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No. Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011 2012

7 Jasa - 1.097 - 968 1.056

8 Pertambangan, Listrik, dan Air
Minum - 986 - 1.103 1.231

Jumlah 112.964 - 135.933 148.676

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak. 2013

10. Koperasi dan Usaha Kecil Menegah (KUKM)
A. Persentase Koperasi Aktif

Jumlah koperasi di Kabupaten Siak pada tahun pada

tahun 2008 sebanyak 238 unit kemudian meningkat menjadi

274 unit pada tahun 2012 atau naik  15,13%. Dari jumlah

tersebut yang aktif sebanyak 195 hingga tahun 2012 atau

71%.
Tabel 2.63

Persentase Koperasi Aktif Tahun 2008 s.d 2012
Kabupaten Siak

NO Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah koperasi aktif 183 167 178 187 195

2 Jumlah koperasi 238 246 257 266 274

3 Persentase koperasi aktif 76% 67% 69% 70% 71%

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak. 2013

Dilihat dari aspek keaktifan maka rasionya mengalami

penurunan dari tahun 2008 yang berjumlah sebanyak 76%

atau berkurang sebanyak 5%. Upaya pengembangan koperasi

harus dipacu dalam rangka meningkatkan ekonomi

masyarakat terutama yang bergerak di sektor yang banyak

melibatkan masyarakat. Jenis koperasi yang mengalami

peningkatan yang cukup drastis adalah koperasi perkebunan

pada tahun 2007 hanya 91 unit kemudian meningkat menjadi

113 unit pada tahun 2010. Peningkatan jumlah unit koperasi

perkebunan tersebut tidak terlepas dari bertambahnya

keluasan perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit.

Selain dari koperasi perkebunan, koperasi serba usaha juga

mengalami peningkatan yang signifikan dari 12 unit pada

tahun 2007 menjadi 16 unit pada tahun 2010. Peningkatan

tersebut diduga disebabkan oleh adanya peningkatan daya

beli masyarakat yang berakibat pada peningkatan penyediaan

barang melalui koperasi serba usaha.
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B. Jumlah UKM non BPR/LKMUKM

Sementara jumlah UMKM juga mengalami penurunan yang

sangat signifikan dimana pada tahun 2008 terdapat 2.520 UMKM

kemudian menurun menjadi 2.038 pada tahun 2012 atau

menurun sebanyak 19,13%. Oleh karena itu upaya peningkatan

peran UMKM dalam perekonomian harus terus dilakukan dengan

peningkatan kemampuan SDM, akses keuangan, pasar, inovasi

teknologi, perizinan, dan infrastruktur.

Tabel 2.64
Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Siak

NO Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah seluruh UKM 2.520 1.608 2.038 2.038 2.038

2 Jumlah BPR/LKM - - - - -

3 Jumlah UKM non BPR/LKM 2.520 1.608 2.038 2.038 2.038

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak. 2011

11. Penanaman Modal

Arus masuk modal asing (capital inflows) berperan dalam

menutup gap devisa yang ditimbulkan oleh defisit pada transaksi

berjalan. Selain itu, masuknya modal asing juga mampu

menggerakkan kegiatan ekonomi yang lesu akibat kurangnya

modal (saving investment gap) bagi pelaksanaan pembangunan

ekonomi.

A. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jika dilihat dari tahun 2008 hingga tahun 2012 jumlah

investor yang masuk ke Kabupaten Siak sangat berfluktuasi

dimana pada tahun 2008 sebanyak 10 investor dan kemudian

pada tahun 2012 turun menjadi 7 investor. Namun pada

tahun 2012 tidak terdapat investor asing menanamkan

modalnya di daerah ini. Sementara dilihat dari aspek jumlah

investasi juga mengalami penurunan yang cukup berarti

dimana pada tahun 2008 sebanyak 847,33 milyar kemudian

menurun menjadi 52,745 milyar pada tahun 2012. Sedangkan

selama periode tersebut jumlah invetasi tertinggi terjadi pada

tahun 2010 dengan nilai 13,71 triliun. Oleh karena itu perlu

kerja keras dalam mempromosikan peluang investasi yang ada

di daerah ini terutama untuk investasi domestik, untuk

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.65 dan Tabel 2.66.
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Tabel 2.65
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Siak

Tahun Jumlah Investor PMDN PMA Total

(1) (2) (3) (4) (5=3+4)

2008 10 5 5 10

2009 5 - 5 5

2010 11 7 4 11

2011 6 4 2 6

2012 7 7 - 7
Sumber: Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. 2013

B. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Tabel 2.66
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Siak

Tahun
Persetujuan Realisasi

Jumlah
Proyek Nilai Investasi

Jumlah
Proyek

Nilai Investasi

2008 10 Rp. 847,335,606,000 10 Rp. 847,335,606,000

2009 5 Rp. 35,376,354,000 5 Rp. 35,376,354,000

2010 11 Rp. 13,710,922,272,556 11 Rp. 13,710,922,272,556

2011 6 Rp. 1,178,586,900,000 6 Rp. 1,178,586,900,000

2012 7 Rp. 52,745,100,000 7 Rp. 52,745,100,000

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. 2013

C. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja  adalah perbandingan antara

jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan

jumlah seluruh PMA/PMDN. Jumlah tenaga kerja bekerja pada

perusahaan PMA/PMDN dihitung dari banyaknya tenaga kerja

yang bekerja pada investasi PMA/PMDN yang terealisasi pada

suatu tahun. Jumlah seluruh PMA/PMDN dihitung dari

banyaknya proyek investasi yang terealisasi di daerah pada suatu

tahun berdasarkan data BKPM. Dari tabel tersebut di atas

menunjukkan bahwa akumulasi penyerapan tenaga kerga dari

tahun 2008 hingga 2012 mengalami penurunan dari 6.515 orang

pada tahun 2008 menjadi 1.051 pada tahun 2010 atau dengan

daya serap 95,55%.  Penurunan jumlah pekerja pada perusahaan

yang ada di daerah ini tidak terlepas dari banyak nya perusahaan

yang tutup terutama yang bergerak pada industri polywood.

Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.67 berikut.
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Tabel 2.67
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Siak

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada
perusahaan PMA/PMDN 6.515 706 1.051 n.a n.a

2 Jumlah seluruh PMA/PMDN 10 5 11 6 7

3 Rasio daya serap tenaga kerja 651,50 141,2 95,55 n.a n.a

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. 2013

12. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
A. Rasio Jumlah Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Jumlah polisi pamong praja yang ada di Kabupaten Siak

terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah

masyarakat yang memerlukan ketertiban. Rasio jumlah Satpol

Pamong Praja mengalami beban penerbitan yang semakin

kurang dimana pada tahun 2008 sebanyak 0,88 kemudian

menurun menjadi 0,62 pada tahun 2012.

Tabel 2.68
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Siak

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah polisi pamong praja 288 282 280 290 291

2 Jumlah penduduk 326.400 335.600 354.800 427.200 472.028

3 Rasio jumlah polisi pamong praja per
10.000 penduduk 0,88 0,84 0,79 0,68 0,62

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Siak. 2013

B. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Pertambahan jumlah Linmas di Kabupaten Siak sejak tahun

2008 hingga tahun 2012 naik sebanyak 6,78% pertahun.

Sementara jumlah penduduk bertambah sebanyak 9,93%.

Pertumbuhan jumlah penduduk lebih tinggi dari pertambahan

jumlah linmas telah mengakibatkan rasionya Linmas terus

mengalami pengurangan dari 55 turun menjadi 46 pada periode

yang sama.
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Tabel 2.69
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Siak

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah Linnmas 1.784 1.892 1.953 2.169 2.184

2. Jumlah penduduk 322.094 356.751 388.506 427.891 472.028

3. Rasio jumlah Linnmas per
10.000 penduduk 55 53 50 51 46

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak. 2013

C. Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan

Pertambahan jumlah pos siskamling di Kabupaten Siak

sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 naik sebanyak 3,98%

pertahun. Sementara pertambahan jumlah desa naik sebanyak

5,63% per tahun. Namun dari sisi rasio pos siskamling per desa

rata-rata sebanyak 5 unit. Untuk jelasnya dapat dilihat pada

Tabel 2.70 berikut.

Tabel 2.70
Rasio Pos Siskamling Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Siak

NO Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah Pos Siskamling 557 581 595 626 648

2. Jumlah Desa san Kelurahan 110 110 113 129 131

3. Rasio Pos Siskamling Per Desa/Kelurahan 5,06 5,28 5,27 4,85 4,95

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak. 2013

13. Pemuda dan Olahraga
A. Jumlah Organisasi Pemuda

Organisasi pemuda yang bergerak dalam membantu

pembangunan daerah ini sebanyak 5 organisasi pada tahun

2012, atau hanya naik 20% dari tahun 2008. Kelima

organisasi hanya terdapat di tiga kecamatan antara lain; Siak

sebanyak 2 organisasi, Tualang sebanyak 2

organisasi, dan Sungai Apit sebanyak 1 organisasi.

Tabel 2.71
Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Siak

No Kecamatan 2008 2009 2010 2011 2012

1 Kecamatan Siak 2 - 2 - 2

2 Kecamatan Minas - - - - -

3 Kecamatan Tualang 2 - 1 2 2



Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun  2011-2016 II ~ 66

No Kecamatan 2008 2009 2010 2011 2012

4 Kecamatan Dayun - - - - -

5 Kecamatan Kerinci kanan - - - - -

6 Kecamatan Bungaraya - - - - -

7 Kecamatan Sungai Mandau - - - - -

8 Kecamatan Kandis - - - - -

9 Kecamatan Mempura - - - - -

10 Kecamatan Lubuk Dalam - - - - -

11 Kecamatan Sabak Auh - - - - -

12 Kecamatan Koto gasib - - - - -

13 Kecamatan Sungai Apit - 1 - 1 1

14 Kecamatan Pusako - - - - -

Jumlah 4 1 3 4 5

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Siak. 2013

B. Jumlah Organisasi Olahraga
Demikian halnya organisasi olahraga hanya terdapat pada

tahun 2009 satu organisasi dan dua organisasi pada tahun 2010,

dan keduanya terdapat di Siak.
Tabel 2.72

Jumlah Organisasi OlahragaTahun 2008 s.d 2012
Kabupaten Siak

NO Kecamatan 2008 2009 2010 2011 2012

1 Kecamatan Siak - 1 2 - -

2 Kecamatan Minas - - - - -

3 Kecamatan Tualang - - - - -

4 Kecamatan Dayun - - - - -

5 Kecamatan Kerinci kanan - - - - -

6 Kecamatan Bungaraya - - - - -
7 Kecamatan Sungai Mandau - - - - -

8 Kecamatan Kandis - - - - -
9 Kecamatan Mempura - - - - -

10 Kecamatan Lubuk Dalam - - - - -

11 Kecamatan Sabak Auh - - - - -

12 Kecamatan Koto Gasib - - - - -

13 Kecamatan Sungai Apit - - - - -

14 Kecamatan Pusako - - - - -

Jumlah 0 1 2 0 0

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak. 2013
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14. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

A. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Jumlah dilihat jumlah kelompok binaan PKK mengalami

pertambahan yang cukup berarti. Pada tahun 2008 sebanyak

3.126 kelompok binaan kemudian meningkat menjadi 4.874

binaan pada tahun 2012 atau terjadi peningkatan sebanyak

55,92%, walaupun pertambahan jumlah PKK hanya naik

14,41%. Jika melihat angka ini maka terjadi peningkatan

produktivitas jumlah kelompok binaan.

Tabel 2.73
Kelompok Binaan PKK Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Siak

No Tahun Jumlah PKK Jumlah Kelompok
Binaan

Rata-rata Jumlah
PKK

1 2 3 4 5=4/3

1 2008 111 3.126 28,16

2 2009 124 3.518 28,37

3 2010 125 4.177 33,42

4 2011 126 4.591 36,44

5 2012 127 4.874 38,38

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Siak. 2013

B. Jumlah LSM Yang Aktif

Munculnya kekuatan kelompok masyarakat yang

mengorganisir diri mereka kedalam wadah ORMAS dan LSM

yang memerankan fungsi masyarakat, misalnya pengawasan,

audit, pemeriksaan, dan lain-lain terhadap kinerja lembaga

pemerintah. Jumlah LSM di Kabupaten Siak mengalami

peningkatan dari 24 pada tahun 2008 meningkat menjadi 47

pada tahun 2012 atau naik sebanyak 95,38%, dengan kondisi

yang tidak aktif.

Tabel 2.74
Jumlah LSM aktif Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Siak

NO Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah LSM terdaftar 24 21 27 40 47

2. Jumlah LSM tidak aktif 24 21 27 40 47

3. Jumlah LSM aktif (1-2) 0 0 0 0 0

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak. 2013
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15. Komunikasi dan Informasi
A. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Terwujudnya Siak TV dan RPK Siak yang mandiri dan

menjangkau seluruh Kabupaten Siak. Jumlah Radio dan TV

yang beroperasi di Kabupaten Siak masing-masing satu unit.

Jika dilihat dari fungsinya maka informasi yang disampaikan

oleh radio dan Siak TV sudah mengarah pada informasi

kemajuan pembangunan daerah dan informasi tentang

budaya melayu yang ada di daerah ini.

B. Telekomunikasi
Sementara itu berkaitan dengan telekomunikasi, jumlah

satuan sambungan telepon dengan sentra telepon otomat

(STO) sejak tahun 2007 hingga tahun 2011 sebanyak 18.788,

melalui empat STO Minas, Tualang, Siak dan Sungai Apit.

Dari ke empat STO tersebut yang paling banyak terdapat di

kecamatan Tualang dengan 62,53%.

16. Perpustakaan
A. Jumlah Perpustakaan

Upaya Pemerintah Kabupaten Siak untuk meningkatkan

kemampuan SDM melalui pendidikan wajib belajar 12 tahun,

belum diikuti secara penuh dengan pengadaan sarana dan

prasarana perpustakaan yang memadai di setiap kecamatan.

Hal ini terlihat dari jumlah perpustakaan yang ada hanya ada

satu di ibukota kabupaten, disamping itu juga hanya tersedia

satu unit rumah baca di Perawang milik dari PT. IKPP.

Tabel 2.75
Jumlah Perpustakaan Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Siak

NO Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah Perpustakaan milik
Pemerintah Daerah (pemda)

1 1 1 1 1

2. Jumlah Perpustakaan milik non
pemda

- - - - -

3. Total Perpustakaan (1+2) 1 1 1 1 1

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak. 2013
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B. Jumlah Pengunjung
Jumlah pengunjung perpustakaan dari tahun tahun

2008 hingga tahun 2012 mengalami perkembangan yang

sangat menggembirakan dengan kenaikan sebanyak 114,51%,

sehingga mencapai angka lima digit.

Tabel 2.76
Jumlah Pengunjung Perpustakaan 2008 s.d 2012

Kabupaten Siak

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah pengunjung

perpustakaan milik Pemerintah

Daerah (pemda) (orang)

2.205 3.547 4.739 16.542 26.496

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

Sektor pertanian masih menjadi salah satu penyumbang

terhadap perkembangan ekonomi di Kabupaten Siak. Rata-rata

kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB harga berlaku selama

periode 2008-2012 mencapai 14,61%, dengan rata-rata nilai

Rp.35.302.864.980.000,-.

Tabel 2.77
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Tahun 2008- 2012

Kabupaten Siak

No Aspek 2008 2009 2010 2011 2012

1 Angkatan Kerja  Sektor Pertanian

2 Pertanian 11,12 13,24 15,33 15,56 17,78

a. Tanaman Bahan Makanan 0,21 0,26 0,31 0,33

b. Tanaman Perkebunan 6,97 7,89 8,64 8,30

c. Peternakan 0,16 0,18 0,21 0,21

d. Kehutanan 3,76 4,88 6,14 6,69

e. Perikanan 0,02 0,02 0,03 0,03

3 Nilai Tukar Petani

4 Produktivitas TK Pertanian (Rp)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2013

Perkembangan tanaman padi di Kabupaten Siak dari tahun

2008-2012 dapat dilihat dari persentase pertumbuhan luas tanam,

panen dan produksi. Selama periode tersebut persentase rata-rata

pertumbuhan luas tanam padi di Kabupaten Siak mengalami

peningkatan sebanyak 2,31%. Namun jika dilihat dari

perkembangan tahunan maka sejak tahun 2008 hingga 2012,

dimana hanya pada tahun 2011 yang luas tanam, panen, dan
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produksi yang mengalami penurunan.  Dengan jumlah produksi

sebanyak 33.859 ton dengan konversi beras 22.008,35 ton maka

kekurangan produksi beras untuk kebutuhan konsumsi di daerah

ini sebanyak 28.371,20 ton atau hanya dapat terpenuhi sebanyak

43,69% dari jumlah kebutuhan. Oleh karena itu diperlukan upaya

peningkatan produksi dengan peningkatan intensitas tanaman dari

IP100-200-300, dengan revitalisasi infrastruktur irigasi dan

pengairan serta peralatan pertanian. Untuk Jelasnya dapat dilihat

pada Tabel dan Grafik berikut

Tabel 2.78
Tanaman Padi Tahun 2008-2012

Kabupaten Siak

No Tanaman Padi 2008 2009 2010 2011 2012

1 Luas Tanam (Ha) 8.118,00 7.459,00 7.813,00 7.412,00 8.728,00

2 Luas Panen (Ha) 7.702,00 8.017,00 8.738,00 6.639,00 7.952,00

3 Produksi (Ton) 26.398,00 32.881,00 33.318,00 27.446,00 33.859,00

4 Produktivitas
(KW/Ha)

34,27 41,01 38,13 41,34 42,58

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Siak. 2013

Grafik 2.3
Pertumbuhan Tanam Padi Tahun 2008-2012

Kabupaten Siak

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Siak. 2013

Dari tabel tersebut dilihat perkembangan tanaman palawija

yang berfluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan luas tanam dan

panen turun sebanyak 10,51% dan 10,62%. Walaupun produksi

mengalami peningkatan 0,75% per tahun dengan produktivitas

tumbuh sebanyak 10,81%. Berikut gambaran pertumbuhan

tanaman palawija di Kabupaten Siak dari tahun 2008-2012.
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Tabel 2.79
Tanaman Palawija Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Siak
Tanaman Palawija 2008 2009 2010 2011 2012

Luas Tanam (Ha) 1.336,00 1.013,00 822,00 661,00 797,00

Luas Panen (Ha) 1.240,00 1.036,00 825,00 620,00 739,00

Produksi (Ton) 7.254,00 8.134,00 4.844,37 3.955,00 5.920,00

Produktivitas (KW/Ha) 58,50 78,52 58,72 63,79 80,11

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Siak. 2013Tabel

Sementara itu upaya lain yang harus dilakukan adalah

diversifikasi konsumsi bahan pangan lainnya seperti palawija.

Perkembangan luas tanam, produksi dan produktivitas tanaman

palawija dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80
Tanaman Padi dan Palawija Tahun 2012

Kabupaten Siak

No Komoditas
Luas Tanam

(ha)

Luas Panen

(ha)

Puso

(ha)

Produktivitas

(Kw/ha)

Produksi

(Ton)

1 Padi Sawah 8.594 7.783 222 44,82 33.468

2 Padi Ladang 134 169 - 24,11 391

Total Padi 8.728 7.952 222 42,58 33.859
3 Jagung 336 297 - 22,02 654

4 Kedele 32 26 4 10,71 28

5 Kacang Tanah 118 107 - 9,40 101

6 Kacang Hijau 14 14 - 11,07 16

7 Ubi Kayu 228 228 5 200,25 4.566

8 Ubi Jalar 69 67 - 82,99 556

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Siak. 2013Tabel 2.85

Grafik 2.4
Pertumbuhan Tanaman Palawija Tahun 2008-2012

Kabupaten Siak

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Siak. 2013
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Luas tanam komoditas sayur-sayuran mengalami penurunan

yang sangat signifikan dari 973 hektar pada tahun 2008 menjadi

132 hektar pada tahun 2012 atau turun sebanyak 20,55% selama

periode tersebut. Demikian halnya produksi juga mengalami

penurunan 0,60% per tahun dengan penurunan produktivitas

sebanyak 8,86%. Melihat angka tersebut maka rasio konsumsi

sayur-sayuran akan terus menerus mengalami penurunan jika

tidak dilakukan upaya perbaikan atau akan semakin tergantung

dengan daerah lain. Upaya peningkatan produksi sayur-sayuran

dapat dilakukan dengan perbaikan teknologi budidaya seperti

penggunaan sistem budidaya fertigasi tanaman sayuran sehingga

produksi dapat ditingkatkan tanpa harus menambah luas lahan

tanaman.

Tabel 2.81
Perkembangan Tanaman Sayur-Sayuran Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Siak

No Tanaman Sayur-Sayuran 2008 2009 2010 2011 2012

1 Luas Tanam (Ha) 973,00 1.136,00 939,00 986,00 1320,00

2 Luas Panen (Ha) 909,00 1.142,00 913,00 1.013,00 1.231,00

3 Produksi (Ton) 5.498,00 6.528,00 5.008,38 4.946,00 5.113,00

4 Produktivitas (Kw/Ha) 60,48 57,16 54,86 48,83 41,54

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Siak. 2013

Berikut disajikan gambaran pertumbuhan tanaman sayur-

sayuran di Kabupaten Siak dari tahun 2008-2012 yang secara

umum produktivitasnya mengalami pertumbuhan negatif.

Pertumbuhan produktivitas negatif tersebut menggambarkan

bahwa kurang upaya perbaikan teknologi budidaya pada tanaman

sayur-sayuran.
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Grafik 2.5
Pertumbuhan Tanaman Sayur-Sayuran Tahun 2008-2012

Kabupaten Siak,

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Siak. 2013

Pengembangan tanaman buah-buahan diarahkan pada lahan

yang memiliki kemiringan dibawah 8%. Lahan untuk budidaya

buah-buahan akan mengalami perlakuan pengolahan lahan yang

cukup intensif sehingga akan mudah terjadi erosi apabila

dilakukan di lahan yang berkemiringan curam. Berdasarkan data

Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2012 bahwa beberapa

komoditas buah-buahan yang sudah dikembangkan di Kabupaten

Siak mengikut luas terakumulasi pada tabel berikut:

Tabel 2.82
Perkembangan Tanaman Buah-Buahan Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Siak

No Tanaman Buah-Buahan 2008 2009 2010 2011 2012

1 Luas Tanam Baru (Ha) 74,00 236,00 299.87 90,00 2.086,00

2 Luas Panen (Ha) 2.063,00 2.617,00 1.406,59 421,00 801,00

3 Produksi (Ton) 17.437,00 20.315,00 7.935,18 3.198,00 8.358,00

4 Produktivitas( KW/Ha) 86,04 77,63 56,41 75,90 104,34

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Siak. 2013

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut di atas dapat dilihat

bahwa luas tanaman buah-buahan mengalami perkembangan yang

cukup signifikan dari 74 hektar pada tahun 2008 menjadi 2.086

hektar pada tahun 2012 atau meningkat sebanyak 598,44%. Luas

tanam tersebut merupakan luas tanam baru sehingga belum

memberikan kontribusi yang cukup banyak pada luas panen

sehingga terlihat luas panen hanya tumbuh sebanyak 0,20% per

tahun.

Sementara produktivitas tanaman buah-buahan tiga tahun
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terakhir mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan rata-

rata 8,73% per tahun. Upaya peningkatan produksi buah-buahan

seperti melon, semangka, dan buah sejenisnya juga dapat

dilakukan dengan penggunaan teknologi ferigasi. Teknologi fertigasi

ini akan adapat memacu peningkatan produksi buah-buahan

dalam jangka pendek tentunya pengelolaan secara intensif.

Grafik 2.6
Pertumbuhan Tanaman Buah-Buahan Tahun 2008-2012

Kabupaten Siak

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Siak. 2013

Dari lima subsektor dalam pertanian, maka subsektor

perkebunan telah memberikan kontribusi yang paling tinggi dalam

perkembangan perekonomian kabupaten Siak sebanyak 7,76% dari

total sektor pertanian sebanyak 14,61 % pada PDRB Kabupaten

Siak.

2. Kehutanan

Tingginya kontribusi sub sektor perkebunan tidak terlepas

dari luas lahan yang dipergunaan untuk tanaman perkebunan yang

paling luas dari sub sektor lainnya sebanyak 289.902,20 hektar

untuk tujuh komoditas. Berikut disajikan perkembangan luas areal

tanaman perkebunan di Kabupaten Siak tahun 2012.
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Tabel 2.83
Perkembangan Tanaman Perkebunan Tahun 2012

Kabupaten Siak

Jenis
Tanaman

Luas Areal Produktivitas
(Ton/Ha)

Produksi
(Ton)TBM TM TTR Jumlah

Kelapa 342,63 971,62 132,50 1.446,75 6,01 8.700,50

Karet 2.876,00 8.316,10 995,55 12.187,65 4,30 52.383,20

Kopi 31,95 67,00 34,50 133,45 2,69 358,50

Sagu 2.170,45 1.086,90 0,10 3.257,45 1.596,87 5.201.712,00

Kakao 19,25 32,50 11,50 55,25 9,12 504,00

Pinang 74,75 171,10 16,00 225,85 1,97 444,80

Sawit 46.438,50 226.138,50 18,80 278.591,19 18,05 4.121.671,95

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak. 2013

Tabel 2.84
Luas Areal, Produktivitas dan Produksi Kelapa Sawit

Tahun 2012 Kabupaten  Siak

No. Kecamatan
Luas Areal Produktivitas

(Ton/Ha)
Produksi

(Ton)TBM TM TTR Jumlah

1 Siak 3.727,00 1.593,00 - 5.320,00 12,00 19.116,00

2 Sungai Apit 1.217,00 2.377,00 - 3.594,00 16,00 38.032,00

3 Minas 4.419,00 36.730,00 - 41.149,00 19,00 697.870,00

4 Bunga Raya 1.225,50 2.702,00 - 3.927,50 15,00 40.530,00

5 Tualang 4.035,00 18.650,70 - 22.685,70 17,00 317.061,90

6 Dayun 1.085,00 24.178,00 - 25.263,00 21,00 507.738,00

7 Kerinci Kanan 578,00 35.078,00 - 35.656,00 23,00 806.794,00

8 Sungai Mandau 6.760,00 13.743,80 - 20.503,80 19,75 271.440,05

9 Kandis 21.130,00 61.217,00 - 82.347,00 15,00 918.255,00

10 Lubuk Dalam 897,19 9.989,00 - 10.886,19 18,00 179.802,00

11 Sabak Auh 2.038,00 1.990,00 - 4.028,00 15,00 29.850,00

12 Koto Gasib 33,00 13.167,00 - 13.200,00 15,00 197.505,00

13 Mempura 2.621,00 3.519,00 18,00 6.158,00 14,00 49.266,00

14 Pusako 415,00 3.458,00 - 3.873,00 14,00 48.412,00

Jumlah 50.180,69 228.392,50 18,00 278.591,19 - 4.121.671,95

TBM:Tanaman Belum Menghasilkan; TM: Tanaman Menghasilkan; TTR: Tanaman Tua Rusak
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak. 2013

Berdasarkan Tabel 2.85 dapat dilihat bahwa produktivitas

perkebunan kelapa sawit mengalami penurunan yang cukup

signifikan dari 23,037 ton/ha tahun 2008 menjadi 18,046 ton/ha

pada tahun 2012 atau tumbuh negatif sebanyak 21,67%. Untuk

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.94 dan Grafik 2.7.
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Tabel 2.85
Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2008- 2012

Kabupaten Siak

No Tahun
Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit

Luas Areal
(ha)

Luas Areal TM
(ha)

Produksi
(ton)

Produktivitas
(ton/ha)

1 2008 159.471,00 128.550,00 2.961.368,00 23,037

2 2009 186.819,09 147.549,69 3.380.303,99 22,910

3 2010 232.858,11 182.660,30 4.200.653,60 22,997

4 2011 232.858,11 183.052,65 4.200.653,60 22,947

5 2012 278.591,19 228.392,50 4.121.671,95 18,046

Rata – rata 21,987

Keterangan; TM: Tanaman Menghasilkan
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak. 2013

Grafik 2.7
Pertumbuhan Tanaman Kelapa Sawit Tahun 2008-2012

Kabupaten Siak

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunanan Kabupaten Siak. 2013

3. Kelautan dan Perikanan

Ternak besar dan ternak kecil yang tercatat diusahakan di

Kabupaten Siak antara lain terdiri dari sapi, kerbau, kambing,

dan domba serta babi. Sedangkan ternak kecil yang diusahakan

adalah ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging dan itik.

Populasi ternak besar yang paling dominan diusahakan adalah

sapi, dapat dilihat pada Tabel 2.86.
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Tabel 2.86
Peternakan Tahun 2012 Kabupaten Siak

No Komoditas Jumlah Ekor Produksi (Ton) Produktivitas (Kg/ekor)

1 Sapi 16,022 1.251,7 223,99

2 Kerbau 466 41,41 70,63

3 Kambing 16,893 157,69 14,64

4 Domba 357 4,56 14,61

5 Babi 2,294 6,57 40,55

6 Ayam Buras 99,029 22,29 0,77

7 Ayam Pedaging 139,691 812,55 0,76

8 Ayam Petelur - - -

9 Itik 14,779 1,16 1,36

Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak. 2013

Tabel 2.87
Peternakan Tahun 2008- 2012

Kabupaten Siak

No. Tahun
Peternakan (Ayam Kampung, Ras dan Itik)

Jumlah (ekor) Produksi (ton)

1 2008 328.075 652,42

2 2009 114.931 510,82

3 2010 200.822 759,55

4 2011 112.312 836,89

5 2012 253.499 953,56

Rata – rata 201.927,8 742,648

Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak. 2013

Beradasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa selama

periode tahun 2008-2012, peternakan ayam kampung, ras dan

itik mengalami penurunan pertumbuhan jumlah sebanyak

22,73%. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2009 dan 2011.

Akan tetapi sebaliknya terjadi peningkatan pertumbuhan

produksi sebanyak 46,16%.  Untuk itu upaya peningkatan jumlah

dan produksi ayam dan itik dapat dilakukan dengan bekerjasama

dengan pihak inkubator (swasta atau kelompok peternak yang

sudah sustainable sehingga dapat membantu kelompok peternak

lainnya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.88 dan grafik

berikut.
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Grafik 2.8
Pertumbuhan Peternakan Tahun 2008-2012

Kabupaten Siak

Sumber : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak. 2013

Tabel 2.88
Peternakan Tahun 2008-2012

Kabupaten Siak

No. Tahun
Peternakan Jumlah (ekor)

Peternakan Produksi Daging
(ton)

Peternakan Produksi
Telur (ton)

Buras Ras Itik Buras Ras Itik Buras Ras Itik

1 2008 230.641 86.327 11.107 515,98 67,90 0,84 41,9 0 25,8

2 2009 94.522 8.968 11.441 361,22 78,09 0,87 44,04 0 26,6

3 2010 95.739 92.474 12.609 18,92 636,64 0,77 38,03 0 65,19

4 2011 97.237 1.384 13.691 21,41 704,47 0,95 38,31 0 71,75

5 2012 99.029 139.691 14.779 22,29 812,55 1,16 38,66 0 78,9

Rata – rata 123.433,6 65.768,8 12.725,4 187,964 459,93 0,918 40,188 0 53,648

Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak. 2013

Usaha sub sektor perikanan di Kabupaten Siak meliputi

perikanan laut budidaya, perairan umum, tambak, dan kolam

keramba. Pada tahun 2008 total produksi perikanan sebanyak

1.794.900 ton kemudian meningkat menjadi 2.454.130 ton pada

tahun 2012 atau tumbuh sebanyak 36,73%. Dari data tersebut

dapat dilihat tidak terjadinya peningkatan konsumsi ikan per

kapita per tahun, karena selama periode tahun 2008-2012

konsumsi tetap pada angka 26,46 kg/kapita/tahun. Untuk

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.89 berikut.
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Tabel 2.89
Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan Tahun 2008 – 2012

Kabupaten Siak
No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1.

Produksi Ikan (ton)

- Target 1.794.900 1.848.747 1.904.209 1.961.335 1.990.775

- Realisasi 1.794.900 1.596.107 2.074.656 2.235.460 2.454.130

2. Konsumsi Ikan(kg/kapita/th) 26,46 26,46 26,46 26,46 26,46

3.
Persentase KonsumsiIkan

terhadapRealisasi Produksi
17,96% 20,84% 18,73% 19,14% 21,68%

Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak. 2013

Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Siak dari tahun

2008 ke 2012 mengalami pertambahan dengan kenaikan

sebanyak 2,75% per tahun. Akan tetapi pertambahan jumlah

konsumsi pangan utama mengalami pertambahan jauh lebih

tinggi atau sebanyak 4 kali lipat atau 10,04% per tahun, sehingga

berakibat pada penurunan rasio tersebut.

Tabel 2.90
Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2008-2012

Kabupaten Siak
No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah Ketersediaan Pangan Utama

(ton/gkg)

16,684 20,781 21,057 17,346 20,898

2. Jumlah Penduduk 322,417 332,562 388,506 427,891 472,028

3. Jumlah Konsumsi Pangan Utama (ton) 35,466 36,582 42,736 47,068 51,923

4. Persentase Jumlah Konsumsi Pangan

Utama Terhadap Ketersediaan Pangan

Utama (ton) %

47,04% 56,81% 49.27% 36,85% 40,25%

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura. 2013Tabel 2.84

4. Perdagangan

Perkembangan perdagangan di Kabupaten Siak cukup

berkembangan dengan pesat terutama kegiatan ekspor dan impor.

Jumlah ekspor barang dari tahun 2008 ke 2012 naik sebanyak

6,22% per tahun dengan peningkatan nilai ekspor sebanyak

10,18% per tahun. Jika dilihat dari angka ini jelas menunjukkan

bahwa peningkatan PDRB Kabupaten Siak lebih banyak

dipengaruhi oleh peningkatan harga barang dan jasa sehingga

berakibat pada penambahan nilai yang tinggi.
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Tabel 2.91
Nilai Ekspor Menurut Pelabuhan Muat Tahun 2008-2012

Kabupaten Siak

Pelabuhan
Muat

Berat Bersih (ton) Nilai FOB (USD)

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Perawang 1.187.518 1.325.386 1.520.018 1.347.820 1.416.811 831.993.463 701.568.894 1.070.412.426 1.055.261.117 1.027.607.580

Buatan 2.000.553 1.863.433 2.055.935 2.441.090 2.679.843 1.260.316.495 868.162.008 1.266.819.702 1.422.760.709 1.408.660.405

Jumlah 3.188.072 3.188.820 3.575.954 3.808.384 4.102.477 2.092.309.958 1.569.730.902 2.337.232.128 2.492.029.506 2.440.578.085

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Siak. 2013

Sementara itu peningkatan jumlah impor naik sebanyak

16,70% per tahun dengan pertambahan nilai impor sebanyak

1,48% per tahun dengan imbangan neraca pembayaran surplus

sebanyak 69,21% per tahun.

Tabel 2.92
Volume dan Nilai Impor Menurut Pelabuhan Muat

Tahun 2008-2012 Kabupaten Siak

Pelabuhan
Muat

Berat Bersih (ton) Nilai FOB (USD)

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Siak Sri
Indra pura

- - - 1.254 4.310 - - - 875.080 1.895.036

Perawang 333.713 444.054 564.220 570.195 765.575 585.239.533 238.169.241 295.528.374 405.328.513 677.005.544

Buatan 289.869 335.632 364.843 412.481 343.366 418.996.291 138.115.514 182.179.674 262.649.553 168.113.259

Jumlah 623.583 779.687 929.063 983.931 1.110.586 1.004.235.824 376.284.755 477.708.048 668.853.146 847.013.839

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Siak. 2013

2.4 Aspek Daya Saing Daerah
Dari berbagai definisi daya saing dapat kita sarikan bahwa daya

saing daerah itu akan sangat tergantung pada iklim usaha yang

kondusif, keunggulan komparatif (comparative advantage), dan

keunggulan kompetitif (competitive advantage) daerah.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai

dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan

berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan

dan sumberdaya alam, dan sektor jasa. Kondisi itu didukung oleh

keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan IPTEK

yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien

dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan
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investasi dari perusahaan perusahaan. Sejalan dengan itu,

pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan

berkesinambungan dapat dicapai.

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Perkembangan pengeluaran RT per kapita di Kabupaten

Siak terus mengalami peningkatan, dimana pada 2008 hanya

Rp. 403.235 meningkat menjadi Rp. 762.883 pada tahun 2011.

Peningkatan pengeluaran konsumsi non pangan

mengindikasikan adanya peningkatan rasio penggunaan

pendapatan yang dibelanjakan untuk non pangan, dengan

kenaikan 26,02% per tahun.

Tabel 2.93
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan

Tahun 2007 s.d 2012
Kabupaten Siak

No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Total Pengeluaran RT 403.235 682.322 571.433 714.935 762.883 n.a

2. Jumlah RT 80.259 76.935 86.580 94.509 106.457 120.031

3. Rasio (1/2) 5,02 8,86 6,60 7,56 7,16 n.a

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2013

2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Sementara itu pengeluaran konsumsi non pangan perkapita

memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dengan 29,89% per

tahun. Peningkatan jumlah pengeluaran konsumsi non pangan

ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan perkapita,

sehingga kecenderungan pengurangan proporsi penggunaan

pengeluaran untuk pangan semakin turun dan sebaliknya.

Peningkatan rasio pengeluaran untuk konsumsi non pangan naik

sebanyak 3,64%.

Tabel 2.94
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan
Tahun 2007 s.d 2012 Kabupaten Siak

No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Total pengeluaran RT non

pangan

174.444 311.029 288.253 342.124 373.350 n.a

2. Total pengeluaran 403.235 682.322 571.433 714.935 762.883 n.a

3. Rasio 43,26 45,58 50,53 47,85 48,94 n.a

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2013
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2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
1. Fasilitas Bank dan Non Bank

A. Jenis dan Jumlah Bank
Sektor jasa keuangan sangat diperlukan dalam membantu

ketersediaan modal bagi pengusaha dalam proses produksi

barang dan jasa. Jika dilihat jumlah lembaga keuangan yang

beroperasi di Kabupaten Siak sebanyak 7 unit dengan kategori

lima jenis bank konvensional dan dua unit bank syariah.

Sedikitnya jumlah lembaga keuangan yang ada menunjukkan

belum berkembangnya lembaga penyediaan jasa keuangan di

daerah ini. Oleh karena itu upaya pengembangan industri

pengolahan dan lapangan usaha lainnya akan ikut memacu

perkembangan lembaga keuangan di daerah ini sehingga juga

akan berkontribusi pada penerimaan PDRB dari sektor jasa

keuangan.

Tabel 2.95
Jenis dan Jumlah Bank Tahun 2012

Kabupaten Siak
No Uraian 2012

1. Bank Umum

1.1. Konvensional 5

1.2. Syariah 2

2. Bank Perkreditan Rakyat
2.1. Konvensional -

2.2. Syariah -

Jumlah 7
Sumber : Siak Dalam Angka.2012

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi
1. Keamanan dan Ketertiban

A. Angka Kriminalitas
Keamanan dan ketertiban merupakan salah satu

indikator, kondusif atau tidaknya suatu daerah sebagai tujuan

investasi. Dan hal tersebut dapat dilihat dari jumlah

kriminalitas yang terjadi. Jika dilihat pada Tabel 2.96

menunjukkan angka kriminalitas di daerah ini cukup tinggi,

walaupun setiap tahun mengalami penurunan dari 0,19% pada

tahun 2008 turun menjadi 0,15% pada tahun 2011.

Penurunan angka kriminalitas sangat erat hubungan

dengan distribusi pendapatan antara warga masyarakat.
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Semakin baik distribusinya akan semakin baik pula keamanan

dan ketertiban. Rendahnya ketimpangan antara warga

masyarakat akan membantu dalam pengurangan angka

kriminalitas di daerah. Hal ini tercermin dari jumlah

kriminalitas yang terjadi terutama berkaitan dengan pencurian.

Tabel 2.96
Angka Kriminalitas Tahun 2007-2012

Kabupaten Siak
No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah Kasus Narkoba 33 13 11 11 20

2 Jumlah KasusPembunuhan 2 1 4 4 3

3 Jumlah Kejahatan Seksual 20 32 24 24 20

4 Jumlah KasusPenganiayaan 8 66 - - -

5 Jumlah Kasus Pencurian 206 210 221 221 209

6 Jumlah Kasus Penipuan 94 86 96 96 60

7 Jumlah Kasus Pemalsuan Uang - - - - -

8 Jumlah Kasus Kejahatan Lainnya 245 224 265 265 331

9 Total Jumlah Kriminal 608 632 621 621 643

10 Jumlah Penduduk 318.585 322.094 356.751 388.506 427.891 472.028

11 Angka Kriminalitas 0,19% 0,20% 0,17% 0,16% 0,15%

Sumber: Polres Siak. 2012

B. Kemudahan Perijinan
Kemudahan perijinan salah bagian yang menjadi perhatian

khusus bagi investor baik dari aspek lama pengurusan, jumlah

dokumen persyaratan, dan biaya resmi yang harus dikeluarkan.

Dari enam komponen perizinan yang harus dilalui memerlukan

waktu 26 hari dengan 66 persyaratan. Biasanya yang menjadi

permasalahan adalah lama pengurusan persyaratan yang menjadi

bagian lampiran. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.97.

Tabel 2.97
Lama Proses Perijinan Kabupaten Siak

NO Uraian
Lama mengurus

(hari)

Jumlah
persyaratan
(dokumen)

Biaya resmi
(rata-rata maks

Rph)

1. SIUP 4 hari 11 -

2. TDP 3 hari 9 -

3. IUI 6 hari 12 -

4. TDI 4 hari 8 -

5. IMB 5 hari 12 -

6. HO 4 hari 14 -

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. 2013
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C. Pengenaan Pajak Daerah

Regulasi dan kebijakan menjadi salah satu acuan yang

harus dipatuhi dalam pelaksanaan pembangunan, seperti halnya

pajak. Dari empat kebijakan yang ada belum ada kebijakan

khusus yang dikeluarkan oleh daerah berkaitan dengan insentif

investasi, tetapi hanya regulasi yang bersifat umum yang jumlah

semakin bertambah. Jumlah PERDA berkaitan dengan pajak

bertambah sebanyak 30% dari tahun 2008 ke 2012 sedangan

retribusi berkurang dari 23 ke 21 akibat pembatalan oleh

Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 2.98
Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah
Yang Mendukung Iklim Investasi Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Siak

NO Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah Pajak yang
dikeluarkan

7 Perda 8 Perda 8 Perda 9 Perda 10 Perda

2. Jumlah Insentif Pajak yang
mendukung iklim investasi

- - - - -

3. Jumlah Retribusi yang
dikeluarkan

23 Perda 23 Perda 23 Perda 22 Perda 21 Perda

4. Jumlah Retribusi yang
mendukung iklim investasi

- - - - -

Sumber: DPPKAD Kabupaten Siak. 2013

D. Peraturan Daerah (PERDA) Yang Mendukung Iklim Usaha

Jumlah PERDA yang berkaitan perijinan investasi

bertambah dari satu ke tiga Perda sejak tahun 2008 ke 2011.

Namun pertambahan PERDA tersebut belum sepenuhnya

menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah

ini. Oleh karena itu perlu trik khusus untuk mengelola potensi

ekonomi yang di wilayah ini tanpa harus bergantung pada

investor luar atau dalam negeri lainnya.

Tabel 2.99
Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha

Kabupaten Siak

NO Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah Perda terkait perijinan 1 (Satu)
Perda - 2 (Dua)

Perda
3 (Tiga)
Perda

-

2. Jumlah Perda terkait lalu lintas
barang dan jasa

NIHIL
3. Jumlah Perda terkait

ketenagakerjaan

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Siak. 2013
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2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia
1. Kualitas Tenaga Kerja

Terciptanya SDM yang mampu memenuhi kebutuhan tenaga

kerja dan menghasilkan teknologi baru dalam industri sangat

dibutuhkan baik sebagai penghasil inovasi pengembangan produk,

peralatan dan cara pengelolaan usaha. Tingginya rendahnya

kualitas SDM sangat tergantung pada tingkat pendidikan dan

pengalaman.

Tabel 2.100
Rasio Lulusan Diploma, S1, S2 dan S3 Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Siak

NO Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah lulusan Diploma, S1, S2 dan S3 5.672 16.910 15.237 16.326 18.105

2. Jumlah penduduk 322.094 356.751 388.506 427.891 472.028

3.
Rasio lulusan Diploma, S1, S2 dan S3

(1/2)
0,018 0,047 0,039 0,038 0,038

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2013

Tingkat pendidikan dari SDM yang ada di daerah ini sudah

terjadi perbaikan dimana pertambahan jumlah lulusan S1 hingga

S3 naik sebanyak 65,13% pertahun sehingga telah terjadi

peningkatan rasio dari 0,018 pada tahun 2008 menjadi 0,038 pada

tahun 2012. Namun demikian harus tetap ditingkatkan dengan

pendekatan pengembangan SDM sesuai dengan potensi ekonomi

daerah dan prospek pengembangan industri kedepan.

2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan antara jumlah penduduk produktif

dengan tidak produktif sangat telah mengalami penurunan yang

cukup drastis dimana pada tahun 2008 sebanyak 65% kemudian

menjadi 49% pada tahun 2012. Penurunan rasio ketergantungan

ini tidak terlepas dari penurunan jumlah penduduk yang berumur

kurang dari 15 tahun sebanyak 0,05% per tahun sementara

jumlah penduduk produktif naik sebanyak 13,32% per tahun

(lihat Tabel 2.101).
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Tabel 2.101
Rasio Ketergantungan Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Siak

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah penduduk usia < 15 tahun 125.042 116.617 133.645 122.949 146.272

2. Jumlah penduduk usia > 64 tahun 6.670 7.632 6.492 10.009 9.470

3. Jumlah penduduk usia tidak produktif
(1)&(2) 133.720 126.258 142.147 132.958 155.742

4. Jumlah penduduk usia 15-64 tahun 204.783 208.312 236.605 294.933 316.286

5. Rasio ketergantungan (3)/(4) 0,65 0,61 0,60 0,45 0,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2013

Hasil analisis gambaran umum kondisi Kabupaten Siak

terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan

pemerintahan Kabupaten Siak selama kurun waktu 5 (lima)

tahun dari tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel, sebagai

berikut.
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Tabel 2.102
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak

No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH

Capaian Kinerja
Standar

Interpretasi belum
tercapai (<) sesuai (=)

melampaui (>)Tahun
2008

Tahun
2009

Tahun
2010

Tahun
2011

Tahun
2012

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1.1. Pertumbuhan PDRB Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000
[%] 7,61 7,15 7,36 7,46 7,54

1.2. Laju inflasi [%] 18,75 4,72 3,11 9,03 6,84

1.3. PDRB per kapita Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 [juta
rupiah] 9,51 9,78 10,12 10,49 n.a

1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,64 76,05 76,46 76,92 77,27

1.5. Persentase Penduduk Miskin [%] 7,09 5,71 6,49 5,29 5,28

Fokus Kesejahteraan Masyarakat

2 Pendidikan

2.1. Angka melek huruf [%] 98,21 98,49 98,56 98,65 98,68

2.2. Rata-rata lama sekolah [tahun] 8,80 9,03 9,08 9,14 9,14

2.3. Angka Partisipasi Murni (APM)

2.3.1 APM SD/MI [%] 99,79 98,93 98,24 82,15 80,00

2.3.2 APM SMP/MTs [%] 99,30 74,10 79,75 58,50 58,34
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No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH

Capaian Kinerja
Standar

Interpretasi belum
tercapai (<) sesuai (=)

melampaui (>)Tahun
2008

Tahun
2009

Tahun
2010

Tahun
2011

Tahun
2012

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2.3.3 APM SMA/MA/SMK [%] 98,45 60,00 64,23 64,40 44,11

2.4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

2.4.1 APK SD/MI [%] 99,80 98,95 98,85 95,42 92,95

2.4.2 APK SMP/MTs [%] 99,45 80,20 85,99 78,06 79,67

2.4.3 APK SMA/MA/SMK [%] 98,55 65,50 73,15 59,37 57,40

2.5. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)

2.5.1 APT SD/MI [%] 23,21 23,80 23,06 18,62 n.a

2.5.2 APT SMP/MTs [%] 22,47 21,00 16,65 17,80 n.a

2.5.3 APT SMA/MA/SMK [%] 22,74 30,59 21,66 20,99 n.a

3 Kesehatan

3.1. Angka Kematian bayi (per 1000 KLH) 7 11 9 8 7

3.2. Umur Harapan hidup (thn) 71,34 71,52 71,69 71,86 72,03

ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan Urusan Wajib

1 Pendidikan

1.1. Pendidikan dasar

1.1.1. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI 0,0028 0,0034 0,0037 0,0034 0,0032

1.1.2. Rasio guru/murid SD/MI 0,050 0,058 0,055 0,055 0,055
1.2. Pendidikan menengah
1.2.1. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs 0,0058 0,0038 0,0044 0,0041 0,0044
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No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH

Capaian Kinerja
Standar

Interpretasi belum
tercapai (<) sesuai (=)

melampaui (>)Tahun
2008

Tahun
2009

Tahun
2010

Tahun
2011

Tahun
2012

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.2.2. Rasio guru/murid SMP/MTs 0,100 0,058 0,071 0,076 0,083

2 Kesehatan

2.1. Rasio posyandu per 100 balita 0,84 1,04 1,02 0,99 0,78

2.2. Rasio puskesmas per 100.000 penduduk 4,34 3,92 3,60 3,50 3,20

2.3. Rasio poliklinik/polindes per 10.000 penduduk 1,73 1,56 1,49 1,38 1,27

2.4. Rasio pustu per 10.000 penduduk 2,29 2,10 1,95 1,70 1,54

2.5. Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk 0,31 0,28 0,25 0,23 0,21

2.6. Rasio dokter per 100.000 penduduk 17,07 16,25 21,62 15,42 9,11

3 Pekerjaaan Umum

3.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik [%] 19,15 20,12 27,07 24,25 27,22

4 Perumahan

4.1. Rumah tangga pengguna air bersih [%] 4,49 4,26 4,49 4,81 n.a

5 Lingkungan Hidup

5.1. Rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk [m3/jiwa] 0,0000125 0,0000124 0,0000112 0,0000102 0,0000093

5.2. Persentase volume sampah yang tertangani [%] 36 45 51 59 59

6 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

6.1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah [%] n.a 20 n.a 30 35

6.2. Partisipasi perempuan di lembaga swasta [%] n.a 15 n.a 20 25

6.3. Partisipasi angkatan kerja perempuan [%] 26,38 22,04 17,62 70,77 56,7
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No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH

Capaian Kinerja
Standar

Interpretasi belum
tercapai (<) sesuai (=)

melampaui (>)Tahun
2008

Tahun
2009

Tahun
2010

Tahun
2011

Tahun
2012

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
7 KB dan Keluarga Sejahtera

7.1. Rasio akseptor KB [%] 72,86 67,48 68,53 67,67 71,74

8 Tenaga Kerja

8.1. Tingkat Partisipasi angkatan Kerja [%] 41,06 36,11 31,21 71,26 69,01

8.2. Tingkat Pengangguran terbuka [%] 5,92 8,01 3,25 2,44 2,40

9 Koperasi dan UKM

9.1. Persentase Koperasi aktif [%] 76 67 69 70 71

9.2. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM [unit] 2.520 1.608 2.038 2.038 2.038

10 Penanaman Modal

10.1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) [investor] 10 5 11 6 7

10.2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) [milyar
rupiah] 847 35 13.710 1.178 52

Pelayanan Urusan Pilihan
1 Pertanian
1.1. Produktivitas padi [Kw/ha] 34,27 41,01 38,13 41,34 42,58

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Fokus Kemampuan Ekonomi

1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1. Angka konsumsi RT per kapita 8,86 6,60 7,56 7,16 n.a

1.2. Persentase Konsumsi RT Non-Pangan [%] 45,58 50,53 47,85 48,94 n.a
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BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Siak sangat erat

kaitannya dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Siak

dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak

terlepas dari realisasi pendapatan daerah yang meliputi pendapatan

asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah

serta belanja daerah yang meliputi Belanja Tidak Langsung maupun

Belanja Langsung. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan

perkembangan dari kondisi aset Pemerintah Kabupaten Siak, kondisi

kewajiban Pemerintah Kabupaten Siak, serta kondisi ekuitas dana

yang tersedia.

Kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui

kondisi keuangan dimasa lalu. Analisis terhadap kinerja keuangan

Kabupaten Siak mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca

daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan

daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah, dan pembiayaan

daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas: tertib,

taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa

keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran

pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan

daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun

ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini

menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik

secara fisik maupun non fisik.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Kabupaten Siak

Penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelimpahan hak,

wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

di daerah harus disertai oleh suatu sistem pembagian keuangan yang

adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab



Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun  2011-2016 III ~ 2

dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan

mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta

besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas

pembantuan.

Sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi

terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan Daerah

adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, sedangkan

pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran

berikutnya. Sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah,

sedangkan sumber pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan

anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan

daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tanpa

adanya sumber penerimaan tersebut mustahil pemerintah daerah

dapat melaksanakan fungsi pemerintahan yang dilimpahkan ke

daerah.

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah

Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan

potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dana Perimbangan

bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah, dan antar-Pemerintah Daerah. Pinjaman

Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka

penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Sedangkan lain-lain

Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk

memperoleh pendapatan selain pendapatan asli daerah dan dana

perimbangan.

Secara umum pendapatan daerah yang diperoleh dari PAD dan

dana perimbangan, secara substansial adalah berasal dari pajak dan

sejenisnya yang ditarik oleh pemerintah pusat dan daerah. Bila

seluruh pendapatan tersebut dikaitkan dengan kegiatan ekonomi

(PDRB) di Kabupaten Siak, maka dapat diperkirakan rasio pendapatan

terhadap PDRB (tax ratio). PDRB dipahami sebagai basis pajak atau

basis penerimaan daerah secara langsung maupun tidak langsung.
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Semakin besar PDRB menunjukkan basis penerimaan/pendapatan

yang meningkat pula.  Dari tahun 2008 – 2012, tax ratio Kabupaten

Siak berfluktuasi, namun memiliki kecenderungan kuat untuk

mengalami peningkatan. Artinya potensi penerimaan daerah relatif

tumbuh dengan baik. Namun demikian, pertumbuhan tax ratio ini

perlu disikapi dengan hati-hati, karena bila tax ratio terlalu tinggi,

maka hal tersebut dapat mengganggu aktivitas ekonomi.
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Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008 – 2012 Kabupaten Siak

No. Uraian 2008
(Rp)

2009
(Rp)

2010
(Rp)

2011
(Rp)

2012
(Rp)

Ḡ(%)

1 PENDAPATAN 2,290,945,971,591.94 1,488,697,390,397.54 1,810,270,779,710.60 1,801,436,551,716.39 2,248,768,141,337.25 2.73

1.1. Pendapatan Asli Daerah 733,276,414,277.78 413,794,582,439.51 262,896,647,312.60 198,010,055,388.39 346,604,319,540.25 -7.42

1.1.1. Pajak daerah 10,684,389,275.89 31,613,686,704.66 35,238,820,504.08 36,991,289,970.25 32,489,186,469.00 50.04

1.1.2. Retribusi daerah 15,550,931,999.00 18,673,046,266.00 33,774,425,423.20 14,954,017,765.00 8,784,705,214.00 0.99

1.1.3.
Hasil pengelolaan keuangan

daerah yang dipisahkan
649,252,789,339.00 282,417,181,924.00 129,305,391,946.00 102,616,457,211.00 239,318,358,826.00 0.47

1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 57,788,303,663.89 81,090,667,544.85 64,578,009,439.32 43,448,290,442.14 66,012,069,031.25 9.79

1.2. Dana Perimbangan 1,483,119,178,426.00 1,010,563,714,264.00 1,478,235,790,442.00 1,489,288,269,445.00 1,768,144,667,481.00 8.47

1.2.1.
Dana bagi hasil pajak /bagi

hasil bukan pajak
1,478,366,178,426.00 990,861,714,264.00 1,463,607,490,442.00 1,447,908,108,445.00 1,585,118,551,481.00 5.78

1.2.2. Dana alokasi umum 0.00 0.00 0.00 30,912,561,000.00 167,312,486,000.00 110.31

1.2.3. Dana alokasi khusus 4,753,000,000.00 19,702,000,000.00 14,628,300,000.00 10,467,600,000.00 15,713,630,000.00 77.61

1.3.
Lain-Lain Pendapatan

Daerah yang Sah
74,550,378,888.16 64,339,093,694.03 69,138,341,956.00 114,138,226,883.00 134,019,154,316.00 19.07

1.3.1 Hibah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.2 Dana darurat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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No. Uraian 2008
(Rp)

2009
(Rp)

2010
(Rp)

2011
(Rp)

2012
(Rp)

Ḡ(%)

1.3.3

Dana bagi hasil pajak dari

provinsi dan Pemerintah

Daerah lainnya

46,048,438,288.16 56,387,143,694.03 47,156,139,234.00 44,496,751,843.00 81,728,851,316.00 21.03

1.3.4
Dana penyesuaian dan

otonomi khusus
26,501,940,600.00 7,951,950,000.00 21,387,664,800.00 63,146,992,040.00 48,202,403,000.00 67.64

1.3.5

Bantuan keuangan dari

provinsi atau Pemerintah

Daerah lainnya

2,000,000,000.00 0.00 0.00 2,562,000,000.00 4,087,900,000.00 -10.11

1.3.6 Lain-Lain Pendapatan Yang

Sah Lainnya
0.00 0.00 594,537,922.00 3,932,483,000.00 0.00 0.00

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Bappeda Kabupaten Siak, 2013
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Jumlah realisasi pendapatan Kabupaten Siak pada tahun

2008 sebesar Rp.2.290 milyar lebih yang bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah Rp.733 milyar Iebih, Dana Perimbangan

sebesar Rp.1.483 milyar lebih dan Lain-lain Pendapatan yang Sah

sebesar Rp.74 milyar lebih. Pada tahun 2012 pendapatan

Kabupaten Siak berdasarkan APBD murni yaitu sebesar Rp 2.248

milyar lebih yang bersumber dari PAD sebesar Rp 346 milyar lebih,

Dana Perimbangan sebesar Rp 1.768 milyar lebih dan Lain-lain

pendapatan yang sah sebesar Rp 134 milyar lebih. Selama periode

tahun 2008-2012, realisasi pendapatan Kabupaten Siak mengalami

naik–turun. Kenaikan dan penurunan ini terjadi karena

ketergantungan penerimaan daerah dari sumber dana perimbangan

yang mencapai rata-rata 74,43 % dari seluruh pendapatan. Hal ini

menjadi satu persoalan penting karena dana perimbangan sangat

ditentukan oleh Pemerintah Pusat, sehingga sering terjadi

kesalahan dalam prediksi sumber penerimaan. Rata-rata

pertumbuhan realisasi jumlah pendapatan Kabupaten Siak sebesar

2,73 % per tahun selama periode tahun 2008-2012.

Selain itu realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) selama

tahun 2008-2012 juga cenderung mengalami penurunan, hal ini

dikarenakan karena adanya penurunan yang drastis di dalam

penerimaan dari hasil Perusahaan Milik Daerah (BUMD) dan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tahun 2008

penerimaan dari BUMD dan kekayaan daerah mencapai Rp 649

milyar lebih dan terus menurun tajam menjadi Rp 282 milyar lebih

di tahun 2008. Namun di tahun-tahun berikutnya menurun,

bahkan di tahun 2011 hanya sebesar Rp 102 milyar lebih dan

kembali meningkat menjadi Rp 239 miliar lebih pada tahun 2012.

Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah
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Kabupaten Siak sebesar -7,42 % per tahun selama periode tahun

2008-2012. Sumber penerimaan dari PAD yang terus mengalami

kenaikan ialah pajak daerah. Tahun 2008 hanya mencapai nilai Rp

10 milyar lebih dan tumbuh rata-rata sekitar 50,04 % per tahun

menjadi Rp 36 milyar lebih pada tahun 2011 dan sedikit menurun

menjadi Rp 32 miliar lebih pada tahun 2012. Sedangkan

penerimaan PAD dari retribusi daerah selama 5 tahun terakhir

justru mengalami penurunan dari Rp 15 milyar lebih pada tahun

2008 menjadi hanya Rp 8 milyar lebih di tahun 2012. Padahal di

tahun 2010 telah terjadi peningkatan yang cukup besar menjadi Rp

33 milyar lebih, namun hal itu tidak serta merta menjadi momen

yang baik untuk meningkatkan retribusi di tahun berikutnya.

Peningkatan kebutuhan belanja daerah yang tidak sebanding

dengan pendapatan menyebabkan terjadinya defisit anggaran. Pada

tahun 2008 total belanja daerah yaitu sebesar Rp 1.850 milyar

lebih yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp 1.388 milyar

lebih dan belanja tidak langsung sebesar Rp 461 milyar lebih. Hal

ini menyebabkan pada tahun 2008 terjadi surplus sebesar Rp 440

milyar lebih. Pada tahun 2012 berdasakan RAPBD murni

kebutuhan belanja daerah Kabupaten Siak sebesar Rp 2.071 milyar

lebih yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp 1.439 milyar

lebih dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 721 milyar lebih

sehingga terjadi surplus sebesar Rp 177 milyar.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan

standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai

dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca daerah

memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset,

kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut
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dikeluarkan.  Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan

rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening

sampai level rincian obyek.

Neraca daerah sangat penting dalam pengelolaan

pemerintahan daerah karena:

 Memberikan informasi kepada manajemen pemerintahan daerah

mengenai likuiditas keuangan daerah;

 Memberikan informasi kepada manajemen Pemerintah Daerah

tentang fleksibilitas keuangan (financial flexibility); dan

 Mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik (good

governance).

Neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang

harus dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Laporan ini sangat

panting bagi pimpinan, tidak hanya dalam rangka memenuhi

kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja,

tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang

terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi

yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Rata-rata

pertumbuhan neraca daerah Pemerintah Kabupaten Siak selama

tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 3.2 dengan rincian

sebagai berikut:
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Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2008-2012 Kabupaten Siak

No. Uraian PER 31 DESEMBER
2008

PER 31 DESEMBER
2009

PER 31 DESEMBER
2010

PER 31 DESEMBER
2011

PER 31 DESEMBER
2012

(%)

1. ASET 1,300,893,668,376.85 597,527,637,434.68 697,427,681,494.25 1,013,706,373,429.18 1,298,037,253,559.42 9.01

1.1. ASET LANCAR 1,043,185,659,182.32 529,341,959,106.86 621,819,687,331.46 745,268,932,903.76 923,217,491,494.10 2.99

1.1.1. Kas 20,376,104,343.53 43,191,820,698.82 46,141,546,140.79 255,586,513,116.75 361,973,254,585.19 153.59

1.1.2. Piutang 237,331,904,851.00 24,993,857,629.00 29,466,448,022.00 12,850,927,408.67 12,846,507,480.13 -32.00

1.1.3. Persediaan 1,300,893,668,376.85 597,527,637,434.68 697,427,681,494.25 1,013,706,373,429.18 1,298,037,253,559.42 9.01

1.2
INVESTASI JANGKA
PANJANG

305,711,000,000.00 753,114,015,132.40 794,407,112,636.17 955,274,742,580.43 999,834,211,940.69 44.19

1.2.1 Investasi Non Permanen 0.00 0.00 0.00 22,401,767,572.93 40,021,741,667.93 19.66

1.2.2 Investasi Permanen 305,711,000,000.00 753,114,015,132.40 794,407,112,636.17 932,872,975,007.50 959,812,470,272.76 43.04

1.3 ASET TETAP 4,984,537,046,370.96 5,942,583,094,297.73 6,628,639,434,507.96 6,975,220,791,520.14 7,708,408,124,184.95 11.63

1.3.1 Tanah 840,028,469,690.00 858,955,678,942.00 861,085,509,179.00 808,117,191,588.99 823,749,561,251.99 -0.43

1.3.2 Peralatan dan mesin 388,813,368,368.74 397,618,422,950.07 445,245,618,403.50 464,075,895,314.87 544,482,138,348.78 8.95

1.3.3 Gedung dan bangunan 763,802,385,770.96 877,019,933,358.71 1,100,495,598,491.74 1,375,743,169,902.06 1,494,141,893,642.55 18.48
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No. Uraian PER 31 DESEMBER
2008

PER 31 DESEMBER
2009

PER 31 DESEMBER
2010

PER 31 DESEMBER
2011

PER 31 DESEMBER
2012

(%)

1.3.4 Jalan, irigasi, dan jaringan 956,442,821,075.70 1,122,474,649,511.25 3,210,982,423,010.22 4,150,356,245,931.69 4,689,437,747,000.21 61.42

1.3.5 Aset tetap lainnya 16,755,249,979.00 26,464,831,606.87 27,076,565,460.87 32,195,147,505.65 34,380,834,975.08 21.49

1.3.6 Konstruksi dalam pengerjaan 2,018,694,751,486.56 2,660,049,577,928.83 983,753,719,962.63 144,733,141,276.88 122,215,948,966.34 -33.02

1.4 ASET LAINNYA 0.00 1,553,756,000.00 1,790,876,000.00 64,647,812,622.50 45,442,210,992.06 873.85

1.4.1 Tagihan penjualan angsuran 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.2

Tagihan tuntutan ganti

kerugian daerah
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.3

Kemitraan dengan pihak

kedua
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.4 Aset tak berwujud 0.00 1,553,756,000.00 1,790,876,000.00 2,999,836,003.75 3,701,125,916.24 26.54

1.4.5 Aset Lain-Lain 0.00 0.00 0.00 61,647,976,618.75 41,741,085,075.82 -8.07

JUMLAH ASET DAERAH 6,591,141,714,747.81 7,294,778,502,864.81 8,122,265,104,638.38 9,008,849,720,152.25 10,051,721,800,677.10 11.13

2. KEWAJIBAN 871,083,436.00 44,466,110.00 1,546,119,063.00 4,108,285,233.85 7,885,864,923.33 884.96

2.1. KEWAJIBAN JANGKA

PENDEK

871,083,436.00 44,466,110.00 1,546,119,063.00 4,108,285,233.85 7,885,864,923.33 884.96
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No. Uraian PER 31 DESEMBER
2008

PER 31 DESEMBER
2009

PER 31 DESEMBER
2010

PER 31 DESEMBER
2011

PER 31 DESEMBER
2012

(%)

2.1.1.
Utang perhitungan pihak

ketiga
871,083,436.00 44,466,110.00 187,583,437.00 314,873,334.91 76,350,279.00 54.77

2.1.2. Uang muka dari kas daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.3. Pendapatan diterima dimuka 0.00 0.00 1,358,535,626.00 3,793,411,898.94 7,809,514,644.33 71.27

3. EKUITAS DANA 6,590,270,631,311.81 7,294,734,036,754.81 8,120,718,985,575.38 9,004,741,434,918.40 10,043,835,935,753.80 11.11

3.1. EKUITAS DANA LANCAR 1,300,022,584,940.85 597,483,171,324.68 695,881,562,431.25 1,009,598,088,195.33 1,290,151,388,636.09 8.82

3.1.1 SiLPA 1,042,307,974,746.32 529,289,269,314.86 621,625,968,712.46 744,939,571,136.85 923,136,425,215.10 3.00

3.1.2
Pendapatan Yang

Ditangguhkan
6,601,000.00 8,223,682.00 6,135,182.00 14,488,432.00 4,716,000.00 16.97

3.1.3 Cadangan Piutang 20,376,104,343.53 43,191,820,698.82 46,141,546,140.79 255,586,513,116.75 361,973,254,585.19 153.59

3.1.4 Cadangan Persediaan 237,331,904,851.00 24,993,857,629.00 29,466,448,022.00 12,850,927,408.67 12,846,507,480.13 -32.00

3.1.5 Dana Yang Harus disediakan

Untuk Pembayaran Utang

Jangka Pendek

0.00 0.00 -1,358,535,626.00 -3,793,411,898.94 -7,809,514,644.33 71.27
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No. Uraian PER 31 DESEMBER
2008

PER 31 DESEMBER
2009

PER 31 DESEMBER
2010

PER 31 DESEMBER
2011

PER 31 DESEMBER
2012

(%)

3.2. EKUITAS DANA INVESTASI 5,290,248,046,370.96 6,697,250,865,430.13 7,424,837,423,144.13 7,995,143,346,723.07 8,753,684,547,117.70 13.66

3.2.1
Diinvestasikan Dalam

Investasi Jangka Panjang
305,711,000,000.00 753,114,015,132.40 794,407,112,636.17 955,274,742,580.43 999,834,211,940.69 44.19

3.2.2
Diinvestasikan Dalam Aset

Tetap
4,984,537,046,370.96 5,942,583,094,297.73 6,628,639,434,507.96 6,975,220,791,520.14 7,708,408,124,184.95 11.63

3.2.3
Diinvestasikan Dalam Aset

Lainnya
0.00 1,553,756,000.00 1,790,876,000.00 64,647,812,622.50 45,442,210,992.06 873.85

Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas
Dana

6,591,141,714,747.81 7,294,778,502,864.81 8,122,265,104,638.38 9,008,849,720,152.25 10,051,721,800,677.10 11.13

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak, 2013
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Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi

tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai

Pemerintah Kabupaten Siak, memberikan manfaat ekonomi dan

sosial bagi Pemerintah Kabupaten Siak maupun masyarakat di masa

mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat

diukur dalam uang. Selama tahun 2008-2012, rata-rata

pertumbuhan jumlah aset daerah Pemerintah Kabupaten Siak

mencapai 11,13 % per tahun.

Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah

Kabupaten Siak kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga

terhadap arus kas Pemerintah Kabupaten Siak. Sedangkan ekuitas

dana yang meliputi dana lancar, dana investasi dan dana cadangan

merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah

Kabupaten Siak. Selama tahun 2008-2012, rata-rata pertumbuhan

jumlah kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Siak

mencapai 11,13 % per tahun.

Selanjutnya, analisis faktor fundamental didasarkan pada

laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dapat dianalisis melalui

analisis rasio-rasio untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah

Daerah. Rasio keuangan dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu: (1)

rasio likuiditas, yaitu rasio yang menyatakan kemampuan

perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek;

(2) rasio aktivitas, menyatakan kemampuan perusahaan dalam

memanfaatkan harta yang dimilikinya; dan (3) rasio solvabilitas

(leverage), menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi

kewajiban jangka panjang.
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Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui

kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan

rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas serta kemampuan

aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis

neraca daerah Kabupaten Siak tahun 2008-2012 sebagai berikut.

Tabel 3.3
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Siak Tahun 2008 – 2012

No. Uraian 2008 (%) 2009(%) 2010(%) 2011(%) 2012(%)

1. Rasio lancar (current
ratio)

1,493.42 1,343,782.12 45,108.28 24,674.68 16,460.30

2. Rasio quick (quick ratio) 1,220.96 1,287,573.34 43,202.44 24,361.88 16,297.40

3. Rasio total hutang
terhadap total aset

0.000139 0.000366 0.000207 0.0006 0.0010

4. Rasio hutang terhadap
modal

0.000132 0.000366 0.000187 0.0005 0.0008

5. Rata-rata umur piutang 37.81 6.13 5.94 2.60 2.09

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak, 2013

Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk

mengukur seberapa besar aset lancar yang digunakan untuk

membayar hutang lancar. Perkembangan rasio lancar berfluktuasi

dengan rasio tertinggi di tahun 2008 karena adanya pelepasan

saham di PT. Bumi Siak Pusako dan menjadi aset daerah. Pada

tahun 2010 terjadi peningkatan pinjaman jangka pendek sehingga

turunnya rasio lancar. Nilai rasio lancar di atas 100 merupakan

batas yang relatif baik, hal ini dikarenakan kemampuan pemerintah

daerah membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar

yang dimiliki. Pemerintah daerah tidak akan terlepas dari kewajiban

jangka pendek. Kemampuan pemerintah untuk membayar kewajiban

dapat dilihat dari berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang

dimilikinya.
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Rasio cepat atau quick ratio lebih efektif sebagai ukuran

likuditas dari pemerintah daerah karena telah mengeluarkan

besaran persediaan dari aset lancar. Hutang atau kewajiban jangka

pendek Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dapat ditutupi melalui

aset lancar berupa kas dan piutang daerah. Semakin tinggi rasio

cepat, semakin likuid sebuah pemerintahan.

Rasio Solvabilitas (Solvency Ratios) menunjukkan kemampuan

pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

Rasio ini juga disebut leverage ratios, karena merupakan rasio

pengungkit yaitu menggunakan uang pinjaman (debt) untuk

memperoleh keuntungan. Tahun 2008 hingga tahun 2012 rasio

hutang terhadap aktiva mengalami kenaikan menunjukkan adanya

pertumbuhan kewajiban Pemerintah Kabupaten Siak, namun di

tahun 2010 turun disebabkan adanya kenaikan nilai aktiva yang

dimiliki oleh Pemerintah.

Rasio hutang terhadap modal juga memiliki perkembangan

yang sama dengan rasio terhadap modal. Perkembangan modal

Pemerintah Kabupaten Siak di tahun 2010 juga meningkat sehingga

rasio hutang terhadap modal di tahun 2010 turun. Pada tahun

sebelumnya rasio ini terus meningkat hingga tahun 2009, karena

adanya kenaikan kewajiban Pemerintah Kabupaten Siak.

Untuk mengukur sejauh mana efisiensi pemerintah daerah

dalam penggunaan aktivanya dapat dilakukan dengan menilai

unsur-unsur modal kerja seperti piutang, persediaan dan hutang

usaha. Agar perusahaan selalu terjaga rentabilitas ekonomisnya,

maka perusahaan harus meningkatkan rasio aktivitasnya.

Sepanjang tahun 2008 hingga tahun 2012 perubahan piutang

mengalami penurunan atau telah terjadi pengembalian piutang yang

lebih tinggi berbanding dengan piutang tahun sebelumnya. Umur

piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Siak rata-rata antara 37,81
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hari hingga 2,09 hari.  Selama 5 tahun terakhir umur rata-rata

piutang terus mengalami penurunan, dimana semakin cepat

pengembalian piutang menunjukkan efisiensi operasional

pemerintahan

Rasio aktivitas menunjukkan bagaimana sumber daya telah

dimanfaatkan secara optimal dengan cara membandingkan rasio

aktivitas dengan standar industri dapat diketahui tingkat efisiensi

pemerintah daerah. Rasio aktivitas bertujuan untuk mengukur

sampai seberapa jauh aktivitas pemerintah daerah dalam

menggunakan dananya secara efektif dan efesien. Rasio ini dapat

mengukur efesiensi kegiatan operasional suatu pemerintahan

karena rasio ini didasarkan pada perbandingan antara pendapatan

dengan pengeluaran pada periode tertentu.

3.2 Kebijakan Pengeloaan Keuangan Masa Lalu

Melalui desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah dituntut

untuk mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan.

Dengan kebijakan normatif yang ada, pemerintah daerah diberi

kesempatan untuk melakukan perubahan kebijakan dan sistem

pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah dituntut untuk

mampu mengelola APBD secara efisien dan efektif tanpa kebocoran

sebagai instrument untuk menggerakkan perekonomian daerah,

menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan

masyarakat setempat. Pengelolaan APBD perlu mempertimbangkan

fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efisien dan efektif

dalam membiayai pembangunan daerah.  Dari fungsi alokasi, belanja

daerah dilakukan untuk menyediakan barang dan pelayanan publik

yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak di daerah dan tidak dapat

disediakan sendiri oleh masyarakat daerah. Dari fungsi distribusi,

belanja daerah juga harus berpihak terhadap masyarakat, terutama
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masyarakat miskin di daerah dan wilayah yang masih tertinggal.

Fungsi stabilisasi dari belanja daerah dapat dilakukan oleh

Pemerintah Daerah untuk menjaga kestabilan perekonomian daerah.

Keuangan daerah dikelola sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta

peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Azas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah

menjadi komitmen pemerintah daerah adalah bahwa : “keuangan

daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan

manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah

dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam

APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”

APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya

disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan

kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Agar APBD dapat

disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka landasan

administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur

antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara

tertib dan taat azas.

Beberapa prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan

anggaran daerah, antara lain adalah: 1) pendapatan yang

direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional
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yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan

belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran

belanja; 2) penganggaran pengeluaran harus didukung oleh

kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak

dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak

mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; 3) semua

penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang

bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam

rekening Kas Umum Daerah.

Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah

penyelarasan kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan

penganggaran (budget) antara pemerintah pusat dengan pemerintah

daerah agar tidak tumpang tindih. Penyusunan APBD pada dasarnya

bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan

sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara

tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi

pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Perubahan APBD

dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan

asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang

menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit

organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta terjadi

keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya

dan harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan

pertanggungjawaban, berupa : 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2)

Neraca, 3) Laporan Arus Kas, dan 4) Catatan Atas Laporan Keuangan

yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan

diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Kabupaten Siak
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tahun 2006-2011, pendanaan pembangunan diarahkan pada

penyelesaian 3 (tiga) agenda pembangunan daerah yang meliputi: (1)

Mengembangkan dan meningkatkan sarana prasarana daerah yang

mendukung peningkatan pemerataan pelayanan kepada masyarakat

dan pembangunan daerah yang berkelanjutan, (2) Mengembangkan

dan meningkatkan sumber daya manusia profesional yang

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dilandasi

keimanan, ketaqwaan, jiwa kewirausahaan, dan nilai-nilai budaya

melayu, dan (3) memberdayakan masyarakat, sumber daya alam,

dan seluruh kekuatan ekonomi daerah untuk memperkuat landasan

struktur perekonomian berbasis kerakyatan yang bertumpu pada

agribisnis, agroindustri dan pariwisata.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Secara umum arah kebijakan keuangan Kabupaten Siak selama ini

adalah sebagai berikut :

1. Memprioritaskan pengalokasian belanja daerah pada upaya

penanganan isu strategis daerah.

2. Mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja untuk

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan.

3. Mengintensifkan sumber-sumber pendapatan asli daerah baik

pajak daerah, retribusi daerah, maupun pendapatan-

pendapatan daerah lainnya yaitu dengan menangani dan

memperbarui tarif, kegiatan operasional dan memperbaiki

sistem pemungutan sepanjang tidak menghambat kelancaran

kegiatan pembangunan;
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4. Meningkatkan mutu dan kemampuan teknis pelaksanaan,

melalui penataran, kursus-kursus di bidang keuangan daerah

serta penyempurnaan fasilitas dan sarana penunjang lainnya;

5. Mengadakan penelitian terhadap sumber-sumber potensi alam

yang ada di daerah sebagai usaha untuk penggalian sumber-

sumber pendapatan baru yang memungkinkan dapat

mendatangkan peningkatan pendapatan daerah;

6. Mengarahkan penggunaan dana yang bersumber dari

pendapatan daerah untuk anggaran langsung maupun

anggaran tidak langsung secara berhasil guna dan berdayaguna

serta menghindari penggunaan dana yang kurang tepat/kurang

berdayaguna;

7. Mengintensifkan pemungutan dana dengan memberikan sanksi

bagi yang melakukan kecurangan dalam pemungutan dan

pembayaran pajak.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Penjelasan mengenai proporsi penggunaan anggaran untuk

pemenuhan kebutuhan aparatur dapat memberikan pemahaman

mengenai kebijakan pengalokasian dana yang menunjang pelayanan

langsung kepada masyarakat. Jika proporsi pemenuhan kebutuhan

aparatur lebih kecil dibandingkan dengan belanja yang diperuntukan

untuk masyarakat (belanja publik), maka hal ini mengindikasikan

bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah difokuskan untuk

pembiayaan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat.

Selama periode tahun 2010–2012, alokasi belanja untuk

memenuhi kebutuhan aparatur relatif lebih kecil persentasenya

apabila dibandingkan dengan belanja untuk masyarakat (belanja

publik). Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan daerah

difokuskan untuk pembiayaan pembangunan yang berorientasi
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kepada masyarakat, sedangkan pembiayaan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan aparatur lebih pada fungsi-fungsi pemerintah

yaitu sebagai fasilitator pembangunan.

Tabel di bawah ini memperlihatkan proporsi penggunaan

anggaran untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung

berdasarkan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal tahun

2010 – 2012.

Tabel 3.4
Realisasi Belanja dan Proporsi Realisasi Belanja

Tahun 2010-2012 Kabupaten Siak

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak, 2013

Dari sisi belanja daerah menurut kelompok belanja terlihat

bahwa belanja tidak langsung proporsinya dari tahun 2010 sampai

tahun 2012 cenderung meningkat. Dimana pada tahun 2010 proporsi

belanja tidak langsung sebesar 34,54% dan meningkat menjadi

38,48% pada tahun 2011 serta relatif menurun menjadi 34,85% pada

No Uraian
Tahun
2010

Tahun
2011

Tahun
2012

Rp. % Rp. % Rp. %

A Belanja Tidak
Langsung

586,169,260,423 34.52 645,262,044,187 38.48 721,891,832,942 34.85

1 Belanja Pegawai 384,853,456,550 22.67 431,084,500,093 25.71 497,542,590,758 24.02

2 Belanja Bunga - 0.00 - 0.00 - 0.00

3 Belanja Subsidi 15,518,487,247 0.91 18,564,998,500 1.11 7,368,994,160 0.36

4 Belanja Hibah 104,977,696,160 6.18 115,569,991,329 6.89 122,805,520,799 5.93

5 Belanja Bantuan
Sosial

35,196,447,980 2.07 34,742,355,452 2.07 6,220,320,000 0.30

6 Belanja Bagi Hasil - 0.00 - 0.00 - 0.00

7 Belanja Bantuan
Keuangan

45,623,172,486 2.69 45,300,198,813 2.70 87,842,989,225 4.24

8 Belanja Tidak Terduga - 0.00 - 0.00 111,418,000 0.01

B Belanja Langsung 1,111,656,943,060 65.48 1,031,459,780,469 61.52 1,349,425,184,814 65.15

1 Belanja Pegawai 136,907,201,327 8.06 142,699,933,859 8.51 159,779,438,800 7.71

2 Belanja Barang dan
Jasa

297,118,027,940 17.50 344,810,576,825 20.56 446,606,903,931 21.56

3 Belanja Modal 677,631,713,793 39.91 543,949,269,785 32.44 743,038,842,083 35.87

Total Belanja 1,697,826,203,483 100 1,676,721,824,656 100 2,071,317,017,756 100
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tahun 2012. Kebijakan belanja tidak langsung yang demikian

menyebabkan proporsi belanja langsung cenderung menurun, yaitu

sebesar 65,48% pada tahun 2010 dan terus turun pada tahun 2011

menjadi sebesar 61,52%. Kemudian pada tahun 2012 untuk

meningkatkan belanja terkait program dan kegiatan pembangunan

Pemerintah Kabupaten Siak meningkatkan proporsi pengeluaran

untuk belanja langsung menjadi 65,15%.

Kelompok belanja tidak langsung tersebut dialokasikan untuk

membiayai belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,

belanja bagi basil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi yang dibelanjakan

dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang

diberikan kepada pegawai negeri sipil. Uang representasi dan

tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan

kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan

penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai. Dari total

belanja tidak langsung sebagian besar dialokasikan untuk membiayai

belanja pegawai dan kecenderungannya meningkat setiap tahunnya.

Dimana pada tahun 2010 proporsinya sebesar 22,67% meningkat

menjadi 25,71% tahun 2011 dan sedikit menurun proporsinya pada

tahun 2012 menjadi 24,02%.

Selain belanja pegawai, belanja tidak langsung juga dialokasikan

untuk subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya

produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual

produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat

banyak. Proporsi belanja subsidi kecenderungannya menunjukkan

penurunan, dimana pada tahun 2010 sebesar 0,91% dan pada tahun

2012 sebesar 0,36%. Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan

pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada
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pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok

masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan

peruntukannya. Nilai belanja hibah terus meningkat, yaitu dari

Rp.104.977.696.160,- tahun 2010 meningkat menjadi

Rp.115.569.991.329,- di tahun 2011 dan meningkat menjadi

Rp.122.805.520.799,- Bantuan sosial digunakan untuk

menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau

barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Belanja sosial kecenderungannya terus

menurun, dimana tahun 2010 sebesar Rp.35.196.447.980 dan tahun

2011 sebesar Rp.34.742.355.452 serta di tahun 2012 sebesar

Rp. 6.220.320.000.

Dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan

keuangan pemerintah Kabupaten Siak memberikan bantuan

keuangan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan

yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada

kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah

Iainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah

desa dan pemerintah daerah Iainnya. Besarnya dana yang telah

dianggarkan yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp. 45.623.172.486 dan

tahun 2011 sebesar Rp.45.300.198.813 serta tahun 2012 sebesar

Rp. 87.842.989.225.

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri

daribelanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Belanja pegawai tersebut merupakan pengeluaran honorarium/upah

dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Alokasi belanja pegawai selama periode 2010-2012 berkisar antara

7,71%-8,51%. Sedangkan alokasi belanja barang dan jasa yang

digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang

nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau
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pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan

pemerintahan daerah dalam belanja daerah mendapat alokasi sebesar

17,50%-21,56%. Belanja modal selama periode 2010-2012

dialokasikan antara 32,44%-39,91% yang digunakan untuk

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan

atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam

kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset

tetap lainnya.

Tersedianya sarana dan prasana aparatur pemerintah dalam

melaksanakan tugas memang penting, namun harus didasarkan pada

skala prioritas dengan mengutamakan untuk belanja yang langsung

menyangkut dengan pelayanan publik. Alokasi belanja bagi

pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Siak pada tahun 2011

sebesar 35,57% dari total belanja dan pengeluaran pembiayaan,

mengalami kenaiakan sebesar 1,5% dari tahun 2010 yang sebesar

34,07%. Belanja aparatur dan proporsi belanja pemenuhan

kebutuhan aparatur dari tahun 2011-2016, dapat dilihat pada Tabel

3.5 dan Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.5
Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2011-2012

Kabupaten Siak

No Uraian
2011
(Rp)

2012
(Rp)

A Belanja Tidak Langsung 487,443,424,274 567,926,402,905

1 Belanja Gaji dan Tunjangan 302,454,423,129 356,188,001,760

2 Belanja Tambahan Penghasilan 172,794,200,000 200,206,800,000

3 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta
Operasional KDH/WKDH

3,639,120,000 3,639,120,000

4 Belanja pemungutan Pajak Daerah 8,555,681,145 7,892,481,145

B Belanja Langsung 185,304,548,108 276,087,296,935

1 Belanja Honorarium PNS 15,798,997,000 23,730,480,000
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2 Belanja Uang Lembur 563,900,000 526,250,000

3 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 2,549,000,000 5,233,500,000

4 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis PNS

6,448,056,000 7,092,330,000

5 Belanja premi asuransi kesehatan 383,608,252 1,753,234,579

6 Belanja makanan dan minuman pegawai 12,469,478,000 14,655,641,000

7 Belanja pakaian dinas dan atributnya 1,947,009,000 2,093,026,000

8 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 714,350,000 6,178,770,000

9 Belanja perjalanan dinas 89,602,000,000 114,788,412,000

10 Belanja Pemulangan Pegawai 0 400,000,000

11 Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan
dan perlengkapan dll)

54,828,149,856 99,635,653,356

TOTAL 672,747,972,382 844,013,699,840

Sumber: APBD Perubahan Kabupaten Siak Tahun 2011 dan 2012

Tabel 3.6
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Kabupaten Siak

No Uraian

Total belanja untuk
pemenuhan

kebutuhan aparatur
(Rp)

Total pengeluaran
(Belanja + Pembiayaan

Pengeluaran)
(Rp)

Prosentase

(a) (b) (a) / (b) x 100%

1 Tahun anggaran 2011 672,747,972,382 1.974.661.051.136,98 34,07

2 Tahun anggaran 2012 844,013,699,840 2.372.842.653.717,88 35,57

Sumber: APBD Perubahan Kabupaten Siak Tahun 2011 dan 2012

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak

selama periode 2007 - 2011 setiap tahunnya mengalami defisit.

Kebijakan yang dilakukan untuk menutupi terjadinya defisit

tersebut didanai dari sumber pembiayaan daerah. Pembiayaan

daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu,

transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan pinjaman daerah. Sedangkan apabila APBD

diperkirakan surplus, maka surplus tersebut dapat digunakan oleh

pemerintah daerah untuk pembayaran cicilan pokok utang yang

jatuh tempo, penyertaan modal (investasi daerah), dan transfer ke

rekening dana cadangan.
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Struktur anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

A. Penerimaan pembiayaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Siak selama periode 2010-2012 setiap tahunnya mengalami

defisit. Kebijakan yang dilakukan untuk menutupi terjadinya

defisit tersebut didanai dari sumber pembiayaan daerah.

Pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan

anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, hasil

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pinjaman

daerah. Sedangkan apabila APBD diperkirakan surplus, maka

surplus tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah

untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo,

penyertaan modal (investasi daerah), dan transfer ke rekening

dana cadangan.

Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya yang

dianggarkan berdasarkan realisasi APBD sesuai dengan yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2010-2012

Kabupaten Siak

NO Uraian
2010
(Rp)

2011
(Rp)

2012
(Rp)

1. Realisasi Pendapatan
Daerah

1,810,270,779,710.60 1,801,436,551,716.39 2,248,768,141,337.25

Dikurangi realisasi:

2. Belanja Daerah 1,697,826,203,483.00 1,676,721,824,656.00 2,071,317,017,756.00

3. Pengeluaran Pembiayaan
Daerah

20,362,334,800.00 1,389,699,256.00 0.00

A Defisit riil 92,082,241,427.60 123,325,027,804.39 177,451,123,581.25

Ditutup oleh realisasi
Penerimaan Pembiayaan:

4. Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) Tahun
Anggaran sebelumnya

529,289,269,314.86 621,322,768,712.46 744,939,571,136.85
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NO Uraian
2010
(Rp)

2011
(Rp)

2012
(Rp)

5. Pencairan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00

6. Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah Yang di Pisahkan

0.00 0.00 0.00

7. Penerimaan Pinjaman
Daerah

0.00 0.00 0.00

8. Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman
Daerah

0.00 0.00 0.00

9. Penerimaan Piutang
Daerah

254,457,970.00 291,774,620.00 745,730,497.00

B Total Realisasi
Penerimaan Pembiayaan
Daerah

529,543,727,284.86 621,614,543,332.46 745,685,301,633.85

A-B Sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun
berkenaan

621,625,968,712.46 744,939,571,136.85 923,136,425,215.10

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak, 2013

Sumber utama pembiayaan dalam APBD Kabupaten Siak

masih bersumber dari SiLPA. Setiap tahun selama periode 2010-

2012 dana SiLPA kecenderungannya terus meningkat, dimana

pada tahun 2010 sebesar Rp.529.289.269.314,86 dan

meningkat menjadi Rp. 621,322,768,712.46 demikian juga

pada tahun 2012 kembali meningkat menjadi Rp.

744,939,571,136.85. Di satu sisi peningkatan SiLPA dapat

meningkatkan penerimaan pembiayaan, namun disisi lain

peningkatan SiLPA juga dapat mengindikasikan meningkatnya

program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada

tahun sebelumnya.
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Tabel 3.8
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

Kabupaten Siak

No. Uraian
Proporsi dari total defisit riil

2010
(%)

2011
(%)

2012
(%)

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun
Anggaran sebelumnya

574.80 503.81 419.80

2. Pencairan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan 0.00 0.00 0.00

4. Penerimaan Pinjaman Daerah 0.00 0.00 0.00

5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0.00 0.00 0.00

6. Penerimaan Piutang Daerah 0.28 0.24 0.42

7. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 675.08 604.05 520.22

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak, 2013

Penerimaan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Siak

bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun

Anggaran sebelumnya dan Penerimaan Piutang Daerah. Sisa

lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)

mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan

penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-

lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan

pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak

ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa

dana kegiatan lanjutan. Proporsi penerimaan pembiayaan dalam

APBD Kabupaten Siak yaitu sebagian besar bersumber dari

pelampauan penerimaan dana perimbangan yaitu antara

39,91% - 42,76% dan sisa penghematan belanja atau akibat

lainnya, yaitu antara 44,59%-54,68%. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 3.9
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Kabupaten Siak

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak, 2013

Sumber penerimaaan pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya yang

dianggarkan berdasarkan realisasi APBD sesuai dengan yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Pencairan dana cadangan yang disesuaikan dengan rencana

penggunaan dana cadangan sebagaimana ditetapkan dalam

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan;

3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dapat

berupa penjualan hasil penjualan perusahaan milik

daerah/BUMD penjualan aset milik pemerintah yang

dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi

penyertaan modal pemerintah daerah;

No. Uraian

2010 2011 2012 Rata-
rata

pertum
buhan*

)
Rp % dari

SiLPA Rp % dari
SiLPA Rp % dari

SiLPA

1. Jumlah SiLPA 621,625,968,712.46 744,939,571,136.85 923,136,425,215.10 21.88

2. Pelampauan
penerimaan PAD

32,693,213,321.60 5.26 25,773,763,241.39 3.46 119,668,897,723.25 12.96 171.57

3.
Pelampauan
penerimaan dana
perimbangan

248,084,718,845.00 39.91 318,551,507,372.00 42.76 391,798,803,519.62 42.44 25.70

4.

Pelampauan
penerimaan lain-lain
pendapatan daerah
yang sah

594,537,922.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -50.00

5.
Sisa penghematan
belanja atau akibat
lainnya

339,916,355,623.86 54.68 397,501,631,058.94 53.36 411,668,723,972.23 44.59 10.25

6.

Kewajiban kepada
pihak ketiga sampai
dengan akhir tahun
belum terselesaikan

337,143,000.00 0.05 3,112,669,464.52 0.42 0.00 0.00 361.62

7. Kegiatan lanjutan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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4. Penerimaan pinjaman yang dianggarkan sesuai dengan

rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran sesuai

dengan perjanjian yang telah disetujui. Termasuk penerimaan

dari penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada

tahun anggaran berkenaan; dan

5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman termasuk

penerimaan pokok dari pemberian dana bergulir.

B. Pengeluaran Pembiayaan:

Sumber pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Pembentukan dana cadangan yang dianggarkan melalui

sejumlah dana cadangan yang harus disisihkan dalam

tahun anggaran sesuai dengan jumlah yang ditetapkan

dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana

Cadangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah

Daerah pada dasarnya dapat membentuk dana cadangan

guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan

dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan

sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan

Daerah yang sekurang-kurangnya mengatur persyaratan

pembentukan dana cadangan, pengelolaan, dan

pertanggungjawabannya.

2. Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dianggarkan

melalui sejumlah penyertaan modal yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah tentang penyertaan modal. Bentuk

penyertaan modal ini, misalnya melalui suntikan dana

terhadap badan usaha daerah yang telah dimiliki,

pembentukan usaha baru, baik secara sendiri oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, bekerjasama dengan

pemerintah daerah lainnya, atau propinsi dan pemerintah
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pusat, maupun bekerjasama dengan sektor swasta.

Termasuk di dalam penyertaan modal ini adalah investasi

nirlaba Pemerintah Daerah.

3. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo yang

dianggarkan sejumlah pokok pinjaman yang harus

dibayarkan dalam tahun anggaran sesuai dengan perjanjian

yang telah disetujui antara Pemerintah Daerah dengan

pemberi pinjaman.

4. Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga termasuk dalam

bentuk dana bergulir untuk meningkatkan kegiatan

ekonomi masyarakat.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa apabila terjadi defisit Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dapat didanai dari sumber

pembiayaan daerah. Dalam struktur APBD Kabupaten Siak defisit

yang terjadi ditutup melalui dana yang bersumber dari pembiayaan

daerah. Pada tahun 2007, penerimaan pembiayaan daerah bersumber

dari SILPA tahun anggaran sebelum yaitu sebesar Rp.1.018 milyar,

masih mampu menutupi defisit daerah dimana belanja mencapai Rp.

1,9 triliun dengan pendapatan hanya Rp.1,6 triliun.

Pada tahun 2007 terdapat pengeluaran untuk penyertaan modal

senilai Rp.95 milyar. Pada tahun 2008 SiLPA Kabupaten Siak

mengalami kenaikan, menunjukkan penyerapan anggaran belum

membaik yaitu sebesar Rp.1.042 milyar. Sebenarnya daerah tidak

perlu mengalami defisit karena anggaran penerimaan yang ada cukup

besar, tetapi karena realisasi sering terlambat menyebabkan

munculnya SiLPA di tiap tahun anggaran. Pada tahun ini, untuk

menutupi keterlambatan penerimaan dilakukan pinjaman daerah
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sebesar Rp.1.686 juta. Hal ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi

di Kabupaten Siak selama ini, bahkan di tahun-tahun berikutnya

Pemerintah Kabupaten Siak tidak lagi melakukan pinjaman daerah.

Pemerintah Kabupaten Siak juga memberikan pinjaman kepada pihak

lain sebesar Rp. 6,91 juta rupiah.

SiLPA terus mengalami penurunan sejak tahun 2009 menjadi

Rp. 527 milyar dan pada tahun 2010 menurun lagi menjadi Rp. 478

milyar. Kondisi ini memberikan gambaran semakin baiknya kinerja

satuan kerja dalam menyerap anggaran yang ada. Tahun 2010

Pemerintah Kabupaten Siak memberikan pinjaman daerah kepada

pihak lain sebesar Rp. 1,07 milyar dan juga melakukan pembayaran

pokok pinjaman sebesar Rp. 762 juta.

3.3 Kerangka Pendanaan
3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas

Utama
Selama periode tahun 2010 -2012, alokasi belanja tidak

langsung untuk memenuhi kebutuhan aparatur relatif lebih lambat

pertumbuhannya (14,05%) dibandingkan dengan pertumbuhan

belanja langsung (17,62%).  Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan

pengelolaan keuangan daerah difokuskan untuk pembiayaan

pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat, sedangkan

pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur lebih

pada fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator

pembangunan. Tabel 3.10 di bawah ini memperlihatkan pengeluaran

wajib dan mengikat serta prioritas utama periode tahun 2010 -2012.
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Tabel 3.10
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Tahun 2010-2012 Kabupaten Siak

No Uraian 2010
(Rp)

2011
(Rp)

2012
(Rp)

Rata-rata
Pertumbuh

an
(%)

A Belanja Tidak Langsung 276,884,227,543 306,093,543,129 359,827,121,760 14.05%

1 Belanja Gaji dan Tunjangan 273,285,427,543 302,454,423,129 356,188,001,760 14.22%

2
Belanja Penerimaan Anggota dan
Pimpinan DPRD serta Operasional
KDH/WKDH

3,598,800,000 3,639,120,000 3,639,120,000 0.56%

B Belanja Langsung 15,242,519,010 14,026,349,000 20,087,581,420 17.62%

1 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 3,715,000,000 2,549,000,000 5,233,500,000 36.96%

2
Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan
bulanan kantor seperti listrik, air,
telepon dan sejenisnya )

11,527,519,010 11,477,349,000 14,854,081,420 14.49%

C Pembiayaan Pengeluaran 21,899,477,800.00 44,502,368,720.52 368,991,320 2.02%

1 Penyertaan Modal (Investas)
Pemerintah Daerah

20,000,000,000 40,000,000,000 0 0.00%

2 Pembayaran Kewajiban Pada Pihak
Ketiga

826,277,800.00 4,099,887,550.52 0 148.09%

3 Pengembalian Penerimaan Daerah 1,073,200,000 402,481,170 368,991,320 -35.41%

TOTAL (A+B+C) 314,026,224,352.79 364,622,260,849.26 380,283,694,500 10.20%

Sumber: APBD Perubahan Kabupaten Siak Tahun 2010, 2011 dan 2012

Pembiayaan pengeluaran mengalami penurunan dari tahun

2010 hingga tahun 2012. Namun di tahun 2011 terjadi lonjakan

pembiayaan pengeluaran untuk pembayaran kewajiban pada pihak

ketiga yang meningkat dari Rp. 826 juta menjadi Rp. 4,1 milyar.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Siak juga

mengalami kenaikan di tahun 2011 dari Rp. 20 milyar menjadi Rp.40

milyar.

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini akan diuraikan prediksi pendapatan daerah

Kabupaten Siak selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana terlihat

pada Tabel 3.11, sebagai sumber untuk mendanai belanja daerah

baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang terdapat

pada program pembangunan jangka menengah Kabupaten Siak

selama 5 (lima) tahun ke depan nantinya.
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Berdasarkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan inflasi,

maka dapat diperkirakan perkembangan pendapatan Pemerintah

Kabupaten Siak tahun 2012-2016.  Estimasi ini juga

memperhitungkan kecenderungan tax ratio pada tahun yang sama.

Memperhatikan kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan tax ratio

yang juga tinggi, maka perkiraan pendapatan tahun 2012 adalah

sekitar Rp. 1,737 trilyun dan pada tahun 2016 menjadi sekitar Rp.

1,983 trilyun.

Prediksi anggaran belanja 5 (lima) tahun ke depan ini dapat

dilihat pada tabel 3.11 berikut ini.
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Tabel 3.11
Prediksi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2016 Kabupaten Siak

No. Uraian
Proyeksi

2012
(Rp)

2013
(Rp)

2014
(Rp)

2015
(Rp)

2016
(Rp)

1 PENDAPATAN 1,737,300,440,094.38 1,872,988,596,490.00 1,962,216,977,558.00 1,972,829,902,436.00 1,983,917,795,745.00

1.1. Pendapatan Asli Daerah 226,935,421,817.00 232,490,249,203.00 256,800,747,552.00 267,413,672,430.00 278,501,565,739.00

1.1.1. Pajak daerah 26,075,000,000.00 37,735,000,000.00 44,180,000,000.00 45,284,500,000.00 46,416,612,500.00

1.1.2. Retribusi daerah 6,818,100,000.00 10,203,680,000.00 10,209,128,000.00 10,719,584,400.00 11,255,563,620.00

1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan 148,993,821,817.00 134,920,473,928.00 157,507,119,552.00 165,382,475,530.00 173,651,599,306.00

1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 45,048,500,000.00 49,631,095,275.00 44,904,500,000.00 46,027,112,500.00 47,177,790,313.00

1.2. Dana Perimbangan 1,410,493,414,251.00 1,511,796,970,501.13 1,571,900,315,220.00 1,571,900,315,220.00 1,571,900,315,220.00

1.2.1. Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak 1,227,467,298,251.00 1,221,540,124,501.13 1,281,620,760,220.00 1,281,620,760,220.00 1,281,620,760,220.00

1.2.2. Dana alokasi umum 167,312,486,000.00 272,530,626,000.00 276,181,935,000.00 276,181,935,000.00 276,181,935,000.00

1.2.3. Dana alokasi khusus 15,713,630,000.00 17,726,220,000.00 14,097,620,000.00 14,097,620,000.00 14,097,620,000.00

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah  yang Sah 99,871,604,026.38 128,701,376,786.00 133,515,914,786.00 133,515,914,786.00 133,515,914,786.00

1.3.1 Hibah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.2 Dana darurat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 48,901,201,026.00 50,139,862,614.00 50,139,862,614.00 50,139,862,614.00 50,139,862,614.00

1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus 48,202,403,000.38 62,788,674,172.00 83,376,052,172.00 83,376,052,172.00 83,376,052,172.00

1.3.5 Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 2,768,000,000.00 15,772,840,000.00 0.00 0.00 0.00

Kemandirian Daerah (%) 13.06 12.41 13.09 13.55 14.04

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusunan RPJMD Kabupaten Siak, 2013
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Dalam mengestimasi persentase struktur belanja daerah, maka

komponen dan kecenderungan belanja yang relatif dapat diprediksi dengan

baik dijadikan sebagai standar. Dalam hal ini yang dapat dijadikan standar

adalah belanja tidak langsung, karena belanja tidak langsung cenderung

progresif maupun normal.  Berdasarkan hal tersebut di atas, maka belanja

tidak langsung sebaiknya dijaga pada skala normal, yaitu pada tahun 2012

sekitar Rp. 811 milyar dan tahun 2016 sekitar Rp.938 milyar. Dalam hal

ini, proporsi belanja tidak langsung berkisar antara 34,20% hingga

36,79%. Memperhatikan kondisi tingkat belanja seperti ini, maka belanja

tidak langsung cenderung meningkat. Memperkirakan estimasi persentase

struktur belanja dengan menggunakan standar belanja tidak langsung,

sebenarnya masih sangat dipengaruhi oleh ketentuan peraturan yang

dibuat oleh Pemerintah Pusat terutama Kementerian Dalam Negeri dalam

menerbitkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun setiap tahunnya, dimana

dalam peraturan tersebut posting komponen belanja telah ditetapkan

untuk diakomodir di dalam APBD. Sehingga kondisi ini dapat ikut

mempengaruhi posisi persentase struktur belanja langsung dengan tidak

langsung dalam APBD.

Defisit belanja daerah dimungkinkan untuk turun seiring

meningkatnya pendapatan daerah dan lebih terkontrolnya belanja total.

Tahun 2012 defisit mencapai 26,77%, namun diperkirakan meningkat di

tahun 2013 menjadi 30,17%. Pada akhir periode 2016 defisit diperkirakan

menurun menjadi hanya 22,23%.

Tabel 3.13 menggambarkan kapasitas riil kemampuan keuangan

daerah untuk mendanai pembangunan daerah Kabupaten Siak tahun

2012 – 2016.  SiLPA diperkirakan akan menurun dari tahun 2012 – 2016

sebaliknya kapasitas riil akan meningkat. Peningkatan yang pesat

dibelanja wajib dan mengikat serta untuk prioritas utama.
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Tabel 3.12
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2012-2016 Kabupaten Siak

NO U R A I A N 2012 2013 2014 2015 2016

A BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp) 811,427,190,071.35 951,380,082,341.39 926,233,560,000.00 930,655,964,252.40 938,545,200,054.43

% 34.20 35.47 36.62 36.64 36.79

1 Belanja Pegawai (Rp) 567,926,402,905.35 664,863,468,389.05 648,237,000,000.00 656,589,974,779.60 663,282,826,893.59

% 23.94 24.79 25.63 25.85 26.00

2 Belanja Subsidi (Rp) 12,400,000,000.00 10,996,560,000.00 10,996,560,000.00 11,175,999,570.72 11,224,786,301.28

% 0.52 0.41 0.43 0.44 0.44

3 Belanja Hibah (Rp) 130,638,565,152.00 135,301,360,000.00 130,000,000,000.00 126,999,995,121.78 127,554,389,787.23

% 5.51 5.04 5.14 5.00 5.00

4 Belanja Bantuan Sosial (Rp) 9,340,435,000.00 20,454,300,000.00 20,000,000,000.00 18,287,999,297.54 18,367,832,129.36

% 0.39 0.76 0.79 0.72 0.72

5 Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan

Pemerintahan Desa (Rp)

90,121,787,014.00 114,064,393,952.34 115,000,000,000.00 115,569,995,560.82 116,074,494,706.38

% 3.80 4.25 4.55 4.55 4.55

6 Bela nja Tidak Terduga (Rp) 1,000,000,000.00 5,700,000,000.00 2,000,000,000.00 2,031,999,921.95 2,040,870,236.60

%
0.04

0.21 0.08 0.08 0.08
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NO U R A I A N 2012 2013 2014 2015 2016

B BELANJA LANGSUNG (Rp) 1,561,046,472,326.53 1,730,987,904,938.00 1,603,153,417,558.00 1,609,343,938,183.20 1,612,542,595,690.15

% 65.80 64.53 63.38 63.36 63.21

1 Belanja Pegawai (Rp) 177,948,245,000.00 201,233,631,500.00 161,627,827,865.96 162,305,993,765.64 163,014,510,148.08

% 7.50 7.50 6.39 6.39 6.39

2 Belanja Barang dan Jasa (Rp) 548,034,181,359.09 639,958,516,477.00 632,346,744,389.50 618,743,976,233.31 620,424,551,925.08

% 23.10 23.86 25.00 24.36 24.32

3 Belanja Modal (Rp) 835,064,045,967.44 889,795,756,961.00 809,178,845,302.54 828,293,968,184.25 829,103,533,616.99

% 35.20 33.17 31.99 32.61 32.50

C JUMLAH BELANJA (Rp) 2,372,473,662,397.88 2,682,367,987,279.39 2,529,386,977,558.00 2,539,999,902,435.60 2,551,087,795,744.58

Defisit (Rp) 635,173,222,303.88 809,379,390,789.39 567,170,000,000.00 567,170,000,000.00 567,170,000,000.00

% 26.77 30.17 22.42 22.33 22.23

Sumber: Hasil-Analisis Tim Ahli RPJMD Kabupaten Siak, 2013
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Tabel 3.13
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah

Kabupaten Siak

No Uraian
Proyeksi

Tahun 2012
(Rp)

Tahun 2013
(Rp)

Tahun 2014
(Rp)

Tahun 2015
(Rp)

Tahun 2016
(Rp)

1. Pendapatan 1,737,300,440,094 1,872,988,596,490 1,962,216,977,558 1,972,829,902,436 1,983,917,795,745

2. Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) 0 0 0 0 0

3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 744,939,571,137 922,390,694,718 693,170,000,000 693,170,000,000 693,170,000,000

Total penerimaan 2,482,240,011,231 2,795,379,291,208 2,655,386,977,558 2,665,999,902,436 2,677,087,795,745

Dikurangi:

4. Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang

Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

380,283,694,500 419,072,631,339 461,818,039,736 508,923,479,789 560,833,674,728

Kapasitas riil kemampuan keuangan 2,101,956,316,731 2,376,306,659,869 2,193,568,937,822 2,157,076,422,647 2,116,254,121,017

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusunan RPJMD Kabupaten Siak, 2013
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BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi

isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas

pembangunan, dapat dioperasionalkan secara moral dan etika birokratis

dapat dipertanggungjawabkan.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila

tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang

bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat

kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan

datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis

diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah

diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu

strategis adalah telaah terhadap visi, misi dan program Bupati terpilih

Kabupaten Siak tahun 2011-2016 Bapak Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Wakil

Bupati Siak Bapak Drs. H. Alfedri, M.Si, agar rumusan isu yang dihasilkan

selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka

menengah.

Penentuan data atau informasi menjadi isu strategis sekurang-

kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap pencapaian

sasaran pembangunan nasional;

2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemeritah Daerah;

3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
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4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;

5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan

6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Dengan demikian, berdasarkan data pembangunan daerah dalam

lima tahun terakhir, visi, misi dan program prioritas Bupati terpilih serta

berangkat dari kondisi eksisting daerah, maka dapat dirumuskan

permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah.

4.1 Permasalahan Pembangunan
A. Bidang Pendidikan

Permasalahan pembangunan di bidang pendidikan meliputi:

1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang baru

mencapai angka 69% tahun 2012 dan turun 19% dari tahun

2010;

2) Belum terimplementasinya dengan  baik  Standar  Nasional

Pendidikan (SNP) untuk semua jenis dan jenjang pendidikan

sehingga akan berdampak pada rendahnya daya saing daerah;

3) Belum terimplementasinya dengan baik good governance dan

prinsip desentralisasi dalam tata kelola pendidikan, baik pada

tataran lembaga pendidikan maupun pada tataran yang lebih

tinggi sehingga berdampak pada efisiensi;

4) Masih terdapat disparitas dalam berbagai aspek pendidikan (dari

sisi perluasan dan akses, dari sisi mutu dan relevansi, dari sisi

pelayanan;

5) Masih belum terpadunya pendidikan nilai dan kepribadian dengan

pendidikan akademis di lembaga-lembaga pendidikan; dan

6) Masih rendahnya kualifikasi pendidikan guru, terutama guru

sekolah dasar yang setingkat sarjana (S-1).

Adapun permasalahan disparitas dari sisi pemerataan dan

perluasan akses pendidikan sebagai berikut:

1) APM tingkat SD/MI turun dari 99,79% tahun 2008 menjadi

80,00% tahun 2012, APM tingkat SMP/MTs  turun dari 99,30%

tahun 2008 menjadi 58,34% tahun 2012, APM tingkat SMA/MA

turun dari 98,45% tahun 2008 menjadi 44,11% tahun 2012;

2) Masih besarnya kesenjangan antara partisipasi pendidikan di

setiap jenjang pendidikan antar kecamatan;
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3) Ratio pertambahan jumlah penduduk dengan lebih tinggi

dibandingkan dengan ketersediaan sarana dan prasarana

penunjang pendidikan;

4) Masih belum tercapainya angka ideal bagi perbandingan antar

jenjang sekolah (TK terhadap SD/MI, SD/MI terhadap SMP/MTs,

dan SMP/MTs terhadap SMA/SMK/MA).

Permasalahan yang berhubungan dengan Mutu, Relevansi, dan Daya

Saing Pendidikan diantaranya:

1) Masih relatif besarnya kesenjangan mutu pendidikan di setiap

jenjang pendidikan antar kecamatan;

2) Masih besarnya persentase guru yang belum memenuhi standar

kualifikasi yang sudah ditentukan (S1), terutama pada jenjang

pendidikan dasar;

3) Masih  besarnya persentase  guru  yang  mengajarkan  mata

pelajaran yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya (ijazahnya)

di tingkat SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA;

4) Masih  belum  meratanya  distribusi  guru antar  daerah  pada

semua jenjang dan jenis pendidikan;

5) Masih relatif besarnya angka ketidaklulusan dan angka putus

sekolah (drop-out) di sekolah-sekolah yang berada di daerah sulit

dan terpencil;

6) Belum dimanfaatkannya secara optimal ICT dalam pembelajaran;

7) Masih relatif rendahnya persentase guru yang memperoleh

sertifikasi;

8) Masih belum idealnya perolehan rata-rata nilai Ujian Nasional

pada jenjang SMP/MI dan SMA/SMK/MA;

9) Masih  belum  terpetakannya  standar  kompetensi  guru  untuk

semua mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan;

10) Masih relatif rendahnya persentase ketersediaan fasilitas sekolah

dan fasilitas penunjang pendidikan dan rendahnya rasio buku dan

siswa.

Sedangkan permasalahan dalam tata kelola, akuntabilitas dan

pencitraan publik yaitu:

1) Belum tersedia database pendidikan berbasis ICT dalam

pengelolaan data pendidikan dan pemberian pelayanan;



Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun  2011-2016 IV ~ 4

2) Belum diimplementasikannya manajemen berbasis sekolah

secara utuh di sekolah-sekolah;

3) Belum  terwujudnya good  governance dan  pelayaan  prima

dalam manajemen pendidikan;

4) Belum efektifnya sistem kepengawasan kependidikan dan

inventori manajemen aset pendidikan;

5) Relatif masih rendahnya angka koefisien efisiensi pendidikan;

B. Bidang Kesehatan

Permasalahan pembangunan dibidang kesehatan meliputi:

1) Dinamika Internasional; Komitmen internasional dalam upaya

percepatan menurunkan kematian ibu yang menjadi indikator utama

dalam Millenium Development Goals (MDGs);

2) Dinamika Nasional; Dinamika nasional bidang kesehatan meliputi:

(1) Prioritas utama dalam pembangunan sektor kesehatan yakni

menurunkan kesakitan dan kematian ibu dan bayi; (2) Ketersediaan

tenaga kesehatan yang ada dibandingkan dengan kebutuhan jumlah

penduduk masih sangat jauh dari idealnya suatu pelayanan

kesehatan. Akibatnya pelayanan kesehatan masyarakat oleh tenaga

kesehatan menjadi tidak merata sehingga pelayanan kesehatan

menjadi kurang optimal; (3) Sebaran dokter spesialis tidak merata

pada kabupaten dan kota. Hanya 11,6% kota yang mempunyai rasio

Dokter Spesialis dengan penduduk yang cukup (DSP/100.000

penduduk) (Ilyas, 2006); (4) Asuransi kesehatan sebagai suatu

bentuk sistem jaminan sosial hanya menjangkau 18,7 persen

penduduk, yang sebagian besar di antaranya adalah pegawai negeri

dan penduduk mampu. Belum optimalnya Pengembangan Sistem

Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

3) Dinamika Lokal; (1) Masih terbatasanya Peningkatan jumlah

dan pemerataan sumber daya kesehatan sesuai kebutuhan;

obat-obatan serta akses pelayanan kesehatan masyarakat (RSUD

dan Puskesmas); perlu upaya percepatan menurunkan kematian ibu

sesuai target MDGs, (2) Peningkatan jumlah (dengan

mempertimbangan populasi dan luas wilayah) dan pemerataan

sumber daya manusia kesehatan sesuai kebutuhan; tenaga medis

dan non-medis, belum berjalan secara optimal, (3) Kesanggupan

pelayanan kesehatan dasar dalam memberikan pelayanan
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kesehatan kepada masyarakat, khususunya bagi puskesmas

yang berada di daerah terpencil. Selanjutnya juga tingkat

pemanfaatan (utilisasi) dan fungsionalisasi pelayanan

rujukan/RSUD (spesialistik) belum memenuhi target yang ideal, (4)

Rasio ketersediaan posyandu persatuan balita masih menunjukkan

angka perbandingan yang senjang (1:127). Kecamatan Tualang

merupakan kecamatan dengan rasio ketersediaan posyandu

persatuan balita yang paling tinggi angkanya (1:259) artinya setiap

satu unit posyandu harus melayani sebanyak 259 balita. Kondisi

minimnya jumlah posyandu tersebut sepatutnya mendapat

perhatian serius dari pemerintah daerah kedepannya, (5) Masih

terbatasnya upaya promosi kesehatan, terutama kelapisan

masyarakat bawah.

C. Bidang Infrastruktur
1. Pekerjaan umum

Permasalahan pembangunan yang berkaitan dengan pekerjaan umum,

diantaranya:

1) Permasalahannya kualitas jalan yang hanya 27,24% dengan

kondisi baik dan 17,36% dalam kondisi rusak ringan dan berat

dan masih terdapat jalan tanah 28,48% dari total panjang jalan;

2) Perlu penambahan lebar jalan karena volume lalu lintas yang

terus bertambah, dari  3-4 m menjadi minimal lebar 6 m

ditambah bahu jalan dan drainase jalan. Jika ini tidak

dilakukan dari sekarang, maka di masa depan akan sulit

dilakukan pelebaran karena lahan sudah semakin banyak

dipakai untuk bangunan;

3) Infrastruktur pengairan (irigasi) baru tersedia 10,47% untuk

daerah pertanian;

4) Air permukaan yang berasal dari Sungai Siak berkualitas buruk

dengan kandungan unsur-unsur relatif tinggi dan pH rendah

(asam).  Demikian pula, air rawa dan air tanah dangkal memiliki

kualitas yang rendah dibandingkan dengan mutu air baku.

Karena itu, pada daerah pesisir yang dekat dengan aliran sungai,

penyediaan air baku dan air bersih menjadi masalah besar.  Biaya

pengolahannya pun menjadi lebih sulit dan mahal;
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5) Tingkat elektrifikasi pada rumah tangga yang rendah selain di

daerah perkotaan dan daerah yang jauh dari akses jalan lintas.

Rendahnya elektrifikasi ini menyebabkan menurunnya

produktifitas masyarakat karena waktu beraktifitas yang lebih

pendek, dan ekonomi biaya tinggi karena harus membayar listrik

lebih mahal jika menggunakan genset. Selain itu, tingkat

kesejahteraan masyarakat menjadi lebih rendah karena pendidikan

dan penghasilan akan menurun.

2. Perumahan
Permasalahan perumahan adalah pada kualitas perumahan yang

tidak memenuhi standar kesehatan seperti sanitasi dan air bersih.

Sistem pembuangan limbah rumah tangga (MCK) masih banyak yang

belum memenuhi standar kesehatan.

3. Penataan Ruang

Permasalahan yang berkaitan dengan penataan ruang, diantaranya:

1) Alih Fungsi lahan yang berlangsung sngat cepat, terutama

pengalihan dari hutan menjadi wilayah perkebunan. Hal ini

berjalan seiring dengan lemahnya sistem pengawasan;

2) Karena perkebunan mendominasi pemanfaatan lahan setelah

pemanfaatan lain-lain maka pembangunan infrastruktur

khususnya transportasi di lingkungan perkebunan harus mendapat

prioritas.

4. Perhubungan

Permasalahan yang berkaitan dengan perhubungan, diantaranya:

1) Belum tersedianya transportasi umum antar kota dan dalam kota

di Kabupaten Siak seperti bus kota yang bisa melayani titik-titik

persinggahan penting di wilayah perkotaan;

2) Hendaknya dibuatkan program khusus untuk pengembangan

transportasi umum yang murah, layak, aman, dan nyaman baik

untuk antar kota maupun di dalam kota dengan memberikan

subsidi kepada pengusaha dalam bentuk pembangunan fasilitas

tertentu atau memberikan kemudahan tertentu sehingga

pengusaha menjadi lebih tertarik untuk mengembangkan

transportasi umum ini.
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5. Energi dan Kelistrikan (Sistem Jaringan Energi)

1) Sistem Jaringan Listrik

Sistem jaringan energi listrik di wilayah Provinsi Riau terdiri

atas 2 (dua) sistem, yaitu bagian dari sistem interkoneksi

Sumatera Barat – Riau, dan sistem terpisah. Sistem jaringan

energi listrik di wilayah Kabupaten Siak sendiri dilayani oleh

Sistem Interkoneksi A Wilayah Tengah, yang merupakan

perpanjangan dari sistem interkoneksi Sumatera Barat – Riau

melalui jalur Payakumbuh- Bangkinang untuk melayani wilayah

Provinsi Riau bagian tengah, mencakup Kabupaten Kampar,

Kabupaten Rokan Hulu, Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak,

sebagian Kabupaten Pelalawan dan sebagian besar Kabupaten

Bengkalis. Di wilayah Kabupaten Siak, sistem ini didukung oleh

PLTG Gasib (Kecamatan Koto Gasib) dan PLTG Mengkapan Buton

(Kecamatan Sungai Apit). Lokasi kedua PLTG tersebut ditetapkan

dengan memperhatikan kedekatannya ke lokasi jalur pipa

transmisi gas (trunk line) yang telah direncanakan, kemudahan

dalam  penyediaan  lahan,  sebaran  lokasi-lokasi potensial

permintaan energi listrik (electrical demand locations), serta

perlunya lokasi sentral ke kawasan-kawasan utama pelayanan

bagi efisiensi bentangan transmisi listrik tegangan tinggi yang

dihasilkan.

Untuk suplai gas ke PLTG Gasib dan PLTG Mengkapan

Buton tersebut diusulkan dibuka satu substation lagi pada titik

sebelum Siak Crossing (Km 461,2) dan pembangunan jalur pipa

cabang (branch line) gas ke arah Mengkapan Buton. Untuk

keperluan  transmisi tegangan  tinggi (SUTT 150KV) yang

dihasilkan pada  sistem ini, di wilayah Kabupaten Siak

direncanakan dibangun 2 (dua) Gardu Induk (GI), yaitu GI Buatan

dan GI Mengkapan Buton. Melalui gardu induk ini, selanjutnya

didistribusikan jaringan listrik tegangan menengah (20 KV) ke

lokasi-lokasi  potensial permintaan energi listrik,  seperti

permukiman perkotaan, kawasan industri, pelabuhan, bandara,

fasilitas pelayanan publik, dan lain-lain.
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Untuk meningkatkan pelayanan jaringan energi listrik,

dalam jangka panjang direncanakan untuk mengembangkan

interkoneksi dengan Sistem Interkoneksi C terkait dengan

rencana pengembangan PLTG Duri.

2) Sistem Jaringan Energi Gas dan BBM

Wilayah  Kabupaten Siak  dilintasi oleh jaringan  pipa

transmisi Trans Sumatera Tengah. Keberadaan jaringan pipa

gas ini sangat strategis sebagai sumber energi potensial alternatif

yang dapat dikembangkan dalam bentuk PLTG. Di dalam

RTRW Provinsi Riau Tahun 2007-2026 kebijakan pendayagunaan

energi gas untuk pembangunan PLTG akan lebih diutamakan,

termasuk di dalamnya adalah rencana pembangunan PLTG Gasib

yang diharapkan mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan

pelayanan energi listrik di wilayah Kabupaten Siak.

Adapun pelayanan energy gas untuk perkotaan akan

diarahkan secara selektif dan terbatas pada perkotaan eksisting

yang prospektif berkembang pesat serta berjarak relative dekat

dari jaringan pipa transmisi gas dan station/substation yang

direncanakan.

Utilitas lain yang memiliki nilai strategis dalam

pengembangan wilayah adalah penyediaan Bahan Bakar Minyak

(BBM). Untuk menjangkau kawasan-kawasan perkotaan dan

kawasan-kawasan lain yang membutuhkan BBM, yang tersebar

dalam wilayah yang luas, dibutuhkan sistem penyediaan yang

efisien melalui penempatan depot-depot BBM pada lokasi-lokasi

yang strategis. Dalam penempatan lokasi-lokasi depot BBM

tersebut selain memperhatikan perlunya lokasi sentral terhadap

kawasan-kawasan pelayanan, juga perlu mempertimbangkan

lokasi-lokasi Pelabuhan Laut Utama sebagai tempat masuk BBM

yang umumnya diangkut dengan menggunakan Kapal-kapal

Tanker.

6. Sistem Jaringan Telekomunikasi
Untuk pelayanan sambungan ke pelanggan di wilayah

Provinsi Riau PT. TELKOM telah membangun sebanyak 24 Sentral

Telepon Otomat (STO), 11 di antaranya berada di ibukota setiap

Kabupaten/Kota di dalam wilayah pelayanannya. Berdasarkan
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RTRW Provinsi Riau, STO di Kabupaten Siak terletak di Kecamatan

Siak, Tualang, Sei Apit dan Minas. Untuk jangka menengah-

panjang akan dibangun STO Baru di Tanjung Buton.

D. Bidang Perekonomian
1. Pertanian

Permasalahan di pertanian, antara lain:

1) Masih tingginya serangan dan gangguan hama dan penyakit;

2) Terjadinya fungsi lahan tanaman pangan menjadi non

pangan;

3) Kurangnya tenaga kerja di sub sektor tanaman pangan;

4) Sistem pengairan tanaman pangan yang belum optimal;

5) Produksi pangan belum mencukupi kebutuhan penduduk;

6) Tingginya kehilangan produksi hasil pertanian khususnya

tanaman padi;

7) Isu pertanian tradisional disemua sub sektor yang

ditandai: (1) Produkivitas yang rendah;(2) Pengelolaan usaha

subsisten;(3) Investasi Infrastruktur (pengembangan,

penguasaan dan penerapan); (4) Upah murah Agribisnis; (5)

Limited Level of technology dan Nilai Tukar Petani;dan

8) Isu konflik lahan pertanian.

2. Perkebunan dan kehutanan
Permasalahan di perkebunan dan kelautan, antara lain:

1) Rendahnya produktivitas perkebunan rakyat;

2) Terjadinya fungsi lahan hutan menjadi perkebunan;

3) Isu moratorium kehutanan yang belum mengacu pada RTRW;

4) Tumpang  tindih  kepemilikan  lahan  perkebunan  terutama

dengan masyarakat;

5) Pembakaran lahan pembukaan perkebunan terutama

perkebunan kelapa sawit;

6) Isu konflik lahan perkebunan dan kehutanan;dan

7) Konservasi kawasan hutan dan rehabilitasi kerusakan hutan.

3. Perikanan
Belum terpenuhinya tingkat konsumsi ikan masyarakat sebesar

27 kg perkapita pertahun kebutuhan 9.296 ton/thn dan produksi

2.106 ton/thn, kekurangan 7.190 ton/thn atau 77.35%.
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4. Peternakan
Permasalahan dihadapi peternakan, antara lain:

1) Masihnya tingginya penyakit rabies diakibatkan masih

terbatasnya koordinasi dengan instansi terkait dalam

penanganan penyakit tersebut. Rendahnya pemahaman

masyarakat terhadap penyakit rabies serta cakupan vaksinasi

yang rendah karena kurangnya kemampuan SDM di tingkat

lapang dan tingginya reproduksi HPR;

2) Kebutuhan daging dan telur yang semakin meningkat, saat ini

baru terpenuhi 3,2 kg/kapita/thn dan standar nasional 10,3

kg/kapita/thn;

3) Kebutuhan 3.885 ton/thn dan produksi hanya 1.207,74

ton/ha dan telur produksi 103,22 ton dan kebutuhan 2.829

ton;dan

4) Kebutuhan bibit ternak yang meningkat sebagai dampak

peningkatan populasi dan produksi ternak.

5. Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Permasalahan di penyuluhan dan ketahanan pangan, antara lain:

1) Belum optimalnya pergerakan keanekaragaman konsumsi

pangan yang berbasis sumberdaya lokal;

2) Belum terwujudnya pola konsumsi  pangan yang beragam,

bergizi, berimbang, dan aman yang diidentifikasikan oleh skor

Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2016, sehingga diperlukan

sosialisasi diversifikasi pangan;

3) Masih terdapatnya daerah rawan pangan;

4) Belum terbentuknya lembaga cadangan pangan daerah;

5) Masih banyaknya produksi pangan kita yang dibawa

keluar daerah sehingga menyebabkan kelangkaan stok pangan

lokal;

6) Turunnya harga pangan terutama padi sampai harga di bawah

standar pada saat panen raya;

7) Belum optimalnya peran dewan ketahanan pangan;

8) Semakin maraknya alih fungsi lahan dari lahan pangan ke sub

sektor lainnya;

9) Belum optimalnya pemahaman penyuluh terhadap tupoksi;

10) Masih minimnya pelatihan teknis bagi penyuluh;
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11) Kurangnya kegiatan yang menimbulkan motivasi bagi penyuluh

seperti studi banding, magang dan fieldtrip;

12) Penempatan tenaga penyuluh belum sesuai dengan potensi

wilayah;

13) Pelaksanaan sistem latihan dan kunjungan (LAKU) belum

berjalan secara optimal (teratur, tertib dan berkelanjutan);

14) Belum diisinya Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) pada

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Siak;

15) Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh

dalam pengajuan daftar usulan penilaian angka kredit;

16) Belum optimalnya fungsi balai penyuluh Kecamatan,

karena belum terjangkau jaringan listrik;

17) Kurangnya sarana prasarana penyuluhan dan ketahanan

pangan;

6. Penanaman Modal
Permasalahan di Penanaman Modal, antara lain:

1) Ketidakpastian kebijakan ekonomi dan peraturan serta

ketidakstabilan ekonomi makro;

2) Korupsi, baik oleh aparat pusat maupun daerah;

3) Peraturan ketenagakerjaan, yang lebih menjadi masalah

dibandingkan masalah kualitas tenaga kerja;

4) Biaya keuangan (financing), lebih menjadi masalah

dibandingkan masalah akses;

5) Pajak tinggi, lebih menjadi masalah dibandingkan  administrasi

pajak dan pabean;

6) Kepemerintahan  dan  kelembagaan  termasuk  kejelasan  dan

efektifitas peraturan, perpajakan, sistem hukum, sektor

keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan

tenaga kerja yang terdidik dan terampil;dan

7) Infrastruktur mencakup jalan, jembatan dan pelabuhan

(sarana transportasi), telekomunikasi, listrik dan air.

7. Masalah Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Setidaknya terdapat dua hal yang menonjol dan menjadi

agenda penting di bidang pemerintahan di Kabupaten Siak sampai

tahun 2016 mendatang, yaitu ditunjuknya Kabupaten Siak sebagai
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salah satu kabupaten percontohan reformasi birokrasi di Indonesia

serta upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai

dengan standar nasional terutama untuk pelayanan dasar seperti

dibidang pendidikan, kesehatan, perizinan dan pemerintahan.

Terkait dengan reformasi birokrasi, beberapa agenda

penting yang harus dibenahi kedepannya adalah melakukan

penataan organisasi, baik berkaitan dengan efisiensi struktur dan

optimalisasi fungsi, penataan ulang tata laksana, reorientasi

birokrasi, dan peningkatan mutu SDM birokrasi. Dibidang

pelayanan publik, tugas penting yang diemban oleh pemerintah

daerah adalah merumuskan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

untuk seluruh sektor pelayanan dan perizinan serta menginisiasi

pelayanan prima.

Dalam rangka mencapai standar pelayanan prima tersebut,

maka pemerintah daerah juga harus melakukan berbagai bentuk

reformasi dan reorientasi tata kelola pemerintahan seperti

mengembangkan dan menjalankan sistem pemerintahan yang baik

dan bersih, melalui sistem tersebut pemerintahan dijalankan

secara bijak, transparan, dan bertanggungjawab (akuntabel).

Bentuk dan model Kepemerintahan yang baik merupakan

isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi

publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari rule

government menjadi good governance. Membangun good

governance bukan semata-mata masalah   memperbaiki

kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah

persoalan etika, sikap dan perilaku. Dalam good governance tidak

lagi pemerintah, tetapi juga masyarakat dan terutama sektor

usaha/swasta yang berperan dalam governance masyarakat

bangsa.

8. Masalah implementasi otonomi desa

Salah satu program strategis yang telah digulirkan

baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Riau

adalah pengguliran kebijakan otonomi desa, pemerintah telah

membuat aturan yang terkait dengan kebijakan tersebut antara

lain pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun
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2007 tentang Desa yang memuat aturan tentang implementasi

otonomi desa. Kedua perundangan tersebut mengamanatkan

perlunya desentralisasi kewenangan dan keuangan kepada desa

dilakukan.

Namun dalam perjalannya, baik pemerintah provinsi

maupun pemerintah kabupaten sepertinya belum memiliki

keseriusan dalam mengimplementasi kebijakan otonomi desa

tersebut, hal itu terlihat dari  beberapa hal, seperti: (1)belum

adanya tata aturan yang dapat dipakai sebagai dasar legalitas

implementasi kebijakan otonomi daerah, (2) belum adanya

pemberian sebahagian kewenangan uang dimiliki oleh pemerintah

kabupaten kepada Desa, serta (3) hak-hak keuangan desa belum

diberikan secara utuh oleh pemerintah kabupaten, padahal

menurut ketentuan perundangan, minimal 10% dana perimbangan

yang diterima oleh pemerintah kabupaten dari pemerintah (setelah

dikurangi gaji pegawai) wajib dikembalikan kepada desa, oleh desa

dana tersebut dipakai untuk menggerakkan dan melaksanakan

pembangunannya secara mandiri.

Kedepan, sudah seharusnya perencanaan pembangunan

daerah dikaitkan dengan pengguliran kebijakan otonomi  desa,

artinya perencanaan pembangunan haruslah mengakomodasi

kebijakan otonomi desa, dengan memberikan hak-hak keuangan

desa serta membagi kewenangan kepada desa.

9. Pariwisata

Kabupaten Siak adalah kabupaten yang memiliki

peninggalan sejarah kerajaan Melayu Islam yakni Kerajaan Siak Sri

Indrapura. Peninggalan kerajaan masih tersimpan dengan baik

hingga saat ini, baik berupa Istana Kerajaan, benda-benda

peninggalan kerajaan sampai kepada makam para raja yang pernah

bersinggasana di kerajaan tersebut. Kondisi tersebut menjadikan

Kabupaten Siak memiliki modal dasar dalam pengembangan

pariwisata sejarah dan budaya.

Selain peninggalan kerajaan Siak, Kabupaten Siak juga

memiliki berbagai objek wisata yang sangat potensial untuk

dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata, seperti objek wisata

alam dan lingkungan, agro wisata dan  wisata bahari. Terdapat
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sekitar 31 (tiga puluh satu) objek wisata yang dapat dikembangkan

menjadi tujuan destinasi wisata di Kabupaten Siak, namun dari

sejumlah tersebut yang baru memberikan kontribusi hanyalah

objek wisata peninggalan kerajaan Siak, seperti Istana Raja dan

makam raja-raja. Selebihnya belum dikembangkan dan dikelola

secara maksimal. berbagai masalah yang melatarbelakangi

mengapa banyak objek pariwisata belum berkembang sebagai objek

wisata yang dapat diandalkan, diantaranya adalah terbatasnya

infrastruktur pendukung, seperti jalan, jembatan menuju lokasi

objek wisata, ketersediaan listrik, promosi yang masih terbatas

serta kelembagaan pengelola objek yang umumnya belum

terbentuk.

10. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan adalah sesuatu yang mendasar

pada setiap bangsa atau daerah, kebudayaan dapat menjadi

indikator pembangunan sebuah daerah, kemajuan peradaban yang

ditopang oleh kuatnya prakarsa, nilai dan tatanan sosial akan

membawa pengaruh positif kepada kemajuan sebuah bangsa atau

daerah. Disamping sebagai ruh pembangunan, kebudayaan juga

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama setelah

kebudayaan di-setting menjadi sebuah produk yang bernilai

ekonomi tinggi. Peninggalan sejarah dan benda kebudayaan Melayu

telah menjadi kekayaan Kabupaten Siak, kabupaten ini selayaknya

menjadi daerah warisan Budaya Melayu, puncak Kemasyuran

Kerajaan Siak dianggap telah meninggalkan beragam

warisan, nilai, adat istiadat, dan peninggalan sejarah lainnya.

Persoalannya sekarang adalah secara fisik, banyak peninggalan

sejarah dan artefak budaya yang perlu mendapatkan perlindungan

dari kepunahan, begitu juga dengan nilai-nilai Budaya Melayu yang

tidak lagi menjadi dasar perilaku masyarakat. Untuk itu perlunya

revitalisasi nilai, adat istiadat, dan seni budaya serta manifestasi

nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
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4.2 ISU STRATEGIS

A. Bidang Pendidikan
Isu strategis bidang Pendidikan adalah:

1) Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan untuk semua

jalur, jenis dan jenjang pendidikan;

2) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan pada semua jalur,

jenis, dan jenjang pendidikan;

3) Perlunya penguatan tata kelola dan akuntabilitas kepengelolaan

pendidikan;

4) Perlunya pengembangan kualifikasi pendidikan guru PAUD

dan SD/MI.

B. Bidang Kesehatan
Isu strategis bidang Kesehatan adalah:

1) Peningkatan jumlah (dengan mempertimbangan populasi dan

luas wilayah) dan pemerataan sumber daya kesehatan sesuai

kebutuhan; obat-obatan, tenaga medis dan non-medis serta akses

pelayanan kesehatan masyarakat (RSUD dan Puskesmas);

Meningkatkan pendayagunaan tenaga kesehatan terutama bidan

di desa, dalam memberikan “medical back up” bagi Desa Siaga.

2) Optimalisasi sistem pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

dengan meningkatkan integritas seluruh sub sistem yang ada,

memperbaiki manajemen pelayanan kesehatan, mobilisasi sumber

daya manusia, meningkatkan kualitas pelayanan dan

memperkuat pemberdayaan masyarakat. Hal ini diupayakan

untuk peningkatan kesanggupan pelayanan  kesehatan dasar

dan rujukan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat, khususunya bagi puskesmas yang berada di daerah

terpencil.

3) Kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan

peningkatan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat.

4) Perilaku masyarakat dan lingkungan yang kondusif untuk

hidup sehat belum menunjukkan peningkatan sesuai dengan

yang diharapkan

5) Berkembangnya daerah menuju perkotaan baru, dekatnya

kabupaten dengan daerah perbatasan lintas provinsi dan lintas

negara serta pengaruh budaya dari luar dalam penggunaan IPTEK

tanpa batas, berpotensi sebagai ancaman bagi masyakat ke depan
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yakni akan meningkatnya penyakit menular seperti DBD,

malaria, penyakit yang berdampak sosial besar seperti HIV-

AIDS, penyalahgunaan NAPZA (narkotika) serta new emerging

diseases seperti flu burung, flu babi, dan lain-lain.

Belum tercapainya beberapa indikator kinerja bidang kesehatan

seperti:

1) Rasio jumlah tenaga kesehatan dengan  jumlah penduduk;

2) Pemerataan tenaga kesehatan di setiap kecamatan;

3) Rasio masyarakat yang ikut kepesertaan JPKM;

4) Masyarakat miskin yang terdata oleh JPK (JAMKESMAS,

JAMKESDA);

5) Pelayanan kesehatan promotif dan preventif;

6) Pelayanan kesehatan pada neonatus, bayi dan anak balita;dan

7) Kinerja RSUD.

C. Bidang Infrastruktur

Isu strategis bidang infrastruktur adalah:

1) Peningkatan jalan yang sebagian besar masih kerikil menjadi

jalan beton atau aspal;

2) Pengembangan dan pelebaran jalan untuk mengantisipasi volume

lalu yang semakin tinggi, dimana saat badan jalan terlalu kecil;

3) Penyediaan air  baku  dan air  bersih  bagi  masyarakat  dan

industri karena air baku yang tersedia sangat kurang dan biaya

pengolahannya sangat mahal;

4) Pengembangan   kemampuan   elektrifikasi   tangga   karena

masih banyaknya rumah tangga belum terjangkau listrik PLN;

5) Peningkatan kualitas standar perumahan di mana masih banyak

rumah yang belum memenuhi standar kesehatan;

6) Pengendalian konversi lahan produktif karena tingginya konversi

dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang;dan

7) Penyediaan dan pengembangan transportasi umum didalam kota

yang belum tersedia hingga kini.
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D. Bidang Perekonomian
1. Pertanian

Isu strategis di sektor Pertanian, antara lain:

1) Perlunya sarana dan prasarana pengendalian hama dan penyakit

tanaman terpadu;

2) Belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur alih

fungsi lahan sesuai Undang-Undang 41 tahun 2009 serta

sosialisasi lahan pangan berkelanjutan;

3) Perlunya sarana dan prasarana mekanisasi pertanian;

4) Peningkatan perbaikan jaringan irigasi dan ketersediaan

cadangan air serta pompanisasi;

5) Peningkatan produksi melalui peningkatan mutu intensifikasi,

perbaikan mutu lahan, pemupukanberimbang dan peningkatan

indek pertanaman IP 200-300 serta perluasan areal penanaman;

6) Pembinaan penanganan pasca panen penggunaan alat

mekanisasi pasca panen dan pembangunan lantai jemur;

7) Penyusunan database pertanian terutama tanaman perkebunan:

(1) Peningkatan produktivitas perkebunan karet dan sawit dan

replanting, (2) Pengelolaan dengan pendekatan agribisnis, (3)

perbaikan infrastruktur agribinsis, (4) peningkatan kapasitas

teknologi, dan (5) peningkatan upah seiring peningkatan

produktivitas;

8) Perbaikan data pertanahan dan menstruktur kembali HGU dan

pelepasan kelebihan HGU.

2. Perkebunan dan kehutanan
Isu strategis di perkebunan dan kehutanan, antara lain:

1) Perbaikan nutrisi tanaman dan perbaikan penggunaanbibit ber

sertifikasi;

2) Pembuatan Peraturan Daerah yang mengatur alih fungsi lahan

sesuai Undang-Undang 41 tahun 2009 serta sosialisasi lahan

pangan berkelanjutan;

3) Melakukan penyesuaian antara RTRW dangan moratorium

kehutanan;

4) Pendataan ulang dengan menyusun database kepemilikan lahan;

5) Pemanfaatan sisa pembukaan lahan membantu masyarakat

dalam melakukan steaking;
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6) Perbaikan data pertanahan dan menstruktur kembali HGU dan

pelepasan kelebihan HGU;dan

7) Pemeliharaan konservasi kawasan hutan dan peningkatan

rehabilitasi terhadap hutan yang telah mengalami kerusakan.

3. Perikanan
Isu strategis di perikanan, antara lain:

1) Perlunya pengembangan alat tangkap bagi nelayan dan

pengembangan perikanan budidaya melalui pengembangan

kolam dan keramba dengan penambahan anggaran;dan

2) Masih sangat terbatasnya kualitas sumber daya manusia

pengelola usaha perikanan.

4. Peternakan
Isu strategis di peternakan, antara lain:

1) Masihnya tingginya penyakit rabies diakibatkan masih

kurangnya kordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan

penyakit tersebut. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap

penyakit rabies serta cakupan vaksinasi yang rendah karena

kurangnya kemampuan SDM di tingkat lapang dan tingginya

reproduksi HPR;

2) Masih berjangkitnya flu burung akibat kurang kesadaran

masyarakat terhadap AI, serta tidak adanya kompensasi terhadap

unggas yang dimusnahkan. Kebutuhan daging dan telur

meningkat, baru terpenuhi 3,2 kg/kapita/thn dan standar

nasional 10,3 kg/kapita/thn;

3) Kebutuhan 3.885 ton/thn dan produksi hanya 1.207,74 ton/ha

dan telur produksi 103,22 ton dan kebutuhan 2.829 ton;dan

4) Kebutuhan bibit ternak yang meningkat sebagai dampak

peningkatan populasi dan produksi ternak.

5. Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM

Isu strategis di perindustrian, perdagangan dan koperasi UMKM,

antara lain:

1) Peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha industri

baik skala kecil, menengah dan besar melalui utilisasi

penggunaan secara penuh;
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2) Optimalissai  penggunaan akan meningkatkan kemandirian

usaha industri;

3) Pembangunan  industri  yang  menghasilkan  limbah  harus

menerima beban yang lebih tinggi;

4) Pola pendampingan industri oleh industri besar dengan

memaksimalkan peggunaan dana CD dan CSR perusahaan baik

dalam peningkatan kemampuan SDM maupun dalam

peningkatan kapasitas teknologi;

5) Peningkatan nilai tambah melalui perbaikan kemampuan

teknologi, infrastruktur pendukung industri baik dalam dan

luar kawasan industri dan kebijakan terhahap teknologi input;

6) Memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kesanggupan

menerima;

7) Mengembangkan industri unggulan dan kompetensi daerah dan

kerjasama antara daerah yang memiliki potensi yang sama dan

kedekatan daerah dan cakupan rantai nilai yang banyak

melibatkan stakeholders terutama masyarakat;

8) Perbaikan struktur dan portfolio keuangan  terutama untuk

pengembangan industri;

9) Peningkatan  dan  pengembangan  kawasan  industri  buton

terutama klaster industri hasil pertanian. Dengan menyusun

peta panduan pengembangan industri unggulan;

10) Peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan latihan

serta tidak melakukan pergantian pengurus selama periode

kepengurusan dan bagi pengurus yang berhasil dijadikan

Pembina;

11) Peningkatan kemampuan SDM juga akan menghasilkan

manajemen usaha yang baik dan memberikan insentif bagi UKM

yang terkelola dengan baik serta melakukan pendampingan;

12) Pengembangan koperasi di daerah terpencil dengan merekrut

tenaga pendamping yang memahami pengembangan koperasi dan

UMKM;

13) Penyusunan  database  koperasi  dan  UMKM  dan  membuat

website untuk mengetahui kinerja koperasi dan UMKM;

14) Paket bantuan dan kredit untuk pengembangan usaha melalui

dana pemerintah dan CD/CSR;dan
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15) Menambah jumlah dan kualitas pembina atau melakukan

kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi.

6. Penanaman Modal
Isu strategis di penanaman modal, antara lain:

1) Perlunya perbaikan administrasi publik terutama yang

berkaitan dengan investasi misalnya lama waktu pengurusan,

biaya, konsistensi, insentif dan disinsentif;

2) Memberikan kesadaran tentang wajibnya harta halal serta

melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan perbaikan

insentif pegawai serta pelaksanaan sanksi berat;

3) Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui perbaikan struktur

dan kualitas pendidikan, pelatihan dan workshop;

4) Menghapuskan pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan

pemerintah;

5) Memberikan insentif pajak bagi investasi yang memberikan nilai

tambah yang lebih tinggi dan memberikan disinsentif pada

investasi yang mengakibatkan polusi dan limbah yang besar;

6) Menyusun aturan yang dilengkapi SOP dan CoC yang jelas

dan konsisten pada semua bidang pengurusan; dan

7) Peningkatan dan perbaikan kapasitas dan kualitas serta

ketersediaan infrastruktur terutama yang menuju akses kawasan

industri dan sumber bahan baku.

7. Pariwisata
Beberapa isu yang terkait dengan bidang pariwisata, antara lain:

1) Masih sangat terbatasnya daya dukung infrastruktur pendukung

objek pariwisata, seperti jalan, jembatan, jaringan listrik dan

telekomunikasi;

2) Pemahaman masyarakat tentang pariwisata relatif masih terbatas,

sehingga perlu langkah sosialisasi yang terstruktur dan sistematis

kepada seluruh lapisan masyarakat tentang arti penting

pariwisata bagi Kabupaten Siak;

3) Perlu dibentuk lembaga lintas sektoral yang berfungsi khusus

menyiapkan regulasi, perencanaan, evaluasi dan monitoring

pelaksanaan program-program pembangunan pariwisata dengan

Dinas Pariwisata sebagai leading sector-nya;
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4) Perlunya dibentuk badan pengelolaan objek-objek wisata,

sehingga pengelolaan objek wisata dapat menjadi optimal;

5) Pembangunan dan pengembangan serta revitalisasi objek-objek

wisata;

6) Upaya peningkatan promosi pariwisata daerah; dan

7) Masih lemahnya pembiayaan dan keterlibatan pihak ketiga dalam

pengelolaan objek-objek wisata.

E. Revitalisasi Budaya Melayu
Terkait dengan Revitalisasi budaya Melayu terdapat beberapa isu

strategis, antara lain :

1) Belum terimplementasikannya nilai-niai Budaya Melayu dalam

kehidupan sosial, kemasyarakatan, dan pemerintahan;

2) Pengelolaan dan pengembangan berbagai produk budaya yang

masih lemah dan terbatas; dan

3) Masih lemahnya aspek regulasi pendukung pengembangan dan

revitalisasi Budaya Melayu.



BAB V
PENYAJIAN VISI,
MISI, TUJUAN
DAN SASARAN
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BAB V
PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 VISI
Visi pembangunan Kabupaten Siak sebagai rumusan umum

mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan

pembangunan 5 (lima) tahun 2011-2016 dan merupakan bagian dari

visi RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2005 - 2025 dirumuskan sebagai

berikut:

Secara spesifik, penjabaran dari visi ini dirumuskan sebagai

berikut :

1. Masyarakat dan daerah Kabupaten Siak adalah seluruh lapisan

masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Siak yang berada di

wilayah Kabupaten Siak.

2. Masyarakat Kabupaten Siak yang sehat, ditandai dengan tingginya

tingkat kesehatan masyarakat yang prima sehingga menjadi

masyarakat yang memiliki daya saing yang tinggi.

3. Masyarakat yang cerdas, ditandai dengan tingginya inovasi,

kreatifitas, dan daya tanggap terhadap situasi yang ditunjang oleh

tingginya derajat pendidikan.

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Siak yang Sehat,
Cerdas, dan Sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang

agamis dan berbudaya Melayu serta sebagai kabupaten
dengan Pelayanan Publik Terbaik di Provinsi Riau Tahun

2016”
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4. Masyarakat yang sejahtera ditandai dengan adanya kemajuan,

peningkatan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan

dasar. Kondisi tersebut diukur berdasarkan peningkatan dalam

Pendapatan per Kapita; Angka Kemiskinan dan Indeks Pemenuhan

Kebutuhan Dasar.

5. Masyarakaat yang Agamis dan Berbudaya Melayu, ditandai dengan

adanya kemajuan dan peningkatan dalam kehidupan beragama,

Perwujudan masyarakat yang agamis dilakukan melalui

implementasi nilai-nilai keislaman (sebagai agama mayoritas)

dalam kehidupan kemasyarakatan dan sebagai landasan spiritual

pembangunan daerah serta dengan mewujudkan budaya Melayu

sebagai sarana kultural kehidupan kemasyarakatan.

6. Mewujudkan pelayanan publik terbaik dilakukan dengan

mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang

pelayanan dasar dan perizinan, serta secara bertahap

meningkatkan mutu dan standar pelayanan menjadi pelayanan

prima sehingga menjadi yang terbaik di Provinsi Riau.

5.2 MISI
Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak

dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM, beriman, dan bertaqwa serta berbudi

pekerti yang luhur melalui pembangunan sektor pendidikan,
kesehatan, kebudayaan dan keagamaan.

2. Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui

pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, pertanian,
perkebunan, ketahanan pangan, perikanan, dan peternakan
serta sektor-sektor produktif lainnya dan dengan memanfaatkan

kekayaan sumber daya alam yang terbarukan.
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3. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi
kerakyatan, pemberdayaan perekonomian perdesaan,

pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan

pengendalian kependudukan.
4. Membangun, meningkatkan, dan memeratakan pembangunan

infrastruktur daerah melalui peningkatan prasarana jalan,

jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air,

pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.

5. Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan

bersih (clean government and good governance), menerapkan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan dan perizinan

dan mengoptimalkan implementasi otonomi kepada desa.

5.3 Tujuan dan Sasaran
Dalam rangka pencapaian visi melalui pelaksanaan misi-misi

sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka perlu ditetapkan

tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi dalam

upaya mewujudkan visi. Tujuan adalah hal yang hendak dicapai secara

spesifik dalam kurun waktu 5 tahun dan terukur, yang dituangkan

dalam sasaran-sasaran atau target absolut atau relatif dalam bentuk

kuantitatifnya yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Berikut ini diuraikan tujuan dan sasaran rencana pembangunan

Kabupaten Siak selama kurun waktu 5 tahun, yang merupakan

penjabaran dari misi yang telah ditetapkan dalam bentuk matrik.
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Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Kabupaten Siak

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Misi I : Meningkatkan kualitas SDM, beriman dan bertaqwa serta berbudi pekerti yang luhur melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan,
kebudayaan dan keagamaan.
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas

pendidikan Anak Usia Dini.
1.1. Makin terbukanya akses pendidikan hingga pada anak usia

dini (PAUD).
- APK PAUD

2. Mewujudkan pemerataan pendidikan
dasar.

2.1. Terwujudnya pelaksanaan Wajar 9 Tahun dan inisiasi
WAJAR 12 tahun.

- APM SD/MI
- APM SMP/MTs
- AL SD/MI
- AL SMP/MTs
- APS SD/MI
- APS SMP/MTs

3. Mewujudkan sasaran pembangunan
pendidikan menengah.

3.1. Optimalnya pelaksanaan dan pencapaian sasaranp
pelaksanaan Pendidikan menengah.

- APM SMA/MA/SMK
- AL SMA/MA/SMK
- APS SMA/MA/SMK

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas
keluaran pendidikan non formal.

4.1. Optimalnya pelaksanaan dan pencapaian sasaran
pelaksanaan pendidikan non formal.

- Angka melek huruf
- Rata-rata lama sekolah

5. Memenuhi rasa keadilan publik terhadap
layanan pendidikan luar biasa.

5.1. Optimalnya pelaksanaan dan pencapaian sasaran
pelaksanaan pendidikan luar biasa.

- Angka Partisipasi penduduk
Berkebutuhan Khusus dalam
Pendidikan Formal

Visi :Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Siak yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan
berbudaya Melayu serta sebagai kabupaten dengan Pelayanan Publik Terbaik di Provinsi Riau Tahun 2016.
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Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

6. Meningkatkan jumlah dan kualitas
keluaran pendidikan tinggi.

6.1. Optimalnya pelaksanaan dan pencapaian sasaran
pelaksanaan pendidikan tinggi

- Rasio lulusan Diploma, S1, S2 dan
S3 perjumlah penduduk

7. Mewujudkan standar mutu pendidikaan
melalui peningkatan profesionalisme.

7.1. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme para
pendidik dan tenaga kependidikan

- Persentase pendidik berkualifikasi
D4, S1, S2 untuk:- SD,SMP,
SMA/SMK

- Persentase pendidik bersertifikasi
8. Mewujudkan pelayanan bidang

pendidikan secara optimal
8.1. Optimalnya manajemen pelayanan Pendidikan - Rasio ketersediaan

sekolah/penduduk usia sekolah
SD/MI

- Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk usia sekolah
SMP/MTs

- Rasio ketersediaan sekolah/
penduduk usia sekolah
SMA/MA/SMK

- Rasio guru/murid SD/MI
- Rasio guru/murid SMP/MTs
- Rasio guru/murid SMA/MA/SMK

9. Mewujudkan pelayanan kesehatan
terjangkau dan berwawasan mutu
kepada seluruh lapisan masyarakat

9.1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan aksesabilitas
kesehatan bagi seluruh masyarakat

- Angka Harapan Hidup
- Prevalensi Kasus HIV
- Rasio posyandu per 100 balita
- Rasio puskesmas per 100.000

penduduk
- Rasio poliklinik/polindes per

10.000 penduduk
- Rasio pustu per 10.000 penduduk]
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Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

- Rasio rumah sakit per 100.000
penduduk

- Rasio dokter per 100.000
penduduk

- Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat miskin

- Penduduk Kabupaten Siak yang
mendapatkan jaminan pembiayaan
pelayanan kesehatan secara gratis

- Angka Kematian bayi
- Angka kematian balita
- Angka kematian ibu
- Prevalensi Balita gizi buruk
- Prevalensi Balita gizi Kurang
- Angka kesakitan Malaria
- Tingkat kematian karena

tuberkulosis
- Prevalensi tuberkulosis
- Cakupan komplikasi kebidanan

yang ditangani
- Cakupan pertolongan persalinan

oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan

- Cakupan Desa/kelurahan
Universal Child Immunization (UCI)

- Cakupan kunjungan bayi
- Cakupan kunjungan ibu hamil K-4
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Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

10. Meningkatkan kualitas kehidupan
perempuan dan anak-anak

10.1. Meningkatnya Pemberdayaan perempuan dan perlindungan
kepada anak

- Partisipasi angkatan kerja
perempuan

- Penyelesaian pengaduan
perlindungan perempuan dan anak
dari tindakan kekerasan

11. Meningkatkan kualitas hidup
masyarakat melalui perencanaan
keluarga Berencana

11.1. Terwujudnya pemasaran dan pelayanan KB serta
berkembangnya sistem informasi KB

- Cakupan peserta KB aktif

12. Mewujudkan Budaya Melayu sebagai
basis jati diri masyarakat Siak

12.1. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya melalui
implementasi nilai-nilai budaya Melayu yang ditunjang
dengan pengelolaan, pengembangan dan pelestarian nilai,
cagar dan benda budaya

- Jumlah Benda Cagar Budaya yang
dilestarikan

- Jumlah Peristiwa Budaya

13. Meningkatkan kecerdasan
masyarakatmelalui ketersediaan bahan
bacaan

13.1. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan layanan
kepustakaan

- Koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah

13.2. Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat - Jumlah pengunjung perpustakaan
14. Membentuk karakter pemuda

yangMandiri
14.1. Terwujudnya kemandirian pemuda - Pembinaan terhadap pemuda dan

organisasi kepemudaan
15. Meningkatkan prestasi olah raga daerah. 15.1. Meningkatnya prestasi dalam dunia olah raga - Prestasi olahraga Tingkat Propinsi

/ PORDA
16. Meningkatkan kualitas

kehidupanberagama
16.1. Meningkatnya kualitas dan pemahaman masyarakat

terhadap nilai keagamaan
- Angka melek aksara Quran
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Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Misi II : Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perkebunan,
ketahanan pangan, perikanan dan peternakan serta sektor-sektor produktif lainnya dan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang
terbarukan.
1. Meningkatkan jumlah destinasi wisata

yang berkelanjutan dan jumlah dan lama
kunjungan wisatawan asing dan
domestik

1.1. Meningkatnya Wisatawan lokal dan wisatawan asing - Kunjungan wisatawan
- Jumlah event pariwisata

2. Meningkatkan kuantitas, kualitas
produk pertanian, pendapatan petani
dan ketersedian bahan pangan dengan
harga terjangkau

2.1. Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan
kualitas

- Persentase Ketersediaan Pangan
Utama Beras

2.2. Meningkatnya pendapatan dari sektor pertanian - Produktivitas padi atau bahan
pangan utama lokal lainnya

3. Mewujudkan manusia sehat dan
produktif

3.1. Meningkatnya kualitas gizi dan keanekaragaman pangan
melalui peningkatan polapangan harapan

- Produksi Pangan Utama Beras
- Produksi Komoditi Palawija
- Produksi Komoditi Buah-buahan
- Produksi Komoditi Sayur-sayuran
- Persentase Ketersediaan Pangan

Palawija
- Persentase Ketersediaan Pangan

Buah-buahan
- Persentase Ketersediaan Pangan

Sayur-sayuran
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Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

4. Meningkatkan kuantitas, kualitas
produk perkebunan,pendapatan petani
dan ketersedian bahan pangan dengan
harga terjangkau

4.1. Meningkatnya produksi perkebunan dari aspek kuantitas
dan kualitas

- Jumlah produksi perkebunan :
o Kelapa Sawit
o Karet
o Kakao
o Kelapa
o Sagu

5. Meningkatkan kuantitas, kualitas
produk peternakan, pendapatan petani
dan ketersedian bahan pangan
denganharga terjangkau

5.1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk peternakan - Jumlah hasil produksi komoditas
peternakan:
o Daging
o Telur

5.2. Meningkatnya pendapatan dari sektor peternakan - Konsumsi Daging

6. Meningkatkan kuantitas, kualitas
produk perikanan, pendapatan petani
dan ketersedian bahan pangan dengan
harga terjangkau.

6.1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk perikanan - Jumlah produksi hasil perikanan
tangkap

- Jumlah produksi perikanan
budidaya

6.2. Meningkatnya pendapatan dari sektor perikanan - Konsumsi ikan
7. Mengoptimalkan pembangunan sektor

pertambangan dan energi untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat

7.1. Terpenuhinya kebutuhan energi bagi masyarakat - Persentase elektrifikasi yang
memanfaatkan Energi Baru
Terbarukan (EBT)

8. Meningkatkan mutu dan volume
perdagangan serta memberikan
perlindungan terhadap konsumen.

8.1. Terwujudnya sistem distribusi kelancaran arus barang dan
jasa, kepastian usaha

- Persentase kenaikan rata-rata
koefisien variasi harga bahan pokok
utama
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Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

9. Meningkatkan mutu dan volume industri
yang berdaya saing di pasaran lokal,
domestik dan internasional.

9.1. Meningkatnya peran industri kecil menengah. - Pertumbuhan Industri
9.2. Terciptanya iklim investasi yang kondusif - Jumlah investor berskala nasional

- Jumlah nilai investasi berskala
nasional

- Jumlah izin prinsip yang diterbitkan
- Lama proses perijinan

Misi III : Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian
perdesaan, pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan.

1. Meningkatkan tingkat kesejahteraan
sosial masyarakat

1.1. Meningkatnya cakupan penanganan PMKS - Persentase Penduduk Miskin

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
pedesaan

2.1. Meningkatnya peranan dan kemandirian ekonomi
masyarakat perdesaan

- Jumlah UED-SP

2.2. Menigkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
perdesaan

- Jumlah LPM aktif

3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan
yang ditopang oleh sektor UMKM

3.1. Meningkatnya Kualitas Usaha mikro Kecil
Menengah(UMKM)

- Jumlah Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM)

4. Menumbuhkan koperasi sebagai soko
guru perekonomian masyarakat

4.1. Meningkatnya Kualitas Koperasi - Persentase Koperasi aktif

5. Meningkatkan kualitas pencari kerja dan
semakin terbukanya akses lapangan
kerja

5.1. Menurunnya tingkat Pengangguran - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
- Tingkat Pengangguran terbuka

6. Meningkatkan standar kesejahteraan
pekerja dan pelayanan ketenagakerjaan

6.1. Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja - Besaran pekerja/buruh yang
menjadi peserta jamsostek

- Persentase UMR terhadap KHL
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Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

7. Mewujudkan tertib administrasi
kependudukan dan catatan sipil daerah

7.1. Tertatanya tata kelola administrasi kependudukan dan
catatan sipil daerah

- Cakupan kepemilikan akta
kelahiran

- Cakupan kepemilikan KTP
8. Mewujudkan pengelolaan datainformasi

hasil pendaftaran penduduk dan
pendatatan sipil

8.1. Terbangunnya sistem informasi kependudukan - Lama maksimal proses pengurusan:
o KTP
o Akte pencatatan sipil
o KK

Misi IV : Membangun, meningkatkan dan memeratakan pembangunan infrastruktur daerah melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan,
energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
1. Membangun, meningkatkan dan

memeratakan pembangunan prasarana
jalan, jembatan, dan pengelolaan sumber
daya air.

1.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan - Proporsi panjang jaringan jalan
dalam kondisi baik

1.2. Meningkatnya kualitas sistem drainase, irigasi - Total Panjang jaringan Drainase
- Rasio jaringan irigasi dalam kondisi

baik
1.3. Meningkatnya kualitas air baku dan air bersih - Persentase Penduduk yang

mendapatkan akses air minum yang
aman

1.4. Terkendalinya banjir - Cakupan pengendalian banjir
1.5. Terbangunnya infrastruktur di wilayah perdesaan - Panjang semenisasi jalan desa

2. Meningkatkan pelayanan dan
pemenuhan kebutuhan energi listrik
kepada masyarakat dan daerah

2.1. Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan daerah - Persentase elektrifikasi

3. Membangun, meningkatkan, dan
memeratakan pembangunan perumahan
berkualitas baik

3.1. Meningkatnya kualitas perumahan - Cakupan Ketersediaan rumah layak
huni
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Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

4. Meningkatkan kualitas penataan ruang 4.1. Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang daerah - Jumlah dokumen RTRW yg telah
ditetapkan dgn PERDA

4.2. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang - Persentase rumah ber-IMB
5. Meningkatkan kualitas bidang

perhubungan
5.1. Meningkatnya kualitas layanan perhubungan - Lama pengujian kelayakan

angkutan umum (KIR)
5.2. Terciptanya lalu lintas yang aman dan nyaman - Persentase angkutan darat

6. Meningkatkan kualitas pengelolaan
lingkungan hidup

6.1. Meningkatnya pembangunan yang berwawasan lingkungan - Persentase penanganan sampah
6.2. Terlindunginya dan terkonservasinya sumberdaya alam - Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

- Kerusakan kawasan hutan
6.3. Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan LH - Jumlah dokumen database SDA

dan LH
6.4. Terkendalinya kebakaran hutan dan lahan - Jumlah titik panas
6.5. Terkelolanya RTH - Persentase Ruang Terbuka Hijau

(RTH)
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan

bidang pertanahan
7.1. Tersedianya sistem informasi pertanahan - Jumlah sistem informasi

pertanahan daerah
7.2. Terselesaikannya konflik-konflik pertanahan - Jumlah konflik pertanahan
7.3. Terwujudnya tertib administrasi pertanahan - Cakupan tanah bersertifikat

8. Mewujudkan pembangunan daerah yang
terintegrasi,berkesinambungan dan
berkelanjutan

8.1. Berjalannya pembangunan yang terencana, terkordinasidan
sinergis

- Jumlah dokumen perencanaan
RPJPD yg telah ditetapkan dgn
PERDA

- Jumlah dokumen Perencanaan:
RPJMD yg telah ditetapkan dgn
PERDA

- Jumlah dokumen Perencanaan:
RKPD yg telah ditetapkan dgn
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Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

PERKADA
- Persentase Konsistensi Penjabaran

Program RPJMD dalam RKPD

Misi V : Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (clean government and good
governance), menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan dan perizinan dan
mengoptimalkan implementasi otonomi kepada desa.

1. Mewujudkan sistem pemerintahan yang
desentralistis melalui implementasi
desentralisasi politik, keuangan dan
adminitrasi

1.1. Terwujudnya implementasi desentralisasi politik - Tingkat partisipasi pemilih dalam
pemilihan kepala daerah

- Tingkat partisipasi pemilih dalam
Pemilu Legislatif

- Tingkat partisipasi pemilih dalam
Pemilu PilPres

1.2. Terwujudnya implementasi desentralisasi Keuangan - Persentase tingkat kemandirian
daerah (PAD/Pendapatan)

1.3. Terwujudnya Implementasi desentralisasi Administratif - Peraturan daerah tentang APBD dan
peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD

- Peraturan KDH tentang penjabaran
APBD dan peraturan KDH tentang
penjabaran Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
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Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih, transparan dan
akuntabel

2.1. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan,dan
akuntabel

- Opini BPK terhadap laporan
keuangan pemerintah daerah

- Tingkat Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah

2.2. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan
pemerintah daerah

- Rataan Capaian kinerja
pembangunan Daerah

2.3. Meningkatnya stabilitas, keamanan, dan ketertiban
masyarakat

- Jumlah gangguan kantramtibmas

3. Meningkatkan kinerja dan pelayanan
kelembagaan pemeintah daerah

3.1. Terbentuknya kelembagaan desa sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dapat berjalan secara Optimal

- Rasio ketersediaan dokumen
perencanaan desa

4. Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan
otonomi Desa

4.1. Adanya kepastian tentang kewenangan yang dimiliki oleh
desa, melalui penyerahan sebahagian kewenangan
pemerintah kabupaten kepada desa serta pelaksanaan
kewenangan asli desa.

- Perda tentang pembagian
kewenangan Kabupaten dan Desa

4.2. Terwujudnya kemadirian keuangan desa - Persentase Pendapatan Asli Desa
(PA Desa) terhadap Pendapatan
Desa

4.3. Terjuwujudnya tata kelola administrasi pemerintahanDesa - Rasio Desa Memberikan laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa kepada Bupati





BAB VI
STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN
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BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan dan dijelaskan

tujuan serta sasarannya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk

mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi dan arah

kebijakan pembangunan yang akan diambil dalam rangka pencapaian visi dan

misi dalam kurun waktu 5 tahun.
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Tabel 6.1
Strategi, Arah, dan Kebijakan Kabupaten Siak

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Siak yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan
berbudaya Melayu serta sebagai kabupaten dengan Pelayanan Publik Terbaik di Provinsi Riau Tahun 2016.

MISI : Meningkatkan kualitas SDM, beriman dan bertaqwa serta berbudi pekerti yang luhur melalui pembangunan sektor pendidikan,
kesehatan, kebudayaan dan keagamaan.

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
1. Meningkatkan kualitas dan

kuantitas pendidikan Anak
Usia Dini.

1.1. Makin terbukanya akses
pendidikan hingga pada anak usia
dini (PAUD).

1.1.1. Peningkatan Pemerataan dan
Perluasan Akses, mutu,
relevansi, daya saing,
penguatan tata kelola,
akuntabilitas dan pencitraan
publik Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD)

 Menyediakan sarana dan prasarana,
Mengembangkan mutu pendidikan, tata
kelola dan akuntabilitas pelaksanaan
PAUD.

2. Mewujudkan pemerataan
pendidikan dasar.

2.1. Terwujudnya pelaksanaan Wajar 9
Tahun dan inisiasi WAJAR 12
tahun.

2.1.1. Peningkatan Pemerataan dan
Perluasan Akses, mutu,
relevansi, daya saing,
penguatan tata kelola,
akuntabilitas dan pencitraan
publik Pendidikan Dasar

 Menyediakan sarana dan prasarana,
Mengembangkan mutu pendidikan, tata
kelola dan akuntabilitas pelaksanaan
Pendidikan dasar

3. Mewujudkan sasaran
pembangunan pendidikan
menengah.

3.1. Optimalnya pelaksanaan dan
pencapaian sasaran pelaksanaan
Pendidikan menengah.

3.1.1. Peningkatan Pemerataan dan
Perluasan Akses, mutu,
relevansi, daya saing,
penguatan tata kelola,
akuntabilitas dan pencitraan
publik Pendidikan
Menengah

 Menyediakan sarana dan prasarana,
Mengembangkan mutu pendidikan, tata
kelola dan akuntabilitas pelaksanaan
Pendidikan menengah
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Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
4. Meningkatkan kualitas dan

kuantitas keluaran
pendidikan non formal.

4.1. Optimalnya pelaksanaan dan
pencapaian sasaran pelaksanaan
pendidikan non formal.

4.1.1. Peningkatan Pemerataan dan
Perluasan Akses, mutu,
relevansi, daya saing,
penguatan tata kelola,
akuntabilitas dan pencitraan
publik Pendidikan Non
Formal

 Melakukan sosialisasi dan promosi
Mengembangkan mutu pendidikan
melalui pengembangan kapasitas tenaga
pendidik dan kependidikan,
pengembangan kurikulum, pembangunan
dan pengembangan satuan-satuan PNF
serta pengembangan sertifikasi.

5. Memenuhi rasa keadilan
publik terhadap layanan
pendidikan luar biasa.

5.1. Optimalnya pelaksanaan dan
pencapaian sasaran pelaksanaan
pendidikan luar biasa.

5.1.1. Peningkatan Pemerataan dan
Perluasan Akses, mutu,
relevansi, daya saing,
penguatan tata kelola,
akuntabilitas dan pencitraan
publik Pendidikan Luar
Biasa

 Menyediakan sarana dan prasarana
Mengembangkan mutu pendidikan
melalui pengembangan kapasitas tenaga
pendidik dan kependidikan PLB.

 Mendorong partisipasi masyarakat
melakukan kontrol dan evaluasi atas
kinerja PLB dan Melakukan sosialisasi
tentang pentingnya PLB.

6. Meningkatkan jumlah dan
kualitas keluaran pendidikan
tinggi.

6.1. Optimalnya pelaksanaan dan
pencapaian sasaran pelaksanaan
pendidikan tinggi

6.1.1. Peningkatan Pemerataan dan
Peluasan Akses masyarakat
mengikuti pendidikan tinggi

 Meningkatkan
aksesmasyarakat,khususnyamasyarakat
yang tidak mampu tetapi
berpresasi,memasuki perguruan tinggi
melalui pemberiandukungan pembiayaan
dan memfasilitasipengembangan
kapasitas kelembagaan,
tenagapendidikan dan kependidikan
sertapengembangan kemitraan dalam
kepengelolaanPerguruan Tinggi.



Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun  2011-2016 VI ~ 4

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
7. Mewujudkan standar mutu

pendidikaan melalui
peningkatan profesionalisme.

7.1. Meningkatnya kompetensi dan
profesionalisme para  pendidik dan
tenaga kependidikan

7.1.1. Peningkatan Pemerataan dan
Perluasan Akses kepada
pendidik dan tenaga
kependidikan dalam
memperoleh dan
meningkatkan
profesionalisme

 Mengembangkan mutu dan jumlah
pendidik dan tenaga kependidikan serta
mendistribusikannyasecara merata ke
satuan-satuan pendidikan berdasarkan
asas keadilan dan kebutuhan.

8. Mewujudkan pelayanan
bidang pendidikan secara
optimal

8.1. Optimalnya manajemen pelayanan
Pendidikan

8.1.1. Pengembangan sistem
manajemen pelayanan
pendidikan

 Melakukan reformasi kelembagaan,
fungsi dan budaya birokrasi Dinas
Pendidikan melalui penerapan prinsip-
prinsip good public governance.

9. Mewujudkan pelayanan
kesehatan terjangkau dan
berwawasan mutu kepada
seluruh lapisan masyarakat

9.1. Terwujudnya peningkatan kualitas
dan aksesabilitas kesehatan bagi
seluruh masyarakat

9.1.1. Peningkatan kualitas
manajemen administrasi
dan pelayanan kesehatan

 Mengembangkan sistem surveilans,
sistem informasi manajemen dan
administrasi kesehatan serta
pendokumentasian/pengarsipan data
Kesehatan

 Meningkatkan pemerataan tenaga
kesehatan

9.1.2. Penggerakan dan
memberdayakan
masyarakat terhadap
aspek kesehatan

 Meningkatkan promosi dan
pemberdayaan masyarakat dalam
pengembangan upaya kesehatan,
pemenuhan kebutuhan dan
kesinambungan pelayanan kesehatan

9.1.3. Peningkatan akses dan mutu
pelayanan kesehatan

 Meningkatkan mutu dan ketersediaan
obat generik dan obat esensial secara
rasional

 Menyediakan sarana dan prasarana
untuk meningkatkan kapasitas dan
aksesabilitas kesehatan
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Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
 Meningkatkan kualitas penanganan

masalah gizi masyarakat
 Meningkatkan kualitas pelayanan

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Lansia
 Meningkatkan pelayanan kesehatan

komprehensif terhadap penyakit menular
(berbasis lingkungan dan perilaku) dan
penyakit

 Meningkatkan penyehatan dan
pengawasan Lingkungan

 Mengembangkan kerjasama dengan pihak
ketiga dalam meningkatkan pelayanan
dan mutu kesehatan

9.1.4. Peningkatan pembiayaan
kesehatan

 Meningkatkan Cakupan pelayanan
kesehatan masyarakat miskin di luar
kepesertaan Jamkesmas

 Merumuskan kebijakan pembiayaan
kesehatan dan jaminan pemeliharaan
kesehatan masyarakat /sosial

10. Meningkatkan kualitas
kehidupan perempuan dan
anak-anak

10.1. Meningkatnya Pemberdayaan
perempuan dan perlindungan
kepada anak

10.1.1. Peningkatan perlindungan
dan pemberdayaan
perempuan dan anak

 Meningkatkan upaya perlindungan
terhadap tindak kekerasan perempan dan
anak

 Meningkatkan peran serta perempuan
dalam pembangunan

 Meningkatkan upaya pemberdayaan
perempuan yang berbasis kemandirian
berusaha
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Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
 Meningkatkan upaya perlindungan

terhadap anak melalui pencegahan
kekerasan dalam rumah tangga dan
perdagangan perempuan dan anak

11. Meningkatkan kualitas hidup
masyarakat melalui
perencanaan keluarga
Berencana

11.1. Terwujudnya pemasaran dan
pelayanan KB serta
berkembangnya sistem informasi
KB

11.1.1. Peningkatan kualitas dan
kuantitas sarana dan
prasarana pelayanan KB

 Menyediakan prasarana dan sarana
untuk meningkatkan pelayanan Keluarga
Berencana

11.1.2. Peningkatan akses dan mutu
pelayanan Kesehatan
reproduksi dan KB

 Meningkatkan mutu dan akses pelayanan
serta informasi kesehatan reproduksi dan
keluarga berencana oleh lembaga
pemerintah

11.1.3. Pemasaran pelayanan KB
dan pendidikan kesehatan
reproduksi

 Meningkatkan kualitas dan pemahaman
SDM sektor terkait terhadap pelayanan
KB dan kesehatan reproduksi.

11.1.4. Pengembangan sistem
informasi manajemen
reproduksi dan KB

 Mengembangkan sistem informasi,
manajemen dan administrasi kesehatan
reproduksi dan keluarga berencana.

11.1.5. Pembukaan akses informasi
KB

 Membuka seluas-luasnya informasi yang
dapat diakses oleh ibu, calon ibu
terhadap kesehatan reproduksi, keluarga
berencana dan keluarga sejahtera.
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Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
12. Mewujudkan Budaya Melayu

sebagai basis jati diri
masyarakat Siak

12.1. Terwujudnya masyarakat yang
berbudaya melalui implementasi
nilai-nilai budaya Melayu yang
ditunjang dengan pengelolaan,
pengembangan dan pelestarian
nilai, cagar dan benda budaya

12.1.1. Pengembangan nilai budaya
dan pengelolaaah kekayaan
dan keragaman Budaya

 mengembangkan nilai budaya,
pengelolaan kekayaan, keragaman dan
pelestarian cagar dan benda budaya

13. Meningkatkan kecerdasan
masyarakat melalui
ketersediaan bahan bacaan

13.1. Terpenuhinya kebutuhan
masyarakat akan layanan
kepustakaan

13.1.1. Peningkatan kualitas dan
kuantitas layanan
kepustakaan daerah

 Mengembangkan kualitas dan kuantitas
layanan, SDM kepustakaan

 Mengembangkan sarana dan prasarana
perpustakaan di tingkat daerah,
kecamatan dan desa.

13.2. Terwujudnya peningkatan budaya
baca masyarakat

13.2.1. Ketersediaan informasi,
sarana dan prasarana
penunjang minat dan
budaya baca masyarakat.

 Meningkatkan minat dan budaya baca
masyarakat.

14. Membentuk karakter pemuda
yang Mandiri

14.1. Terwujudnya kemandirian pemuda 14.1.1. Peningkatan Kapasitas
Pemuda melalui pelatihan
dan permagangan

 Peningkatan peran pemuda dalam
pembangunan.

15. Meningkatkan prestasi olah
raga daerah.

15.1. Meningkatnya prestasi dalam dunia
olah raga

15.1.1. Peningkatan peran serta
lembaga pendidikan dan
masyarakat dalam
pemasyarakatan dan
peningkatan prestasi
olahraga.

 Mengikutsertakan masyarakat dalam
pengembangan dan pembangunan
keolahragaan daerah
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Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
15.1.2. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olah Raga
hingga ketingkat perdesaan

 Membangun, merehabilitasi dan
mengembangkan sarana dan prasarana
olahraga tingkat kabupaten, kecamatan
dan desa.

16. Meningkatkan kualitas
kehidupanberagama

16.1. Meningkatnya kualitas dan
pemahaman masyarakat terhadap
nilai keagamaan

16.1.1. Peningkatan pelayanan
bidang keagamaan pada
masyarakat

 Memasyarakatan nilai-nilai keagamaan
dan mengembangkan pelayanan bidang
keagamaan kepada masyarakat

MISI II : Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, pertanian,
perkebunan, ketahanan pangan, perikanan dan peternakan serta sektor-sektor produktif lainnya dan dengan memanfaatkan
kekayaan sumber daya alam yang terbarukan

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
1. Meningkatkan jumlah destinasi

wisata yang berkelanjutan dan jumlah
dan lama kunjungan wisatawan asing
dan domestik

1.1. Meningkatnya Wisatawan lokal
dan wisatawan asing

1.1.1. Peningkatan promosi dan
destinasi wisata

 Meningkatkan keunggulan daya
tarik wisata melalui
pengembangan produk wisata
yang unik, tradisional dan
mencerminkan jati diri
masyarakat Kabupaten Siak

 Membangun dan
mengembangkan daerah tujuan
wisata yang dilengkapi dengan
fasilitas pendukung dan
penunjang lainnya
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Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
2. Meningkatkan kuantitas, kualitas

produk pertanian, pendapatan petani
dan ketersedian bahan pangan
dengan harga terjangkau

2.1. Terpenuhinya kebutuhan pangan
dari aspek kuantitas dan kualitas

2.1.1. Revitalisasi lahan pertanian

2.1.2. Revitalisasi  pembenihan  dan
pembibitan

2.1.3. Revitalisasi Infrastruktur
pertanian dan sarananya

2.1.4. Revitaslisasi teknologi melalui
peningkatan akses teknologi

 merekstrukturisasikan dan
mengoptimalkan penggunaan
lahan pada sektor pertanian

 Meningkatkan jumlah dan
kemampuan lembaga
pembenihan dan pembibitan

 Meningkatkan infrastruktur
sarana pertanian

 Meningkatkan akses teknologi
input, produksi dan pengolahan

2.2. Meningkatnya pendapatan dari
sektor pertanian

2.2.1. Revitalisasi SDM, melalui
peningkatan kemampuan
manajerial dan konten
teknologi SDM Pertanian

 Meningkatkan kemampuan SDM
Pertanian baik manajerial dan
konten teknologi

2.2.2. Revitalisasi kelembagaan petani
dan lembaga usaha pertanian.

 Meningkatkan kapasitas lembaga
petani dan usaha agribisnis

2.2.3. Revitalisasi permodalan dan
akses pasar

 Menyediakan modal dengan
bunga rendah dan ketersediaan
akses pasar

2.2.4. Pengelolaan usaha pertanian
melalui pendekatan agribisnis

 Mengelola usaha dengan
pendekatan agribisnis sehingga
produktivitas dapat ditingkatkan,
terjadinya pengurangan biaya
dan subsidi silang harga output
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Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
3. Mewujudkan manusia sehat dan

produktif
3.1. Meningkatnya kualitas gizi dan

keanekaragaman pangan melalui
peningkatan polapangan harapan

3.1.1. Peningkatan ketersediaan
pangan, akses pangan dan
penyerapan pangan

 Meningkatkan ketersediaan
pangan, akses pangan dan
penyerapan pangan pada rumah
tangga dan individu.

4. Meningkatkan kuantitas, kualitas
produk perkebunan, pendapatan
petani dan ketersedian bahan pangan
dengan harga terjangkau

4.1. Meningkatnya produksi
perkebunan dari aspek kuantitas
dan kualitas

4.1.1. Revitalisasi lahan perkebunan  merekstrukturisasi dan
Mengoptimalkan penggunaan
lahan pada sub sektor
perkebunan

4.1.2. Revitalisasi pembenihan dan
pembibitan

 Meningkatkan jumlah dan
kemampuan lembaga
pembenihan dan pembibitan

4.1.3. Revitalisasi Infrastruktur
perkebunan dan Sarananya

 Meningkatkan infrastruktur
sarana perkebunan

4.1.4. Revitalisasi SDM,
melaluipeningkatan
kemampuan manajerial dan
konten teknologiSDM
Perkebunan

 Meningkatkan kemampuan SDM
Perkebunan baik manajerial dan
konten teknologi

4.1.5. Revitaslisasi teknologi melalui
peningkatanakses teknologi

 Meningkatkan akses teknologi
input, produksi dan pengolahan

4.1.6. Revitalisasi permodalan dan
akses pasar

 Menyediakan modal dengan
bunga rendah dan ketersediaan
akses pasar

4.1.7. Revitalisasi kelembagaan petani
dan lembaga usaha
perkebunan.

 Meningkatkan kapasitas lembaga
pekebun dan usaha agribisnis

4.1.8. Pengelolaan usaha perkebunan
melalui pendekatan agribisnis

 Mengelola usaha dengan
pendekatan agribisnis sehingga
produktivitas dapat ditingkatkan,
terjadinya pengurangan biaya
dan subsidi silang harga output.
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Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
5. Meningkatkan kuantitas, kualitas

produk peternakan, pendapatan
petani dan ketersedian bahan pangan
dengan harga terjangkau

5.1. Meningkatnya kuantitas dan
kualitas produk peternakan

5.1.1. Revitalisasi lahan peternakan  Merekstrukturisasi dan
Optimalisasi penggunaan lahan
pada sub sektor peternakan

5.1.2. Revitalisasi pembenihan dan
pembibitan

 Meningkatkan jumlah dan
kemampuan lembaga Pembibitan

5.1.3. Revitalisasi Infrastruktur
peternakan dan sarananya

 Meningkatkan infrastruktur
sarana peternakan

5.1.4. Revitaslisasi teknologi melalui
peningkatan akses teknologi

 Meningkatkan akses teknologi
input, produksi dan pengolahan

5.2. Meningkatnya pendapatan dari
sektor peternakan

5.2.1. Revitalisasi SDM, melalui
peningkatan kemampuan
manajerial dan konten teknologi
SDM Peternakan

 Meningkatkan kemampuan SDM
Peternakan baik manajerial dan
konten teknologi

5.2.2. Revitalisasi permodalan dan
akses pasar

 Menyediakan modal dengan
bunga rendah dan ketersediaan
akses pasar

5.2.3. Revitalisasi kelembagaan
peternak dan lembaga usaha
peternakan.

 Meningkatkan kapasitas lembaga
peternak dan usaha agribisnis
peternakan

5.2.4. Pengelolaan usaha peternakan
melalui pendekatan agribisnis

 Mengelola usaha dengan
pendekatan agribisnis sehingga
produktivitas dapat ditingkatkan,
terjadinya pengurangan biaya
dan subsidi silang harga output

6. Meningkatkan kuantitas, kualitas
produk perikanan, pendapatan petani
dan ketersedian bahan pangan
dengan harga terjangkau.

5.3. Meningkatnya kuantitas dan
kualitas produk perikanan

6.1.1. Revitalisasi lahan perikanan  Merekstrukturisasi dan
mengoptimalkan penggunaan
lahan pada sub sektor perikanan
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Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
6.1.2. Revitalisasi pembenihan dan

pembibitan
 Meningkatkan jumlah dan

kemampuan lembaga
pembenihan peikanan

6.1.3. Revitalisasi Infrastruktur
perikanan dan Sarananya

 Meningkatkan infrastruktur
sarana perikanan

6.1.4. Revitalisasi teknologi melalui
peningkatan akses teknologi

 Meningkatkan akses teknologi
input, produksi dan pengolahan

5.4. Meningkatnya pendapatan dari
sektor perikanan

6.1.5. Revitalisasi SDM, melalui
peningkatan kemampuan
manajerial dan konten teknologi
SDM Perikanan

 Meningkatkan kemampuan SDM
Perikanan baik manajerial dan
konten teknologi

6.1.6. Revitalisasi permodalan dan
akses pasar

 Menyediakan modal dengan
bunga rendah dan ketersediaan
akses pasar

6.1.7. Revitalisasi kelembagaan
peternak danlembaga usaha
perikanan.

 Meningkatkan kapasitas lembaga
peternak dan usaha agribisnis
peternakan

6.1.8. Pengelolaan usaha perikanan
melalui pendekatan agribisnis

 Mengelola usaha dengan
pendekatan agribisnis sehingga
produktivitas dapat ditingkatkan,
terjadinya pengurangan biaya
dan subsidi silang harga output.

7. Mengoptimalkan pembangunan sektor
pertambangan dan energi untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat

7.1. Terpenuhinya kebutuhan energi
bagi masyarakat

7.1.1. Pemanfaatan energi alternatif
untuk memenuhi kebutuhan
energi masyarakat

 Mengembangkan energi alternatif
untuk pemenuhan kebutuhan
masyarakat

8. Meningkatkan mutu dan volume
perdagangan serta memberikan
perlindungan terhadap konsumen.

8.1. Terwujudnya sistem distribusi
kelancaran arus barang dan jasa,
kepastian usaha

8.1.1. Pengawasan dan pengaturan
terhadap distribusi kebutuhan
pokok, dan barang-barang
bersubsidi.

 Meningkatkan pengawasan
terhadap peredaran barang-
barang kebutuhan pokok dan
bersubsidi
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Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
8.1.2. Pelaksanaan tertib ukur, takar,

timbang dan perlengkapannya
(UTTP) guna keakuratan standar
ukuran dan peningkatan
perlindungan Konsumen

 Meningkatkan perlindungan
terhadap konsumen melalui
pengawasan dan monitoring
terhadap UTTP

9. Meningkatkan mutu dan volume
industri yang berdaya saing di
pasaran lokal, domestik dan
internasional.

9.1. Meningkatnya peran industri
kecil menengah.

9.1.1. Pembinaan industri kecil
menengah

 Meningkatkan kemampuan SDM
dalam penguasaan teknologi dan
managerial usaha dan
kelembagaan industry

9.2. Terciptanya iklim investasi yang
kondusif

9.2.1. Peningkatan kualitas promosi dan
kerjasama investasi daerah

 Meningkatkan promosi dan
kerjasama investasi daerah
dengan investor

9.2.2. Peningkatan iklim investasi  Meningkatkan iklim investasi
daerah bagi investor
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MISI III : Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian perdesaan, pembangunan
sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan.

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
1. Meningkatkan tingkat kesejahteraan

sosial masyarakat
1.1. Meningkatnya cakupan

penanganan PMKS
1.1.1. Pembinaan dan peningkatkan kualitas

pelayanan serta bantuan dasar
terhadap anak terlantar, anak asuh,
penyandang cacat, penduduk lanjut
usia, komunitas adat terpencil dan
penyandang masalah kesejahteran
sosial

 Meningkatkan cakupan
penanganan PMKS

2. Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat pedesaan

2.1. Meningkatnya peranan dan
kemandirian ekonomi
masyarakat perdesaan

2.1.1. Peningkatan kemandirian ekonomi
masyarakat desa

 Mengembangkan UED-SP dan
kelembagaan ekonomi lainnya di
desa

2.2. Meningkatnya peran serta
masyarakat dalam
pembangunan perdesaan

2.2.1. Peningkatan partisipasi masyarakat
melalui pendekatan pemberdayaan

 Meningkatkan peran serta dan
partisipasi masyarakat dalam
pembangunan wilayah desa

3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan
yang ditopang oleh sektor UMKM

3.1. Meningkatnya Kualitas
Usaha mikro Kecil
Menengah (UMKM)

3.1.1. Pengembangan UMKM  Meningkatkan kualitas
kelembagaan dan usaha,
kapasitas SDM, sistem
pembiayaan, dan peluang pasar
UMKM

 Meningkatkan sentra-sentra
produk UMKM

4. Menumbuhkan koperasi sebagai soko
guru perekonomian masyarakat

4.1. Meningkatnya Kualitas
Koperasi

4.1.1. Pengembangan kuallitas koperasi  Meningkatkan kapabilitas
koperasi


5. Meningkatkan kualitas pencari kerja

dan semakin terbukanya akses
lapangan kerja

5.1. Menurunnya tingkat
Pengangguran

5.1.1. Peningkatan daya saing pencari kerja
lokal untuk mengisi lowongan kerja
yang ada

 Meningkatkan kompetensi
pencari kerja lokal melalui
pelatihan kerja yang berbasis
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Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
kompetensi untuk mengisi
lowongan kerja yang tersedia

 Membangun dan
mengembangkan serta
fungsionalisasi sarana dan
prasarana pelatihan kerja yang
ada sesuai dengan potensi pasar
kerja dan kebutuhan dunia
usaha.

5.1.2. Perluasan kesempatan kerja bagi
masyarakat pencari kerja

 Mengembangkan silabus dan
kurikulum pelatihan kerja yang
mengacu pada pasar kerja.

 Meningkatkan peran serta dunia
usaha maupun lembaga –
lembaga sosial untuk
peningkatan kompetensi pencari
kerja lokal.

 Meningkatkan informasi pasar
kerja bagi masyarakat pencari
kerja dan dunia usaha atau
pencari kerja secara cepat dan
tepat

6. Meningkatkan standar kesejahteraan
pekerja dan pelayanan
ketenagakerjaan

6.1. Meningkatnya perlindungan
dan kesejahteraan pekerja

6.1.1. Peningkatan pelaksanaan peraturan-
peraturan ketenagakerjaan oleh
perusahaan di Kabupaten Siak dan
meningkatkan kesejahteraan pekerja.

 Meminimalisir tingkat sengketa
ketenagakerjaan melalui jalur
mediasi sengketa

 Meningkatkan kesadaran
pengusaha untuk melaksanakan
aturan ketenagakerjaan melalui
penyuluhan dibidang peraturan –
peraturan ketenagakerjaan.
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Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
 Meningkatkan standar

pengupahan daerah melalui
kebijakan upah minimum
Kabupaten Siak sesuai dengan
kondisi dan kemampuan dunia
usaha.

7. Mewujudkan tertib administrasi
kependudukan dan catatan sipil
daerah

7.1. Tertatanya tata kelola
administrasi kependudukan
dan catatan sipil daerah

7.1.1. Penataan dan Pengembangan sistem
administrasi kependudukan dan
catatan sipil

 Melakukan penataan dan tertib
administrasi kependudukan dan
catatan sipil melalui
pengembangan sistem
adminsitrasi kependudukan
catatan sipil secara terpadu dan
Terintegrasi

 Meningkatkan pemahaman
kepada masyarakatakan arti
pentingnya sistem administrasi
kependudukan dan catatan sipil.

 Melakukan pendataan
kependudukan secara berkala
untuk mengetahui jumlah, jenis
kelamin dan distribusi
kependudukan

 Mengelola sistem dan pelayanan
administrasi kependudukan
sesuai dengan prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik (good
governance).
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Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
8. Mewujudkan pengelolaan data

informasi hasil pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil

8.1. Terbangunnya sistem
informasi kependudukan

8.1.1. Pengembangan sistem informasi
Kependudukan

 Menciptakan sistem informasi
administrasi kependudukan
terpadu berbasis teknologi
informasi melalui komitmen
berbagai pihak

8.1.2. Peningkatan pengelolaan data informasi
kependudukan

 Meningkatkan partisipasi masyarakat
akan tertib administrasi
kependudukan dengan sosialisasi
akan pentingnya dokumen penduduk
(KTP, KK dan Akta catatan sipil)

 Menertibkan penyimpanan dokumen
pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil.

 Meningkatkan pelayanan
administrasikependudukan yang
mudah, murah, cepat danterpadu.
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MISI IV : Membangun, meningkatkan dan memeratakan pembangunan infrastruktur daerah melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan,
pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang, dan perumahan.

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
1. Membangun, meningkatkan dan

memeratakan pembangunan
prasarana jalan, jembatan, dan
pengelolaan sumber daya air.

1.1. Meningkatnya kualitas
infrastruktur jalan dan jembatan

1.2. Pembangunan dan
rehabilitasi/pemeliharaan
infrastruktur jalan dan jembatan
kabupaten dengan kualitas yang
baik

 Membangun jalan kabupaten
secara efisien dengan kualitas
baik dan mengelolanya dengan
baik

1.3. Meningkatnya kualitas sistem
drainase, irigasi

1.4. Pembangunan, pengembangan dan
pengelolaan sistem drainase, irigasi
dengan kualitas baik

 Membangun sistem drainase dan
irigasi berkualitas baik dan
mengelolanya dengan baik

1.5. Meningkatnya kualitas air baku
dan air bersih

1.6. Penyediaan air baku dan air bersih
untuk kepentingan masyarakat

 Membangun prasarana
penyediaan air baku dan air
bersih

1.7. Terkendalinya banjir 1.8. Pengendalian banjir  Mengendalikan banjir secara
efektif

1.9. Terbangunnya infrastruktur di
wilayah perdesaan

1.10. Pembangunan infrastruktur di
wilayah perdesaan dengan kualitas
baik

 Membangun infrastruktur
pedesaan

2. Meningkatkan pelayanan dan
pemenuhan kebutuhan energi listrik
kepada masyarakat dan daerah

2.1. Meningkatnya cakupan pelayanan
kelistrikan daerah

2.1.1. Pembangunan dan pengembangan
infrastruktur energi kelistikan
daerah

 Membangun dan
mengembangkan infrastruktur
energi kelistikan daerah

3. Membangun, meningkatkan, dan
memeratakan pembangunan
perumahan berkualitas baik

3.1. Meningkatnya kualitas
perumahan

3.2. Pembangunan perumahan dengan
sarana dan prasarana yang memadai

 Membangun perumahan dan
sarana/prasarana yang memadai

4. Meningkatkan kualitas penataan
ruang

4.1. Meningkatnya kualitas
perencanaan tata ruang daerah

4.2. Penyusunan dokumen perencanaan
tata ruang sesuai tingkatannya
dengan data pemetaan yang memadai

 Menyusun dokumen
perencanaan tata ruang sesuai
tingkatan berbasiskan data dan
pemetaan yang lengkap
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Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
4.2. Meningkatnya kualitas

pemanfaatan ruang
4.3. Pengendalian pemanfaatan ruang

sesuai dengan peruntukannya
 Mengendalikan dan mengawasi

pemanfaatan ruang sehingga
sesuai peruntukan

5. Meningkatkan kualitas bidang
perhubungan

5.2. Meningkatnya kualitas layanan
perhubungan

4.3. Pembangunan dan pengelolaan
sarana dan prasarana perhubungan
dengan kualitas baik

 Membangun dan mengelola
sarana dan prasarana
perhubungan secara efisien
dengan kualiatas baik

5.3. Terciptanya lalu lintas yang aman
dan nyaman

4.4. Pengendalian dan pengamanan
pelayanan terhadap jasa angkutan

 Mengendalikan dan
mengamankan pelayanan
terhadap jasa angkutan

6. Meningkatkan kualitas pengelolaan
lingkungan hidup

6.2. Meningkatnya pembangunan yang
berwawasan lingkungan

6.3. Pengelolaan sampah dengan baik

6.4. Pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkunganHidup

 Mengelola sampah dengan baik
baik di TPS maupun di TPA

 Mengendalikan pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup

6.5. Terlindunginya dan
terkonservasinya sumber daya
alam

6.6. Perlindungan dan pengkonservasian
sumber daya alam

 Melindungi dan mengkonservasi
sumber daya alam yang memiliki
nilai tinggi

6.7. Meningkatnya kualitas dan akses
informasi SDA dan LH

6.8. Peningkatan kualitas dan akses
informasi SDA dan LH

 Meningkatkan kualitas akses
dan sistem informasi untuk SDA
dan LH

6.9. Terkendalinya kebakaran hutan
dan lahan

6.10. Pengendalian kebakaran hutan dan
lahan

 Mengendalikan kebakaran hutan
dan lahan dan memperkecil
dampaknya

6.11. Terkelolanya RTH 6.12 pengeloalaan ruang terbuka hijau
(RTH)

 Mengelola RTH khususnya di
wilayah perkotaan

7. Meningkatkan kualitas pengelolaan
bidang pertanahan

7.2. Tersedianya sistem informasi
pertanahan

7.2.1. Penggunaan dan penatan sistem
administrasi pertanahan yang
didukung oleh ICT

 Menyediakan sistem informasi
pertanahan demi terlaksananya
penataan, penguasaan,
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Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah

4.2. Terselesaikannya konflik-konflik
pertanahan

7.2.2. Fasilitasi konflik pertanahan
secara berkeadilan.

 Menyelesaikan konflik-konflik
pertanahan secara tuntas dan
tidak menyisakan persoalan
dikemudian hari

4.3. Terwujudnya tertib administrasi
pertanahan

7.2.3. Penertiban administrasi
pertanahan

 Meningkatkan kepastian hukum
kepemilikan tanah

 Melakukan pemetaan batas-
batas wilayah daerah

 Meningkatkan penataan
administrasi pertanahan

 Menertibkan asset pemerintah
daerah

5. Mewujudkan pembangunan daerah
yang terintegrasi, berkesinambungan
dan berkelanjutan

5.2. Berjalannya pembangunan yang
terencana, terkordinasidan
sinergis

5.2.1. Pengembangan data, informasi dan
kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan

 Melakukan pemutakhiran data
dan informasi pembangunan
sebagai bahan perumusan
kebijakan

5.2.2. Pengembangan perencanaan
pembangunan

 Mengembangkan perencanaan
pembangunan daerah

5.2.3. Pengembangan kerjasama sektoral
dengan pihak ketiga

 Melaksanakan forum-forum
kerjasama bilateral dan
multilateral dengan pihak ketiga
dalam pelaksanaan
pembangunan daerah.
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MISI V : Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (clean government and good governance), menerapkan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan dan perizinan dan mengoptimalkan implementasi otonomi kepada desa.

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
1. Mewujudkan sistem pemerintahan

yang desentralistis melalui
implementasi desentralisasi politik,
keuangan dan administrasi

1.1. Terwujudnya implementasi
desentralisasi politik

1.1.1. Perluasan Partisipasi Masyarakat
dalam perumusan, pelaksanaan
dan kontrol kebijakan daerah.

 Meningkatkan peran masyarakat
dalam proses penyusunan
kebijakan publik, fungsi kontrol
terhadap penyelenggaraan
kebijakan dan pelayanan publik.

1.2. Terwujudnya implementasi
desentralisasi Keuangan

1.2.1. Optimalisasi Penerimaan
Keuangan daerah

 Menigkatkan penerimaan daerah
dari sektor-sektor produktif.

1.2.2. Manajemen pengelolaan keuangan
daerah yang transparan dan
akuntabel

 Meningkatkan kemampuan
aparatur pengelola keuangan
daerah

 Mengembangkan sistem
pengelolaan keuangan daerah
yang transparan dan akuntabel
yang dapat diakses oleh publik

1.3. Terwujudnya Implementasi
desentralisasi Administratif

1.3.1. Revitalisasi struktur dan fungsi
organisasi pemerintah daerah
dalam menjalankan urusan daerah
otonom

 Menata Tupoksi organisasi
pemerintah daerah

1.3.2. Peningkatan kualitas dan kuantitas
regulasi daerah sebagai landasan
hukum pembangunan daerah

 Meningkatkan kualitas dan
kuantitas perumusan hukum
daerah, kepastian hukum dan
penegakan hukum daerah

2. Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih,
transparan, dan akuntabel

2.1. Terwujudnya pemerintahan
yang responsif, transparan,
dan akuntabel

2.1.1. Transparansi dan akuntabilitas
kebijakan pemerintah daerah

 Meningkatkan akses publik
dalam perumusan dan
implementasi kebijakan

 Meningkatkan akses informasi
pembangunan kepada
masayarakat dan
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Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
mengembangkan masyarakat
sadar informasi

 Meningkatkan system
pengawasan dalam implementasi
kebijakan

 Pemetaan Potensi Ekonomi
Daerah

 Penyerahan sebagian
kewenangan kepada Kecamatan
dan Desa

 Pengembangan Standar
Pelayanan Minimal untuk
pelayanan dan perizinan

 Pengembangan sistem informasi
manajemen Pelayanan Publik

2.1.2. Pemanfaatan IT dalam manajemen
dan pelayanan publik

 Mengembangkan sistem
informasi  manajemen pelayanan
public

2.1.3. Revitalisasi proses desentralisasi
dan otonomi daerah

 Mengimplementasikan
manajemen penanggulangan
bencana untuk mengurangi

2.2. Meningkatnya kapasitas dan
kapabilitas kelembagaan
pemerintah daerah

2.3.1. Reformasi birokrasi  Merehabilitasi budaya birokrasi

2.3.2. Optimalisasi kinerja pemerintah
daerah

 Meningkatkan kulitas dan
kuantitas pelayanan aparatur

 Meningkatkan kualitas pelayanan
kinerja kepala daerah dan wakil
kepala daerah

 Meningkatkan kualitas dan
kapasitas aparatur
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Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
2.3. Meningkatnya stabilitas,

keamanan, dan ketertiban
masyarakat

2.3.2. Peningkatan kualitas keamanan,
ketertiban umum dan kenyamanan
lingkungan

 Meningkatkan kualitas
keamanan dan ketertiban umum
serta semangat bela Negara

3. Meningkatkan kinerja dan
pelayanan kelembagaan pemeintah
daerah

3.1. Terbentuknya kelembagaan
desa sehingga
penyelenggaraan
pemerintahan dapat berjalan
secara Optimal

3.1.2. Peningkatan dan pengembangan
kelambagaan desa serta sarana
dan prasarana penunjangnya

 Menata  kelembagaan desa dan
mengoptimalkan peran struktur
dan fungsi organisasi

4. Mengoptimalkan pelaksanaan
kebijakan otonomi Desa

4.1. Adanya kepastian tentang
kewenangan yang dimiliki
oleh desa, melalui
penyerahan sebagian
kewenangan pemerintah
kabupaten kepada desa
serta pelaksanaan
kewenangan asli desa.

4.1.2. Desentralisasi kewenangan dari
pemerintah kabupaten kepada
desa

 Menata regulasi tentang
implementasi otonomi desa

4.2. Terwujudnya kemadirian
keuangan desa

4.2.2. Desentralisasi keuangan kepada
desa

 Meningkatkan kemampuan
aparatur desa dalam
menjalankan dan mengelola
keuangan desa

4.3. Terwujudnya tata kelola
administrasi pemerintahan
Desa

4.3.2. Penataan ulang sistem
adminsitrasi dan pemerintahan
desa

 Meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas kelembagaan dan
aparatur pemerintahan desa



BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN
PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH
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BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Siak

menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan

rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program

pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Siak berdasarkan strategi dan

arah kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian indikator dan target

sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi. Adapun kebijakan umum dan

program pembangunan daerah Kabupaten Siak secara rinci dapat dilihat pada tabel

7.1.
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Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Prorgam Pembangunan Kabupaten Siak

No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
MISI I : Meningkatkan kualitas SDM, beriman dan bertaqwa serta berbudi pekerti yang luhur melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan
keagamaan.

1 Makin terbukanya akses
pendidikan hingga pada
anak usia dini (PAUD).

1.1. Peningkatan Pemerataan
dan PerluasanAkses,
mutu, relevansi, daya
saing, penguatantata
kelola, akuntabilitas dan
pencitraanpublik
Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD)

1.1.1. Menyediakan sarana
dan
prasarana,Mengemba
ngkan mutu
pendidikan, tata
keloladan
akuntabilitas
pelakasanaan PAUD.

- APK PAUD (%) 33,25 68,6 Program Pendidikan
Anak Usia Dini

Urusan
pendidik

an

Dinas Pendidikan
dan kebudayaan

2 Terwujudnya pelaksanaan
Wajar 9 Tahun dan inisiasi
WAJAR 12 tahun.

2.1. Peningkatan Pemerataan
dan PerluasanAkses,
mutu, relevansi, daya
saing, penguatantata
kelola, akuntabilitas dan
pencitraanpublik
Pendidikan Dasar

2.1.1. Menyediakan sarana
dan
prasarana,Mengemba
ngkan mutu
pendidikan, tata
keloladan
akuntabilitas
pelakasanaan
Pendidikan dasar

- APM SD/MI(%)
- APK SD/MI(%)
- APM SMP/MTS(%)
- APK SMP/MTS(%)
- Angka Kelulusan (AL)

SD/MI(%)
- Angka Kelulusan (AL)

SMP/MTs(%)
- Angka Putus Sekolah

(APS) SD/MI (%)
- Angka Putus Sekolah

(APS) SMP/MTs(%)

82.15
95.42
58.50
78.06
100

99.96

0,15

0,45

94.28
94.04
88.86
88.40
100

100

0,03

0,09

Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun

Urusan
pendidik

an

Dinas Pendidikan
dan kebudayaan

3 Optimalnya pelaksanaan
dan pencapaian sasaran
pelaksanaan Pendidikan
menengah.

3.1. Peningkatan Pemerataan
dan PerluasanAkses,
mutu, relevansi, daya
saing, penguatantata
kelola, akuntabilitas dan
pencitraanpublik
Pendidikan Menengah

3.1.1. Menyediakan sarana
dan
prasarana,Mengemba
ngkan mutu
pendidikan, tata
keloladan
akuntabilitas
pelakasanaan
Pendidikanmenengah

- APM SMA/SMK/MA(%)
- APK SMA/SMK/MA(%)
- Angka Kelulusan (AL)

SMA/SMK/MA(%)
- Angka Putus  Sekolah

(APS) SMA/SMK/MA(%)

64.40

59.37
100

0,45

70.67

85.63
100

0,3

Program Pendidikan
Menengah

Urusan
pendidik

an

Dinas Pendidikan
dan kebudayaan
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Optimalnya pelaksanaan

dan pencapaian sasaran
pelaksanaan pendidikan
non formal.

4.1. Peningkatan Pemerataan
dan Perluasan Akses,
mutu, relevansi, daya
saing, penguatan tata
kelola, akuntabilitas dan
pencitraan publik
Pendidikan Non Formal

4.1.1. Melakukan
sosialisasi dan
promosiMengembang
kan mutu
pendidikanmelaluipe
ngembangan
kapasitas tenaga
pendidik
dankependidikan,pen
gembangan
kurikulum,pembangu
nan dan
pengembangan
satuan-satuan PNF
sertapengembaangan
sertifikasi.

- Angka melek  huruf(%) 98,65 98,71 Program Pendidikan
Non Formal

Urusan
pendidik

an

Dinas Pendidikan
dan kebudayaan

5 Optimalnya pelaksanaan
dan pencapaian sasaran
pelaksanaan pendidikan
luar biasa.

5.1. Peningkatan Pemerataan
dan PerluasanAkses,
mutu, relevansi, daya
saing, penguatantata
kelola, akuntabilitas dan
pencitraanpublik
Pendidikan Luar Biasa

5.1.1. Menyediakan sarana
dan prasarana
Mengembangkan
mutu pendidikan
melalui
pengembangan
kapasitas tenaga
pendidik dan
kependidikan PLB.

5.1.2. Mendorong
partisipasi
masyarakat
melakukan kontrol
dan evaluasi atas
kinerja PLB dan
Melakukan
sosialisasi tentang
pentingnya PLB.

- Persentase kesempatan
belajar  masyarakat
perlakuan khusus (%)

75,25 86,4 Program Pendidikan
Luar Biasa

Urusan
pendidik

an

Dinas Pendidikan
dan kebudayaan
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Optimalnya pelaksanaan

dan pencapaian
sasaranpelaksanaan
pendidikan tinggi

6.1. Peningkatan Pemerataan
dan Peluasan Akses
masyarakat mengikuti
pendidikan tinggi

6.1.1. Meningkatkan
aksesmasyarakat,kh
ususnyamasyarakat
yang tidak mampu
tetapi
berpresasi,memasuki
perguruan tinggi
melalui
pemberiandukungan
pembiayaan dan
memfasilitasipengem
bangan kapasitas
kelembagaan,
tenagapendidikan
dan kependidikan
sertapengembangan
kemitraan dalam
kepengelolaanPergur
uan Tinggi.

- Rasio lulusan Diploma,
S1, S2 dan S3 perjumlah
penduduk (%)

19,2 41,5 Pogram Pembinaan
dan Pengembangan
Pendidikan Tinggi

Urusan
pendidik

an

Dinas Pendidikan
dan kebudayaan

7 Meningkatnya kompetensi
dan profesionalisme para
pendidik dan tenaga
kependidikan

7.1. Peningkatan Pemerataan
dan Perluasan Akses
kepada pendidik dan
tenaga kependidikan
dalam memperoleh dan
meningkatkan
profesionalisme

7.1.1. Mengembangkan
mutu dan jumlah
pendidik dantenaga
kependidikan serta
mendistribusikannya
secara merata ke
satuan-satuan
pendidikanberdasark
an asas keadilan dan
kebutuhan.

- Persentase pendidik
berkualifikasi D4, S1,
S2 untuk:- SD,SMP,
SMA/SMK (%)

- Persentase pendidik
bersertifikasi (%)

53

20

80

50

Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

Urusan
pendidik

an

Dinas Pendidikan
dan kebudayaan

- Rasio Guru dan Murid :
SD, SMP, SMA/SMK
(%)

1:38 1:31 Program Peningkatan
Kualitas dan Kuantitas
Tenaga Kependidikan

Urusan
pendidik

an

Dinas Pendidikan
dan kebudayaan

8 Optimalnya manajemen 8.1. Pengembangan sistem 8.1.1 Melakukan reformasi - Jumlah sekolah : SD, 250 315 Program Manajemen Urusan Dinas Pendidikan
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
pelayanan Pendidikan manajemen pelayanan

pendidikan
kelembagaan, fungsi
dan budaya birokrasi
Dinas Pendidikan
melaluipenerapan
prinsip-prinsip good
public governance.

SMP, SMA/SMKyang
terakreditasi (Jumlah
sekolah)

Pelayanan Pendidikan pendidik
an

dan kebudayaan

9 Terwujudnya peningkatan
kualitas dan aksesabilitas
kesehatan bagi seluruh
masyarakat

9.1. Peningkatan kualitas
manajemen
administrasidan
pelayanan kesehatan

9.2. Penggerakan dan
memberdayakanmasyara
kat terhadap
aspekkesehatan

9.3. Peningkatan akses dan

9.1.1. Mengembangkan
sistem surveilans,
sisteminformasi
manajemen dan
administrasi
kesehatanserta
pendokumentasian/p
engarsipan
dataKesehatan

9.1.2. Meningkatkan
pemerataan
tenaga kesehatan

9.2.1. Meningkatkan
promosi dan
pemberdayaan
masyarakat dalam
pengembangan
upaya kesehatan,
pemenuhan
kebutuhan dan
kesinambungan
pelayanan kesehatan

9.3.1. Meningkatkan mutu
dan ketersediaan
obat generik dan obat
esensial secara
rasional

- Persentase Puskesmas
dengan pelayanan yang
berstandarisasi(%)

0 100 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan

Urusan
kesehata

n

Dinas Kesehatan

- Akreditasi Rumah
Sakit, (Tingkat)

Dasar Madya Program Standar
Pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit

Urusan
kesehata

n

RSUD

- Cakupan pelayanan
ksehatan bagi
masyarakat pada 21
unit layanan (%)

100 100 Program Peningkatan
Mutu Pelayanan
kesehatan BLUD

Urusan
kesehata

n

RSUD

- Persentase Desa Siaga
Aktif (%)

- Cakupan penjaringan
kesehatan siswa SD
dan setingkat (%)

- Persentase rumah
tangga yang
melaksanakan Perilaku
Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS) (%)

96

82.08

0

100

100

70

Program promosi
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat

Urusan
kesehata

n

Dinas Kesehatan

- Persentase
Ketersediaan obat dan
perbekalan kesehatan
di sarana pelayanan
kesehatan (%)

100 100 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan

Urusan
kesehata

n

Dinas Kesehatan

- Persentase Kecamatan
memiliki sarana
pelayanan Kesehatan
Dasar ( Puskesmas) (%)

100 100 Program Pengadaan;
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan
Prasarana

Urusan
kesehata

n

Dinas Kesehatan
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
mutupelayanankesehata
n

9.3.2. Menyediakan sarana
dan prasarana untuk
meningkatkan
kapasitas dan
aksesabilitas
kesehatan

9.3.3. Meningkatkan
kualitas penanganan
masalah gizi
masyarakat

9.3.4. Meningkatkan
kualitas pelayanan
Kesehatan Ibu dan
Anak (KIA) dan
Lansia

9.3.5. Meningkatkan
pelayanan kesehatan
komprehensif
terhadap penyakit
menular (berbasis
lingkungan dan
perilaku) dan
penyakit

9.3.6. Meningkatkan
penyehatan dan
pengawasan
Lingkungan

9.3.7. Mengembangkan
kerjasama dengan
pihak ketiga dalam
meningkatkan
pelayanan dan mutu
kesehatan

9.4.1. Meningkatkan
Cakupan pelayanan
kesehatan
masyarakat miskin di

- Persentase Desa/
Kelurahan memiliki
sarana pelayanan
kesehatan dasar
(Pustu, Polindes dan
Poskesdes) (%)

70 100
Puskesmas/Puskesma
s Pembantu dan
Jaringannya

- Rasio ketersediaan
sarana dan prasarana
dengan type/kelas (%)

70 100 Program Pengadaan,
Peningkatan sarana
dan prasarana Rumah
sakit/RS jiwa/RS
paru/RS mata

Urusan
kesehata

n

RSUD

- Angka kematian ibu
per 100.000 kelahiran
hidup (orang)

- Angka kematian bayi
per 1.000 kelahiran
hidup (orang)

96

8

80

5

Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak

Urusan
kesehata

n

Dinas Kesehatan

- persentase kunjungan
rawat jalan di
Puskesmas (%)

- persentase kunjungan
rawat inap di
Puskesmas (%)

0

2,2

15

1,5

Program Upaya
Kesehatan Masyarakat

Urusan
kesehata

n

Dinas Kesehatan

- Persentase Penerapan
SOP pelayanan
kesehatan rujukan
pertama (%)

- 95 Program Pelayanan
Kesehatan Masyarakat

Urusan
kesehata

n

RSUD

- Prevalansi balita gizi
kurang(%)

- Prevalansi  Balita gizi
buruk (%)

3,36

2

2

0

Program perbaikan
Gizi masyarakat

Urusan
Kesehat

an

Dinas kesehatan

- Cakupan
desa/kelurahan
Universal
ChiIdImmunization(%)

68,25 100 Program pencegahan
dan pengendalian
Penyakit menular

Urusan
Kesehat

an

Dinas kesehatan
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9.4. Peningkatan
pembiayaan kesehatan

luar kepesertaan
Jamkesmas

9.4.2. Merumuskan
kebijakan
pembiayaan
kesehatan dan
jaminan
pemeliharaan
kesehatan
masyarakat /sosial

- Persentase
Penyelidikan
Epidemiologi < 24 jam
pada Desa/Kel. yang
mengalami KLB (%)

100 100

- Rumah tangga yang
memiliki akses
terhadap air minum
berkualitas (%)

- Rumah tangga yang
memiliki akses sanitasi
dasar layak (%)

-

-

80

80

Program
Pengembangan
lingkungan sehat

Urusan
Kesehat

an

Dinas kesehatan

- Persentase penduduk
yang memiliki kartu
jaminan kesehatan (%)

- 100 Program kemitraan
Peningkatan pelayanan
kesehatan

Urusan
Kesehat

an

Dinas kesehatan

10 Meningkatnya
Pemberdayaan perempuan
dan perlindungan  kepada
anak

10.1. Peningkatan
perlindungan dan
pemberdayaan
perempuan dan anak

10.1.1. Meningkatkan upaya
perlindungan
terhadap tindak
kekerasan perempan
dan anak

10.1.2. Meningkatkan peran
serta perempuan
dalam pembangunan

10.1.3. Meningkatkan upaya
pemberdayaan
perempuan yang
berbasis kemandirian
berusaha

10.1.4. Meningkatkan upaya
perlindungan
terhadap anak
melalui pencegahan
kekerasan dalam
rumah tangga dan
perdagangan
perempuan dan anak

- Terlatih dan terbinanya
keterampilan
perempuan dalam
menunjang ekonomi
keluarga (Kecamatan)

- Terwujudnya kecamatan
ramah anak (organisasi)

0

0

14

2

Program peningkatan
peran serta dan
kesetaraan gender
dalam Pembangunan

Urusan
Pemberd

ayaan
Perempu
an dan

Perlindu
ngan
Anak

BP3AKB

- Persentase peran serta
perempuan dalam
memamnfaatkan akses
dan sekaligus pelaku
pembangunan (%)

- persentase korban
perempuan yang
memperoleh layanan(%)

- Persentase KDRT (%)

40

25

0

70

70

0

Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan
Perempuan

Urusan
Pemberd

ayaan
Perempu
an dan

Perlindu
ngan
Anak

BP3AKB
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 Terwujudnya pemasaran

dan pelayanan KB serta
berkembangnya sistem
informasi KB

11.1. Peningkatan kualitas
dan kuantitas sarana
danprasarana
pelayanan KB

11.2. Peningkatan akses dan
mutu
pelayananKesehatan
reproduksi dan KB

11.3. Pemasaran pelayanan
KB dan
pendidikankesehatan
reproduksi

11.4. Pengembangan sistem
informasi
manajemenreproduksi
dan KB

11.5. Pembukaan akses
informasi  KB

11.1.1. Menyediakan
prasarana dan
sarana
untukmeningkatkan
pelayanan Keluarga
Berencana

11.2.1. Meningkatkan mutu
dan akses pelayanan
serta informasi
kesehatan reproduksi
dan
keluargaberencana
oleh lembaga
pemerintah

11.3.1. Meningkatkan
kualitas dan
pemahaman
SDMsektor terkait
terhadap pelayanan
KB dankesehatan
reproduksi.

11.4.1. Mengembangkan
sistem informasi,
manajemendan
administrasi
kesehatan reproduksi
dankeluarga
berencana.

11.5.1. Membuka seluas-
luasnya informasi
yang dapatdiakses
oleh ibu, calon ibu
terhadap
kesehatanreproduksi,
keluarga berencana
dan

- Cakupan sasaran
pasangan usia subur
menjadi peserta KB
aktif(%)

- Cakupan pasangan usia
subur yang isterinya
dibawah usia 20 tahun
(%)

- cakupan pasangan usia
subur yang ingin ber-KB
tidak terpenuhi (Unmet
Need) (%)

- Cakupan penyediaan
alat dan obat
kontrasepsi untuk
memenuhi permintaan
masyarakat 30 % setiap
tahunnya (%)

67

2,5

-

0

77

1,3

9,8

25

Program Keluarga
Berencana

Urusan
Keluarga
Berenca
na dan

Keluarga
Sejahter

a

BP3AKB

Jumlah Pusat Informasi
Konseling (PIK) remaja
(kelompok):
- Tumbuh
- tegak
- tegar

24
2
0

45
32
9

Program
Pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi
dan Konseling KRR

Urusan
Keluarga
Berenca
na dan

Keluarga
Sejahter

a

BP3AKB

- Cakupan PUS peserta
KB anggota usaha
peningkatan pendapatan
keluarga sejahtera
(UPPKS) yang ber-KB(%)

- Ratio pembantu
pembina keluarga
berencana (PPKBD)
1(satu) petugas di setiap

70

78

92

95

Program pembinaan
peran serta
masyarakat dalam
pelayanan KB/KR
yang mandiri

Urusan
Keluarga
Berenca
na dan

Keluarga
Sejahter

a

BP3AKB
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
keluargasejahtera. desa/ kelurahan (%)

- Cakupan penyediaan
informasi data mikro
keluarga di setiap
desa/kelurahan 100%
setiap tahun (%)

60 90

- Cakupan anggota BKB
ber-KB 70% (%)

70 80 Program
pengembangan model
operasional BKB-
Posyandu-PADU

Urusan
Keluarga
Berenca
na dan

Keluarga
Sejahter

a

BP3AKB

12 Terwujudnya masyarakat
yang berbudaya melalui
implementasi nilai-nilai
budaya Melayu yang
ditunjang dengan
pengelolaan, pengembangan
dan pelestarian nilai, cagar
dan benda budaya

12.1. Pengembangan nilai
budaya dan
pengelolaaah kekayaan
dan keragaman Budaya

12.1.1. mengembangkan
nilai budaya,
pengelolaan
kekayaan,
keragaman dan
pelestarian cagar dan
benda budaya

- Cakupan pelestarian
situs cagar budaya (%)

- 100 Program Pengelolaan
kekayaan Budaya.

Urusan
Kebuday

aan

Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

- Cakupan pengenalan
nilai budaya di sekolah
dan organisasi seni
budaya

- 100 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya.

Urusan
Kebuday

aan

Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

- Cakupan penggalian
dan pelaksanaan  nilai
budaya

- 100 Program
Pengembangan Nilai
Budaya

Urusan
Kebuday

aan

Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

- Cakupan sarana dan
prasarana kebudayaan

- 100 Program
Pengembangan Sarana
dan Prasarana
Kebudayaan

Urusan
Kebuday

aan

Dinas Pendidikan
dan kebudayaan

13 Terpenuhinya
kebutuhanmasyarakat akan
layanan kepustakaan

13.1. Peningkatan kualitas
dan kuantitas layanan
kepustakaan daerah

13.1.1. Mengembangkan
kualitas dan
kuantitas layanan,
SDM kepustakaan

13.1.2. Mengembangkan
sarana dan

- Waktu Maksimal
Memperoleh Informasi
Arsip(hari)

2 1 Program Peningkatan
kualitas pelayanan
informasi

Urusan
Kearsipa

n

KPA

- Cakupan Ketersediaan
Pustaka Desa (desa)

0 50 Program pengadaan
bahan-bahan bacaan
dan sarana pendukung

Urusan
perpusta

kaan

KPA
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
prasarana
perpustakaan di
tingkat daerah,
kecamatan dan desa.

kepustakaan
- Persentase tingkat

penyelamatan
dokumen bernilai
sejarah:
1. Restorasi(%)
2. Klasifikasi (%)
3. Alih bahasa(%)
4. alih media (%)

- Cakupan pembinaan
pengelolaan arsip SKPD
(%)

0
0
0
0
0

15
15
7.
7.

31

Program Penyelamatan
dan Pelestarian
Dokumen / Arsip
Daerah

Urusan
Kearsipa

n

KPA

14 Terwujudnya peningkatan
budaya baca masyarakat

14.1. Ketersediaan informasi,
sarana dan prasarana
penunjang minat dan
budaya baca
masyarakat.

14.1.1 Meningkatkan minat
dan budaya baca
masyarakat.

- Jumlah pengunjung
perpustakaan (org)

19.526 32.500 Program
Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan

Urusan
Perpusta
kaan

KPA

15 Terwujudnya kemandirian
pemuda

15.1. Peningkatan Kapasitas
Pemuda
melaluipelatihan dan
permagangan

15.1.1. Peningkatan peran
pemuda dalam
pembangunan.

- Jumlah pemuda yang
ikut berperan serta
dalam Kegiatan
Kepemudaan (Orang)

130 250 Program peningkatan
peran serta
kepemudaaan

Urusan
kepemu

daan
dan

olahraga

DISPARPORA

- Persentase jumlah
pemuda usaha yang
menjadi wirausahawan
yang setelah dilatih (%)

0 34 Program peningkatan
upaya penumbuhan
kewirausahaan dan
kecakapan hidup
pemuda

Urusan
kepemu

daan
dan

olahraga

DISPARPORA

16 Meningkatnya prestasi
dalam dunia olah raga

16.1. Peningkatan peranserta
lembaga pendidikan
dan masyarakat
dalampemasyarakatan
dan
peningkatanprestasi
olahraga.

16.2. Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olah

16.1.1. Mengikutsertakan
masyarakat
dalampengembangan
dan
pembangunankeolahr
agaandaerah

16.2.1. Membangun,
merehabilitasi
danmengembangkan

- Prestasi olahraga
daerah dalam pekan
olahraga daerah
(PORDA) (peringkat)

- Peningkatan prestasi
atlit daerah (medali)

15 86

Program pembinaan
dan pemasyarakatan
olah raga

Urusan
kepemu

daan
dan

olahraga

DISPARPORA

- Rasio ketersediaan
sarana dan prasana
olahraga 1: 1000

0,10 1.10 Program peningkatan
sarana dan prasarana
olahraga

Urusan
kepemu

daan

DISPARPORA
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Raga hingga ketingkat
perdesaan

sarana dan
prasarana
olahragatingkat
kabupaten,
kecamatan dan desa.

penduduk(%) dan
olahraga

17 Meningkatnya kualitas
danpemahamanmasyarakat
terhadap nilai keagamaan

17.1. Peningkatan pelayanan
bidang keagamaanpada
masyarakat

17.1.1. Memasyarakatan
nilai-nilai keagamaan
danmengembangkan
pelayanan bidang
keagamaankepada
masyarakat

- Persentase buta aksara
alquran (%)

0 83 Program Peningkatan
Kualitas Pemahaman
Dan Pengamalan
Agama Dan Pembinaan
Kerukunan Agama

Kesra SETDA

- Rasio pendidikan agama
terhadap pendidikan
umum :
1. Dasar (MI/SD)(%)
2. Menengah(MTS/SMP)

(%)
3. Atas (MA/SMA) (%)

Program Peningkatan
Kualitas Pendidikan
Agama

Kesra SETDA

MISI II : Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, perikanan dan peternakan
serta sektor-sektor produktif lainnya dan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan.

1 Meningkatnya Wisatawan
lokal dan wisatawan asing

1.1. Peningkatan promosi
dan destinasi wisata

1.1.1. Meningkatkan
keunggulan daya
tarik wisata melalui
pengembangan
produk wisata yang
unik, tradisional dan
mencerminkan jati
diri masyarakat
Kabupaten Siak

1.1.2. Membangun dan
mengembangkan
daerah tujuan wisata
yang dilengkapi
dengan fasilitas
pendukung dan
penunjang lainnya

- Jumlah Kerjasama
Pariwisata Yang
Terjalin(Kali)
 Meeting
 Invititation
 Conference
 Event

55
3
2
7

70
6
5
10

Program
Pengembangan
Kemitraan

Urusan
pariwisa

ta

DISPARPORA

- Jumlah Objek Wisata
(Objek)

11 16 Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata

Urusan
pariwisa

ta

DISPARPORA

- Jumlah Kunjungan
Wisatawan (Orang)

50.000 341.018 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata

Urusan
pariwisa

ta

DISPARPORA
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Terpenuhinya kebutuhan

pangan dari aspek kuantitas
dankualitas

2.1. Revitalisasi lahan
pertanian

2.2. Revitalisasi  pembenihan
dan pembibitan

2.3. Revitalisasi Infrastruktur
pertanian dansarananya

2.4. Revitaslisasi teknologi
melalui
peningkatanakses
teknologi

2.1.1. merekstrukturisasika
n dan
mengoptimalkan
penggunaan lahan
pada sektor
pertanian

2.2.1. Meningkatkan
jumlah dan
kemampuan lembaga
pembenihan dan
pembibitan

2.3.1. Meningkatkan
infrastruktur sarana
pertanian

2.4.1. Meningkatkan akses
teknologi input,
produksi dan
pengolahan

- Jumlah produksi
tanaman pangan (padi)
(ton)

27,446 33,311 Program peningkatan
produksi tanaman
pangan

Urusan
pertania

n

Dinas TPH

- Jumlah Produksi
tanaman hortikultura
(ton)

12,507 16,517 Program peningkatan
produksi tanaman
hortikultura

Urusan
pertania

n

Dinas TPH

- Peningkatan penerapan
teknologi pertanian (%)

39.2 51.9 Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian/perkebunan
Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian

Urusan
pertania

n

Dinas TPH

3 Meningkatnya pendapatan
dari sektor pertanian

3.1. Revitalisasi SDM,
melalui
peningkatankemampuan
manajerial dan konten
teknologiSDM Pertanian

3.2. Revitalisasi kelembagaan
petani dan lembaga
usaha pertanian.

3.3. Revitalisasi permodalan
dan akses pasar

3.1.1. Meningkatkan
kemampuan SDM
Pertanian baik
manajerial dan
konten teknologi

3.2.1. Meningkatkan
kapasitas lembaga
petani dan
usahaagribisnis

3.3.1. Menyediakan modal
dengan bunga
rendah dan
ketersediaan akses
pasar

- jenis komoditi hasil
produk pertanian yang
dipromosikan (jenis)

3 7 Program Peningkatan
Pemasaran  hasil
Produksi pertanian

Urusan
Pertania

n
Urusan
pertania

n

Dinas TPH

3 7 Program peningkatan
pengolahan hasil
produksi pertanian
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.4. Pengelolaan usaha
pertanian
melaluipendekatan
agribisnis

3.4.1. Mengelola usaha
dengan pendekatan
agribisnis sehingga
produktivitas dapat
ditingkatkan,
terjadinya
pengurangan biaya
dan subsidi silang
harga output

4 Meningkatnya kualitas gizi
dankeanekaragamanpangan
melalui peningkatan
polapangan harapan

4.1. Peningkatan
ketersediaan pangan,
aksespangan dan
penyerapan pangan

4.1.1. Meningkatkan
ketersediaan pangan,
akses pangan dan
penyerapanpangan
pada rumah tangga
danindividu.

- Ketersediaan Energi dan
Protein Perkapita.(%)

- Penguatan Cadangan
pangan (%)

- ketersediaan informasi
pasokan, harga dan
akses pangan di daerah
(%)

- Stabilitas harga dan
pasokan pangan (%)

- Skor Pola Pangan
Harapan (PPH) %

- Pengawasan dan
Pembinaan Keamanan
Pangan (%)

- Penanganan Daerah
Rawan Pangan (%)

40

30

88

40

40

55

40

95

65

90.1

75

95

80

85

Program Peningkatan
Ketahanan Pangan

Urusan
ketahan

an
pangan

BP2KP

5 Meningkatnya produksi
perkebunan dari aspek
kuantitasdan kualitas

5.1. Revitalisasi lahan
perkebunan

5.1.1. merekstrukturisasi
dan Mengoptimalkan
penggunaan lahan
pada sub sektor
perkebunan

Peningkatan Produksi
Perkebunan (ton) :

Program Peningkatan
Produksi Perkebunan

Urusan
kehutan

an

DISHUTBUN

- Kelapa Sawit 1,987,657.33 19,128,316.83

- Karet 4,123.56 42,213.88

- Kakao 49.77 170.98

- Kelapa 698.21 5,523.73

- Sagu 4,541.82 6,594.30
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.2. Revitalisasi pembenihan
dan pembibitan

5.3. Revitalisasi Infrastruktur
perkebunan dan
Sarananya

5.4. Revitalisasi SDM,
melaluipeningkatankem
ampuan manajerial dan
konten teknologiSDM
Perkebunan

5.5. Revitaslisasi teknologi
melalui
peningkatanakses
teknologi

5.6. Revitalisasi permodalan
dan akses pasar

5.7. Revitalisasi kelembagaan
petani dan lembaga
usaha perkebunan.

5.8. Pengelolaan usaha
perkebunan
melaluipendekatan
agribisnis

5.2.1. Meningkatkan jumlah
dan kemampuan
lembaga pembenihan
dan pembibitan

5.3.1. Meningkatkan
infrastruktur sarana
perkebunan

5.4.1. Meningkatkan
kemampuan SDM
Perkebunan baik
manajerial dan konten
teknologi

5.5.1. Meningkatkan akses
teknologi input,
produksi dan
pengolahan

5.6.1. Menyediakan modal
dengan bunga rendah
dan ketersediaan
akses pasar

5.7.1. Meningkatkan
kapasitas lembaga
pekebun dan usaha
agribisnis

5.8.1. Mengelola usaha
dengan pendekatan
agribisnis sehingga
produktivitas dapat
ditingkatkan,
terjadinya
pengurangan biaya
dan subsidi silang
harga output.
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Meningkatnya kuantitas

dan kualitas produk
peternakan

6.1. Revitalisasi lahan
peternakan

6.2. Revitalisasi pembenihan
dan pembibitan

6.3. Revitalisasi Infrastruktur
peternakan
dansarananya

6.4. Revitaslisasi teknologi
melalui
peningkatanakses
teknologi

6.1.1. Merekstrukturisasi
dan Optimalisasi
penggunaan lahan
pada sub sektor
peternakan

6.2.1. Meningkatkan jumlah
dan kemampuan
lembaga Pembibitan

6.3.1. Meningkatkan
infrastruktur sarana
peternakan

6.4.1. Meningkatkan akses
teknologi input,
produksi dan
pengolahan

Tingkat Produktivitas hasil
Produksi Komoditas
Peternakan:
- daging (ton)
- telur (ton)

2.025,67
110,06

3.500
225

Program Peningkatan
Produksi Hasil
Peternakan

Urusan
pertania

n

Dinas Peternakan,
Perikanan dan

kelautan

Peningkatan Populasi Hewan
Ternak:
-Ternak Besar (ekor)
-Ternak Kecil (ekor)
-Unggas (ekor)

16.182
18.818
249.328

20.000
23.000
450.000

Rasio hewan dan ternak
yang sehat (%)

- Ternak Besar
- Ternak Kecil
- Unggas
- Hewan Penular Rabies
- Hewan kesayangan

88
88
88
88
88

90
90
90
95
97

Program pencegahan
dan penanggulangan
penyakit ternak

Urusan
pertania

n

Dinas Peternakan,
Perikanan dan

kelautan

angka kebuntingan sapi
(ekor)

1.048 1.400 Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Peternakan

Urusan
pertania

n

Dinas Peternakan,
Perikanan dan

kelautan
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 Meningkatnya pendapatan

dari sektor peternakan
7.1. Revitalisasi SDM,

melalui
peningkatankemampuan
manajerial dan konten
teknologiSDM
Peternakan

7.2. Revitalisasi permodalan
dan akses pasar

7.3. Revitalisasi kelembagaan
peternak danlembaga
usaha peternakan.

7.4. Pengelolaan usaha
peternakan
melaluipendekatan
agribisnis

7.1.1. Meningkatkan
kemampuan SDM
Peternakan baik
manajerial dan
konten teknologi

7.2.1. Menyediakan modal
dengan bunga
rendah dan
ketersediaan akses
pasar

7.3.1. Meningkatkan
kapasitas lembaga
peternak dan usaha
agribisnis peternakan

7.1.2. Mengelola usaha
dengan pendekatan
agribisnis sehingga
produktivitas dapat
ditingkatkan,
terjadinya
pengurangan biaya
dan subsidi silang
harga output

- persentase hasil
produksi peternakan
yang dipasarkan (%)

5 100 Program Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan

Urusan
pertania

n

Dinas Peternakan,
Perikanan dan

kelautan
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Meningkatnya kuantitas

dan kualitas produk
perikanan

8.1. Revitalisasi lahan
perikanan

8.2. Revitalisasi pembenihan
dan pembibitan

8.3. Revitalisasi Infrastruktur
perikanan
danSarananya

8.4. Revitaslisasi teknologi
melalui
peningkatanakses
teknologi

8.1.1. Merekstrukturisasi
dan mengoptimalkan
penggunaan lahan
pada sub sektor
perikanan

8.2.1. Meningkatkan
jumlah dan
kemampuan lembaga
pembenihan
perikanan

8.3.1. Meningkatkan
infrastruktur sarana
perikanan

8.4.1. Meningkatkan akses
teknologi input,
produksi dan
pengolahan

- jumlah  produksi
perikanan budidaya
(ton)

702,56 1.425,5 Program pengembangan
budidaya perikanan

Urusan
kelautan

dan
perikana

n

Dinas Peternakan,
perikanan dan

kelautan

- Jumlah hasil perikanan
tangkap (ton)

1.532,9 1.850,2 Program Pengembangan
Perikanan Tangkap

Urusan
kelautan

dan
perikana

n

Dinas Peternakan,
perikanan dan

kelautan

9 Meningkatnya pendapatan
dari sektor perikanan

9.1. Revitalisasi SDM,
melalui
peningkatankemampuan
manajerial dan konten
teknologiSDM Perikanan

9.2. Revitalisasi permodalan
dan akses pasar

9.3. Revitalisasi kelembagaan
peternak danlembaga
usaha perikanan.

9.4. Pengelolaan usaha
perikanan

9.1.1. Meningkatkan
kemampuan SDM
Perikanan baik
manajerial dan
konten teknologi

9.2.1. Menyediakan modal
dengan bunga
rendah dan
ketersediaan akses
pasar

9.3.1. Meningkatkan
kapasitas lembaga
peternak dan usaha
agribisnispeternakan

9.4.1. Mengelola usaha
dengan pendekatan

- Jumlah produksi
olahan hasil produksi
perikanan (ton)

31,81 42,26 Program Optimalisasi
Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi
Perikanan

Urusan
kelautan

dan
perikana

n

Dinas Peternakan,
perikanan dan

kelautan
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
melaluipendekatan
agribisnis

agribisnis sehingga
produktivitas dapat
ditingkatkan,
terjadinya
pengurangan biaya
dan subsidi silang
harga output.

10 Terpenuhinya kebutuhan
energi bagi masyarakat

10.1. Pemanfaatan energi
alternatif
untukmemenuhi
kebuthan energi
masyarakat

10.1.1. Mengembangkan
energi alternatif
untuk pemenuhan
kebutuhan
masyarakat

- Persentase
pemanfaatan Energi
Baru Terbarukan
(EBT)(%)

21.11 7 Program pembinaan
dan pengembangan
bidang
ketenagalistrikan

Urusan
energy

dan
sumberd

aya
mineral

Dinas
Pertambangan dan

energi

11. Terwujudnya sistem
distribusi kelancaran arus
barangdan jasa, kepastian
usaha

11.1. Pengawasan dan
pengaturanterhadap
distribusi kebutuhan
pokok, danbarang-
barang bersubsidi.

11.2. Pelaksanaan tertib
ukur, takar, timbang
danperlengkapannya
(UTTP) guna
keakuratanstandar
ukuran dan
peningkatan
perlindunganKonsumen

11.1.1. Meningkatkanpengaw
asan terhadap
peredaran barang-
barang kebutuhan
pokok dan bersubsidi

11.2.1. Meningkatkan
perlindungan
terhadap konsumen
melalui pengawasan
dan monitoring
terhadap UTTP

- Persentase kenaikan
rata-rata koefisien
variasi harga bahan
pokok utama(%)

5-9 5-9 Program peningkatan
efisiensi perdagangan
dalam negeri

Urusan
perdaga

ngan

DISKOPERINDAG

- Jumlah temuan/
kasus yang
ditindaklanjuti(temua
n / kasus)

- Jumlah pelanggaran
UTTP yang
ditindaklanjuti(pelang
garan)

250

5

475

30

Program Perlindungan
Konsumen dan
PengamananPerdaganga
n

Urusan
perdaga

ngan

DISKOPERINDAG

12 Meningkatnya peran
industri kecil menengah.

12.1. Pembinaan industri
kecil menengah

12.1.1. Meningkatkan
kemampuan SDM
dalam penguasaan
teknologi dan
managerial usaha
dan kelembagaan
industri

- Jumlah IKM yang
memiliki profit(IKM)

- Jumlah Produk [IKM]

964 1.004 - Program
Pembinaan
Industri Kecil dan
Menengah

- Program Penataan
Struktur Industri

Urusan
industri

DISKOPERINDAG
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 Terciptanya iklim investasi

yang kondusif
13.1. Peningkatan kualitas

promosi dan kerjasama
investasi daerah

13.2. Peningkatan iklim
investasi

13.1.1. Meningkatkan
promosi dan
kerjasama investasi
daerah dengan
investor

13.1.2. Meningkatkan iklim
investasi daerah bagi
investor

- Jumlah izin prinsip
yang
diterbitkan(Jumlah)

7 69 Program peningkatan
promosi dan kerjasama
investasi

Urusan
penana

man
modal

BPMP2T

- jumlah
nilaiinvestasi(Rp.)

52,745,100,00
0

3,347,760,000,
000

Program Peningkatan
Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi

Urusan
penana

man
modal

BPMP2T

MISI III : Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian perdesaan, pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian
kependudukan.

1 Meningkatnya cakupan
penanganan PMKS

1.1 Pembinaan dan
peningkatkan
kualitaspelayanan serta
bantuan dasar terhadap
anakterlantar, anak
asuh, penyandang cacat,
penduduk lanjut usia,
komunitas adat terpencil
dan penyandang
masalah kesejahteran
social

1.1.1 Meningkatkancakupan
penanganan PMKS

- Persentase fakir miskin
yang mendapat
bantuan (%)

Program Pemberdayaan
Fakir Miskin,
Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya

Urusan
sosial

Dinas sosial,
tenaga kerja dan

transmigrasi

- Cakupan Penerimaan
Bantuan Raskin pada
RTS (%)

- - Program Jaminan Sosial Bagian
perekon
omian

SETDA

2 Meningkatnya peranan dan
kemandirian
ekonomimasyarakat
perdesaan

2.1 Peningkatan
kemandirian
ekonomimasyarakat
desa

2.1.1 Mengembangkan UED-
SP dan kelembagaan
ekonomi lainnya di
desa

- Persentase peningkatan
Badan Usaha Milik
Desa (%)

50 100 Program pengembangan
lembaga ekonomi
pedesaan

Urusan
pemberd

ayaan
msayara
kat dan

desa

BPMPD

3 Menigkatnya peran serta
masyarakat dalam
pembangunan perdesaan

3.1. Peningkatan partisipasi
masyarakat melalui
pendekatan
pemberdayaan

3.1.1 Meningkatkan peran
serta dan partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan wilayah
desa

- Persentase partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan
infrastruktur (PNPM-
Mandiri Pedesaan)(%)

- Jumlah penemuan
Teknologi Tepat Guna
(TTG)(Jumlah)

20

1 unit

100

12 unit

Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan

Urusan
pemberd

ayaan
msayara
kat dan

desa

BPMPD

4 Meningkatnya Kualitas
Usaha mikro Kecil

4.1 Pengembangan UMKM 1.1.1. Meningkatkan
kualitas kelembagaan

- Jumlah UMKM (unit) 1.600 9.276 Program Pengembangan
kewirausahaan dan

Urusan
koperasi

DISKOPERINDAG
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Menengah(UMKM) dan usaha, kapasitas

SDM, sistem
pembiayaan, dan
peluang pasar UMKM

1.1.2. Meningkatkan sentra-
sentra produk UMKM

keunggulan kompetitif
UKM

dan
usaha
kecil

menenga
h

5 Meningkatnya Kualitas
Koperasi

5.1 Pengembangan kuallitas
koperasi

5.1.1. Meningkatkan
kapabilitas koperasi

- Jumlah Koperasi
aktif(Kop)

170 996 Program Peningkatan
kualitas kelembagaan
koperasi

Urusan
koperasi

dan
usaha
kecil

menenga
h

DISKOPERINDAG

6 Menurunnya tingkat
Pengangguran

6.1 Peningkatan daya saing
pencari kerja lokaluntuk
mengisi lowongan kerja
yang ada

6.1.1. Meningkatkan
kompetensi pencari
kerja lokal melalui
pelatihan kerja yang
berbasis kompetensi
untuk mengisi
lowongan kerja yang
tersedia

6.1.2. Membangun dan
mengembangkan serta
fungsionalisasi sarana
dan prasarana
pelatihan kerja yang
ada sesuai dengan
potensi pasar kerja
dan kebutuhan dunia
usaha.

6.2.1. Mengembangkan
silabus dan kurikulum

- Besaran tenaga kerja
yang mendapatkan
pelatihan berbasis
kompetensi (orang)

- Besaran tenaga kerja
yang mendapatkan
pelatihan berbasis
masyarakat (orang)

- Besaran tenaga kerja
yang mendapatkan
pelatihan
kewirausahaan (orang)

Program peningkatan
kualitas dan
produktifitas tenaga
kerja

Urusan
ketenaga
kerjaan

DISSOSNAKERTR
AN

- Besaran pencari kerja
yang terdaftar yang
ditempatkan (orang)

Program Peningkatan
Kesempatan Kerja

Urusan
ketenaga
kerjaan

DISSOSNAKERTR
AN
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6.2 Perluasan kesempatan
kerja bagi masyarakat
pencari kerja

pelatihan kerja yang
mengacu pada pasar
kerja.

6.2.2. Meningkatkan peran
serta dunia usaha
maupun lembaga –
lembaga sosial untuk
peningkatan
kompetensi pencari
kerja lokal.

6.2.3. Meningkatkan
informasi pasar kerja
bagi masyarakat
pencari kerja dan
dunia usaha atau
pencari kerja secara
cepat dan tepat

7 Meningkatnya perlindungan
dan kesejahteraan pekerja

7.1 Peningkatan
pelaksanaan peraturan-
peraturanketenagakerjaa
n oleh perusahaan
diKabupaten Siak dan
meningkatkankesejahter
aan pekerja.

7.1.1. Meminimalisir tingkat
sengketa
ketenagakerjaan
melalui jalur mediasi
sengketa

7.1.2. Meningkatkan
kesadaran pengusaha
untuk melaksanakan
aturan
ketenagakerjaan
melalui penyuluhan
dibidang peraturan–
peraturan
ketenagakerjaan.

7.1.3. Meningkatkan standar
pengupahan daerah
melalui kebijakan
upah minimum
Kabupaten Siak sesuai
dengan kondisi dan

- Besaran kasus yang
diselesaikan dengan
perjanjian bersama (PB)
(kasus)

- Besaran pemeriksaan
perusahaan
(perusahaan)

- Besaran pengujian
peralatan di
perusahaan(perusahaan)

Program Perlindungan
dan Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan

Urusan
ketenaga
kerjaan

DISSOSNAKERTR
AN
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
kemampuan dunia
usaha.

8 Tertatanya tata kelola
administrasi kependudukan
dancatatan sipil daerah

8.1 Penataan dan
Pengembangansistemad
ministrasi
kependudukan
dancatatan sipil

8.1.1. Melakukan penataan
dan tertib
administrasikependud
ukan dan catatan sipil
melaluipengembangan
sistem
adminsitrasikependud
ukan catatan sipil
secara terpadu
danTerintegrasi

8.1.2. Meningkatkan
pemahaman kepada
masyarakatakan arti
pentingnya sistim
administrasikependud
ukan dan catatan
sipil.

8.1.3. Melakukan pendataan
kependudukan secara
berkala untuk
mengetahui jumlah,
jenis kelamin dan
distribusi
kependudukan

8.1.4. Mengelola sistem dan
pelayanan
administrasi
kependudukan sesuai
dengan prinsip-prinsip
pemerintahan yang
baik (good
governance).

- Cakupan Penerbitan
Kartu Tanda Penduduk
(%)

- Cakupan Penerbitan
Kutipan Akte Kelahiran
(%)

51,7

12

97

95

Program penataan
administrasi
kependudukan

Urusan
kependu
dukan

dan
pencatat
an sipil

DISDUKCAPIL
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 Terbangunnya sistem

informasi kependudukan
9.1 Pengembangan sistem

informasi
Kependudukan

9.2 Peningkatan pengelolaan
data
informasikependudukan

9.1.1. Menciptakan sistem
informasi
administrasikependud
ukan terpadu berbasis
teknologiinformasi
melalui komitmen
berbagai pihak

9.2.1. Meningkatkan
partisipasi masyarakat
akan tertib
administrasi
kependudukan dengan
sosialisasi akan
pentingnya dokumen
penduduk (KTP, KK
dan Akta catatan sipil)

9.2.2. Menertibkan
penyimpanan
dokumen
pendaftaranpenduduk
dan pencatatan sipil

9.2.3. Meningkatkan
pelayanan
administrasikependud
ukan yang mudah,
murah, cepat
danterpadu.

Lama maksimal proses
pengurusan (hari) :
- KTP
- KK
- Akte pencatatan sipil

14
14
30

14
14
30

Program Pengembangan
Sistim Informasi
Administrasi
Kependudukan

Urusan
kependu
dukan

dan
pencatat
an sipil

DISDUKCAPIL
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
MISI IV : Membangun, meningkatkan dan memeratakan pembangunan infrastruktur daerah melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air,
pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.

1 Meningkatnya kualitas
infrastruktur jalan dan
jembatan

1.1. Pembangunan dan
rehabilitasi/pemelihara
an infrastruktur jalan
dan jembatan
kabupatendengan
kualitas yang baik

1.1.1. Membangun jalan
kabupaten secara
efisiendengan
kualitas baik dan
mengelolanya
denganbaik

- Tersedianya jalan yang
menghubungkan pusat-
pusat kegiatan dalam
wilayah kabupaten

(%)
- Tersedianya jalan yang

memudahkan
masyarakat per
individu melakukan
perjalanan (%)

96

100

100

100

Program pembangunan
jalan dan jembatan

Urusan
pekerjaa
n umum

BMP

- Persentase
Tersedianya jalan
yang dapat menjamin
kendaraan dapat
berjalan dengan
selamat dan nyaman
(%)

- Persentase
tersedianya jalan yang
menjamin perjalanan
dapat dilakukan
sesuai dengan
kecepatan rencana (%)

- Persentase
tersedianya jalan yang
menjamin pengguna
jalan berkendara
dengan selamat (%)

46

38

46

69

61

69

Program rehabilitasi /
pemeliharaan jalan
dan jembatan

Urusan
pekerjaa
n umum

BMP
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Meningkatnya kualitas

sistem drainase, irigasi
2.1. Pembangunan,

pengembangan dan
pengelolaan sistem
drainase, irigasi dengan
kualitas baik

2.1.1. Membangun sistem
drainase dan irigasi
berkualitas baik dan
mengelolanya dengan
baik

- Persentase penduduk
yang terlayani sistem
jaringan drainase
skala kota sehinggga
tidak terjadi genangan
(lebih dari 30 cm
selama 2 jam) lebih
dari 2 kali setahun (%)

23,33 51,67 Program
Pembangunan
saluran
drainase/gorong-
gorong

Urusan
pekerjaa
n umum

Dinas CKTR

- persentase
ketersediaan air irigasi
untuk pertanian
rakyat pada sistem
irigasi yang sudah ada
(%)

42.17 66.7 Program
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi;Rawa dan
Jaringan Pengairan
lainnya

Urusan
pekerjaa
n umum

Dinas BMP

3 Meningkatnya kualitas air
baku dan air bersih

3.1. Penyediaan air baku dan
air bersih untuk
kepentinganmasyarakat

3.1.1. Membangun
prasarana
penyediaan air baku
dan air bersih

- Persentase penduduk
yang mendapatkan
akses air minum yang
amanper
- kotaan (%)
-perdesaan (%) 49,65

54,86
67,16
62,16

Program
Pengembangan
kinerja pengelolaan
air minuman dan air
limbah

Urusan
pekerjaa
n umum

Dinas CKTR

- Persentase penduduk
yang terlayani sistem
air limbah yang
memadai (%)

30,31 51,31

- Persentase
tersedianya air baku
untuk memenuhi
kebutuhan pokok
minimal sehari-hari
(%)

30,31 36,31 Program penyediaan
dan pengolahan air
baku

Urusan
pekerjaa
n umum

Dinas CKTR

4 Terkendalinya banjir 1.1. Pengendalian banjir 1.1.1. Mengendalikan banjir
secara efektif

- cakupan pengendalian
banjir (%)

43.9 58.5 Program Pengendalian
Banjir

Urusan
pekerjaa
n umum

BMP

- Cakupan 23.34 36.07 Program Urusan Dinas BMP
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
pengendalian abrasi
(%)

pembangunan turap /
talud / bronjong

pekerjaa
n umum

5 Terbangunnya infrastruktur
di wilayah perdesaan

5.1. Pembangunan
infrastruktur di wilayah
perdesaan
dengankualitas baik

5.1.1. Membangun
infrastruktur
pedesaan

- Tingkat ketersediaan
infrastruktur
perdesaan (%)

31,08 31,36 Program
Pembangunan
Infrastruktur
Pedesaan

Urusan
pekerjaa
n umum

Dinas CKTR

6 Meningkatnya cakupan
pelayanan kelistrikan
daerah

6.1. Pembangunan dan
pengembangan
infrastruktur energi
kelistikan daerah

6.1.1. Membangun dan
mengembangkan
infrastruktur energi
kelistikan daerah

- Rasio Elektrifikasi (%) 37 70 Program pembinaan
dan pengembangan
bidang
ketenagalistrikan

Urusan
energy

dan
sumberd

aya
mineral

Dinas
Pertambangan dan

energi

7 Meningkatnya kualitas
perumahan

7.1. Pembangunan
perumahan dengan
sarana dan
prasaranayang memadai

7.1.1. Membangun
perumahan dan
sarana/
prasaranayang
memadai

- Cakupan ketersediaan
rumah layak huni (%)

28,34 28,61 Program
Pengembangan
Perumahan

Urusan
Perumah

an

Dinas CKTR

- Cakupan Lingkungan
Perumahan yang
sehat dan aman yang
didukung Prasana,
sarana dan Utilitas
Umum (PSU) (%)

21,64 21,89 Program Lingkungan
Sehat Perumahan

Urusan
Perumah

an

Dinas CKTR

8 Meningkatnya kualitas
perencanaan tata ruang
daerah

8.1 Penyusunan
dokumenperencanaan
tata ruang
sesuaitingkatannya
dengan data pemetaan
yang memadai

8.1.1. Menyusun dokumen
perencanaan tata
ruangsesuai
tingkatanberbasiskan
data dan
pemetaanyang
lengkap

- Persentase
ketersediaan informasi
mengenai rencana
umum tata ruang
melalui peta analog
dan peta digital (%)

- Persentase
ketersediaan informasi
mengenai rencana
rinci tata ruang
melalui peta analog
dan peta digital (%)

…

10

…

100

Program Perencanaan
Tata Ruang

Urusan
Penataa
n Ruang

BAPPEDA & Dinas
CKTR

9 Meningkatnya kualitas
pemanfaatan ruang

9.1. Pengendalian
pemanfaatan ruang

9.1.1. Mengendalikan dan
mengawasi

- Persentase jumlah Izin
Mendirikan Banguann

5 30 Program Pemanfaatan
Ruang

Urusan
penataa

Dinas CKTR
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
sesuai
denganperuntukannya

pemanfaatanruang
sehingga sesuai
peruntukan

(IMB) yang diterbitkan
(%)

n Ruang

- Persentase
terlaksananya tindakan
awal terhadap
pengaduan masyarakat
tentang pelanggaran
dibidang penataan
ruang dalam lima hari
kerja (%)

10 100 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

Urusan
penataa
n Ruang

Dinas CKTR

10 Meningkatnya kualitas
layanan perhubungan

10.1. Pembangunan, dan
pengelolaan sarana
dan prasarana
perhubungan dengan
kualitas baik

10.1.1. Membangun dan
mengelola sarana
danprasarana
perhubungansecara
efisien dengan
kualiatas baik

- Cakupan jaringan
pelayanan angkutan: -
darat, -laut (%)

- Cakupan fasilitas
Perlengkapan: -darat, -
laut (%)

80

75

98

95

Program
pembangunan
prasarana dan
fasilitas perhubungan

Urusan
perhubu

ngan

DISHUB &
INFOKOM

Status sarana dan
prasarana perhubungan (-
terminal, -pelabuhan)
(tipe)

Program
Pengembangan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan

Urusan
perhubu

ngan

DISHUB &
INFOKOM

Cakupan layanan
angkutan: -darat, -laut
(daerah: -terpencil, -
umum) (%)

50 85 Program peningkatan
pelayanan angkutan

Urusan
perhubu

ngan

DISHUB &
INFOKOM

Cakupan Layanan
pengujian kendaraan
bermotor (%)

60 95 Program peningkatan
kelayakan
pengoperasian
kendaraan bermotor

Urusan
perhubu

ngan

DISHUB &
INFOKOM

Berfungsinya prasarana
dan fasilitas LLAJ (%)

65 80 Program Rehabilitasi
dan Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ

Urusan
perhubu

ngan

DISHUB &
INFOKOM
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 Terciptanya lalu lintas yang

aman dan nyaman
11.1. Pengendalian

danpengamanan
pelayanan terhadap
jasa angkutan

11.1.1. Mengendalikan dan
mengamankan
pelayanan terhadap
jasa angkutan

- Tingkat penindakan
pelanggaran
overloading di jembatan
timbang (%)

- Tingkat penindakan
pelanggaran izin trayek
(%)

70

70

-

99

Program pengendalian
dan pengamanan lalu
lintas

Urusan
perhubu

ngan

DISHUB &
INFOKOM

12 Meningkatnya
pembangunan yang
berwawasan lingkungan

12.1. Pengelolaan sampah
dengan baik

12.2. Pengendalian
pencemaran dan
perusakan
lingkunganHidup

12.2.1. Mengelola sampah
dengan baik baik di
TPS maupun di TPA

12.2.1. Mengendalikan
pencemaran dan
perusakanlingkung
an hidup

- Cakupan fasilitas
pengurangan sampah
di perkotaan (%)

- Cakupan sistem
penanganan sampah
diperkotaan (%)

5

23

18

45

Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan

Urusan
lingkung
an hidup

Dinas Pasar,
Kebersihan dan

Pertamanan

- Persentase Jumlah
usaha dan/atau
kegiatan yang mentaati
persyaratan
administratif dan
teknis pencegahan
pencemaran air (%)

- Persentase Jumlah
usaha dan/atau
kegiatan yang mentaati
persyaratan
administratif dan
teknis pengendalian
pencemaran udara (%)

- Presentase luasan
lahan yang telah
ditetapkan status
kerusakan lahan
dan/atau tanah untuk
produksi biomassa
yang diinformasikan
(%)

- Persentase Jumlah
pengaduan masyarakat

40

40

-

40

100

100

100

100

Program Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup

Urusan
Lingkun

gan
Hidup

BLH
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan
hidup yang
ditindaklanjuti(%)

13 Terlindunginya
danterkonservasinya
sumberdaya alam

13.1. Perlindungan dan
pengkonservasian
sumberdaya alam

13.1.1. Melindungi dan
mengkonservasi yang
memiliki nilai tinggi

- Persentase kerusakan
sumberdaya air(%)

50 100 Program
Perlindungan dan
Konservasi Sumber
Daya Alam

Urusan
Lingkun

gan
hidup

BLH

- Luasan kawasan
konservasi sungai dan
laut yang direhabilitasi
(ha)

50 100 Program Rehabilitasi
dan Pemulihan
cadangan Sumber
Daya Alam

Urusan
Lingkun

gan
hidup

BLH

- persentase luas lahan
kritis yang
direhabilitasi (%)

3.09 52,24 Program rehabilitasi
hutan dan lahan

Urusan
Kehutan

an

DISHUTBUN

- berkurangnya Kasus
pencurian hasil hutan
dan perambahan hutan

0 Kasus 6Kasus Program Perlindungan
dan konservasi sumber
daya hutan

Urusan
Kehutan

an

DISHUTBUN
0 M3 105 M3
0 Ha 450 Ha

14 Meningkatnya kualitas dan
akses informasi SDA dan LH

14.1. Peningkatan kualitas
dan akses informasi
SDA dan LH

14.1.1. Meningkatkan
kualitas akses dan
sisteminformasi
untuk SDA dan LH

Cakupan penyebaran
informasi sumberdaya
alam dan lingkungan
hidup (%)

40 100 Program Peningkatan
Kualitas dan Akses
Informasi Sumber
Daya Alam dan
Lingkungan Hidup

Urusan
Lingkun

gan
hidup

BLH

15 Terkendalinya kebakaran
hutan dan lahan

15.1. Pengendalian
kebakaran hutan dan
lahan

15.1.1. Mengendalikan
kebakaran hutan dan
lahan dan
memperkecil

- Luas areal kebakaran
hutan (ha)

- 100 % Program pengendalian
kebakaran hutan

Urusan
Lingkun

gan
hidup

BPBD
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
dampaknya - Cakupan pelayanan

bencana kebakaran
(%)

- tingkat waktu tanggap
(respon time rate)
daerah layanan
wilayah manajemen
kebakaran (%)

-

-

0,43

23,42

Program peningkatan
kesiagaan dan
pencegahan bahaya
kebakaran

Urusan
Peruman

an

BPBD

16 Terkelolanya RTH 16.1. pengeloalaan ruang
terbuka hijau (RTH)

16.1.1. Mengelola RTH
khususnya di
wilayah perkotaan

- Rasio luas ruang
terbuka hijau public
kota dengan luas
wilayah kota (%)

- 50 Program pengelolaan
ruang terbuka hijau
(RTH)

Urusan
Lingkun

gan
Hidup

Dinas Pasar,
kebersihan dan

pertamanan

17 Tersedianya sistem
informasi pertanahan

17.1. Penggunaan dan
penatan sistim
administrasipertanahan
yang didukung oleh ICT

17.1.1. Menyediakan sistem
informasi pertanahan
demiterlaksananyape
nataan, penguasaan,
pemilikan,penggunaa
n dan pemanfaatan
tanah

- Persentase
ketersediaan informasi
pertanahan (%)

- 90 Program
Pengembangan Sistim
Informasi Pertanahan

Bagian
Pertanah

an

SETDA

18 Terselesaikannya konflik-
konflik pertanahan

18.1. Fasilitasi konflik
pertanahan
secaraberkeadilan.

18.1.1. Menyelesaikan
konflik-konflik
pertanahan
secaratuntas dan
tidak menyisakan
persoalan
dikemudian hari

- Tingkat konflik
pertanahan yang
terselesaikan(%)

0 80 Program penyelesaian
konflik-konflik
pertanahan

Bagian
Pertanah

an

SETDA

19 Terwujudnya tertib
administrasi pertanahan

19.1. Penertiban administrasi
pertanahan

19.1.1. Meningkatkan
kepastian hukum
kepemilikan tanah

19.1.2. Melakukan pemetaan
batas-batas wilayah
daerah

19.1.3. Meningkatkan
penataan
administrasi
pertanahan

- Tingkat ketersediaan
peta dan tabel data
lahan(%)

- Ketersediaan lahan
siap bangun milik
pemerintah (persil)

- 100 Program penataan;
penguasaan;
pemilikan;
penggunaan dan
pemanfaatan tanah

Bagian
Pertanah

an

SETDA

Persentase ketersediaan
informasi  batas
Kecamatan dalam

0 82 Program Batas
Wilayah
Pemerintahan

Bagian
Adm

pemerint

SETDA
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

19.1.4. Menertibkan asset
pemerintah daerah

Kabupaten Siak dalam
bentuk peta (%)

ahan
umum

20 Berjalannya pembangunan
yang terencana,
terkordinasidan sinergis

20.1. Pengembangan data,
informasidan
kapasitaskelembagaanp
erencanaan
pembangunan

20.2. Pengembangan
perencanaanpembangu
nan

20.3. Pengembangan
kerjasama sektoral
denganpihak ketiga

20.1.1. Melakukan
pemutakhiran data
dan
infomrasipembangun
an sebagai bahan
perumusankebijakan

20.2.1. Mengembangkan
perencanaan
pembangunan
daerah

20.3.1. Melaksanakan
forum-
forumkerjasama
bilateral dan
multilateral dengan
pihak ketiga
dalampelaksanaan
pembangunan
daerah.

- Persentase tujuan,
sasaran dan target
yang jelas dan terukur
pada dokumen
perencanaan :
-RPJMD 2011-2016 (%)
-RKPD (%)

- Persentase konsistensi
kesesuaian penjabaran
RPJMD dalam RKPD
(%)

- Persentase kesesuaian
sasaran/target KUA
dan PPAS terhadap
RKPD (%)

- Persentase kesesuaian
sasaran/target renstra
SKPD terhadap RPJMD
(%)

Program perencanaan
pembangunan daerah

Urusan
perenca

naan
pemban
gunan

BAPPEDA

- Tingkat ketersediaan
data/informasi dan
statistik daerah(%)

Program
pengembangan
data/informasi

Urusan
perenca

naan
pemban
gunan

BAPPEDA

- Jumlah kerjasama
antar daerah yang
ditangani (MoU)

- Jumlah kegiatan CSR
yang terlaksana
(kegiatan)

Program kerjasama
pembangunan

Urusan
perenca

naan
pemban
gunan

BAPPEDA

MISI V :   Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (clean government and good governance), menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan dan
perizinan dan mengoptimalkan implementasi otonomi kepada desa.
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Terwujudnya implementasi

desentralisasi politik
1.1. Perluasan Partisipasi

Masyarakat
dalamperumusan,
pelaksanaan dan
kontrolkebijakan
daerah.

1.1.1. Meningkatkan peran
masyarakat dalam
prosespenyusunan
kebijakan publik,
fungsi
controlterhadap
penyelenggaraan
kebijakan
danpelayanan publik.

- Persentase partisipasi
politik masyarakat
dalam pemilu dan
pemilukada : (%)
- Pemilu
- pemilukada provinsi

- pemilukada
kabupaten

- pemilu Pilpres

60.52
-

61.38

66.92

75
48

70

75

Program Pendidikan
Politik Masyarakat

KESBANGPOL

- Jumlah perda (perda) 195 307 Program peningkatan
kapasitas lembaga
perwakilan rakyat
daerah

Urusan
Otonomi
Daerah,

Administr
asi

Keuangan
Daerah,

Perangkat
Daerah,

dan
Persandia

n

SETWAN

2 Terwujudnya implementasi
desentralisasi Keuangan

2.1. Optimalisasi Penerimaan
Keuangan daerah

2.2. Manajemen pengelolaan
keuangan daerahyang
transparan dan
akuntabel

2.1.1. Menigkatkan
penerimaan daerah
dari sektor-sektor
produktif.

2.2.1. Meningkatkan
kemampuan aparatur
pengelola keuangan
daerah

2.2.2. Mengembangkan
sistem pengelolaan
keuangan daerah yang
transparan dan
akuntabel yang dapat
diakses oleh publik

- Besar nilai Pendapatan
Asli Daerah (PAD) (Rp.)

- Opini BPK terhadap
laporan keuangan
pemerintah daerah
kabupaten siak (Opini)

172,236,2
92,147

WDP

287,973,2
16,856

WTP

Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah

Urusan
Otonomi
Daerah,

Administr
asi

Keuangan
Daerah,

Perangkat
Daerah,

dan
Persandia

n

DPPKAD
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Terwujudnya Implementasi

desentralisasi Administratif
3.1. Revitalisasi struktur dan

fungsi organisasi
pemerintah daerah
dalam menjalankan
urusan daerah otonom

3.2. Peningkatan kualitas
dan kuantitas regulasi
daerah sebagai landasan
hukum pembangunan
daerah

3.1.1. Menata Tupoksi
organisasi pemerintah
daerah

3.2.1. Meningkatkan
kualitas dan kuantitas
perumusan hokum
daerah, kepastian
hokum dan penegakan
hukum daerah

- Cakupan Penataan
Organisasi Perangkat
Daerah (%)

Program Penataan
Organisasi Perangkat
Daerah

Urusan
OTDA,

Pemerinta
han

Umum,
Adm.

KEUDA,
Perangkat
Daerah,

Kepegawa
ian, &

Persandia
n

SETDA

- Jumlah Produk Hukum
Daerah yang di
proses(ranperda)

19 27 Program Penataan
Peraturan Perundang-
Undangan

Bagian
Hukum

SETDA

- Cakupan Produk Hukum
yang tersosialisasikan
(%)

0 100 program sosialisasi
hukum daerah

Bagian
Hukum

SETDA

4 Terwujudnya pemerintahan
yang responsif,
transparan,dan akuntabel

4.1. Transparansi dan
akuntabilitas kebijakan
pemerintah daerah

4.1.1. Meningkatkan akses
publik dalam
perumusan dan
implementasi
kebijakan

4.1.2. Meningkatkan akses
informasi
pembangunan
kepada masayarakat
dan mengembangkan
masyarakat sadar
informasi

4.1.3. Meningkatkan
system pengawasan
dalam implementasi
kebijakan

4.2.1. Mengembangkan

- Cakupan
penyebarluasan
informasi melalui
media(%):
-TV,
-Radio,
-Websit

-
-
-

100
100
100

Program Pengembangan
Komunikasi; Informasi
dan Media Massa

Urusan
komunika

si dan
informasi

DISHUB &
INFOKOM

- temuan hasil
pemeriksaan institusi
pengawasan internal dan
eksternal yang selesai
ditindaklanjuti
(Inspektorat Kabupaten,
Inspektorat Propinsi,
BPK) (%)

- Rata-rata nilai
akuntabilitas kinerja

62

55

75

60

Program Peningkatan
sistem pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH

OTDA,
Pemerinta

han
Umum,
Adm.

KEUDA,
Perangkat
Daerah,

Kepegawa
ian, &

Inspektorat
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.2. Pemanfaatan IT dalam
manajemen dan
pelayanan public

4.3. Revitalisasi proses
desentralisasi dan
otonomi daerah

system informasi
manajemen
pelayanan publik

4.3.1. Mengimplementasika
n manajemen
penanggulangan
bencana untuk
mengurangi

unit kerja (Point) Persandia
n- Jumlah pedoman

pengawasan dan
pemeriksaan yang
memenuhi standar audit

(pedoman)

1 16 Program Penataan dan
penyempurnaan
kebijakan dan prosedur
pengawasan

- Jumlah aparat
pemeriksa internal
pemerintah (APIP)
jabatan fungsional yang
bersertifikasi (orang)

0 25 Program peningkatan
profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan

- persentase BUMD yang
profit (%)

0 95 Program Pembinaan
dan Pengembangan
BUMD

Bagian
ekonomi

SETDA

- Cakupan Pelaksanaan e-
Prouchment (%)

0 100 Program Optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi

Adm.
Pemb

SETDA

- Cakupan penyebar
luasan informasi melalui
media massa (%)

0 99 Program Pengembangan
Komunikasi; Informasi
dan Media Massa

Bagian
Humas

SETDA

- Jumlah Korban Bencana
Meninggal (Orang)

0 0 Program Pencegahan
Dini dan
Penanggulangan Korban
Bencana Alam

Urusan
Kesatuan
Bangsa

dan
Politik
Dalam
Negeri

BPBD

5 Meningkatnya kapasitas
dan kapabilitas
kelembagaan pemerintah
daerah

5.1. Reformasi birokrasi

5.2. Optimalisasi kinerja
pemerintah daerah

5.1.1. Merehabilitasi
budaya birokrasi

5.2.1. Meningkatkan kulitas
dan kuantitas
pelayanan aparatur

5.2.2. Meningkatkan
kualitas pelayanan
(kinerja kepala
daerah dan wakil
kepala daerah)

- Rata-rata Rasio Capaian
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (%)

0 87 Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan

Bagian
Organisas

i

SETDA

- Persentase pejabata
struktural yang telah
lulus diklatpim :
- Diklatpim II (%)
- Diklatpim III (%)
- Diklatpim IV (%)

71
76
53

100
100
100

Program peningkatan
kapasitas sumberdaya
aparatur

OTDA,
Pemerinta

han
Umum,
Adm.

KEUDA,
Perangkat

BKD

- Jumlah diklat aparatur Program Pendidikan
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.2.3. Meningkatkan

kualitas dan
kapasitas aparatur

yang diikuti :
- Fungsional (Jumlah)
- Teknis (Jumlah)

50
100

250
500

Kedinasan Daerah,
Kepegawa

ian, &
Persandia

n
- Capaian Kegiatan Dewan

Pengurus Korpri sesuai
jadwal(%)

- 98 Program pembinaan
dan pengembangan
aparatur

OTDA,
Pemerinta

han
Umum,
Adm.

KEUDA,
Perangkat
Daerah,

Kepegawa
ian, &

Persandia
n

KORPRI

- Persentase PNS yang
mendapatkan hukuman
disiplin(%)

- Persentase PNS yang
berpendidikan :
- S1 %
- S2 %
- S3 %

0,29

58
5
0,03

0,34

60,03
6,23
0,09

BKD

- Capaian Kegiatan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah sesuai
jadwal (%)

0 100 program peningkatan
pelayanan kedinasan
kepala daerah/wakil
kepala daerah

Bagian
umum

SETDA

6 Meningkatnya stabilitas,
keamanan, dan ketertiban
masyarakat

6.1. Peningkatan kualitas
keamanan, ketertiban
umum dan kenyamanan
lingkungan

6.1.1. Meningkatkan
kualitas keamanan
dan ketertiban umum
serta semangat bela
negara

- Tingkat pemberkasan
pelaku pelanggaran
peraturan daerah
(PERDA) (%)

53 84 Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal

Satpol-PP

- Cakupan petugas
perlindungan
masyarakat
(LINMAS)(%)

- persentase partisipasi
masyarakat dalam
mengatasi dan
mengantisipasi kasus
instabilitas
kententraman dan
keterlibatan
masyarakat (%)

0

50

80

80

Program Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan

Satpol-PP &
Kesbangpol
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah konflik

bernuansa sara
(konflik)

1 Konflik 0 konflik Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan

Kesbangpol

7 Terbentuknya kelembagaan
desa
sehinggapenyelenggaraan
pemerintahan dapat
berjalan secara Optimal

7.1. Peningkatan dan
pengembangan
kelambagaan desa serta
sarana dan prasarana
penunjangnya

7.1.1. Menata  kelembagaan
desa dan
mengoptimalkan
peran struktur dan
fungsi organisasi

- Persentase
terlaksananya Rapat
Koordinasi Aparatur
Pemerintah Daerah
dengan  Camat,
Lurah, Kades dan
BPD se Kabupaten
Siak (%)

60 80 Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah

Pemberda
yaan

masyarak
at dan
desa

BPMPD

8 Adanya kepastian tentang
kewenangan yang dimiliki
oleh desa, melalui
penyerahan sebahagian
kewenangan pemerintah
kabupaten kepada desa
serta pelaksanaan
kewenangan asli desa.

8.1. Desentralisasi
kewenangan dari
pemerintah kabupaten
kepada desa

8.1.1. Menataregulasi
tentang implementasi
otonomi desa

- Persentase usulan
pemekaran desa yang
telah disusun
ranperdanya (%)

75 85 Program Penataan
Daerah Otonomi Baru

Urusan
Otonomi
Daerah,

Pemerinta
han

Umum,
Administr

asi
Keuangan
Daerah,Pe
rangkat
Daerah,

Kepegawa
ian, dan

Persandia
n

BPMPD

- Persentase
pelaksanaan pemilihan
kepala desa sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan

(%)

80 100 Program Peningkatan
sistem pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH

9 Terwujudnya kemadirian
keuangan desa

9.1. Desentralisasi keuangan
kepada desa

9.1.1. Meningkatkan
kemampuan aparatur
desa dalam
menjalankan dan
mengelola keuangan
desa

- Persentase
penyampaian laporan
pertanggung jawaban
keuangan desa tepat
waktu (%)

- Persentase realisasi
fisik dan keuangan
kegiatan pokmas (%)
- Fisik
- Keuangan

58

100
100

100

100
100

Program Pembinaan
dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan
Desa

Urusan
Otonomi
Daerah,

Pemerinta
han

Umum,
Administr

asi
Keuangan
Daerah,Pe

BPMPD &
Kecamatan
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No Sasaran Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja
(outcome)

Capaian Kinerja
Program

Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan

SKPD
Penanggung

Jawab
Kondisi

Awal
Kondisi
Akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 Terjuwujudnya tata

kelolaadministrasi
pemerintahanDesa

10.1. Penataan ulang sistem
adminsitrasi dan
pemerintahan desa

10.1.1. Meningkatkan
kapasitas dan
kapabilitas
kelembagaan dan
aparatur
pemerintahan desa

- Persentase
Administrasi yang baik
dan tertib (%)

58 100 Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa

rangkat
Daerah,

Kepegawa
ian, dan

Persandia
n

BPMPD
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BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN

8.1 Perumusan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai
Kebutuhan Pendanaan

Salah satu langkah yang sangat menentukan operasional tidaknya

sebuah perencanaan pembangunan adalah pada tahapan perumusan

program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. Tahapan ini

merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis

dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program

prioritas.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek

strategis dan operasional program prioritas dipisahkan pula menjadi 2

(dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program

prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang

dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah

pada dasarnya adalah perencanaan operasional.

Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran

pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan

pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode

dan sebaliknya, menjadi operasional diperiode berikutnya.

Dalam hal suatu urusan atau program menjadi strategis maka

perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi

intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam

penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu, yang demikian

karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena

pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya

sangat tinggi.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan

dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara

sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan

diseluruh urusan (wajib dan pilihan). Berdasarkan rumusan

permasalahan pembangunan daerah di tiap urusan maka dibuatlah

program prioritas dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu

keberhasilan.

lndikasi rencana program prioritas Kabupaten Siak berisi program-

program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka
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menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif

sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia

untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program

prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif

selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan

Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam

kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing

urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang

bersumber dari APBD Siak namun juga oleh sumber pendanaan lainnya

(APBN, APBD Provinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

8.1.1 Perhitungan Pagu Indikatif Program Prioritas

Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan

strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah,

dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program

merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas

tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program

dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang

berhubungan dengan program pembangunan daerah (strategik) dan pagu

indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan kerangka, sebagai

berikut:

Gambar 8.1.
Kerangka Penghitungan Pagu Indikatif
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Dengan demikian, penentuan pagu indikatif pada masing-masing

kelompok diatas, dilakukan secara simultan antara nilai pagu indikatif

masing-masing program prioritas, total pagu indikatif, dan dana pada

total dana Prioritas I/Prioritas II. Berdasarkan jumlah total dana pada

Dana Prioritas I dan II, perhitungan pagu program dapat dilakukan

dengan:

a. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan pada program terkait.

b. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap

program.

c. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada

setiap program diverifikasi kebenarannya.

d. Menghitung alokasi SKPD berdasarkan program yang menjadi

tanggungjawab SKPD.

Setelah pagu setiap kegiatan diketahui kemudian Perumusan

indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan

dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana

program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif dari setiap rancangan RENSTRA SKPD.

8.1.2 Program Prioritas dan Pendanaan Dalam Tahun 2011-2016

Sesuai dengan prioritas dan kebijakan anggaran yang disesuaikan

dengan prediksi penerimaan daerah, maka kerangka pendanaan

program-program strategis dan operasional dalam kurun waktu tahun

2011 sampai tahun 2016, dilaksanakan sebagaimana tabel 8.1. di bawah

ini.



target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

1.01 Pendidikan 142,272,940,020 169,554,641,350 192,861,711,650 180,446,837,222 212,602,823,000 897,738,953,242

1.01.0
1.01

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

% 100 100 7,482,659,220 100 8,642,558,990 100 8,192,064,600 100 7,185,522,600 100 7,092,080,000 100 38,594,885,410 Dinas
pendidikan

dan
kebudayaan

100 4,095,192,100 100 4,539,985,500 100 1,209,040,000 100 3,186,590,000 100 11,808,253,300 100 24,839,060,900 Dinas
pendidikan

dan
kebudayaan

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

% 100

 SKPD
Penanggung

Jawab

URUSAN WAJIB

Keterangan
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1.01.0
1.02

Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program  Prioritas yang di sertai Kebutuhan Pendanaan

Kabupaten Siak Tahun 2011-2016

VIII - 2                      Revisi RPJMD Kab. Siak Tahun 2011-2016

100 4,095,192,100 100 4,539,985,500 100 1,209,040,000 100 3,186,590,000 100 11,808,253,300 100 24,839,060,900 Dinas
pendidikan

dan
kebudayaan

100 515,960,000 100    515,960,000 Sekretariat
Daerah

tahun 2013 dst
Program tidak
digunakan lagi

di urusan
pendidikan

1.01.0
1.03

Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

% 100 100    136,275,000 100    180,200,000  -  - -                             - 100    875,000,000 100  1,191,475,000 Dinas
pendidikan

dan
kebudayaan

1.01.0
1.05

Program peningkatan
kapasitas Sumber
Daya Aparatur

Pegawai/aparatur
yang
mendapatkan
pelatihan berbasis
kompetensi

% 100 100    142,090,000 100    101,045,000 100    101,045,000 100    101,045,000 100    200,000,000 100    645,225,000 Dinas
pendidikan

dan
kebudayaan

1.01.0
1.06

Program peningkatan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan

Tertibnya sistem
Pelaporan

% 100  -  - 100     13,550,000  -  -  -  -   -  - 100     13,550,000 Dinas
pendidikan

dan
kebudayaan

1.01.0
1.07

Program peningkatan
kapasitas
pengelolaan
keuangan daerah

Tingkat Ketepatan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

% 100 100     72,740,000 100     70,940,000 100     41,900,000 100     41,900,000 100    125,000,000 100    352,480,000 Dinas
pendidikan

dan
kebudayaan

1.01.0
1.15

Program pendidikan
anak usia dini

APK PAUD % 33.25 40  1,085,472,000 50  2,808,154,760 62  2,173,643,000 64  2,844,968,600 65.5  4,884,270,280 65.5 13,796,508,640 Dinas
pendidikan

dan

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

% 100

56,821,617,500 255,717,569,560

1.01.0
1.02

Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

Program Wajib
belajar pendidikan
sembilan tahun

1.01.0
1.16

Dinas
pendidikan

dan
kebudayaan

31,483,926,800 42,132,472,910 64,728,993,850 60,550,558,500

1.01.0
1.15

Program pendidikan
anak usia dini

APK PAUD % 33.25 40  1,085,472,000 50  2,808,154,760 62  2,173,643,000 64  2,844,968,600 65.5  4,884,270,280 65.5 13,796,508,640 Dinas
pendidikan

dan
APM SD/MI % 82.15 91.08 89.15 89.22 88.58 94.28 94.28

APK SD/MI % 95.42 92.94 92.41 93.31 93.77 94.04 94.04
APM SMP/MTS % 58.50 77.92 74.23 79.62 82.74 88.86 88.86
APK SMP/MTS % 78.06 79.51 80.4 83.42 84.29 88.4 88.4
angka kelulusan
(AL) SD/MI

% 100 100 100 100 100 100 100

angka kelulusan
(AL) SMP/MTS

% 99.96 100 100 100 100 100 100

Angka Putus
Sekolah (APS)
SD/MI

% 0.15 0.14 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03

56,821,617,500 255,717,569,560Program Wajib
belajar pendidikan
sembilan tahun

1.01.0
1.16

Dinas
pendidikan

dan
kebudayaan

31,483,926,800 42,132,472,910 64,728,993,850 60,550,558,500

VIII - 2                      Revisi RPJMD Kab. Siak Tahun 2011-2016



target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Angka Putus
Sekolah (APS)
SMP/MTs

% 0.45 0.43 0.23 0.15 0.1 0.09 0.09

 2,450,430,000  2,450,430,000 Sekretariat
Daerah

tahun 2013 dst
Program tidak
digunakan lagi

di urusan
pendidikan

APM
SMA/SMK/MA

% 64.40 64.65 64.93 65.03 65.29 70.67 70.67

APK
SMA/SMK/MA

% 59.37 62.23 64.93 73.71 79.99 85.63 85.63

angka kelulusan
(AL)
SMA/SMK/MA

% 100 99.95 100 100 100 100 100

Angka Putus
Sekolah (APS)
SMA/SMK

% 0.45 0.43 0.35 0.32 0.31 0.30 0.30

56,821,617,500 255,717,569,560

29,426,459,440 39,646,903,700 39,450,242,400 34,529,046,300 43,692,938,400 186,745,590,240

Program Wajib
belajar pendidikan
sembilan tahun

1.01.0
1.16

Dinas
pendidikan

dan
kebudayaan

Dinas
pendidikan

dan
kebudayaan

Program pendidikan
menengah

1.01.0
1.17

31,483,926,800 42,132,472,910 64,728,993,850 60,550,558,500
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Angka Putus
Sekolah (APS)
SMA/SMK

% 0.45 0.43 0.35 0.32 0.31 0.30 0.30

1.01.0
1.18

Progam pendidikan
non formal

Angka melek
huruf

% 98.65 -  - 98.71    260,000,000                 -                             -                    -                             -                      -                              - 98.8    260,000,000 Dinas
pendidikan

dan
kebudayaan1.01.0

1.19
Program pendidikan
luar biasa

Persentase
kesempatan
belajar
masyarakat
perlakuan khusus

%           75.25 80     19,156,000 82.2    544,233,000  -  -                    -                             - 98.5    895,000,000 98.5  1,458,389,000 Dinas
pendidikan

dan
kebudayaan

1.01.0
1.20

Program peningkatan
Mutu pendidik dan
Tenaga Kependidikan

Persentase
pendidik
berkualifikasi D4,
S1, S2 untuk:-
SD,SMP,
SMA/SMK

% 53 58  3,464,387,200 68  4,425,393,500 70  3,396,407,000 75  4,280,964,222 79  9,049,997,020 79 24,617,148,942 Dinas
pendidikan

dan
kebudayaan

1.01.0
1.22

Program manajemen
pelayanan
pendidikan

Tingkat akreditasi
sekolah: SD, SMP,
SMA/SMK

jumlah
sekolah

250 265 10,285,042,260 275 14,208,335,990 285  9,591,289,200 295  9,929,342,000 315  8,530,666,500 315 52,544,675,950 Dinas
pendidikan

dan
kebudayaan

1.01.0
1.23

Program pembinaan
dan pengembangan
pendidikan tinggi

Rasio lulusan
Diploma, S1, S2
dan S3 perjumlah
penduduk

% 19.2 29.1 12,747,000,000 32.4 10,132,618,000 35.76 23,389,786,600 39.27 17,209,600,000 41.5 22,603,700,000 41.5 86,082,704,600 Dinas
pendidikan

dan
kebudayaan

1.01.0
1.15

Program peningkatan
kualitas dan
kuantitas tenaga
kependidikan

Rasio guru dan
murid: SD, SMP,
SMA/SMK

% 1:38 1:36 38,866,150,000 1:34 41,848,250,000 1:33 40,587,300,000 1:32 40,587,300,000 1:31 46,024,300,000 1:31 207,913,300,000 Dinas
pendidikan

dan
kebudayaan

29,426,459,440 39,646,903,700 39,450,242,400 34,529,046,300 43,692,938,400 186,745,590,240 Dinas
pendidikan

dan
kebudayaan

Program pendidikan
menengah

1.01.0
1.17

1.01.0
1.15

Program peningkatan
kualitas dan
kuantitas tenaga
kependidikan

Rasio guru dan
murid: SD, SMP,
SMA/SMK

% 1:38 1:36 38,866,150,000 1:34 41,848,250,000 1:33 40,587,300,000 1:32 40,587,300,000 1:31 46,024,300,000 1:31 207,913,300,000 Dinas
pendidikan

dan
kebudayaan

1.02 Kesehatan 100,669,116,388 120,322,522,659 92,965,541,000 130,830,904,450 129,517,811,923 574,305,896,420

1.02.0
1.01

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

% 100 100 2,667,977,640 100 3,285,107,450 100 4,513,712,250 100 4,486,800,000 100 4,592,800,000 100 19,546,397,340 Dinas
Kesehatan
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1.02.0
1.02

Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

Cakupan layanan
sarana dan
prasarana
Aparatur

% 100 100 10,047,752,760 100 10,078,802,000 100 857,900,000 100 3,201,000,000 100 2,063,000,000 100 26,248,454,760 Dinas
Kesehatan

1.02.0
1.03

Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

Tingkat kepatuhan
aparatur

% 100 100 288,575,000 100 240,900,000 100 341,350,000 100 250,000,000 100 375,000,000 100 1,495,825,000 Dinas
Kesehatan

1.02.0
1.05

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

Jumlah tenaga
kesehatan yang
mengikuti Diklat
teknis dan
fungsional (orang
per tahun)

Orang - 78 227,710,000 78 205,325,000 109 644,330,000 320 725,000,000 320 735,000,000 905 2,537,365,000 Dinas
Kesehatan

1.02.0
1.15

Program Obat dan
Perbekalan
Kesehatan

Persentase
ketersediaan obat
dan perbekalan
kesehatan di
sarana pelayanan
kesehatan

%  - 100 5,793,586,600 100 6,104,286,000 100 5,136,055,000 100 6,041,000,000 100 6,121,000,000 100 29,195,927,600 Dinas
Kesehatan

Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat

1.02.0
1.16

16,473,398,000 14,982,755,700 19,906,059,200 19,566,200,000 18,722,600,000 89,651,012,900 Dinas
Kesehatan
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1.02.0
1.15

Program Obat dan
Perbekalan
Kesehatan

Persentase
ketersediaan obat
dan perbekalan
kesehatan di
sarana pelayanan
kesehatan

%  - 100 5,793,586,600 100 6,104,286,000 100 5,136,055,000 100 6,041,000,000 100 6,121,000,000 100 29,195,927,600 Dinas
Kesehatan

Cakupan
kunjungan rawat
jalan di
Puskesmas

% 15 15 15 15 15 15

Cakupan
kunjungan rawat
inap di Puskesmas

% 2.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

1.02.0
1.17

 Program
Pengawasan obat
dan makanan

Persentase toko
obat, mini market,
dan apotik yang
diakukan
pengawasan mutu
obat dan makanan

% - - - - -  - - 100 275,000,000 100 320,000,000 100 595,000,000 Dinas
Kesehatan

Persentase Desa
Siaga Aktif (SPM)

% 96 96 97 100 100 100 100

Cakupan
penjaringan
kesehatan siswa
SD dan setingkat
(SPM)

% 82.08 100 100 100 100 100 100

1.02.0
1.19

Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat

880,255,000 729,450,000 922,775,000 1,504,000,000 1,745,000,000 5,781,480,000 Dinas
Kesehatan

Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat

1.02.0
1.16

16,473,398,000 14,982,755,700 19,906,059,200 19,566,200,000 18,722,600,000 89,651,012,900 Dinas
Kesehatan

Cakupan
penjaringan
kesehatan siswa
SD dan setingkat
(SPM)

% 82.08 100 100 100 100 100 100

Persentase rumah
tangga yang
melaksanakan
Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat
(PHBS)

% 50 55 60 65 70 70

Prevalensi Balita
gizi kurang

% 3.36 3.0 2.7 2.5 2.3 2.0 2.0

Prevalensi Balita
gizi buruk

% 2 2 1.5 1 1 0.5 0.5

1.02.0
1.19

Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat

880,255,000 729,450,000 922,775,000 1,504,000,000 1,745,000,000 5,781,480,000 Dinas
Kesehatan

2,625,000,000 9,229,308,500 Dinas
Kesehatan

1.02.0
1.20

Program Perbaikan
Gizi Masyarakat

1,176,250,000 1,485,852,500 1,767,206,000 2,175,000,000
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Rumah tangga
yang memiliki
memiliki akses
terhadap air
minum
berkualitas

% - 60 65 70 75 80 80

Rumah tangga
dengan sanitasi
dasar layak

% - 60 65 70 75 80 80

Cakupan
desa/kelurahan
Universal ChiId
Immunization
(UCI)

% 68.25 80 100 100 100 100 100

Persentase
Penyelidikan
Epidemiologi < 24
jam pada
Desa/Kel. yang
mengalami KLB

% 100 100 100 100 100 100 100

1.02.0
1.21

Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat

324,069,800 115,800,000 557,527,500 739,000,000 817,000,000 2,553,397,300 Dinas
Kesehatan

1.02.0
1.22

Program Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit Menular

1,696,162,000 1,405,048,500 1,406,795,000 2,126,000,000 2,007,000,000 8,641,005,500 Dinas
Kesehatan
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Persentase
Penyelidikan
Epidemiologi < 24
jam pada
Desa/Kel. yang
mengalami KLB

% 100 100 100 100 100 100 100

1.02.0
1.23

Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan

Persentase
Puskesmas
dengan pelayanan
yang
berstandarisasi

% - - 263,765,000 30 777,920,000 60 198,420,000 80 497,000,000 100 653,000,000 100 2,390,105,000 Dinas
Kesehatan

Persentase
Kecamatan
memiliki Sarana
pelayanan
Kesehatan yang
layak dan
memenuhi syarat

%  - 60 75 100 100 100 100

Persentase
Desa/Kelurahan
memiliki Sarana
pelayanan
Kesehatan yang
layak dan
memenuhi syarat

% - 60 75 100 100 100 100

1.02.0
1.28

Program Kemitraan
Peningkatan
Pelayanan Kesehatan

Persentase
penduduk yang
memiliki kartu
jaminan
kesehatan

% - 100 10,953,912,768 100 20,667,340,839 100 9,840,555,000 100 20,667,000,000 100 20,667,000,000 100 82,795,808,607 Dinas
Kesehatan

1.02.0
1.22

Program Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit Menular

1,696,162,000 1,405,048,500 1,406,795,000 2,126,000,000 2,007,000,000 8,641,005,500 Dinas
Kesehatan

1.02.0
1.25

Program Pengadaan;
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana
dan Prasarana
Puskesmas/Puskesm
as Pembantu dan
Jaringannya

8,546,099,186 21,616,502,920 13,830,808,100 19,953,000,000 17,190,000,000 81,136,410,206 Dinas
Kesehatan

1.02.0
1.28

Program Kemitraan
Peningkatan
Pelayanan Kesehatan

Persentase
penduduk yang
memiliki kartu
jaminan
kesehatan

% - 100 10,953,912,768 100 20,667,340,839 100 9,840,555,000 100 20,667,000,000 100 20,667,000,000 100 82,795,808,607 Dinas
Kesehatan

1.02.0
1.30

Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Lansia

Persentase Lansia
yang
mendapatkan
pelayanan
kesehatan

% - 100 102,075,000 100 - 100 - 100 119,000,000 100 110,000,000 100 331,075,000 Dinas
Kesehatan

1.02.0
1.31

Program Pengawasan
dan Pengendalian
Kesehatan Makanan

Tempat-tempat
umum dan tempat
pengolahan
makanan industri
rumah tangga
memenuhi syarat
kesehatan

% 38.24 60 152,232,000 65 108,550,000 70 192,720,000 75 226,000,000 80 219,000,000 80 898,502,000 Dinas
Kesehatan
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Angka Kematian
Ibu per 100.000
Lahir Hidup

per
100.000

141 130 120 110 100 90 90

Angka Kematian
Bayi per 1.000
Lahir Hidup

per 1000 8 8 7 6 6 5 5

Angka Kematian
Balita per 1.000
Lahir Hidup

per 1000 9 8 7 6 6 5 5

1.02.0
2.01

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
administrasi
perkantoran

% 100 100 12,289,205,765 100            12,624,789,000 100            12,371,633,800 100            14,420,179,923 100             14,537,529,923 100             66,243,338,411 Rumah Sakit
Umum Daerah

1.02.0
2.02

Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

Cakupan layanan
sarana dan
prasarana
aparatur

% 70 70 3,723,474,747.5 80          4,275,883,000 85          3,168,784,400 90         3,679,978,000 95          5,583,492,000 100             20,431,612,148 Rumah Sakit
Umum Daerah

Program Peningkatan
Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

1,011,477,500 596,920,000 582,640,000 1,205,000,000 1,750,000,000 5,146,037,500 Dinas
Kesehatan

1.02.0
1.32
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1.02.0
2.02

Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

Cakupan layanan
sarana dan
prasarana
aparatur

% 70 70 3,723,474,747.5 80          4,275,883,000 85          3,168,784,400 90         3,679,978,000 95          5,583,492,000 100             20,431,612,148 Rumah Sakit
Umum Daerah

1.02.0
2.03

Program Peningkatan
Disiplin Apparatur

Tingkat kepatuhan
aparatur

% 100 100 166,850,000 100             228,800,000                 -                             - 100              39,450,000 100             250,000,000 100                  685,100,000 Rumah Sakit
Umum Daerah

1.02.0
2.05

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

Cakupan
peningkatan
sumberdaya
aparatur

% 20 25 719,760,000 35             376,670,000 45             855,997,250 55            737,339,500 60             730,000,000 60               3,419,766,750 Rumah Sakit
Umum Daerah

1.02.0
2.16

Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat

Cakupan layanan
pada masyarakat

% 80 80 9,060,195,000 85          4,375,765,000 85          2,321,800,000 90                             - - - 85             15,757,760,000 Rumah Sakit
Umum Daerah

Tahun 2015 -
2016 pindah ke

program
pelayanan
kesehatan

Masyarakat

1.02.0
2.23

Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan

Realisasi
Akreditasi 12
Pelayanan, SPM
dan Unit Cost

% 60 87,460,000 70             423,930,000 80             379,498,000                   90                             -                      -                              -               80             890,888,000 Rumah Sakit
Umum Daerah

Tahun 2015 -
2016 pindah ke

program
standarisasi
pelayanan
kesehatan

rumah sakit

1.02.0
2.24

Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit

Akreditasi Rumah
Sakit, Capaian
SPM, akuntabilitas

Tingkat                -            -                                 -                  -                             -                 -                             - dasar  dan
SPM 90

        9,682,638,000 madya  dan SPM
100

            682,638,000 madya  dan
SPM 100

       10,365,276,000 Rumah Sakit
Umum Daerah

1.02.0
2.26

Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Rumah sakit /
Rumah Sakit Jiwa /
Rumah sakit Paru
Paru / Rumah sakit
mata

Cakupan
terpenuhinya
sarana dan
prasarana rumah
sakit sesuai tipe

% 70 80 13,320,111,000 85          4,626,558,000 95          4,401,459,000 90         4,866,301,527 95          8,601,752,000 95             35,816,181,527 Rumah Sakit
Umum Daerah

1.02.0
2.26

Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Rumah sakit /
Rumah Sakit Jiwa /
Rumah sakit Paru
Paru / Rumah sakit
mata

Cakupan
terpenuhinya
sarana dan
prasarana rumah
sakit sesuai tipe

% 70 80 13,320,111,000 85          4,626,558,000 95          4,401,459,000 90         4,866,301,527 95          8,601,752,000 95             35,816,181,527 Rumah Sakit
Umum Daerah

1.02.0
2.27

Program
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah
Sakit Paru-
paru/Rumah Sakit
Mata

Cakupan
terpeliharanya
peralatan
kesehatan dan
ambulan

% 80 85 696,761,621.00 85          1,066,701,750 90             767,515,500                   95            520,908,000                      -                              - 90          3,051,886,871 Rumah Sakit
Umum Daerah

VIII - 6                      Revisi RPJMD Kab. Siak Tahun 2011-2016



target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1.02.0
2.33

Program Pelayanan
Kesehatan

Persentase
Penerapan SOP
pelayanan
kesehatan rujukan
pertama

% -                                   -                    -                               -                   -                               - 90         4,128,109,500 95          4,420,000,000 95               8,548,109,500 Rumah Sakit
Umum Daerah

1.02.0
2.34

Program Peningkatan
Mutu Pelayanan
kesehatan BLUD

Meningkatnya
Mutu pelayanan

% 100            -                                 - 100          9,922,865,000 100          8,000,000,000 100         9,000,000,000 100             14,000,000,000 100             40,922,865,000 Rumah Sakit
Umum Daerah

1.03 Pekerjaan Umum 550,338,217,340 535,685,619,415 607,271,443,980 593,903,079,300 749,842,255,200 3,037,040,615,235

1.03.0
1.01

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

% 100 100 4,643,011,300 100              4,897,613,300 100              5,370,315,780 100              5,119,979,000 100               2,638,160,000 100             22,669,079,380 Dinas
Binamarga

dan Pengairan

1.03.0
1.02

Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

% 100 100 5,982,317,100 100          9,305,857,600              100          2,740,765,600                 100            900,968,000                    100          2,767,000,000             100             21,696,908,300 Dinas
Binamarga

dan Pengairan
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1.03.0
1.02

Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

% 100 100 5,982,317,100 100          9,305,857,600              100          2,740,765,600                 100            900,968,000                    100          2,767,000,000             100             21,696,908,300 Dinas
Binamarga

dan Pengairan

1.03.0
1.03

Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

% 100 100 84,825,000 100             171,400,000 100             148,800,000 100              70,000,000 100               46,000,000 100                  521,025,000 Dinas
Binamarga

dan Pengairan

1.03.0
1.07

Program peningkatan
Kapasitas
pengelolaan
keuangan daerah

Tingkat Ketepatan
Pengelolaan
Keuangan
Daerahh

% 100 100 45,600,000 100               45,600,000 100               45,600,000 100              70,700,000 100               25,000,000 100                  232,500,000 Dinas
Binamarga

dan Pengairan

Aspal
(KM)

644.71 75.09 78.808 105.32 92.43 68.50 420.148

Base
(KM)

1028.11 56,39 62.51 50.14 38.30 42.00 249.34

1.03.0
1.17

Program
Pembangunan
Turap/ Talud/
Bronjong

Panjang Sungai
Abrasi

Meter         14,502       1,404                28,872,374,600             1,630 22,832,026,000              1,950            42,185,000,000 700            46,995,500,000 1580             98,778,200,000 36.07           239,663,100,600 Dinas
Binamarga

dan Pengairan

           41,303,269,000             95,569,900,000           490,191,946,100 Dinas
Binamarga

dan Pengairan

1.03.0
1.15

Program
pembangunan jalan
dan jembatan

Tersedianya jalan
yang
menghubungkan
pusat-pusat
kegiatan dalam
wilayah/kota dan
tersedianya jalan
yang
memudahkan
masyarakat per
individu
melakukan
perjalanan

249,511,053,890          304,426,828,780          367,203,117,200          407,544,130,000           380,930,000,000            1,709,615,129,870 Dinas
Binamarga

dan Pengairan

1.03.0
1.18

Program
rehabilitasi/pemeliha
raan jalan dan
jembatan

Panjang Jalan dan
jumlah jembatan
yang terpelihara

181,063,632,100            85,835,540,000            86,419,605,000

1.03.0
1.17

Program
Pembangunan
Turap/ Talud/
Bronjong

Panjang Sungai
Abrasi

Meter         14,502       1,404                28,872,374,600             1,630 22,832,026,000              1,950            42,185,000,000 700            46,995,500,000 1580             98,778,200,000 36.07           239,663,100,600 Dinas
Binamarga

dan Pengairan

Jalan
(KM)

               - 72.3                     -                9.00 6.50 41.40 129.2

Jembata
n (M)

               - 82                   390                 362                        - 125 959

1.03.0
1.23

Program peningkatan
sarana dan
prasarana
kebinamargaan

Cakupan layanan
sarana dan
prasarana
kebinamargaan

unit   -            11 11,454,667,650                   4            11,460,572,950                  5          5,723,968,400                     1         4,550,000,000 1          1,500,000,000 22             34,689,209,000 Dinas
Binamarga

dan Pengairan

           41,303,269,000             95,569,900,000           490,191,946,100 Dinas
Binamarga

dan Pengairan

1.03.0
1.18

Program
rehabilitasi/pemeliha
raan jalan dan
jembatan

Panjang Jalan dan
jumlah jembatan
yang terpelihara

181,063,632,100            85,835,540,000            86,419,605,000
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1.03.0
1.24

Program
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi; Rawa dan
Jaringan Pengairan
Lainnya

Terkelolanya
jaringan pengairan

unit                - 18 7,621,445,000                   6            19,575,750,000                     5            20,254,387,000                         6            18,913,900,000                         11             79,620,100,000                  46           145,985,582,000 Dinas
Binamarga

dan Pengairan

1.03.0
1.25

Program penyediaan
dan pengelolaan air
baku

Tersedianya Air
Baku

Lokasi                -            -                                 -                    -                               -                  5          1,088,080,000            676,190,000                        -                                -                 5               1,764,270,000 Dinas
Binamarga

dan Pengairan

1.03.0
1.28

Program
Pengendalian Banjir

Cakupan
Pengendalian
Banjir

M 51,312 2,520 28,914,692,500              12,065            25,324,380,585              7,440            22,398,315,000                  2,300            24,949,740,000               4,900.00             30,800,000,000           29.255           132,387,128,085 Dinas
Binamarga

dan Pengairan

1.03.0
2.16

Program
Pembangunan
saluran
drainase/gorong-
gorong

Persentase
penduduk yang
terlayani sistem
jaringan drainase
skala kota
sehinggga tidak
terjadi genangan
(lebih dari 30 cm
selama 2 jam)
lebih dari 2 kali
setahun

%                -       31.67                10,465,820,000                36.67            16,952,825,000              41.67            19,732,619,000                  46.47              9,576,725,000                    51.67             18,476,468,990             51.67             75,204,457,990 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang
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1.03.0
2.16

Program
Pembangunan
saluran
drainase/gorong-
gorong

Persentase
penduduk yang
terlayani sistem
jaringan drainase
skala kota
sehinggga tidak
terjadi genangan
(lebih dari 30 cm
selama 2 jam)
lebih dari 2 kali
setahun

%                -       31.67                10,465,820,000                36.67            16,952,825,000              41.67            19,732,619,000                  46.47              9,576,725,000                    51.67             18,476,468,990             51.67             75,204,457,990 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

1.03.0
2.24

Program
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi; Rawa dan
Jaringan Pengairan
Lainnya

Persentase
penduduk yang
mendapatkan
akses air minum
yang aman

%                -       38.68                19,219,473,200                41.68            32,387,027,200                   -                               -                      -                               -                        -                                -             41.68             51,606,500,400 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

1.03.0
2.25

Program Penyediaan
dan Pengelolaan Air
Baku

Persentase
tersedianya air
baku untuk
memenuhi
kebutuhan pokok
minimal sehari-
hari

%                -              -                                   -             36.31          1,071,350,000                   -                               -                      -                               -                        -                                -          36.31               1,071,350,000 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

Persentase
penduduk yang
mendapatkan
akses air minum
yang aman

            38,200,000,000           106,840,652,200 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

1.03.0
2.27

Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air
Limbah

            2,459,305,000             314,300,000            33,023,370,000            32,843,677,200Persentase
penduduk yang
mendapatkan
akses air minum
yang aman

 - perkotaan %       52.53             58.96            61.80               64.48                 67.16          67.16
 - perdesaan %       55.94             58.43            60.91               61.74                 62.16          62.16
Persentase
penduduk yang
terlayani sistem
air limbah yang
memadai

%       33.31             36.31            41.31               46.31                 51.31          51.31

            38,200,000,000           106,840,652,200 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

1.03.0
2.27

Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air
Limbah

            2,459,305,000             314,300,000            33,023,370,000            32,843,677,200
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1.03.0
2.30

Program
Pembangunan
Infrastruktur
Perdesaan

Tingkat
ketersediaan
infrastruktur
perdesaan

%            -                                   -             31.19          1,084,548,000            31.24             937,501,000                    -            388,301,100                 31.36             491,426,210          31.36               2,901,776,310 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

 (*)
Dipindahkan
dari Urusan

Perumahan ke
Urusan

Pekerjaan

1.04 Perumahan 49,765,830,579 98,908,652,006 108,820,331,402 165,556,885,703 195,162,691,321 618,214,391,011
1.04.0

1.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

%             100            82             7,358,745,579                 84          5,999,257,930                86          5,391,162,402                   88         3,713,510,703                      90          3,798,060,000               90             26,260,736,614 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

1.04.0
1.02

Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

%             100            91                11,625,735,000                     92            27,682,679,576                   93            49,551,190,000                       94          122,038,468,000                         95           140,355,708,271                  95           351,253,780,847 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang
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1.04.0
1.02

Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

%             100            91                11,625,735,000                     92            27,682,679,576                   93            49,551,190,000                       94          122,038,468,000                         95           140,355,708,271                  95           351,253,780,847 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

1.04.0
1.03

Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

%             100            85                185,544,000                 87             119,824,500                89             129,000,000                   91            141,900,000                      93             156,090,000               93                  732,358,500 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

1.04.0
1.06

Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan

Tersusunnya
laporan capaian
kinerja dengan
baik

%             100              -                                   -                    -                               -                   -                               -                      -                               -                      92               75,000,000               92                    75,000,000 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

1.04.0
1.07

Program Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Tingkat Ketepatan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

%             100            91                  96,800,000                 92               78,336,000                93               78,336,000                   94              86,169,500                      95               94,786,450               95                  434,427,950 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

1.04.0
1.15

Program
Pengembangan
Perumahan

Cakupan
ketersediaan
rumah layak huni

%       98.57                16,521,745,000                98.69            47,793,748,000              98.80            42,419,430,000                  98.92            14,518,050,000                    99.04             11,789,970,000             99.04           133,042,943,000 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

1.04.0
1.16

Program Lingkungan
Sehat Perumahan

Cakupan
Lingkungan
Perumahan yang
sehat dan aman
yang didukung
Prasana, saran
dan Utilitas
Umum (PSU)

%       21.69                823,175,000             21.74             429,990,000            21.79             834,050,000               21.84       12,653,009,500                 21.89        24,446,740,800          21.89             39,186,965,300 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

1.04.0
1.19

Program Peningkatan
Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya
Kebakaran

Cakupan
pelayanan
bencana
kebakaran

%            36                12,153,144,000                    -                               -                   -                               -                      -                               -                        -                                -               36             12,153,144,000 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

 Untuk tahun
2013

dipindahkan ke
Badan

Penanggulanga
n Bencana

Daerah

1.04.0
1.19

Program Peningkatan
Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya
Kebakaran

Cakupan
pelayanan
bencana
kebakaran

%            36                12,153,144,000                    -                               -                   -                               -                      -                               -                        -                                -               36             12,153,144,000 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

 Untuk tahun
2013

dipindahkan ke
Badan

Penanggulanga
n Bencana

Daerah

1.04.0
1.20

Program Pengelolaan
Areal Pemakaman

Tingkat kinerja
pelayanan
pemakaman

%  -            45                159,525,000                    -                               -                   -                               -                      -                               -                        -                                -               45                  159,525,000 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

 Untuk tahun
2013

dipindahkan ke
Dinas Pasar,
Pertamanan

dan Kebersihan
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tersedianya
jumlah tempat
pemakaman
umum (TPU)

%                -            -                                 -               100          1,411,029,000              100             894,010,000                      -                               -                        -                                -             100               2,305,039,000 Dinas Pasar,
Kebersihan

dan
Pertamanan

1.14.0
2.19

Program peningkatan
kesiagaan dan
pencegahan bahaya
kebakaran

Cakupan
pelayanan
bencana
kebakaran

% - - -                 29 15,393,787,000                43          9,523,153,000                   40            12,405,778,000                         43             14,446,335,800                  43             51,769,053,800  Badan
Penanggulanga

n Bencana
Daerah

1.03.0
2.30

Program
Pembangunan
Infrastruktur
Perdesaan

Tingkat
ketersediaan
infrastruktur
perdesaan

%                -            -                841,417,000                  -                             -                 -                             -                    -                             -                      -                              -                -                  841,417,000 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

 tahun 2013
program

Dipindahkan
dari Urusan

Perumahan ke
Urusan

Pekerjaan
Umum
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1.03.0
2.30

Program
Pembangunan
Infrastruktur
Perdesaan

Tingkat
ketersediaan
infrastruktur
perdesaan

%                -            -                841,417,000                  -                             -                 -                             -                    -                             -                      -                              -                -                  841,417,000 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

 tahun 2013
program

Dipindahkan
dari Urusan

Perumahan ke
Urusan

Pekerjaan
Umum

1.05 Penataan Ruang  4,232,960,000  3,651,531,000  2,492,865,000  3,038,706,000  3,381,745,750 16,797,807,750

1.05.0
1.02

Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

%             100            58                190,575,000                 69             131,675,000                 -                               -                    -                               -                      -                                -               69                     322,250,000 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

 Pada 2014 dst
dihilangkan,
disebabkan

kegiatan
didalamnya

dapat
disesuaikan

dengan program
lain

1.05.0
1.15

Persentase
ketersediaan
informasi
mengenai rencana
rinci tata ruang
melalui peta
analog dan peta
digital

%                -            54             2,769,275,000                 61          2,252,961,000                68             893,720,000                    -                               -                      -                                -               70                  5,915,956,000 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

1.05.0
2.15

Persentase
ketersediaan
informasi
mengenai rencana
umum tata ruang
melalui peta
analog dan peta
digital

% 45 55 680,450,000 70             200,335,000 85             351,065,000 100 865,653,000 100 1,024,788,650 100          3,122,291,650 Badan
Perencanaan

Pembangunan
Daerah

Program
Perencanaan Tata
Ruang

Program
Pemanfaatan Ruang

1.05.0
2.15

Persentase
ketersediaan
informasi
mengenai rencana
umum tata ruang
melalui peta
analog dan peta
digital

% 45 55 680,450,000 70             200,335,000 85             351,065,000 100 865,653,000 100 1,024,788,650 100          3,122,291,650 Badan
Perencanaan

Pembangunan
Daerah

1.05.0
1.16

 Persentase
jumlah Izin
Mendirikan
Bangunan (IMB)
yang diterbitkan

%                -            -                                   -                 15             157,470,000                 -                               -                    -              73,217,000                      30               80,000,000               30                     310,687,000 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

Program
Perencanaan Tata
Ruang

Program
Pemanfaatan Ruang

VIII - 10                      Revisi RPJMD Kab. Siak Tahun 2011-2016



target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1.05.0
2.16

Persentase
Pemanfaatan
Ruang Sesuai
Perencanaan
Umum Tata Ruang
: - Kawasan
Lindung, -
Kawasan
Budidaya

% 35 35 470,210,000 35             487,340,000 35             551,040,000                      -                               -                        -                                - 35          1,508,590,000 Badan
Perencanaan

Pembangunan
Daerah

1.05.0
1.17

 Program
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

 Persentase
terlaksananya
tindakan awal
terhadap
pengaduan
masyarakat
tentang
pelanggaran
dibidang penataan
ruang dalam lima
hari kerja

%                - 20                122,450,000                 40             421,750,000                80             697,040,000                 100            866,744,000                    100             953,957,100             100                  3,061,941,100 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

Program
Pemanfaatan Ruang
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1.05.0
1.17

 Program
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

 Persentase
terlaksananya
tindakan awal
terhadap
pengaduan
masyarakat
tentang
pelanggaran
dibidang penataan
ruang dalam lima
hari kerja

%                - 20                122,450,000                 40             421,750,000                80             697,040,000                 100            866,744,000                    100             953,957,100             100                  3,061,941,100 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

1.05.0
1.xx

 Program
Perencanaan Rinci
Tata Ruang

 Persentase
ketersediaan
informasi
mengenai rencana
tata ruang melalui
peta analog dan
peta digital

%            -                                   -                  -                               -                 -                               -         1,233,092,000                    100          1,323,000,000             100                  2,556,092,000 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

16,721,998,650 20,520,663,198 21,163,851,937 16,752,491,640 21,245,180,050 96,404,185,475
1.06.0

1.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

% 100 100 3,162,260,400 100          4,003,653,344 100          5,454,224,208 100         4,953,320,140 100 5,044,000,000 100             22,617,458,092 Badan
Perencanaan

Pembangunan
Daerah

1.06.0
1.02

Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

% 100 100 3,400,442,000 100          4,174,706,104 100          3,203,405,500 100         1,620,600,000 100 2,271,000,000 100             14,670,153,604 Badan
Perencanaan

Pembangunan
Daerah

1.06.0
1.03

Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

% 100 100 22,700,000 100               77,250,000 -                               - 100              71,058,000 100               36,000,000 100             207,008,000 Badan
Perencanaan

Pembangunan
Daerah

Urusan Perencanaan

1.06.0
1.03

Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

% 100 100 22,700,000 100               77,250,000 -                               - 100              71,058,000 100               36,000,000 100             207,008,000 Badan
Perencanaan

Pembangunan
Daerah

1.06.0
1.07

Program Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Tingkat Ketepatan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

% 100 100 71,000,000 100               70,700,000 100               70,700,000 100              79,700,000 100 115,000,000 100             407,100,000 Badan
Perencanaan

Pembangunan
Daerah

1.06.0
1.15

Program
Pengembangan
Data/Informasi

Tingkat
ketersediaan
data/informasi
dan statistik
daerah

% 100 100 399,805,000 100             302,691,700 100             605,060,000 100            864,107,000 100 599,200,000             100          2,770,863,700 Badan
Perencanaan

Pembangunan
Daerah
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Jumlah kerjasama
antar daerah yang
ditangani

MOU                -            - 416,605,000                   1             647,340,000                  2             764,090,000                     4         1,039,189,000                        3          1,143,107,900               10          4,010,331,900 Badan
Perencanaan

Pembangunan
Daerah

Jumlah kegiatan
CSR yang
terlaksana

Kegiatan                -            -                   4                  4                     6                        7               21

1.06.0
1.18

Program
Perencanaan
Pengembangan
Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh

Terencananya
pengembangan
wilayah strategis
dan cepat tumbuh

% 50 50 559,135,000 75             552,145,000 80             762,455,000                    -  -                      - - 80          1,873,735,000 Badan
Perencanaan

Pembangunan
Daerah

1.06.0
1.20

Program Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Persentase
peningkatan
kualitas SDM
aparatur bidang
perencanaan

% 100 100 279,730,000 100             508,190,000 100             497,045,000 100            274,000,000 100 345,000,000 100          1,903,965,000 Badan
Perencanaan

Pembangunan
Daerah

3,113,385,000          2,708,167,500          4,463,725,000         2,585,943,000 4,410,270,000             17,281,490,500 Badan
Perencanaan

Pembangunan
Daerah

1.06.0
1.21

Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Program Kerjasama
Pembangunan

1.06.0
1.16
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1.06.0
1.20

Program Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Persentase
peningkatan
kualitas SDM
aparatur bidang
perencanaan

% 100 100 279,730,000 100             508,190,000 100             497,045,000 100            274,000,000 100 345,000,000 100          1,903,965,000 Badan
Perencanaan

Pembangunan
Daerah

  Persentase
tujuan, sasaran
dan target yang
jelas dan terukur
pada dokumen
perencanaan :

 - RPJMD 2011-
2016

% 100 100 100 100 100 100 100

 - RKPD % 100 100 100 100 100 100 100
  Persentase
konsistensi
kesesuaian
penjabaran
RPJMD dalam
RKPD

% 83 85 87 88 89 90 90

Persentase
kesesuaian
sasaran/target
KUA dan PPAS
terhadap RKPD

% 100 100 100 100 100 100 100

Persentase
kesesuaian
sasaran/target
renstra SKPD
terhadap RPJMD

% 100 100 100 100 100 100 100

3,113,385,000          2,708,167,500          4,463,725,000         2,585,943,000 4,410,270,000             17,281,490,500 Badan
Perencanaan

Pembangunan
Daerah

1.06.0
1.21

Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Persentase
kesesuaian
sasaran/target
renstra SKPD
terhadap RPJMD

% 100 100 100 100 100 100 100

1.06.0
1.22

Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi

persentase
pencapaian
sasaran rencana
tahunan terhadap
sasaran rencana
jangka menengah
bidang ekonomi

% 100 100 2,352,486,250 100          2,829,429,800 100          2,458,294,704 100         2,378,120,500 100 4,689,783,450 100             14,708,114,704 Badan
Perencanaan

Pembangunan
Daerah

3,113,385,000          2,708,167,500          4,463,725,000         2,585,943,000 4,410,270,000             17,281,490,500 Badan
Perencanaan

Pembangunan
Daerah

1.06.0
1.21

Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1.06.0
1.23

Program
Perencanaan Sosial
dan Budaya

persentase
pencapaian
sasaran rencana
tahunan terhadap
sasaran rencana
jangka menengah
bidang sosial dan
budaya

% 100 100 1,883,955,000 100          3,763,469,750 100          1,476,010,000 100         1,787,543,000 100 950,000,000 100               9,860,977,750 Badan
Perencanaan

Pembangunan
Daerah

1.06.0
1.24

Program
Perencanaan
Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya
Alam

persentase
pencapaian
sasaran rencana
tahunan terhadap
sasaran rencana
jangka menengah
bidang prasarana
wilayah dan
sumberdaya alam

% 70 70 1,060,495,000 70             882,920,000 80          1,408,842,525 85         1,098,911,000 90 1,641,818,700 90          6,092,987,225 Badan
Perencanaan

Pembangunan
Daerah
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1.06.0
1.24

Program
Perencanaan
Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya
Alam

persentase
pencapaian
sasaran rencana
tahunan terhadap
sasaran rencana
jangka menengah
bidang prasarana
wilayah dan
sumberdaya alam

% 70 70 1,060,495,000 70             882,920,000 80          1,408,842,525 85         1,098,911,000 90 1,641,818,700 90          6,092,987,225 Badan
Perencanaan

Pembangunan
Daerah

1.07 Perhubungan 43,324,702,400 62,013,844,750 56,338,770,850 56,686,767,335 40,832,797,569 259,196,882,904
1.07.0

1.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan
Administrasi
Perkantoran

%             100          100             9,882,683,000               100            10,995,389,750                 100            11,802,264,850                     100            10,477,002,335                       100             11,524,702,569             100             54,682,042,504 Dinas
Perhubungan
dan Infokom

1.07.0
1.02

Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

%             100            55 5,665,450,000                 70          4,141,301,000                75          4,580,500,000                   90         3,107,260,000                      90               5,976,300,000               90             23,470,811,000 Dinas
Perhubungan
dan Infokom

1.07.0
1.03

Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

%             100          100 370,593,000                 70             208,150,000                80             298,780,000                   85            331,000,000                      90             439,000,000               90          1,647,523,000 Dinas
Perhubungan
dan Infokom

1.07.0
1.05

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

Meningkatnya
Keterampilan
Aparatur

%             100   -   -                 95             221,070,000                95             242,540,000                    -                               -                    100             242,540,000             100             706,150,000 Dinas
Perhubungan
dan Infokom

1.07.0
1.06

Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan

Meningkatnya
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan

%                -            -                                 -                  -                             -                 -                             -                    -                             -                      95               38,000,000               95               38,000,000 Dinas
Perhubungan
dan Infokom

1.07.0
1.07

Program Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan  Daerah

Tingkat Ketepatan
Pengelolaan
Keuangan

%             100            55 61,900,000                 70               61,900,000                80               60,300,000                   90              60,000,000                      95               60,300,000               95             304,400,000 Dinas
Perhubungan
dan Infokom

         4,749,660,000                   85            11,642,000,000                      90          2,259,320,000               90            100            60 12,189,396,900                 70          8,376,571,000                80             39,216,947,900 Dinas
Perhubungan
dan Infokom

Program
Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan

1.07.0
1.15

1.07.0
1.07

Program Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan  Daerah

Tingkat Ketepatan
Pengelolaan
Keuangan

%             100            55 61,900,000                 70               61,900,000                80               60,300,000                   90              60,000,000                      95               60,300,000               95             304,400,000 Dinas
Perhubungan
dan Infokom

Cakupan jaringan
pelayanan
angkutan: -darat, -
laut,

%

Cakupan fasilitas
Perlengkapan: -
darat, -laut,

%

         4,749,660,000                   85            11,642,000,000                      90          2,259,320,000               90            100            60 12,189,396,900                 70          8,376,571,000                80             39,216,947,900 Dinas
Perhubungan
dan Infokom

Program
Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan

1.07.0
1.15
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1.07.0
1.16

Program Rehabilitas
dan Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ

Berfungsinya
prasarana dan
fasilitas LLAJ

%             100            60 1,152,690,000                 65          5,762,220,000                80          1,490,535,000                   90         1,227,000,000                      95          2,824,450,000               95             12,456,895,000 Dinas
Perhubungan
dan Infokom

1.07.0
1.17

Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan

Cakupan layanan
angkutan: -darat,
-laut (daerah: -
terpencil, - umum)

%             100            55 2,366,392,500                 70          3,427,273,000                80          6,501,271,000                   90         4,252,205,000                      95          5,015,185,000               95             21,562,326,500 Dinas
Perhubungan
dan Infokom

1.07.0
1.18

Program
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan

meningtkatnya
status sarana dan
prasarana
perhubungan (-
terminal, -
pelabuhan)

%             100 55 8,705,062,000                 60            22,190,510,000                   80            19,289,080,000                   90            22,390,300,000                      95          6,578,000,000               95             79,152,952,000 Dinas
Perhubungan
dan Infokom
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1.07.0
1.18

Program
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan

meningtkatnya
status sarana dan
prasarana
perhubungan (-
terminal, -
pelabuhan)

%             100 55 8,705,062,000                 60            22,190,510,000                   80            19,289,080,000                   90            22,390,300,000                      95          6,578,000,000               95             79,152,952,000 Dinas
Perhubungan
dan Infokom

1.07.0
1.19

Program
Pengendalian dan
Pengamanan Lalu
Lintas

Tertib berlalulintas %             100            55 2,563,710,000                 70          6,629,460,000                80              7,323,840,000                   90         3,200,000,000                      95          5,742,000,000               95             25,459,010,000 Dinas
Perhubungan
dan Infokom

1.07.0
1.20

Program Peningkatan
Kelayakan
Pengoperasian
Kendaraan Bermotor

Cakupan Layanan
pengujian
kendaraan
bermotor

%             100            55 366,825,000                  -                               -                 -                               -                    -                               -                      95             133,000,000               95             499,825,000 Dinas
Perhubungan
dan Infokom

1.08 Lingkungan Hidup 27,419,170,860 54,015,968,300 45,996,169,994 43,872,073,780 60,718,353,357 232,021,736,291
1.08.0

1.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

% 100 100 2,457,272,360 100          2,316,775,120 100 2,357,443,444 100 2,204,335,000 100 2,485,709,000 100 11,821,534,924 Badan
Lingkungan

Hidup

1.08.0
1.02

Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

% 100 100 1,256,785,000 100          1,131,600,000 100 435,900,000 100 724,490,000 100 863,589,000 100 4,412,364,000 Badan
Lingkungan

Hidup

1.08.0
1.03

Program peningkatan
disiplin aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

% 100 100 38,250,000 100               37,925,000 0 0 100 18,000,000 100 19,800,000 100 113,975,000 Badan
Lingkungan

Hidup

1.08.0
1.07

Program Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Tingkat ketepatan
pengelolaan
keuangan daerah

% 100 100 49,280,000 100               67,200,000 100 86,400,000 100 58,800,000 100 64,680,000 100 326,360,000 Badan
Lingkungan

Hidup

1.08.0
1.15

Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan

Cakupan
penanganan
pemanfaatan
sampah

% - 2 205,827,500 20 385,000,000 20 1,746,692,5005             499,610,000 15 306,255,000 Badan
Lingkungan

Hidup

350,000,000

1.08.0
1.07

Program Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Tingkat ketepatan
pengelolaan
keuangan daerah

% 100 100 49,280,000 100               67,200,000 100 86,400,000 100 58,800,000 100 64,680,000 100 326,360,000 Badan
Lingkungan

Hidup

201.08.0
1.15

Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan

Cakupan
penanganan
pemanfaatan
sampah

% - 2 205,827,500 20 385,000,000 20 1,746,692,5005             499,610,000 15 306,255,000 Badan
Lingkungan

Hidup

350,000,000
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Presentase jumlah
usaha dan/atau
kegiatan yang
mentaati
persyaratan
administratif dan
teknis pencegahan
pencemaran air

40 60 70 80 90 100 100 Badan
Lingkungan

Hidup

Presentase jumlah
usaha dan/atau
kegiatan yang
mentaati
persyaratan
administratif dan
teknis pencegahan
pencemaran udara

1.08.0
1.16

Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup

% 2,267,870,000          3,629,971,000 4,091,396,500 2,730,000,000 3,003,000,000 15,722,237,500
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Presentase jumlah
usaha dan/atau
kegiatan yang
mentaati
persyaratan
administratif dan
teknis pencegahan
pencemaran udara
Presentase luasan
lahan yang telah
ditetapkan status
kerusakan lahan
dan/atau tanah
untuk produksi
biomassa yang
diinformasikan
Jumlah pengaduan
masyarakat akibat
adanya dugaan
pencemaran
dan/atau perusakan
lingkungan hidup
yang ditindaklanjuti

Terlaksananya
kegiatan pengelolaan
lingungan hidup dan
monitoring/pengawa
san terhadap
kegiatan
pertambangan

          -                -            -                                 -                  -                             -                 - 102,080,000                    -                             -                      -                              -                - 102,080,000 Dinas
Pertambangan

dan Energi

tahun 2015 dst
program tidak

digunakan
Dinas

Pertambangan
dan Energi lagi

1.08.0
1.17

Program
Perlindungan dan
Konservasi Sumber
Daya Alam

Presentase
kerusakan sumber
daya air

% 50 60 252,610,000 70             230,925,000                 -                             - 90 350,000,000                      -                              - 100 833,535,000 Badan
Lingkungan

Hidup

1.08.0
1.18

Program Rehabilitasi
dan Pemulihan
Cadangan SDA

Luasan Kawasan
Konservasi sungai
dan laut yang
direhabilitasi

% 10 20 269,910,000                  -                             -                 -                             -                    -                             -                      -                              - 100 269,910,000 Badan
Lingkungan

Hidup

1.08.0
1.16

Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup

% 2,267,870,000          3,629,971,000 4,091,396,500 2,730,000,000 3,003,000,000 15,722,237,500

1.08.0
1.19

Program Peningkatan
Kualitas dan Akses
Informasi SDA dan
LH

1.08.0
1.18

Program Rehabilitasi
dan Pemulihan
Cadangan SDA

Luasan Kawasan
Konservasi sungai
dan laut yang
direhabilitasi

% 10 20 269,910,000                  -                             -                 -                             -                    -                             -                      -                              - 100 269,910,000 Badan
Lingkungan

Hidup

Cakupan
penyebaran
informasi
sumberdaya alam
dan lingkungan
hidup

% 40 60 599,347,500 70             835,772,500 80 696,867,500 90 610,000,000 100 671,000,000 100 3,412,987,500 Badan
Lingkungan

Hidup

1.08.0
1.19

Program Peningkatan
Kualitas dan Akses
Informasi SDA dan
LH
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data sebaran
potensi
pertambangan
umum dan
pertambangan
rakyat

% 100            -                                 -                  -                             - 100 1,788,080,000                    -                             -                      -                              - 100 1,788,080,000 Dinas
Pertambangan

dan Energi

tahun 2015 dst
program tidak

digunakan
Dinas

Pertambangan
dan Energi lagi

           -                250,587,500                - 250,587,500 Badan
Lingkungan

Hidup

tahun 2013
program pindah

ke Badan
Penanggulanga

n Bencana
Daerah

           -                                   -             2,497 579,866,000                   -                               -                      -                               -                        -                                -          2,497             579,866,000   Badan
Penanggulanga

n Bencana
Daerah

Program
pengendalian
kebakaran hutan

Luas areal
kebakaran hutan

ha                -

1.08.0
1.19

Program Peningkatan
Kualitas dan Akses
Informasi SDA dan
LH

1.08.0
2.22
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           -                                   -             2,497 579,866,000                   -                               -                      -                               -                        -                                -          2,497             579,866,000   Badan
Penanggulanga

n Bencana
Daerah

1.08.0
3.01

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan  Layanan
Administrasi
Perkantoran

% 100%  -  - 100 6,622,684,480 100 3,673,358,550 100 3,531,895,405 100 3,885,084,945 100 17,713,023,380 Dinas Pasar,
Kebersihan

dan
Pertamanan

1.08.0
3.02

Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

Cakupan layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

% 100%  - 100 8,759,595,800 100 1,342,810,000 100 793,595,000 100 13,023,478,500 100 23,919,479,300 Dinas Pasar,
Kebersihan

dan
Pertamanan

1.08.0
3.03

Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

% 100%  -  - 100 87,350,000 100 83,000,000 100 47,725,000 100 52,497,500 100 270,572,500 Dinas Pasar,
Kebersihan

dan
Pertamanan1.08.0

3.07
Program Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Tingkat ketepatan
pengelolaan
keuangan daerah

% 100%  -  - 100 50,400,000 100 50,400,000 100 55,440,000 100 60,984,000 100 217,224,000 Dinas Pasar,
Kebersihan

dan
Pertamanan

Cakupan sistem
penanganan
sampah di
perkotaan

% - - 33 21,775,840,400 36 20,091,299,000 40 16,303,568,375 45 17,933,925,212 45 76,104,632,987 Dinas Pasar,
Kebersihan

dan
Pertamanan

% - 45 18,212,242,000 - - - - - - - - 45 18,212,242,000 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

Untuk tahun
2013 dst

dipindahkan ke
Dinas Pasar,
Pertamanan,

dan Kebersihan

Program
pengendalian
kebakaran hutan

Luas areal
kebakaran hutan

ha                -

1.08.0
3.15

Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan

Cakupan fasilitas
Pengurangan
Sampah di
Perkotaan

1.08.0
2.22

% - 45 18,212,242,000 - - - - - - - - 45 18,212,242,000 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

Untuk tahun
2013 dst

dipindahkan ke
Dinas Pasar,
Pertamanan,

dan Kebersihan

100 232,819,000 - - - - - - - - 100 232,819,000 Dinas
Koperasi,

Perindustrian
dan

Perdagangan

Untuk tahun
2013 dst

dipindahkan ke
Dinas Pasar,
Pertamanan,

dan Kebersihan

1.08.0
3.15

Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan

Cakupan fasilitas
Pengurangan
Sampah di
Perkotaan
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Rasio luas ruang
terbuka hijau
publik kota
dengan luas
wilayah kota

%  -   -  - 5 7,390,453,000 15 10,890,880,000 25 16,094,225,000 50 18,269,605,200 50 52,645,163,200 Dinas Pasar,
Kebersihan

dan
Pertamanan

- % - 45 1,326,370,000 - - - - - - - - 45 1,326,370,000 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

Untuk tahun
2013 dst

dipindahkan ke
Dinas Pasar,
Pertamanan,

dan Kebersihan

1.09 Pertanahan 52,777,524,855.94 10,945,402,760  7,692,966,520  8,645,528,520 11,822,051,100 90,007,350,956
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

%                100            100 352,647,760                   100            359,767,760.00                 100            418,042,520.00                     100            493,312,520.00                       100             605,000,000.00                100 352,647,760 Sekretariat
Daerah

Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
(RTH)

1.08.0
3.24

1.09.0
1.16

Program penataan
penguasaan; pemilikan;
penggunaan dan
pemanfaatan tanah

Sekretariat
Daerah
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Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

%                100            100 352,647,760                   100            359,767,760.00                 100            418,042,520.00                     100            493,312,520.00                       100             605,000,000.00                100 352,647,760 Sekretariat
Daerah

Tingkat Ketersediaan
peta dan tabel data
lahan

%                100            100 51,248,007,095.94                   100 9,610,970,000.00                 100 5,497,794,000                     100 6,517,328,000                       100 9,655,450,100                100 82,529,549,196

Ketersediaan lahan
siap bangun milik
pemerintah

persil                   -               -                                      -                     -                                  -                    -                                  -                        -                                 -                          -                                  -                   -                                  -

1.09.0
1.17

Program penyelesaian
konflik-konflik
pertanahan

Tingkat konflik
pertanahan yang
terselesaikan

%                  17         17.40 431,320,000                14.29 197,515,000.00              14.29 190,340,000                  17.14 320,750,000                         20 386,188,000                  20 1,526,113,000 Sekretariat
Daerah

1.09.0
1.18

Program
pengembangan sistem
informasi pertanahan

Persentase
Ketersediaan
informasi
pertanahan

%                  80              42 745,550,000                     43 777,150,000.00                   45 1,586,790,000                       45 1,314,138,000                         45 1,175,413,000                  45 5,599,041,000 Sekretariat
Daerah

 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 12,274,976,000 11,701,365,795 10,603,280,100 11,473,582,145 14,267,162,159 60,320,366,199
1.10.0

1.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan layanan
Administrasi
Perkantoran

%               70            75             7,774,126,300                 85          5,721,158,770                90          4,575,522,600                   95         6,328,748,030                    100          6,961,622,833             100             31,361,178,533 Dinas
Kependudukan

dan Catatan
Sipil

1.10.0
1.02

Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

Cakupan layanan
sarana dan
prasarana
aparatur

%               70            80             2,145,062,200                 90          2,261,789,625                95          1,839,740,000                 100         3,147,473,115                    100          3,641,960,426             100        13,036,025,366 Dinas
Kependudukan

dan Catatan
Sipil

1.10.0
1.03

Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

%               75            80                  50,850,000                 85               43,100,000                90               39,600,000                   95              47,100,000                    100               51,810,000             100             232,460,000 Dinas
Kependudukan

dan Catatan
Sipil

1.09.0
1.16

Program penataan
penguasaan; pemilikan;
penggunaan dan
pemanfaatan tanah

Sekretariat
Daerah

1.10.0
1.03

Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

%               75            80                  50,850,000                 85               43,100,000                90               39,600,000                   95              47,100,000                    100               51,810,000             100             232,460,000 Dinas
Kependudukan

dan Catatan
Sipil

1.10.0
1.05

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

Meningkatkan
Keterampilan
Petugas

%             100          100                525,210,000               100          1,489,502,000              100             961,497,500                      -                               -                    100             915,255,000             100          3,891,464,500 Dinas
Kependudukan

dan Catatan
Sipil

1.10.0
1.07

Program Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Tingkat Ketepatan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

%               65            70                  50,200,000                 75               44,300,000                85               32,000,000                   90              32,000,000                    100               35,200,000             100             193,700,000 Dinas
Kependudukan

dan Catatan
Sipil

Cakupan
Penerbitan Kartu
Tanda Penduduk

%           51.70       39.00             84.58                89                   93                      97               971.10.0
1.15

Program Penataan
Administrasi
Kependudukan

            1,729,527,500          2,141,515,400          3,154,920,000         1,918,261,000          2,661,313,900             11,605,537,800 Dinas
Kependudukan

dan Catatan
Sipil
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Cakupan
Penerbitan
Kutipan Akte
Kelahiran

%               12       13.68             14.31                85                   89                      95               95

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  5,222,020,200  7,172,474,200  5,186,597,500  7,010,505,000  5,989,048,000 30,580,644,900

1.11.0
1.01

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

%             100          100             1,805,005,700               100          1,761,620,500              100          1,760,643,500                 100         1,924,350,000                    100          1,873,296,000             100          9,124,915,700 Badan
Pemberdayaan

Perempuan,
Perlindungan

Anak dan
Keluarga

Berencana

1.11.0
1.02

Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

%             100          100             1,536,292,000               100          2,395,157,200              100             303,650,000                 100            600,050,000                    100             748,054,000             100          5,583,203,200 Badan
Pemberdayaan

Perempuan,
Perlindungan

Anak dan
Keluarga

Berencana

1.10.0
1.15

Program Penataan
Administrasi
Kependudukan

            1,729,527,500          2,141,515,400          3,154,920,000         1,918,261,000          2,661,313,900             11,605,537,800 Dinas
Kependudukan

dan Catatan
Sipil
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1.11.0
1.02

Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

%             100          100             1,536,292,000               100          2,395,157,200              100             303,650,000                 100            600,050,000                    100             748,054,000             100          5,583,203,200 Badan
Pemberdayaan

Perempuan,
Perlindungan

Anak dan
Keluarga

Berencana

1.11.0
1.03

Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

%             100          100                  89,592,000               100               45,500,000              100               35,156,000                 100              60,000,000                    100               66,260,000             100             296,508,000 Badan
Pemberdayaan

Perempuan,
Perlindungan

Anak dan
Keluarga

Berencana

1.11.0
1.07

Program Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Tingkat Ketepatan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

%             100          100                  58,100,000               100               73,400,000              100               73,000,000                 100              73,400,000                    100               73,400,000             100             351,300,000 Badan
Pemberdayaan

Perempuan,
Perlindungan

Anak dan
Keluarga

Berencana

Terlayaninya
kasus pengaduan
kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak

%               20            50                 55                60                   65                      70               701.11.0
1.16

Program penguatan
kelembagaan
pengarusutamaan
gender  dan anak

               613,227,000          1,079,456,000             907,465,000            817,500,000             913,038,000          4,330,686,000 Badan
Pemberdayaan

Perempuan,
Perlindungan

Anak dan
Keluarga

Berencana

Terlayaninya
kasus pengaduan
kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak

%               20            50                 55                60                   65                      70               70

Meningkatnya
pemenuhan hak
perempuan dan
anak terhadap
tindak kekerasan

%                 5            15                 50                75                   80                      90               90

Persentase peran
serta perempuan
dalam
pembangunan
gender dan anak

%               40              -                 60                70                   80                      90               901.11.0
1.15

Program keserasian
kebijakan
peningkatan kualitas
anak dan perempuan

                                  -             119,705,000             214,640,000                               -                                -             334,345,000 Badan
Pemberdayaan

Perempuan,
Perlindungan

Anak dan
Keluarga

Berencana

1.11.0
1.16

Program penguatan
kelembagaan
pengarusutamaan
gender  dan anak

               613,227,000          1,079,456,000             907,465,000            817,500,000             913,038,000          4,330,686,000 Badan
Pemberdayaan

Perempuan,
Perlindungan

Anak dan
Keluarga

Berencana
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

terwujudnya
produk hukum
yang terkait
pengarusutamaan
gender dan anak

%               25              -                 40                50                   60                      70               70

Meningkatnya
Angka Harapan
Hidup

%               40              -                                   -                    -                               -                   -                               -  118 kader
lansia

 118 kader
lansia

 354 kader
lansia

Menurunnya
angka kematian
ibu

%               25              -                                   -                    -                               -                  -                               -  14 Kecamatan  14 Kecamatan  14
Kecamatan

Meningkatnya
ekonomi
perempuan

kelompo
k

            140              -                                   -                    -                               -                   -                               -                   10                      14               24

Meningkatnya
kualitas hidup
perempuan di
bidang usaha
ekonomi produktif

kelompo
k

                 -              -                                   -                    -                               -                   -                      -                        -                  -

         3,985,000,000 Badan
Pemberdayaan

Perempuan,
Perlindungan

Anak dan
Keluarga

Berencana

1.11.0
1.20

Program peningkatan
kualitas hidup anak
dan perlindungan
anak

                                  -                               -                               -         1,955,000,000          2,030,000,000

1.11.0
1.15

Program keserasian
kebijakan
peningkatan kualitas
anak dan perempuan

                                  -             119,705,000             214,640,000                               -                                -             334,345,000 Badan
Pemberdayaan

Perempuan,
Perlindungan

Anak dan
Keluarga

Berencana

Badan
Pemberdayaan

Perempuan,
Perlindungan

Anak dan
Keluarga

Berencana

Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan
Perempuan

1.11.0
1.17

        1,580,205,000             285,000,000          1,865,205,000
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Meningkatnya
kualitas hidup
perempuan di
bidang usaha
ekonomi produktif

kelompo
k

                 -              -                                   -                    -                               -                   -                      -                        -                  -

Terpenuhinya hak-
hak anak

%               50              -                    -                   -                   80                      90               90

Tertanganinya
kasus kekerasan
terhadap anak

Orang                  -              -                    -                   -                   56                    100             156

1.11.0
1.18

Program peningkatan
peran serta dan
kesetaran gender
dalam pembangunan

Terlatih dan
terbinanya
keterampilan
perempuan dalam
menunjang
ekonomi keluarga

kecamat
an

                 -              -                                   -                    -                               - 14
Kecamatan

1,109,058,000 14 Kecamatan 0                      -                              - 14
Kecamatan

1,109,058,000 Badan
Pemberdayaan

Perempuan,
Perlindungan

Anak dan
Keluarga

Berencana

meningkatnya
peran perempuan
dalam
pembangunan di
pedesaan melalui
pelatihan dan
keterampilan

kecamat
an

               -            14                 14                14                    -                      -               14

Meningkatnya
kualitas hidup
perempuan di
bidang usaha
ekonomi produktif

Kelompo
k

               -              8                 10                 -                    -                      -               18

         3,985,000,000 Badan
Pemberdayaan

Perempuan,
Perlindungan

Anak dan
Keluarga

Berencana

1.11.0
1.20

Program peningkatan
peran perempuan  di
pedesaan

1,119,803,500          1,697,635,500 782,985,000                             -                              - 3,600,424,000

1.11.0
1.20

Program peningkatan
kualitas hidup anak
dan perlindungan
anak

                                  -                               -                               -         1,955,000,000          2,030,000,000

Badan
Pemberdayaan

Perempuan,
Perlindungan

Anak dan
Keluarga

Berencana

Badan
Pemberdayaan

Perempuan,
Perlindungan

Anak dan
Keluarga

Berencana

Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan
Perempuan

1.11.0
1.17

        1,580,205,000             285,000,000          1,865,205,000

meningkatnya
peran perempuan
dalam
pembangunan di
pedesaan melalui
pelatihan dan
keterampilan

kecamat
an

               -            14                 14                14                    -                      -               14

Meningkatnya
kualitas hidup
perempuan di
bidang usaha
ekonomi produktif

Kelompo
k

               -              8                 10                 -                    -                      -               18

1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera  2,295,996,300  2,342,595,100  3,567,048,300  5,651,320,000  6,346,600,000 20,203,559,700

Cakupan sasaran
pasangan usia
subur menjadi
peserta KB aktif

%               67            67             1,184,167,500                 68          1,247,941,300                70          1,926,917,000                76.5         2,195,000,000                      77          2,338,500,000               77          8,892,525,800

1.11.0
1.20

Program peningkatan
peran perempuan  di
pedesaan

1,119,803,500          1,697,635,500 782,985,000                             -                              - 3,600,424,000

1.12.0
1.15

Program keluarga
berencana

Badan
Pemberdayaan

Perempuan,
Perlindungan

Anak dan
Keluarga

Berencana

Badan
Pemberdayaan

Perempuan,
Perlindungan

Anak dan
Keluarga

Berencana
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Cakupan
pasangan usia
subur yang
isterinya dibawah
usia 20 tahun

%                 3              2                   2                  2                     2                        1                 1

cakupan pasangan
usia subur yang
ingin ber-KB tidak
terpenuhi (Unmet
Need)

%                  -              -                 15                13                   11                      10               10

Terlayaninya
masyarakat dalam
penggunaan alat
kontrasepsi

%                  -              -                    -                   -                   20                      25               25                                -

1.12.0
1.15

Program keluarga
berencana

Badan
Pemberdayaan

Perempuan,
Perlindungan

Anak dan
Keluarga

Berencana
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Terlayaninya
masyarakat dalam
penggunaan alat
kontrasepsi

%                  -              -                    -                   -                   20                      25               25                                -

1.12.0
1.16

Program kesehatan
reproduksi remaja
(KRR)

Meningkatnya
jumlah kelompok
PIK Remaja

Orang/
kelompo

k

 75 org  8
Kelompok

               469,320,000  10 Kelompok             541,860,000  25 kelompok             664,042,500  30 kelompok         1,005,000,000  37 kelompok          1,055,000,000  37
Kelompok

         3,735,222,500 Badan
Pemberdayaan

Perempuan,
Perlindungan

Anak dan
Keluarga

Berencana

1.12.0
1.17

Progam pelayanan
kontrasepsi

Cakupan
penyediaan alat
dan obat
kontrasepsi untuk
memenuhi
permintaan
masyarakat 30 %
setiap tahunnya

%               40              -                                   -                    -                               -                20             194,250,000                   25            195,000,000                      30             214,500,000               30             603,750,000 Badan
Pemberdayaan

Perempuan,
Perlindungan

Anak dan
Keluarga

Berencana

Cakupan PUS
peserta KB
anggota usaha
peningkatan
pendapatan
keluarga sejahtera
(UPPKS) yang ber-
KB

%               70            73                 75                80                   85                      92               92

Ratio pembantu
pembina keluarga
berencana
(PPKBD) 1(satu)
petugas di setiap
desa/ kelurahan

%               78            80                 83                87                   90                      95               95

1.12.0
1.18

Program pembinaan
peran serta
Masyarakat dalam
Pelayanan KB/KR
yang mandiri

               250,988,000             283,160,000             271,070,000

1.12.0
1.15

Program keluarga
berencana

Badan
Pemberdayaan

Perempuan,
Perlindungan

Anak dan
Keluarga

Berencana

        1,626,100,000          1,753,600,000          4,184,918,000 Badan
Pemberdayaan

Perempuan,
Perlindungan

Anak dan
Keluarga

Berencana

Ratio pembantu
pembina keluarga
berencana
(PPKBD) 1(satu)
petugas di setiap
desa/ kelurahan

%               78            80                 83                87                   90                      95               95

Cakupan
penyediaan
informasi data
mikro keluarga di
setiap
desa/kelurahan
100% setiap tahun

%               60            65                 70                75                   80                      90               90

1.12.0
1.18

Program pembinaan
peran serta
Masyarakat dalam
Pelayanan KB/KR
yang mandiri

               250,988,000             283,160,000             271,070,000         1,626,100,000          1,753,600,000          4,184,918,000 Badan
Pemberdayaan

Perempuan,
Perlindungan

Anak dan
Keluarga

Berencana
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Jumlah Pusat
Informasi
Konseling (PIK)
remaja:

kelompo
k

                 -  37 kelompok  37
kelompok

 - Tumbuh               24                      45               50
 - Tegak                 2                      32               40
 - Tegar                  -                        9               15
Meningkatnya
pengetahuan
remaja tentang
kesehatan
reproduksi

%                  -                      75               90

Penyuluhan
penanggulangan
penyalahgunaan
narkoba dan PMS
di sekolah

Kelompo
k

              10                      37               62

            300,000,000 Badan
Pemberdayaan

Perempuan,
Perlindungan

Anak dan
Keluarga

Berencana

1.12.0
1.20

Program
Pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi
dan Konseling KRR

                              -             300,000,000
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Penyuluhan
penanggulangan
penyalahgunaan
narkoba dan PMS
di sekolah

Kelompo
k

              10                      37               62

1.12.0
1.24

program
pengembangan
Model Operasional
BKB-Posyandu-
PADU

Cakupan anggota
BKB ber-KB 70%

%               70            71                391,520,800                 72             269,633,800                74             510,768,800                   76            630,220,000                      80             685,000,000               80          2,487,143,400 Badan
Pemberdayaan

Perempuan,
Perlindungan

Anak dan
Keluarga

Berencana

1.13 Sosial  6,027,815,125 13,707,430,270 11,604,870,400 21,266,502,640 28,290,803,698 80,897,422,133
01.01 Program Pelayanan

Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

% 100 100 2,347,587,000 100 2,515,459,100 100 2,317,109,500 100 2,716,286,500 100          3,123,729,475 100             13,020,171,575 Dinas Sosial,
Tenaga kerja

dan
Transmigrasi01.02 Program peningkatan

sarana dan
prasarana aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

% 100 100 634,851,000 100 724,100,000                 -                             - 100 540,100,000 100             450,000,000 100          2,349,051,000 Dinas Sosial,
Tenaga kerja

dan
Transmigrasi

01.03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

% 100            -                                 -                  -                             -                 -                             - 100 54,000,000                      -                              - 100               54,000,000 Dinas Sosial,
Tenaga kerja

dan
Transmigrasi

01.07 Program Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Tingkat Ketepatan
Pengelolaan
Keuangan Daerah.

% 100 100 37,900,000 100 37,900,000 100 37,900,000 100 37,900,000 100               37,900,000 100             189,500,000 Dinas Sosial,
Tenaga kerja

dan
Transmigrasi

            300,000,000 Badan
Pemberdayaan

Perempuan,
Perlindungan

Anak dan
Keluarga

Berencana

1.12.0
1.20

Program
Pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi
dan Konseling KRR

                              -             300,000,000

01.07 Program Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Tingkat Ketepatan
Pengelolaan
Keuangan Daerah.

% 100 100 37,900,000 100 37,900,000 100 37,900,000 100 37,900,000 100               37,900,000 100             189,500,000 Dinas Sosial,
Tenaga kerja

dan
Transmigrasi

01.14 Program
pemberdayaan fakir
miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) lainnya

 Persentase fakir
miskin yang
mendapat
bantuan

% 100 100 406,237,325 100 1,775,540,000 100 536,675,000 100 699,510,000 100          1,208,355,000 100          4,626,317,325 Dinas Sosial,
Tenaga kerja

dan
Transmigrasi
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

01.15 Persentase
kelompok lanjut
usia, penyandang
disabilitas/cacat,
tuna sosial ,
WRSE dan
psikotik yang
memperoleh
pelayanan dan
bantuan sosial

% 100 100 256,880,000 100 275,772,800 100 611,913,900 100 3,708,763,801 100          3,750,000,000 100          8,603,330,501 Dinas Sosial,
Tenaga kerja

dan
Transmigrasi

Penanganan
masalah-masalah
strategis yang
menyangkut
tanggap cepat
darurat

               -            -                                 -                  -                             -                 -             149,680,000                    -                             -                      -                              -                -             149,680,000 Badan
Penanggulanga

n Bencana
Daerah

Program Pelayanan
dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
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Penanganan
masalah-masalah
strategis yang
menyangkut
tanggap cepat
darurat

               -            -                                 -                  -                             -                 -             149,680,000                    -                             -                      -                              -                -             149,680,000 Badan
Penanggulanga

n Bencana
Daerah

01.16 Program Pembinaan
Anak Terlantar

Persentase anak
penyandang
masalah sosial
yang mendapat
pelayanan,
perlindungan dan
rehabilitasi sosial

% - - - 100 361,993,800 100 696,969,000 100 525,590,164 100          1,000,000,000 100          2,584,552,964 Dinas Sosial,
Tenaga kerja

dan
Transmigrasi

01.17 Program pembinaan
para penyandang
cacat dan trauma

Peningkatan
pengetahuan
penyandang cacat
tubuh

%             100          100 497,945,000 100 658,269,000 100 840,229,000                             - - - 100          1,996,443,000 Dinas Sosial,
Tenaga kerja

dan
Transmigrasi

01.19 Program Pembinaan
Eks Penyandang
Penyakit Sosial (Eks
Narapidana,
PSK,Narkoba dan
Penyakit Sosial
lainnya)

Terlaksananya
peningkatan
kualitas pelayanan
dan rehabilirtasi
sosial TS.

%             100          100 189,750,000               100 389,461,300              100 439,041,000 - - - -             100          1,018,252,300 Dinas Sosial,
Tenaga kerja

dan
Transmigrasi

01.20 Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya
sumber daya
manusia tenaga
kesejahteraan
sosial masyarakat
serta sarana dan
prasaran
pelayanan
kesejahteraan
sosial [orang]

Orang               88 88 876,664,400 68 559,600,000 68 396,355,000                      -                               -                      -        472,872,750.00 224          2,305,492,150 Dinas Sosial,
Tenaga kerja

dan
Transmigrasi

Program Pelayanan
dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial

01.20 Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya
sumber daya
manusia tenaga
kesejahteraan
sosial masyarakat
serta sarana dan
prasaran
pelayanan
kesejahteraan
sosial [orang]

Orang               88 88 876,664,400 68 559,600,000 68 396,355,000                      -                               -                      -        472,872,750.00 224          2,305,492,150 Dinas Sosial,
Tenaga kerja

dan
Transmigrasi

01.21 Program
pembangunan
makam pahlawan

Cakupan
penyediaan taman
makam pahlawan

%  - 100 541,250,400 100 109,450,000 100 1,329,610,000 100 3,874,787,175 100          2,727,245,973 100          8,582,343,548 Dinas Sosial,
Tenaga kerja

dan
Transmigrasi

01.23 Program Bantuan
Dan Jaminan Sosial
Serta Perlindungan
Sosial

Persentase
penyandang
masalah sosial
yang mendapat
perlindungan
sosial

% 100 - - 100 632,567,000 100 324,497,500 100 1,081,565,500 100          1,189,722,050 100          3,228,352,050 Dinas Sosial,
Tenaga kerja

dan
Transmigrasi
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

01.24 Program Pembinaan
Nilai-nilai
Kepahlawanan dan
Kesetiakawanan
Sosial

Terciptanya nilai-
nilai
kepahlawanan

% 100 100 238,750,000 100 177,475,000                 -                             -                    -            229,750,000                    100             242,750,000 100             888,725,000 Dinas Sosial,
Tenaga kerja

dan
Transmigrasi

1.13.0
2.01

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

% 100  -                                   -                 65          1,840,233,270              100          2,519,970,500                 100         2,922,532,500                    100          3,227,785,750             100        10,510,522,020 Badan
Penanggulanga

n Bencana
Daerah

1.13.0
2.02

Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

% 100  -                                   -                 85          3,206,044,000              100             866,260,000                 100            685,950,000                    100             854,149,000             100          5,612,403,000 Badan
Penanggulanga

n Bencana
Daerah

VIII - 23                      Revisi RPJMD Kab. Siak Tahun 2011-2016

1.13.0
2.02

Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

% 100  -                                   -                 85          3,206,044,000              100             866,260,000                 100            685,950,000                    100             854,149,000             100          5,612,403,000 Badan
Penanggulanga

n Bencana
Daerah

1.13.0
2.03

Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

% 100  -                                   -                 99 48,550,000              100               45,600,000                 100              23,000,000                    100             103,550,000             100             220,700,000 Badan
Penanggulanga

n Bencana
Daerah

1.13.0
2.05

Program Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur

Cakupan Aparatur
Andal dalam
Penanggulangan
Bencana

% 100              -                                   -                 70 314,315,000              100             435,460,000                    -                             -                      -                              -             100             749,775,000 Badan
Penanggulanga

n Bencana
Daerah

1.13.0
2.07

Program Penigkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Tingkat Ketepatan
Pengelolaan
Keuangan Daerah.

% 100              -                                   -               100 80,700,000              100               57,600,000                 100              57,600,000                      -                              -             100             195,900,000 Badan
Penanggulanga

n Bencana
Daerah

1.13.0
2.06

Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan

Tingkat Ketepatan
Pengelolaan
Keuangan Daerah.

% 100  -                                   -                    -                               -                   -                               -                      -                               -                    100               63,360,000             100               63,360,000 Badan
Penanggulanga

n Bencana
Daerah

1.13.0
2.24

Program
Penyelenggaraan
Penanggulangan
Bencana

Persentase korban
bencana yang
dievakuasi dengan
menggunakan
sarana dan
prasarana tanggap
darurat lengkap

%                  -  -                                   -                    -                               -                   -                               -               79.20            440,015,000                   66.4          3,647,016,500            66.4          4,087,031,500 Badan
Penanggulanga

n Bencana
Daerah

1.13.0
2.24

Program
Penyelenggaraan
Penanggulangan
Bencana

Persentase korban
bencana yang
dievakuasi dengan
menggunakan
sarana dan
prasarana tanggap
darurat lengkap

%                  -  -                                   -                    -                               -                   -                               -               79.20            440,015,000                   66.4          3,647,016,500            66.4          4,087,031,500 Badan
Penanggulanga

n Bencana
Daerah

1.13.0
2.25

Program
Penyelenggaraan
Rehabilitasi Dan
Rekonstruksi

Persentase korban
bencana yang
direhabilitasi dan
direkontruksi

%                  -              -                                   -                    -                               -                   -                               -  14 kecamatan            275,750,000  14 kecamatan             963,325,000  14
kecamatan

         1,239,075,000 Badan
Penanggulanga

n Bencana
Daerah

1.13.0
2.26

Program Pencegahan
Dini  Dan Mitigasi
Bencana

Persentase
cakupan dampak
bencana

%  -                                   -                               -                               -                    -         3,393,402,000                   1.90          5,229,042,200            1.90          8,622,444,200 Badan
Penanggulanga

n Bencana
Daerah

1.14 Ketenaga Kerjaan  6,424,362,800  6,812,025,950  3,803,081,400  7,515,650,155  9,379,830,100 33,934,950,405
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

01.02 Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

% 100 100 1,109,172,000 100 1,932,274,550 100 395,200,000 100 766,650,000                    100        722,800,000.00 100          4,926,096,550 Dinas Sosial,
Tenaga kerja

dan
Transmigrasi

01.03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

% 100 100 38,300,000 100 39,500,000 100 24,300,000                    -                             -                    100               64,000,000 100             166,100,000 Dinas Sosial,
Tenaga kerja

dan
Transmigrasi

tahun 2015
program
ppindah

keurusan sosial

Besaran tenaga
kerja yang
mendapatkan
pelatihan berbasis
kompetensi

Orang - 144 101 76 96 96 192

Besaran tenaga
kerja yang
mendapatkan
pelatihan berbasis
masyarakat

Orang - 35 28                 - 28 28 56

01.15 Program Peningkatan
Kualitas dan
Produktifitas Tenaga
Kerja

2,224,687,800 1,587,415,400 1,018,025,200 1,059,278,600          2,327,330,000          8,216,737,000 Dinas Sosial,
Tenaga kerja

dan
Transmigrasi
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Besaran tenaga
kerja yang
mendapatkan
pelatihan berbasis
masyarakat

Orang - 35 28                 - 28 28 56

Besaran tenaga
kerja yang
mendapatkan
pelatihan
kewirausahaan

Orang -            -                  -                 -                    -                      -                -

01.16 Program Peningkatan
Kesempatan Kerja

Besaran pencari
kerja yang
terdaftar yang
ditempatkan

Orang - 97 1,358,254,000 24 1,565,481,000 0 660,765,000 35 959,830,555 35 1,062,820,000 35 5,607,150,555 Dinas Sosial,
Tenaga kerja

dan
Transmigrasi

Besaran kasus
yang diselesaikan
dengan perjanjian
bersama (PB)

Kasus - 60 46 60 25 25 25

Besaran
pemeriksaan
perusahaan

Perusah
aan

- 60 150 150 25 25 50

Besaran pengujian
peralatan di
perusahaan

Perusah
aan

- 60 150 150 25 25 50

Persentase
pekerja/buruh
yang menjadi
peserta program
jamsostek

% - - - - 25 25 50

01.15 Program Peningkatan
Kualitas dan
Produktifitas Tenaga
Kerja

2,224,687,800 1,587,415,400 1,018,025,200 1,059,278,600          2,327,330,000          8,216,737,000 Dinas Sosial,
Tenaga kerja

dan
Transmigrasi

Dinas Sosial,
Tenaga kerja

dan
Transmigrasi

5,202,880,100        13,389,081,300 Dinas Sosial,
Tenaga kerja

dan
Transmigrasi

01.20 Program Penyuluhan
regulasi ketenaga
kerjaan kepada
pengusaha/perusaha
an dan tenaga kerja

- 454,460,000 545,240,000 300,860,000

01.17 Program
Perlindungan dan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan

1,132,729,000 1,041,405,000 1,282,176,200 4,729,891,000

- - 1,300,560,000

Persentase
pekerja/buruh
yang menjadi
peserta program
jamsostek

% - - - - 25 25 50

Persentase
pekerja/buruh
yang menjadi
peserta program
jamsostek

Orang - 23,377 - - - Dinas Sosial,
Tenaga kerja

dan
Transmigrasi

5,202,880,100        13,389,081,300 Dinas Sosial,
Tenaga kerja

dan
Transmigrasi

01.20 Program Penyuluhan
regulasi ketenaga
kerjaan kepada
pengusaha/perusaha
an dan tenaga kerja

- 454,460,000 545,240,000 300,860,000

01.17 Program
Perlindungan dan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan

1,132,729,000 1,041,405,000 1,282,176,200 4,729,891,000

- - 1,300,560,000
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Terlatihnya
pengusaha dan
serikat pekerja di
dalam peraturan
perundang-
undangan

Perusah
aan

50 50 55 60 - 60

01.22 Program Sosialisasi
standar pengupahan
minimal daerah

Meningkatnya
standar
kesejahteraan
pekerja dan
pelayanan
ketenagakerjaan

Kec - 14 106,760,000 14 100,710,000 -                               - 14 - - - 14 207,470,000 Dinas Sosial,
Tenaga kerja

dan
Transmigrasi

01.21 Program Pengkajian
standar pengupahan
Daerah

Meningkatnya
standar
kesejahteraan
pekerja dan
pelayanan
ketenagakerjaan

Kec - -                                   - -                               - 14             121,755,000 - - - - 14 121,755,000 Dinas Sosial,
Tenaga kerja

dan
Transmigrasi

Dinas Sosial,
Tenaga kerja

dan
Transmigrasi

01.20 Program Penyuluhan
regulasi ketenaga
kerjaan kepada
pengusaha/perusaha
an dan tenaga kerja

- 454,460,000 545,240,000 300,860,000 - - 1,300,560,000
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01.21 Program Pengkajian
standar pengupahan
Daerah

Meningkatnya
standar
kesejahteraan
pekerja dan
pelayanan
ketenagakerjaan

Kec - -                                   - -                               - 14             121,755,000 - - - - 14 121,755,000 Dinas Sosial,
Tenaga kerja

dan
Transmigrasi

1.15 Keperasi dan Usaha Kecil Menengah  7,906,448,900  5,310,780,307  3,927,656,822  5,538,136,740  6,492,376,500 29,175,399,269
1.15.0

1.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

% 100 100 5,543,010,500 100 2,456,625,250 100          2,105,220,372 100 1,806,061,500 100 1,806,061,500 100 13,716,979,122 Dinas
Koperasi,

Perindustrian
dan

Perdagangan1.15.0
1.02

Program Peningkatan
sarana dan
Prasarana Aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

% 100 100 1,107,800,000 100   817,227,407 100             170,100,000 100 630,100,000 100 630,100,000 100 3,355,327,407 Dinas
Koperasi,

Perindustrian
dan

Perdagangan1.15.0
1.03

Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

% 100 100 46,475,000 100    69,900,000 100  - 100 41,075,000 100 41,075,000 100 198,525,000 Dinas
Koperasi,

Perindustrian
dan

Perdagangan1.15.0
1.07

Program
Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
keuangan daerah

Tingkat Ketepatan
pengelolaan
Keuangan Daerah

Jasa
Pemeliha

raan

100 4 37,900,000 4    37,900,000 4               37,900,000 4 37,900,000 4 37,900,000 4 189,500,000 Dinas
Koperasi,

Perindustrian
dan

Perdagangan

1.15.0
1.06

Program peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan dan
pencapaian kinerja
serta keuangan

Terwujudnya
Perencanaan
Strategis SKPD

Dokume
n

100            -                                 -                  -                             -                 -                             -                    -                             - 1 Dokumen 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000 Dinas
Koperasi,

Perindustrian
dan

Perdagangan

1.15.0
1.06

Program peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan dan
pencapaian kinerja
serta keuangan

Terwujudnya
Perencanaan
Strategis SKPD

Dokume
n

100            -                                 -                  -                             -                 -                             -                    -                             - 1 Dokumen 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000 Dinas
Koperasi,

Perindustrian
dan

Perdagangan

1.15.0
1.16

Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
keunggulan
kompetitif usaha
kecil menengah

Jumlah UMKM unit 1600 266,491,400 1751   176,621,400 1880             462,500,000 1985 745,690,120 2060 1,106,290,000 2060 2,757,592,920 Dinas
Koperasi,

Perindustrian
dan

Perdagangan
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1.15.0
1.17

Program
pengembangan
sistim pendukung
usaha bagi usaha
mikro kecil
menengah

Pomosi produk
unggulan

pameran 1 137,310,000 1   440,470,300 1             167,290,000 1 745,690,120 1 799,000,000 1 2,289,760,420 Dinas
Koperasi,

Perindustrian
dan

Perdagangan

1.15.0
1.18

Program Peningkatan
kualitas
kelembagaan
koperasi

Jumlah Koperasi
aktif

kop 163 416,505,600 182   820,825,650 202 763,450,050                    - 1,261,320,000 222 1,751,550,000 222 5,013,651,300 Dinas
Koperasi,

Perindustrian
dan

Perdagangan
1.15.0

1.20
Pogram peningkatan
kualitas sumberdaya
manusia

Meningkatnya
pelaporan
administrasi
koperasi

orang 25 161,181,400 25   366,662,800 40 221,196,400                    -       100,000,000.00 30 100,000,000 120 949,040,600 Dinas
Koperasi,

Perindustrian
dan

Perdagangan
1.15.0

1.21
Program
Pengembangan desa
koperasi

Meningkatnya
peran koperasi di
desa

koperasi 170 189,775,000 4   124,547,500                 -                             -                    -       170,300,000.00 4 200,400,000 4 685,022,500 Dinas
Koperasi,

Perindustrian
dan

Perdagangan
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1.15.0
1.21

Program
Pengembangan desa
koperasi

Meningkatnya
peran koperasi di
desa

koperasi 170 189,775,000 4   124,547,500                 -                             -                    -       170,300,000.00 4 200,400,000 4 685,022,500 Dinas
Koperasi,

Perindustrian
dan

Perdagangan

1.16 Penanaman Modal  3,621,324,040  6,024,642,693 12,011,051,000 15,776,990,000 24,464,500,000 61,898,507,733
1.16.0

1.01
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

%  *            90 1,101,973,840                 95 2,728,007,546                95 2,687,379,338                   97 2,871,200,000.0                      97 2,473,500,000               97 11,862,060,724 *) kptsp&KPM;
Badan

Penanaman
Modal,

Pelayanan dan
Perizinan
terpadu

1.16.0
1.02

Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

%  *            - 121,605,200                 85 1,378,285,147                85 5,288,761,662                   85         6,447,850,000                      85 2,669,700,000               85 15,906,202,009 *)KPTSP &
KPM ;  Badan
Penanaman

Modal,
Pelayanan dan

Perizinan
terpadu

1.16.0
1.03

Peningkatan Disiplin
Aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

%  *            - 15,375,000 97% 55,100,000                 -                             -               98.00            100,000,000                      98 100,000,000               99 270,475,000 *) kptsp&KPM;
Badan

Penanaman
Modal,

Pelayanan dan
Perizinan
terpadu

1.16.0
1.03

Peningkatan Disiplin
Aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

%  *            - 15,375,000 97% 55,100,000                 -                             -               98.00            100,000,000                      98 100,000,000               99 270,475,000 *) kptsp&KPM;
Badan

Penanaman
Modal,

Pelayanan dan
Perizinan
terpadu

1.16.0
1.05

Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

Tersedianya
aparatur yang
memiliki
pengetahuan dan
wawasan di bidang
penanaman modal
& pelayanan
perizinan

orang *              -                                   -                    -                               - 100 928,230,000 155         1,074,740,000 170 9,950,000,000 685 11,952,970,000 *)KPTSP;
Badan

Penanaman
Modal,

Pelayanan dan
Perizinan
terpadu
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1.16.0
1.07

Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Tingkat Ketetapan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

%  *  * 98                  36,800,000                 98 36,800,000                98 36,800,000                   98 36,800,000                      98 3,680,000,000               98 3,827,200,000 *) kptsp&KPM;
Badan

Penanaman
Modal,

Pelayanan dan
Perizinan
terpadu

1.16.0
1.15

Peningkatan Promosi
dan Kerjasama
Investasi

Jumlah izin
prinsipyang
diterbitkan

izin *  * 7 2,034,570,000                 10 1,486,950,000                15 2,336,280,000                   17         3,690,300,000                      20 3,980,200,000               69 13,528,300,000 *KPM;
Badan

Penanaman
Modal,

Pelayanan dan
Perizinan
terpadu
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1.16.0
1.15

Peningkatan Promosi
dan Kerjasama
Investasi

Jumlah izin
prinsipyang
diterbitkan

izin *  * 7 2,034,570,000                 10 1,486,950,000                15 2,336,280,000                   17         3,690,300,000                      20 3,980,200,000               69 13,528,300,000 *KPM;
Badan

Penanaman
Modal,

Pelayanan dan
Perizinan
terpadu

1.16.0
1.16

Peningkatan Iklim
Investasi dan
Realisasi Investasi

Jumlah nilai
investasi

Rp. *  *
52.745.10

0.000

311,000,000
500.000.000.00

0

339,500,000
750.000.000.

000

733,600,000
850.000.000.0

00

1,556,100,000
1.000.000.000.0

00

1,611,100,000
3.347.760.00

0.000

4,551,300,000 *) KPM;
Badan

Penanaman
Modal,

Pelayanan dan
Perizinan
terpadu

1.16.0
1.20

Pogram Optimalisasi
Pelayanan Publik

Persentase
penyimpangan
perizinan yang di
tindak lanjuti

%                   88 550,000,000 Badan
Penanaman

Modal,
Pelayanan dan

Perizinan
terpadu

1.17 Kebudayaan 11,540,023,630  1,897,890,000  4,714,512,000  4,668,368,000 10,648,156,000 33,369,349,630

1.17.0
1.01

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

% 100 100             2,547,820,130 - - - - - - - - 100  2,547,820,130 Dinas
Pariwisata

Pemuda dan
Olahraga

tahun 2013 dst
pindah ke
Urusan

kepemudaan
olahraga

100 100             1,407,983,500                  -                             -                 -                             -                    -                             -                      -                              - 100  1,407,983,500 Dinas
Pariwisata

Pemuda dan
Olahraga

tahun 2013 dst
pindah ke
Urusan

kepemudaan
olahraga

- - - 100     54,800,000 - - - - - - 100     54,800,000 Dinas
pendidikan

dan
kebudayaan

tahun 2014 dst
program pindah

ke urusan
pendidikan

1.17.0
1.02

Program Peningkatan
Sarana dan Prasaran
Aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

%

- - - 100     54,800,000 - - - - - - 100     54,800,000 Dinas
pendidikan

dan
kebudayaan

tahun 2014 dst
program pindah

ke urusan
pendidikan

1.17.0
1.03

Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

% 100 100                  61,400,000                  -                             -                 -                             -                    -                             -                      -                              - Dinas
Pariwisata

Pemuda dan
Olahraga

tahun 2013 dst
pindah ke
Urusan

kepemudaan
olahraga

1.17.0
1.07

Program peningkatan
kapasitas
pengelolaan
keuangan daerah

Tingkat Ketetapan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

% 100 100                  38,200,000                  -                             -                 -                             -                    -                             -                      -                              - Dinas
Pariwisata

Pemuda dan
Olahraga

tahun 2013 dst
pindah ke
Urusan

kepemudaan
olahraga

1.17.0
1.02

Program Peningkatan
Sarana dan Prasaran
Aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

%
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1.17.0
1.15

Program
Pengembangan Nilai
Budaya

Cakupan
penggalian dan
pelaksanaan  nilai
budaya

%  -  - - 100    941,600,000  -  - 100  1,420,000,000 100    120,000,000 100  2,481,600,000 Dinas
pendidikan

dan
kebudayaan

1.17.0
1.16

% - - - 100    395,280,000 100  1,482,724,350 100    478,960,000 100  3,107,870,000 100  5,464,834,350 Dinas
kependidikan

dan
kebudayaan

%               50            50             3,854,612,500  -  -  -  -  -  -  -  - 100  3,854,612,500 Dinas
Pariwisata

Pemuda dan
Olahraga

tahun 2013
program ini

Pindah ke dinas
pendidikan dan

kebudayaan

1.17.0
1.17

Lancarnya
pengembangan
keanekaragaman
budaya

%               98          100             3,630,007,500                  -                             -                 -                             -                    -                             -                      -                              - 100  3,630,007,500 Dinas
Pariwisata

Pemuda dan
Olahraga

tahun 2013
program ini

Pindah ke dinas
pendidikan dan

kebudayaan

Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya

Cakupan
pelestarian situs
cagar budaya

Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
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1.17.0
1.17

Lancarnya
pengembangan
keanekaragaman
budaya

%               98          100             3,630,007,500                  -                             -                 -                             -                    -                             -                      -                              - 100  3,630,007,500 Dinas
Pariwisata

Pemuda dan
Olahraga

tahun 2013
program ini

Pindah ke dinas
pendidikan dan

kebudayaan

Cakupan
pengenalan nilai
budaya di sekolah
dan organisasi
seni

% - - - 100    506,210,000 100  1,909,538,650 100    846,000,000 100  3,663,470,000 100  6,925,218,650 Dinas
kependidikan

dan
kebudayaan

1.17.0
1.19

Program
Pengembangan
Sarana dan
Prasarana
Kebudayaan

Cakupan sarana
dan prasarana
kebudayaan

%                -            -                                 -                  -                             - 100  1,322,249,000 100  1,923,408,000 100  3,756,816,000 100  7,002,473,000 Dinas
pendidikan

dan
kebudayaan

1.18 Kepemudaan dan Olahraga 35,862,141,480 22,327,600,180 49,127,175,969 57,605,166,817 17,022,176,058 181,944,260,504
1.17.0

1.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

%             100            -                                 -               100              5,735,033,110              100 2,917,168,910                 100 3,268,936,693                    100          2,807,884,158             100             14,729,022,871 Dinas
Pariwisata

Pemuda dan
Olahraga

1.17.0
1.02

Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

%             100            -                                 -               100 4,510,194,186              100 4,202,961,400                 100 2,679,027,400                    100             677,681,400             100             12,069,864,386 Dinas
Pariwisata

Pemuda dan
Olahraga

1.17.0
1.03

Program peningkatan
disiplin aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

%             100            -                                 -               100 71,300,000.00              100 40,300,000                    - 40,300,000                    100               71,300,000             100             223,200,000 Dinas
Pariwisata

Pemuda dan
Olahraga

Program Pengelolaan
Keragaman Budaya

1.17.0
1.03

Program peningkatan
disiplin aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

%             100            -                                 -               100 71,300,000.00              100 40,300,000                    - 40,300,000                    100               71,300,000             100             223,200,000 Dinas
Pariwisata

Pemuda dan
Olahraga

1.17.0
1.07

Program peningkatan
kapasitas
pengelolaan
keuangan daerah

Tingkat Ketepatan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

%             100            -                                   -               100               38,200,000              100 38,200,000                 100 36,800,000                    100               32,800,000             100             146,000,000 Dinas
Pariwisata

Pemuda dan
Olahraga
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1.18.0
1.16

Program Peningkatan
peran serta
kepemudaan

Jumlah pemuda
yang ikut berperan
serta dalam
Kegiatan
Kepemudaan

Orang 130 1,851,660,000 170 2,170,790,000 200 2,778,465,000 200 3,702,003,000 250          3,994,701,500 250             14,497,619,500 Dinas
Pariwisata

Pemuda dan
Olahraga

1.18.0
1.19

Program
Pengembangan
kebijakan dan
manajemen olahraga

Jumlah persentase
peserta yang
dilatih

%  -  -                                 - 5 374,370,000                 -                                  -                    -                             -                      -                              - 21             374,370,000 Dinas
Pariwisata

Pemuda dan
Olahraga

1.18.0
1.17

Program Peningkatan
Upaya Penumbuhan
Kewirausahan dan
kecakapan hidup
pemuda

Persentase jumlah
pemuda usaha
yang menjadi
wirausahawan
yang setelah
dilatih

%               75            13 559,640,000                 13 1,414,988,500                23 107,695,000                    -                             -                      -                              -               34          2,082,323,500 Dinas
Pariwisata

Pemuda dan
Olahraga
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1.18.0
1.17

Program Peningkatan
Upaya Penumbuhan
Kewirausahan dan
kecakapan hidup
pemuda

Persentase jumlah
pemuda usaha
yang menjadi
wirausahawan
yang setelah
dilatih

%               75            13 559,640,000                 13 1,414,988,500                23 107,695,000                    -                             -                      -                              -               34          2,082,323,500 Dinas
Pariwisata

Pemuda dan
Olahraga

1.18.0
1.20

Program pembinaan
dan pemasyarakatan
olah raga

Peningkatan
prestasi atlit
daerah

medali                 5 17 6,349,683,000 11 6,534,428,000 18 9,509,550,000 15 6,157,729,600 10          7,187,809,000 86             35,739,199,600 Dinas
Pariwisata

Pemuda dan
Olahraga

1.18.0
1.21

Program peningkatan
sarana dan
prasarana olahraga

Rasio ketersediaan
sarana dan
prasana olahraga
1: 1000 penduduk

%            0.10         0.10 1,237,558,480                0.5   335,696,384               0.6 28,283,124,125                  0.7 40,720,370,124                     0.1               1,050,000,000              0.1             71,626,749,113 Dinas
Pariwisata

Pemuda dan
Olahraga

1.18.0
2.21

Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Olahraga

Cakupan sarana
prasarana
kepemudaan dan
olahraga

%                -            -                25,863,600,000                  -          1,142,600,000                78          1,249,711,534                   80         1,000,000,000                      82          1,200,000,000               82             30,455,911,534 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 23,295,015,380 24,290,993,370 23,200,500,800 54,225,990,628 58,231,032,334 183,243,532,512
1.19.0

1.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkan toran

%             100            85             1,083,294,880               100          1,195,316,050              100          1,288,521,100                 100         1,028,693,100                    100          1,597,589,600             100               6,193,414,730  Kantor
Kesatuan

Bangsa dan
Politik

1.19.0
1.02

Program Peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur

Cakupan layanan
Sarana dan
Prasarana
aparatur

%             100          100                339,475,000               100             178,200,000              100               70,150,000                 100              76,750,000                    100             381,500,000             100               1,046,075,000  Kantor
Kesatuan

Bangsa dan
Politik

1.19.0
1.02

Program Peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur

Cakupan layanan
Sarana dan
Prasarana
aparatur

%             100          100                339,475,000               100             178,200,000              100               70,150,000                 100              76,750,000                    100             381,500,000             100               1,046,075,000  Kantor
Kesatuan

Bangsa dan
Politik

1.19.0
1.03

 Program
Peningkatan Disiplin
Aparatur

Tingkat kepatuhan
aparatur

%             100          100                  15,225,000               100               13,600,000              100                 8,500,000                 100                6,800,000                    100               25,000,000             100                    69,125,000  Kantor
Kesatuan

Bangsa dan
Politik

1.19.0
1.07

 Program
Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Tingkat ketepatan
pengelolaan
keuangan daerah

%             100          100                  36,000,000               100               36,000,000              100               24,000,000                 100              11,000,000                    100               36,000,000             100                  143,000,000  Kantor
Kesatuan

Bangsa dan
Politik
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1.19.0
1.15

 Program
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan

Persentase
partisipasi
masyarakat dalam
mengantisipasi
dan mengatasi
kasus instabilitas
ketentraman dan
ketertiban
masyarakat

%               50            53                876,515,000             55.50             583,509,000                65          1,258,902,000               77.30         1,917,099,000                      80          2,604,876,000               80               7,240,901,000  Kantor
Kesatuan

Bangsa dan
Politik

1.19.0
1.17

 Program
Pengembangan
'Wawasan
Kebangsaan

Jumlah konflik
yang bernuansa
sara

Konflik 1 3 320,060,000                    -                               - 1 375,145,000 1 1,068,090,000 - 1,040,000,000 -               2,803,295,000  Kantor
Kesatuan

Bangsa dan
Politik

1.19.0
1.18

 Program Kemitraan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan

Terciptanya
Sinergisitas antara
lembaga/
instansi/organisas
asi dalam
pengembangan
wawasan
kebangsaan

%               75            80                163,700,000                 84             361,225,000                87             156,225,000                   87                               -                        -                                -               87                  681,150,000  Kantor
Kesatuan

Bangsa dan
Politik

1.19.0
1.21

 Program Pendidikan
Politik Masyarakat

               260,050,000             646,665,000             300,110,000            657,610,000             721,390,000               2,585,825,000  Kantor
Kesatuan

Bangsa dan
Politik
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1.19.0
1.18

 Program Kemitraan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan

Terciptanya
Sinergisitas antara
lembaga/
instansi/organisas
asi dalam
pengembangan
wawasan
kebangsaan

%               75            80                163,700,000                 84             361,225,000                87             156,225,000                   87                               -                        -                                -               87                  681,150,000  Kantor
Kesatuan

Bangsa dan
Politik

Meningkatkan
partisipasi
masyarakat dalam
penyelenggaraan
pemilu:

- Pemilu %           60.52 -                75               75
- Pemilukada
Provinsi

% -             48.12               48

- Pemilukada
Kabupaten

%           61.38 -                      70               70

- Pemilu Pilpres %           66.92 -                75               75
1.19.0

1.22
 Program pencegahan
Dini dan
Penanggulangan
Korban bencana
alam

Terciptanya
stabilitas
trantibmas dalam
masyarakat

%            70                255,275,000                  -                             -                 -                             -                    -                             -                      -                              -               70                  255,275,000  Kantor
Kesatuan

Bangsa dan
Politik

1.19.0
3.01

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

%               66            70 5,981,086,300                 75 7,078,910,400.00                78          6,502,187,200                   83 11,281,543,072                      89 14,057,851,686               89 44,901,578,658 Satuan Polisi
Pamong Praja

1.19.0
3.02

Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

%               90            90 1,150,284,200                 92 2,541,898,000.00                92          1,194,450,000                   94 4,191,957,056                      95 5,230,348,467               95 14,308,937,723 Satuan Polisi
Pamong Praja

1.19.0
1.21

 Program Pendidikan
Politik Masyarakat

               260,050,000             646,665,000             300,110,000            657,610,000             721,390,000               2,585,825,000  Kantor
Kesatuan

Bangsa dan
Politik

1.19.0
3.02

Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

%               90            90 1,150,284,200                 92 2,541,898,000.00                92          1,194,450,000                   94 4,191,957,056                      95 5,230,348,467               95 14,308,937,723 Satuan Polisi
Pamong Praja

1.19.0
3.03

Program peningkatan
disiplin aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

%               97            98 223,300,000                 99 462,850,000.00                 -  -                   99 717,128,000                      99 940,553,600               99 2,343,831,600 Satuan Polisi
Pamong Praja

1.19.0
3.05

Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

Meningkatnya
kualitas aparat
pemerintahan

%                -  -  -  -  -                65             716,380,000                   75              5,729,810,000                      80          7,075,772,000.00               80 13,521,962,000 Satuan Polisi
Pamong Praja

1.20.0
3.06

Program peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan

Terlaksananya
Pencapaian
Laporan
Pembuatan
Renstra

DOK 1  -  -  -  -  -  -  -              40,000,000 1 88,000,000 1 128,000,000 Satuan Polisi
Pamong Praja
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1.19.0
3.07

Program Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Tingkat Ketepatan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

%             100          100 73,850,000               100 63,750,000.00              100               32,000,000                 100 131,800,000                    100 35,644,500             100 337,044,500 Satuan Polisi
Pamong Praja

1.19.0
2.15

Program Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan

Cakupan petugas
perlindungan
masyarakat
(Linmas)

%                -            -                                   -                  -                               -                70             320,535,000                   76         2,355,048,000                      80          2,359,612,800               80 5,035,195,800 Satuan Polisi
Pamong Praja

1.19.0
3.16

Program
pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal

Tingkat
pemberkasan
pelaku
pelanggaran
Peraturan Daerah
(perda)

%               53            56 1,515,325,000                 60 1,919,580,000.00                65          2,125,790,000                   77         4,640,572,400                      84          4,677,280,880               84 14,878,548,280 Satuan Polisi
Pamong Praja

1.19.0
1.21

Program pendidikan
politik masyarakat

Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
terhadap
penegakan
peraturan daerah
(perda)

%               37            45 55,260,000                 56 133,060,000.00                 -                             -                    -                               -                      -                                -               56 188,320,000 Satuan Polisi
Pamong Praja
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1.19.0
3.16

Program
pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal

Tingkat
pemberkasan
pelaku
pelanggaran
Peraturan Daerah
(perda)

%               53            56 1,515,325,000                 60 1,919,580,000.00                65          2,125,790,000                   77         4,640,572,400                      84          4,677,280,880               84 14,878,548,280 Satuan Polisi
Pamong Praja

1.19.0
1.21

Program pendidikan
politik masyarakat

Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
terhadap
penegakan
peraturan daerah
(perda)

%               37            45 55,260,000                 56 133,060,000.00                 -                             -                    -                               -                      -                                -               56 188,320,000 Satuan Polisi
Pamong Praja

1.19.0
4.17

 Program
pengembangan
wawasan
kebangsaan

Cakupan sarana
dan prasarana
kebangsaan

% 70 75%                10,946,315,000 76          7,916,743,420 80          8,037,860,000 82            20,171,410,000 85        15,000,000,000 85 62,072,328,420 Dinas Cipta
Karya dan Tata

Ruang

1.19.0
2.15

Program Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan

Cakupan petugas
perlindungan
masyarakat

%            -                 80               88,430,000                 -                             -                    -                      80          2,359,612,800               80 2,448,042,800 Badan
Penanggulanga

n Bencana
Daerah

1.19.0
1.22

 Program pencegahan
Dini dan
Penanggulangan
Korban bencana
alam

Jumlah korban
bencana yang
meninggal

orang            -                  -          1,071,256,500                70             789,745,500                   70            200,680,000                      -                              -               70               2,061,682,000 Badan
Penanggulanga

n Bencana
Daerah

 1.20           286,415,947,473        344,891,512,175        313,543,001,206       362,788,344,578        499,633,382,451     1,791,832,428,163

1.20.0
3.01

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

%                100            100 27,700,644,334                   100 32,630,051,700.00                 100            30,959,707,364                     100 31,832,121,884                       100 38,542,475,468                100 161,665,000,850 Sekretariat
Daerah

1.20.0
3.02

Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

%                100            100 48,780,230,361                   100 79,198,443,500                 100 56,795,188,999                     100 68,319,302,700                       100 46,864,113,790                100 299,957,279,350 Sekretariat
Daerah

 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.20.0
3.02

Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

%                100            100 48,780,230,361                   100 79,198,443,500                 100 56,795,188,999                     100 68,319,302,700                       100 46,864,113,790                100 299,957,279,350 Sekretariat
Daerah

1.20.0
3.03

Program peningkatan
disiplin aparatur

Tingkat Kepatuhan
Aparatur

%                100            100 746,925,000                   100 900,225,000.00                 100 560,195,000                     100 566,295,000                       100 1,557,273,681                100 4,330,913,681 Sekretariat
Daerah

1.20.0
3.05

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

ketersediaan
aparatur yang
memiliki kompetensi
teknis

%                100            100 2,497,240,070                   100 1,302,339,920                 100 2,937,533,508                     100 3,469,317,548                       100 3,816,249,303                100 14,022,680,349 Sekretariat
Daerah

Penyampaian LPPD
dan SPM tepat
waktu:
- LPPD Dokumen                    1                1                       1                     1                         1                           1                    1

- SPM Semester %                100            100                   100                 100                     100                       100                100

1.20.0
3.06

1,182,595,920 1,105,800,920 1,501,275,920 1,367,452,480 111,005,000,000 116,162,125,240 Sekretariat
Daerah

Program peningkatan
pengembangan sistem

pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

- SPM Tahunan %                100            100                   100                 100                     100                       100                100
1.20.0

3.09
Program Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan

Rata Rata rasio
capaian
pelaksanaan
reformasi
Birokrasi

%                100            100 2,772,430,950                   100 1,769,419,000                    -                                  -                     100 1,193,907,699                       100 156,129,688                100 1,723,249,518 Sekretariat
Daerah

1.20.0
3.16

Program peningkatan
pelayanan kedinasan
kepala daerah/wakil
kepala daerah

Capaian kegiatan
Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah
sesuai jadwal

%                100            100 4,462,320,000                   100 5,819,020,000.00                 100 5,715,699,920                     100 6,278,539,980                       100          4,281,848,753.00                100 26,557,428,653 Sekretariat
Daerah

1.20.0
3.17

Program peningkatan
dan pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah

Persentase solusi
penyelesaian
permasalahan
ekonomi dan
pengelolaan
keuangan : BUMD
SKPD

%                100            100 3,480,072,000                   100 2,703,955,000.00                 100 3,419,787,500                     100 2,556,618,000                       100 3,468,857,500                100 15,629,290,000 Sekretariat
Daerah

1.20.0
3.06

1,182,595,920 1,105,800,920 1,501,275,920 1,367,452,480 111,005,000,000 116,162,125,240 Sekretariat
Daerah

Program peningkatan
pengembangan sistem

pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
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1.20.0
3.17

Program peningkatan
dan pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah

Persentase solusi
penyelesaian
permasalahan
ekonomi dan
pengelolaan
keuangan : BUMD
SKPD

%                100            100 3,480,072,000                   100 2,703,955,000.00                 100 3,419,787,500                     100 2,556,618,000                       100 3,468,857,500                100 15,629,290,000 Sekretariat
Daerah

1.20.0
3.19

Program pembinaan
dan fasilitasi
pengelolaan
keuangan desa

Tingkat
kemandirian Desa

%                     -              83 2,480,858,500                     85 827,967,500.00                   87 1,002,615,000                       90 415,795,000                         95 1,284,365,000                  95 6,011,601,000 Sekretariat
Daerah

1.20.0
3.20

Program peningkatan
sistem pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH

Persentase
Laporan hasil
evaluasi ekonomi
kerakyatan
kebupaten siak

%                100            100 2,102,333,880                   100 1,127,772,500                 100 1,078,679,548                     100 334,387,873                       100 367,826,660                100 5,011,000,461 Sekretariat
Daerah

1.20.0
3.23

Program Optimalisasi
pemanfaatan
teknologi informasi

Cakupan
Pelakasanaan e-
prouchment

%                100               -                                      -                   100 798,380,000.00                 100 1,301,822,387                     100 86,040,000                       100 287,412,387                100 2,473,654,774 Sekretariat
Daerah

1.20.0
3.26

Program Penataan
Peraturan Perundang-
Undangan

Jumlah Produks
Hukum Daerah
yang di Proses

Perda                  19              15 2,197,704,000                     20 2,163,440,000                   25              3,368,208,926                       26 3,089,350,211                         27 3,889,000,000                  27 14,707,703,137 Sekretariat
Daerah

1.20.2
7.27

Program Penataan
Daerah Otonomi
Baru

Persentase usulan
pemekaran desa
yang telah
disusun
ranperdanya

%               75            80 3,784,405,000   -             982,120,000                 -                             -                    -                             -                 85.00 1,160,119,600 85%          5,926,644,600 Sekretariat
Daerah

1.20.0
3.38

Program peningkatan
pelayanan kehidupan
beragama

Cakupan
Pelayanan
Kehidupan
Beragama

%                100            100 4,646,744,200                   100 3,931,728,000                 100 5,088,998,739                     100 5,295,690,891                       100 6,344,739,893                100 25,307,901,723 Sekretariat
Daerah

1.20.0
3.38

Program peningkatan
pelayanan kehidupan
beragama

Cakupan
Pelayanan
Kehidupan
Beragama

%                100            100 4,646,744,200                   100 3,931,728,000                 100 5,088,998,739                     100 5,295,690,891                       100 6,344,739,893                100 25,307,901,723 Sekretariat
Daerah

1.20.0
3.39

Program peningkatan
kualitas pemahaman
dan pengamalan
Agama dan
Pembinaan
Kerukunan
beragama

Persentase buta
aksara alquran

%                100            100 3,161,488,815                   100 6,795,020,223                 100 10,361,754,237                     100 12,610,028,910                       100 10,808,215,884                100 43,736,508,069 Sekretariat
Daerah
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1.20.0
3.40

Program Peningkatan
Kualitas Pendidikan
Agama

Terpenuhinya
sarana dan
prasaran
pendidikan
keagamaan

%                100                   100 848,225,378                 100 1,312,995,832                     100 2,398,615,213                          -                                  -                100 4,559,836,423 Sekretariat
Daerah

1.20.0
3.41

Program Jaminan
Sosial

Cakupan
penerimaan
bantuan raskin
pada RTS

%                  90              90 1,004,245,500                     90 844,143,750.00                   90            843,077,500.00                       90 652,105,500                         90 860,812,500                  90 4,204,384,750 Sekretariat
Daerah

1.20.0
3.44

Program Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa
dan Apartur
Pengawas

Tenaga pemeriksa
yang profesional

%                -            - 1,061,677,000  80/org 1,235,920,000.00  140/org 921,280,000                    -                             -                      -                              -                - 3,218,877,000 Sekretariat
Daerah

1.20.0
3.45

Program Penataan
dan penyempurnaan
kebijakan dan
prosedur
pengawasan

Jumlah kegiatan
yang memiliki
SOP/Pedoman

SSP 1 1                  90,760,000 1             106,000,000 1             130,210,000                    -                             - 3 245,000,000 6 571,970,000 Sekretariat
Daerah
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1.20.0
3.45

Program Penataan
dan penyempurnaan
kebijakan dan
prosedur
pengawasan

Jumlah kegiatan
yang memiliki
SOP/Pedoman

SSP 1 1                  90,760,000 1             106,000,000 1             130,210,000                    -                             - 3 245,000,000 6 571,970,000 Sekretariat
Daerah

1.20.0
3.48

Program
Pelaksanaan
Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

Cakupan
Sosialisasi :
Pemilu,
Pemilukada

%                100            -                                 -                   100 699,593,000.00                 100 1,416,306,000                    -                             -                       100 1,486,306,000                100 3,602,205,000 Sekretariat
Daerah

1.20.0
3.52

Program pembinaan
dan pengembangan
aparatur

Persentase tingkat
kedisiplinan
aparatur

%                  90              90 55,650,000                     90 80,920,000.00                   90 382,750,000                       90 225,190,000                         90 345,000,000                  90 1,089,510,000 Sekretariat
Daerah

1.20.0
3.53

Program Sosialisasi
Hukum Daerah

Cakupan produk
hukum yang
tersosialisasikan

%                100               -                                      -                   100 2,253,940,000                 100         2,153,678,860.00                     100 1,921,322,930                       100 3,865,000,000                100 10,193,941,790 Sekretariat
Daerah

1.20.0
3.56

Program
pengembangan
sistem penilaian
kinerja kelembagaan
aparatur

Capaian
manajemen Mutu
sesuai standar ISO
9001:2008 di
kecamatan

%                  80              90 1,256,780,600                     95 363,785,600.00                   95 1,376,680,000                       95 760,842,000                         95 849,365,000                  95 4,607,453,200 Sekretariat
Daerah

1.20.0
3.57

program batas
wilayah
pemerintahan

Persentase
Ketersediaan
informasi batas
kecamatan dalam
kabupaten siak
dalam bentuk peta

%                100            100 1,121,760,000                   100 1,049,030,000.00                 100 1,366,110,000                     100 2,165,968,000                       100 1,366,110,000                100 7,068,978,000 Sekretariat
Daerah

1.20.0
3.57

program batas
wilayah
pemerintahan

Persentase
Ketersediaan
informasi batas
kecamatan dalam
kabupaten siak
dalam bentuk peta

%                100            100 1,121,760,000                   100 1,049,030,000.00                 100 1,366,110,000                     100 2,165,968,000                       100 1,366,110,000                100 7,068,978,000 Sekretariat
Daerah

1.20.0
3.58

Program optimalisasi
pelayanan publik

Capaian
Manajemen Mutu
Pelayanan Publik
di SKPD
Pelayanan Publik

%                100            100 127,875,000                   100 295,490,716.00                 100 1,846,759,610                     100 1,164,918,230                       100 1,144,950,000                100 4,579,993,556 Sekretariat
Daerah

1.20.0
3.35

Program Pembinaan
dan Pengembangan
BUMD

Persentase BUMD
yang Profit

%                   -               -                                      -                     -                                  -                    -                                  -                     100 447,682,985                       100 400,000,000                100 847,682,985 Sekretariat
Daerah
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1.20.0
3. 43

Program optimalisasi
perencanaan
evaluasi dan
kerjasama
pembangunan

cakupan
koordinasi dan
kerjasama bidang
perekonomian

%                   -               -                                      -                     -                                  -                    -                                  -                     100 277,028,000                       100 580,000,000                100 857,028,000 Sekretariat
Daerah

1.20.0
4.01

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

% 80 85 23,703,978,660 100 25,299,699,890 95 24,139,501,990 100            28,118,556,710 100             22,846,021,671 100           124,107,758,921 Sekretariat
DPRD

1.20.0
4.02

Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

% 85 90 11,407,480,777 95 14,855,520,140 98 13,703,043,708 100            15,904,061,188 100        11,765,213,287 100             67,635,319,100 Sekretariat
DPRD

1.20.0
4.03

Program peningkatan
disiplin aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

% 100 100 402,500,000 100    740,750,000 100  1,024,950,000 100            988,200,000 100          2,024,950,000 100               5,181,350,000 Sekretariat
DPRD

1.20.0
4.05

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

persentase
meningkatnya
kapasitas aparatur

% 100 100 1,780,700,000 100  5,857,535,000 100  4,549,500,000 100         3,574,098,300 100          4,049,500,000 100             19,811,333,300 Sekretariat
DPRD
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1.20.0
4.05

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

persentase
meningkatnya
kapasitas aparatur

% 100 100 1,780,700,000 100  5,857,535,000 100  4,549,500,000 100         3,574,098,300 100          4,049,500,000 100             19,811,333,300 Sekretariat
DPRD

1.20.0
4.06

Program peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan

Terwujudnya
Akuntabilitas
laporan kinerja
dan keuangan
pemerintahan

% 100 100 169,160,400 100    124,850,000 100    140,900,000 100            137,010,000 100               85,000,000 100                  656,920,400 Sekretariat
DPRD

1.20.0
4.07

Program Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Tingkat Ketepatan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

% 80 100 133,450,000 100    100,350,000 90    121,750,000 95            145,400,000 100             188,520,000 100                  689,470,000 Sekretariat
DPRD

1.20.0
4.15

Program peningkatan
kapasitas lembaga
perwakilan rakyat
daerah

Tersedianya
dokumen
peraturan daerah

perda 195 17 17,748,498,920 20 14,927,604,000 15 16,479,760,000 25            16,267,254,000 27             23,330,961,000 299             88,754,077,920 Sekretariat
DPRD

1.20.0
5.01

Program pelayanan
administrasi
perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

%                  90              90 7,610,993,285                     95 7,712,448,300                   96 7,668,506,200                       98 6,911,268,200                       100 7,416,290,000                100 37,319,505,985 Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan

Keuangan dan
Aset Daerah

1.20.0
5.02

Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

%                  90              92 3,745,673,750                     93 3,398,500,000                   95 519,000,000                       96 659,200,000                         98 710,000,000                  98 9,032,373,750 Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan

Keuangan dan
Aset Daerah

1.20.0
5.03

Program peningkatan
disiplin aparatur

Tingkat Kepatuhan
Aparatur

%                  95              95 118,075,000                     95 137,800,000  -  -                     100 156,370,000                       100 145,000,000                100 557,245,000 Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan

Keuangan dan
Aset Daerah

1.20.0
5.03

Program peningkatan
disiplin aparatur

Tingkat Kepatuhan
Aparatur

%                  95              95 118,075,000                     95 137,800,000  -  -                     100 156,370,000                       100 145,000,000                100 557,245,000 Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan

Keuangan dan
Aset Daerah

1.20.0
5.06

Program Peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan

Penyampaian
laporan keuangan
pemerintah tepat
waktu

bulan maret maret 104,315,000 maret 106,990,000 maret 123,290,000  - 348,290,000  - 350,000,000 maret 1,032,885,000 Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan

Keuangan dan
Aset Daerah
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1.20.0
5.17

Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah

Besar Nilai
Pendapatan Daerah

Rp 172.236.292.
147

226.935.42
1.817

13,126,385,000 232.490.249.20
3

14,005,144,545 266.247.426.8
27

13,108,997,500 277.644.138.827 12,900,272,500 287.973.216.856 13,552,562,000 287.973.216.
856

66,693,361,545 Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan

Keuangan dan
Aset Daerah

1.20.0
6.01

Program pelayanan
administrasi
perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

%             100          100 1,599,076,000                  -                             -                 -                             -                    -                             -                      -                              -             100 1,599,076,000 *)KPTSP;
Badan

Penanaman
Modal,

Pelayanan dan
Perizinan
terpadu

*) program
Pindah urusan
ke Urusan
Penanaman
Modal

1.20.0
6.02

Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

%             100          100 4,158,064,000                 85 6,255,977,000                 -                             -                    -                             -                      -                              -               85 10,414,041,000 *)KPTSP;
Badan

Penanaman
Modal,

Pelayanan dan
Perizinan
terpadu

*) program
Pindah urusan
ke Urusan
Penanaman
Modal
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1.20.0
6.02

Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

%             100          100 4,158,064,000                 85 6,255,977,000                 -                             -                    -                             -                      -                              -               85 10,414,041,000 *)KPTSP;
Badan

Penanaman
Modal,

Pelayanan dan
Perizinan
terpadu

*) program
Pindah urusan
ke Urusan
Penanaman
Modal

1.20.0
6.03

Program peningkatan
disiplin aparatur

Tingkat Kepatuhan
Aparatur

%                  95              95 86,800,000                  -                             -                 -                             -                    -                             -                      -                              -                100 86,800,000 *)KPTSP;Badan
Penanaman

Modal,
Pelayanan dan

Perizinan
terpadu

*) program
Pindah urusan
ke Urusan
Penanaman
Modal

1.20.0
6.05

Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

Tersedianya
aparatur yang
memiliki
pengetahuan dan
wawasan di bidang
penanaman modal &
pelayanan perizinan

orang                -          227                422,420,000               227 121,150,000                 -                             -                    -                             -                      -                              - 455 543,570,000 *)KPTSP;
Badan

Penanaman
Modal,

Pelayanan dan
Perizinan
terpadu

*) program
Pindah urusan
ke Urusan
Penanaman
Modal

1.20.0
6.07

Program peningkatan
kapasitas
pengelolaan
keuangan daerah

Tingkat Ketepatan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

% 100          100 36,800,000                  -                             -                 -                             -                    -                             -                      -                              - 100 36,800,000 *)KPTSP; Badan
Penanaman

Modal,
Pelayanan dan

Perizinan
terpadu

*) program
Pindah urusan
ke Urusan
Penanaman
Modal

1.20.0
6.23

Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi Informasi

Lama maksimal
proses  perizinan

hari                - 14 hari 55,300,000 14 hari 60,300,000                 -                             -                    -                             -                      -                              - 14 hari 115,600,000 *)KPTSP;
Badan

Penanaman
Modal,

Pelayanan dan
Perizinan
terpadu

1.20.0
6.23

Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi Informasi

Lama maksimal
proses  perizinan

hari                - 14 hari 55,300,000 14 hari 60,300,000                 -                             -                    -                             -                      -                              - 14 hari 115,600,000 *)KPTSP;
Badan

Penanaman
Modal,

Pelayanan dan
Perizinan
terpadu

1.20.0
6.26

Penataan Peraturan
Perundang-
Undangan

Ketepatan Dalam
Penerbitan
Perizinan Sesuai
dengan Peraturan
Perundang-
undangan

%                -            80 189,890,000                 85 286,593,600                 -                             -                    -                             -                      -                              -               88 476,483,600 *)KPTSP;
Badan

Penanaman
Modal,

Pelayanan dan
Perizinan
terpadu
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1.20.0
6.34

Peningkstsn
Komunikasi dan
Informasi serta
Penggunaan Media
Massa

%                -            80                229,200,000                  -                               -                 -                             -                    -                             -                      -                              -               80 229,200,000 *)KPTSP;
Badan

Penanaman
Modal,

Pelayanan dan
Perizinan
terpadu1.20.0

7.01
Program pelayanan
administrasi
perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

% 100 100 1,937,614,650 100 2,092,226,400.00 100 1,644,194,750 100 2,039,375,000 100 2,345,281,000 100 10,058,691,800 Inspektorat

1.20.0
7.02

Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

% 100 100 1,056,386,000 100 1,767,445,250 100 367,100,000 100 563,400,000 100 647,910,000 100 4,402,241,250 Inspektorat

1.20.0
7.03

Program peningkatan
disiplin aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

% 100          100 23,410,000 100 35,000,000.00                 -                             - 100 23,850,000 100 54,390,000 100 136,650,000 Inspektorat
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1.20.0
7.03

Program peningkatan
disiplin aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

% 100          100 23,410,000 100 35,000,000.00                 -                             - 100 23,850,000 100 54,390,000 100 136,650,000 Inspektorat

1.20.0
7.05

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

Persentase SKPD
yang
mendapatkan
Bimtek dan
Sosialisasi

SKPD 5              7 235,950,000 9 642,250,000 12 374,530,000 15            284,680,000 17 327,382,000 17 1,864,792,000 Inspektorat

1.20.0
7.06

Program Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan

Persentase
penyelesaian reviu
laporan keuangan
SKPD dan LKPD
yang tepat waktu

% 100          100 405,055,000 100 376,630,000.00 100 477,680,000 100 365,010,000 100 419,762,000 100 2,044,137,000 Inspektorat

1.20.0
7.07

Program peningkatan
kapasitas
pengelolaan
keuangan daerah

Tingkat Ketepatan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

% 100          100 321,100,000 100 243,380,000.00 100 239,340,000 100 56,000,000 100 64,400,000 100 924,220,000 Inspektorat

1.20.0
7.08

Program Penataan
dan penyempurnaan
kebijakan dan
prosedur
pengawasan

Jumlah kegiatan
yang memiliki
SOP/Pedoman

SSP 1            -                                 -                  -                             -                 -                             -                    -                             - 3 245,000,000 5 245,000,000 Inspektorat

1.20.0
7.20

Program Peningkatan
sistem pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH

Persentase temuan
hasil pemeriksaan
institusi pengawasan
internal dan
eksternal yang
selesai
ditindaklanjuti
(Inspektorat
Kabupaten,
Inspektorat Propinsi,
BPK)

% 62 63 4,304,276,000 66 4,740,611,000.00 68 5,637,017,000 73     5,042,673,000.00 75 5,799,074,000 75 25,523,651,000 Inspektorat1.20.0
7.20

Program Peningkatan
sistem pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH

Persentase temuan
hasil pemeriksaan
institusi pengawasan
internal dan
eksternal yang
selesai
ditindaklanjuti
(Inspektorat
Kabupaten,
Inspektorat Propinsi,
BPK)

% 62 63 4,304,276,000 66 4,740,611,000.00 68 5,637,017,000 73     5,042,673,000.00 75 5,799,074,000 75 25,523,651,000 Inspektorat

1.20.0
7.21

Program Peningkatan
profesionalisme
tenaga pemeriksa
dan aparatur
pengawasan

Persentase APIP
yang mengikuti
kegiatan
peningkatan
provesionalisme
pemeriksaan dan
pengawasan

% 53            60 533,210,000 63 285,500,000.00 65 587,980,000 68 634,320,000 70 729,468,000 70 2,770,478,000 Inspektorat

1.20.0
9.01

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

% 30 100 1,980,163,919 100 2,634,550,864 100 2,408,543,600 100 2,034,040,650 100 2,962,703,650 100 12,020,002,683 Badan
Kepegawaian

Daerah
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1.20.0
9.02

Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

% 60 70 542,114,400 75 1,990,200,000 80 415,450,000 85 845,450,000 90 30,943,250,000 100 34,736,464,400 Badan
Kepegawaian

Daerah

1.20.0
9.03

Program peningkatan
disiplin aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

% 40 60 799,100,000 70 666,650,000 80 508,600,000 90 721,050,000 100 525,000,000 100 3,220,400,000 Badan
Kepegawaian

Daerah1.20.0
9.04

Program fasilitasi
Pindah/purna Tugas
PNS

Jumlah PNS yang
memasuki masa
pensiun/purna
tugas

orang 40 40 474,160,000 90 808,530,000                90 684,895,000 23 314,250,000 23 239,857,500 266 2,521,692,500 Badan
Kepegawaian

Daerah

Persentase pejabat
struktural yang
telah lulus
diklatpim :

% 77 4,077,601,250 91.44 7,058,883,750 96.66 6,009,110,000 99.93              6,799,107,000 100 7,503,695,000 100 31,448,397,000 Badan
Kepegawaian

Daerah

 - Diklatpim II 71 85.71 100 100 100 100 100
 - Diklatpim III 76 82.76 86.78 94.25 100 100 100

Program peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur

1.20.0
9.05
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 - Diklatpim III 76 82.76 86.78 94.25 100 100 100
 - Diklatpim IV 53 63.06 87.55 95.71 99.80 100 100

1.20.0
9.06

Program peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan

Jumlah dokumen
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
yang baik

Dokume
n

1 - - 1 17,965,000.00 - - - - - - 1 17,965,000 Badan
Kepegawaian

Daerah

1.20.0
9.07

Program Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Tingkat Ketepatan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

% - 50 73,000,000 60 73,000,000.00 70 73,000,000 80 73,000,000 90 75,000,000 90 367,000,000 Badan
Kepegawaian

Daerah

1.20.0
9.26

Program Penataan
Peraturan Perundang-
undangan

Jumlah peraturan
peraturan
perundang-
undangan yang
dihasilkan

Dokume
n

               -            -                                 -                   4 24,576,000.00                  4 41,440,000                    -                             -                      -                              -                 4 66,016,000 Badan
Kepegawaian

Daerah

jenis diklat
aparatur yang
diikuti:

Jenis
diklat

 - Fungsional 50 50 50 50 50 50 250
 - Teknis 100 100 100 100 100 100 500

Persentase PNS
yang
mendapatkan
hukuman disiplin

%            0.29         0.43              0.43             0.43                0.43                   0.34            0.34

Persentase PNS
yang
berpendidikan

Program peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur

1.20.0
9.05

         7,440,870,000 16,433,991,000 Badan
Kepegawaian

Daerah

1.20.0
9.52

Program pembinaan
dan pengembangan
aparatur

8,775,661,000 8,210,351,500.00          7,857,671,000         7,063,743,000

1.20.0
9.50

Program Pendidikan
Kedinasan

1,210,760,000 1,295,940,000.00             850,860,000         5,635,561,000

              9,081,747,500 40,989,174,000 Badan
Kepegawaian

Daerah

Persentase PNS
yang
berpendidikan

- S1 %               58            58                 59            59.35               59.69                 60.03          60.03
-S2 %                 5              5              5.20             5.55                5.89                   6.23            6.23
-S3 %            0.03         0.03              0.03             0.07                0.09                   0.09            0.09

01.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

% 100 100 18,473,293,952 100 20,746,563,250 100 21,820,957,000 100 24,678,146,805 100 27,145,961,486 100 112,864,922,493 Kecamatan se
Kabupaten

Siak

01.02 Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

% 100 100 8,119,479,520 100 14,964,831,912 100 4,371,285,000 100 10,574,101,773 100 11,631,511,950 100 49,661,210,155 Kecamatan se
Kabupaten

Siak

1.20.0
9.52

Program pembinaan
dan pengembangan
aparatur

8,775,661,000 8,210,351,500.00          7,857,671,000         7,063,743,000               9,081,747,500 40,989,174,000 Badan
Kepegawaian

Daerah
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

01.03 Program peningkatan
disiplin aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

% 100 100 512,080,000 100 421,579,000 100 24,600,000 100 377,050,000 100 414,755,000 100 1,750,064,000 Kecamatan se
Kabupaten

Siak

1.19 Program pembinaan
dan dasilitasi
pengelolaan
keuangan desa

Persentase
realisasi Fisik dan
Keuangan
Kegiatan POKMAS

% 100 100 3,062,300,000 100 2,906,747,000 100 2,822,057,000 100 2,907,545,936 100 3,198,300,530 100 14,896,950,466 Kecamatan se
Kabupaten

Siak

01.39 Program peningkatan
kualitas pemahaman
dan pengamalan
agama dan
pembinaan
kerukunan beragama

Meningkatnya
kualitas
pemahaman dan
pengamalan
agama serta
kerukunan agama

% 88 90 113,805,000  -   -  -  -  -  -  -  - 90 113,805,000 Kecamatan
Siak

tahun 2013 dst
program tidak
digunakan lagi

01.49 Program
pengembangan dan
pemberdayaan
kecamatan

Jumlah Kegiatan
pengembangan
dan
pemberdayaan
masyarakat
kecamatan

keg 7 10,558,466,000 6 9,729,029,500 8 15,911,059,500 10 19,321,310,882 10 21,253,441,970 10 76,773,307,852 Kecamatan se
Kabupaten

Siak

VIII - 38                      Revisi RPJMD Kab. Siak Tahun 2011-2016

01.49 Program
pengembangan dan
pemberdayaan
kecamatan

Jumlah Kegiatan
pengembangan
dan
pemberdayaan
masyarakat
kecamatan

keg 7 10,558,466,000 6 9,729,029,500 8 15,911,059,500 10 19,321,310,882 10 21,253,441,970 10 76,773,307,852 Kecamatan se
Kabupaten

Siak

1.20.2
5.40

Program Peningkatan
Kualitas Pendidikan
Agama

Cakupan sarana
prasarana
pendidikan
keagamaan

%            82                16,305,539,500                     83            10,708,922,000                   84            15,218,960,000                       85            17,829,061,000                         86 19,611,967,100                  86 79,674,449,600 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

1.20.2
6.01

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

%             100 100                356,243,060               100             685,750,315              100             590,630,702                 100            690,092,600                    100             706,059,000             100 3,028,775,677 Sekretariat
Dewan

Pengurus
KORPRI

1.20.2
6.02

Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

%             100 100                414,258,800               100               84,602,727              100               49,650,000                 100            132,543,200                    100               47,550,000             100 728,604,727 Sekretariat
Dewan

Pengurus
KORPRI

1.20.2
6.03

Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

%             100 100                    9,000,000               100                 8,000,000              100                 5,000,000                 100              17,456,600                    100               14,457,600             100 53,914,200 Sekretariat
Dewan

Pengurus
KORPRI

1.20.2
6.05

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

Tercapainya
Program
Peningkatan
Kapasitas sumber
daya aparatur

%             100 90                173,567,500                 99             368,711,250                99             101,955,000                   99            104,022,000                      99             104,022,000               99 852,277,750 Sekretariat
Dewan

Pengurus
KORPRI

1.20.2
6.05

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

Tercapainya
Program
Peningkatan
Kapasitas sumber
daya aparatur

%             100 90                173,567,500                 99             368,711,250                99             101,955,000                   99            104,022,000                      99             104,022,000               99 852,277,750 Sekretariat
Dewan

Pengurus
KORPRI

1.20.2
6.07

Program Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Tingkat Ketepatan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

%             100 100                  24,850,000               100               23,700,000              100               23,200,000                 100              23,200,000                    100               23,200,000             100 118,150,000 Sekretariat
Dewan

Pengurus
KORPRI
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1.20.2
6.52

Program Pembinaan
dan pengembangan
aparatur

Terlaksananya
Musyawarah
Kabupaten KORPRI
dan Event dalam
rangka HUT KORPRI
sesuai jadwal

%             100  -                                   -   -                               -                99             456,095,406                   98            253,062,600                      98             253,062,600               98 962,220,606 Sekretariat
Dewan

Pengurus
KORPRI

1.20.2
7.02

Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

%             100            -                                 -               100          4,227,091,375              100          2,723,840,000                 100         1,847,450,000                    100          1,995,246,000             100             10,793,627,375   Badan
Pemberdayaan

Masyarakat
dan

pemerintahan
Desa

tahun 2012
program digunakan

bagian adm
pemerintahan desa
Sekretariat Daerah

1.20.2
7.16

Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah

Terlaksananya Rapat
Koordinasi Aparatur
Pemerintah Daerah
dengan  Camat,
Lurah, Kades dan
BPD se Kabupaten
Siak

%               60            -                                 -                 70             804,910,000                80 805,360,000                   85                             -                      -                              -               85          1,610,270,000   Badan
Pemberdayaan

Masyarakat
dan

pemerintahan
Desa

tahun 2012
program digunakan

bagian adm
pemerintahan desa
Sekretariat Daerah
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1.20.2
7.16

Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah

Terlaksananya Rapat
Koordinasi Aparatur
Pemerintah Daerah
dengan  Camat,
Lurah, Kades dan
BPD se Kabupaten
Siak

%               60            -                                 -                 70             804,910,000                80 805,360,000                   85                             -                      -                              -               85          1,610,270,000   Badan
Pemberdayaan

Masyarakat
dan

pemerintahan
Desa

tahun 2012
program digunakan

bagian adm
pemerintahan desa
Sekretariat Daerah

1.20.2
7.18

Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa

Persentase
Administrasi yang
baik dan tertib

%               58            -                                 -                 74             337,702,000                 -                               -                   90 2,161,146,000                    100 7,821,452,500             100             10,320,300,500 Badan
Pemberdayaan

Masyarakat
dan

pemerintahan
Desa

tahun 2012
program digunakan

bagian adm
pemerintahan desa
Sekretariat Daerah

1.20.2
7.19

Program Pembinaan
dan Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan Desa

Persentase
penyampaian
laporan
pertanggung
jawaban keuangan
desa tepat waktu

%               58            -                                 -                 74          1,238,080,000                82 1,755,451,000                    -     2,616,637,600.00                    100 2,917,789,100             100          8,527,957,700 Badan
Pemberdayaan

Masyarakat
dan

pemerintahan
Desa

tahun 2012
program digunakan

bagian adm
pemerintahan desa
Sekretariat Daerah

1.20.2
7.20

Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH

Persentase
pelaksanaan
pemilihan kepala
desa sesuai
dengan peraturan
perundang-
undangan

%               80            -                                 -                 90             498,012,500                95 369,605,000               97.00 552,155,000               100.00 489,506,300 100%          1,909,278,800 Badan
Pemberdayaan

Masyarakat
dan

pemerintahan
Desa

tahun 2012
program digunakan

bagian adm
pemerintahan desa
Sekretariat Daerah

1.20.2
7.27

Program Penataan
Daerah Otonomi
Baru

Persentase usulan
pemekaran desa
yang telah
disusun
ranperdanya

%               75            -                                 -   -                               -                 -                             -               85.00         1,398,229,000                 85.00 1,160,119,600 85%          2,558,348,600 Badan
Pemberdayaan

Masyarakat
dan

pemerintahan

tahun 2012
program digunakan

bagian adm
pemerintahan desa
Sekretariat Daerah

1.20.2
7.27

Program Penataan
Daerah Otonomi
Baru

Persentase usulan
pemekaran desa
yang telah
disusun
ranperdanya

%               75            -                                 -   -                               -                 -                             -               85.00         1,398,229,000                 85.00 1,160,119,600 85%          2,558,348,600 Badan
Pemberdayaan

Masyarakat
dan

pemerintahan

tahun 2012
program digunakan

bagian adm
pemerintahan desa
Sekretariat Daerah

1.20.2
7.37

Program Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan

Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan

%               70            -                                 -                 80             349,645,400                85 895,370,000                    -                             -                      -                              - 85%          1,245,015,400 Badan
Pemberdayaan

Masyarakat dan
pemerintahan

Desa

tahun 2012
program digunakan

bagian adm
pemerintahan desa
Sekretariat Daerah

1.21 Ketahanan Pangan 13,652,679,476 12,914,467,860 11,072,187,212 9,198,444,500 13,680,966,140 60,518,745,188
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1.21.0
1.01

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

cakupan layanan
administrasi
perkantoran

% 73 100 4,586,225,500 100 4,692,301,500 100 4,698,059,000 100 3,823,089,498 100 4,129,454,658 100 21,929,130,156 Badan
Pelaksanaan
Penyuluhan

dan Ketahanan
Pangan

1.21.0
1.02

Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur

cakupan layanan
sarana dan
prasarana
aparatur

% 60 70 2,871,514,976 75 2,325,660,360 80 786,451,772 85 613,056,000 90 3,117,084,480 95 9,713,767,588 Badan
Pelaksanaan
Penyuluhan

dan Ketahanan
Pangan

1.21.0
1.03

Program peningkatan
disiplin aparatur

Tingkat kepatuhan
aparatur

% 100 100 85,850,000 100 134,750,000                 -                             -                    -                             - 100 148,400,000 100 369,000,000 Badan
Pelaksanaan
Penyuluhan

dan Ketahanan
Pangan
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1.21.0
1.03

Program peningkatan
disiplin aparatur

Tingkat kepatuhan
aparatur

% 100 100 85,850,000 100 134,750,000                 -                             -                    -                             - 100 148,400,000 100 369,000,000 Badan
Pelaksanaan
Penyuluhan

dan Ketahanan
Pangan

1.21.0
1.05

Program peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

Tingkat
kemampuan
aparatur yang
profesional dan
memahami
TUPOKSI

% 60 70 770,612,000 75 167,195,000 80 389,100,000 85 185,505,000 87 585,020,900 87 2,097,432,900 Badan
Pelaksanaan
Penyuluhan

dan Ketahanan
Pangan

1.21.0
1.07

Program Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Tingkat Ketepatan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

% 80 100 38,900,000 100  38,900,000 100 31,500,000 100 31,500,000 100 34,020,000 100 174,820,000 Badan
Pelaksanaan
Penyuluhan

dan Ketahanan
Pangan

1.21.0
1.15

Program Peningkatan
Ketahanan Pangan

Tingkat
ketersediaan
pangan
masyarakat yang
bergizi,
berimbang,
beragam dan
terjangkau

% 65 70 1,824,634,000 75 1,819,063,000 80 1,865,934,500 83 1,816,467,000 86          2,224,223,400 86 9,550,321,900 Badan
Pelaksanaan
Penyuluhan

dan Ketahanan
Pangan

1.21.0
1.16

Program
Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/perkebuna
n  Lapangan

Persentase tenaga
penyuluhan yang
handal dan
profesional di
bidangnya

% 30 40 331,720,000 45 746,896,000 55 764,181,000 65 400,867,000 70 1,126,447,200 70 3,370,111,200 Badan
Pelaksanaan
Penyuluhan

dan Ketahanan
Pangan

1.21.0
1.16

Program
Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/perkebuna
n  Lapangan

Persentase tenaga
penyuluhan yang
handal dan
profesional di
bidangnya

% 30 40 331,720,000 45 746,896,000 55 764,181,000 65 400,867,000 70 1,126,447,200 70 3,370,111,200 Badan
Pelaksanaan
Penyuluhan

dan Ketahanan
Pangan

1.21.0
3.05

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

Meningkatnya
Kapasitas Sumber
daya Aparatur

%             100          100 128,527,000                  -                             -                 -                             -                    -                             -                      -                              - 100             128,527,000 Dinas
Kehutanan

dan
Perkebunan
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1.21.0
3.15

Program Peningkatan
Ketahanan Pangan

Tersedianya sarana
dan prasarana pada
kebun masyarakat,
tersedianya bibit
bersetifikasi,
terlaksananya
revitalisasi kebun,
terselesaikannya
masalah kebun
masyarakat

%               75            75 3,014,696,000 100 2,989,702,000 100 2,536,960,940  -                             -                      -                              - 100          8,541,358,940 Dinas
Kehutanan

dan
Perkebunan

1.21.0
3.18

Program Pembinaan
& pengawasan
usaha perkebunan.

Cakupan
perkebunan besar
yang bernilai baik.

%                -            -                  -                 - 30 34 64

Cakupan luasan kebun tani yang terdaftar.
- Kelapa Sawit Ha                -            -                  -                 - 3,000 4,000 7,000
- Karet Ha                -            -                  -                 - 2,000 2,500 4,500

           617,700,000             559,200,000          1,176,900,000                            -                            -                                - Dinas
Kehutanan

dan
Perkebunan
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- Kelapa Sawit Ha                -            -                  -                 - 3,000 4,000 7,000
- Karet Ha                -            -                  -                 - 2,000 2,500 4,500
- Kelapa Ha                -            -                  -                 - 20 30 50
Cakupan kwalitas
hasil perkebunan
bernilai baik.

%                -            -                  -                 - 22 40 62

Peningkatan Produksi Perkebunan :                  -

 - Kelapa sawit [ton] 3.888.837,00 4.200.000,0
0

4.700.000,00 4.900.000,00 4.950.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00

 - Karet [ton] 10.628,00 4.433,90 7.038,00 8.445,60 10.134,72 12.161,66 12.161,66

 - Kelapa Dalam [ton] 1.634,00 724,74 894,00 1.072,80 1.287,36 1.544,83 1.544,83

 - Sagu [ton] 25.358,00 4.790,65 336,00 403,20 483,84 580,61 580,61

 - Kakao [ton] 19,00 52,88 22,00 26,40 31,68 38,02 38,02

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  7,434,350,850  9,146,784,520  9,636,397,400 16,996,998,800 19,986,933,800 63,201,465,370
1.22.0

1.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

%               65            -                                 -                 80          1,355,289,370                85          1,877,178,900                   90 1,337,625,000                    100 1,591,326,300             100          6,161,419,570 Badan
Pemberdayaan

Masyarakat
dan

pemerintahan
Desa1.22.0

1.02
Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

Cakupan layanan
sarana dan
parasarana
aparatur

%               68            -                                 -                 80             781,681,000                90             508,000,000                   95 2,522,340,000                    100 9,761,750,000             100             13,573,771,000 Badan
Pemberdayaan

Masyarakat
dan

pemerintahan
Desa1.22.0

1.03
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

Tingkat kepatuhan
aparatur

%               70            -                                 -                 80               33,800,000                85               28,900,000                   90 66,340,000                    100 70,059,000             100             199,099,000 Badan
Pemberdayaan

Masyarakat
dan

pemerintahan
Desa

           617,700,000             559,200,000          1,176,900,000                            -                            -                                -

Program Peningkatan
Produksi Perkebunan

1.21.0
3.19

Dinas
Kehutanan

dan
Perkebunan

Dinas
Kehutanan

dan kehutanan

         3,467,375,504         1,757,115,502        1,710,260,002                            -                            -                                -

1.22.0
1.03

Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

Tingkat kepatuhan
aparatur

%               70            -                                 -                 80               33,800,000                85               28,900,000                   90 66,340,000                    100 70,059,000             100             199,099,000 Badan
Pemberdayaan

Masyarakat
dan

pemerintahan
Desa1.22.0

1.06
Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
Keuangan

Tersedianya
dokumen
perencanaan
Program dan
Kegiatan Pada
BPMPD

%               60            -                                 -                  -                             -                 -                             -                    -                             -                    100 19,852,500             100               19,852,500 Badan
Pemberdayaan

Masyarakat
dan

pemerintahan
Desa
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1.22.0
1.07

Program Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Tingkat ketepatan
pengelolaan
keuangan daerah

%               70            -                                 -               100               40,200,000              100               29,400,000                 100 15,000,000                    100 16,500,000             100             101,100,000 Badan
Pemberdayaan

Masyarakat
dan

pemerintahan
Desa

%                -          100 3,441,966,000                  -                             -                 -                             -                    -                             -                      -                              -             100               3,441,966,000 Badan
Pemberdayan
Perempuan,

Perlindungan
Anak dan
Keluarga

Berencana

Tahun 2013 dst
program pindah

ke Badan
Pemberdayaan

Masyarakat dan
pemerintahan

Desa

%               20            -                 25                30                   35                      40             1004,642,969,000             16,619,344,000 Badan
Pemberdayaan

Masyarakat
dan

pemerintahan
Desa

1.22.0
1.15

Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Perdesaan

Persentase
Partisipasi
Masyarakat dalam
pembangunan
perdesaan

                                -          3,451,106,500          4,000,350,000 4,524,918,500
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%               20            -                 25                30                   35                      40             100

Jumlah penemuan
Teknologi Tepat
Guna (TTG)

Unit 1 Unit            - 3 Unit 2 Unit 3 Unit 3 Unit 12 Unit

           - 1,241,811,500                  -                             -                 -                             -                    -                             -                      -                              -             100          1,241,811,500 Badan
Pemberdayan
Perempuan,

Perlindungan
Anak dan
Keluarga

Berencana

Tahun 2013 dst
program pindah

ke Badan
Pemberdayaan

Masyarakat dan
pemerintahan

Desa

           -                                 -                 72          1,534,732,000                76          1,708,663,500                   90 1,604,027,500                    100 1,634,477,000             100          6,481,900,000 Badan
Pemberdayaan

Masyarakat
dan

pemerintahan
Desa

%          100 2,750,573,350               100 1,436,355,650              100         1,483,905,000.00                 100 6,926,747,800                    100 2,250,000,000             100 14,847,581,800 Badan
Pemberdayaan

Masyarakat
dan

pemerintahan
Desa

tahun 2012
program ada

pada adm
pemerintahan

desa Sekretariat
Daerah

orang                -            -                                 -                   375 513,620,000                 -                             -                    -                             -                      -                              - 513,620,000 Sekretariat
Daerah

4,642,969,000             16,619,344,000

1.22.0
1.16

Program
Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Perdesaan

Persentase
peningkatan
Badan Usaha
Milik Desa

%

Badan
Pemberdayaan

Masyarakat
dan

pemerintahan
Desa

1.22.0
2.18

Program peningkatan
kapasitas aparatur
pemerintah desa

Ketersediaan
aparatur
Pemerintahan
Desa yang
Memiliki
kompetensi teknis

              50

1.22.0
1.15

Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Perdesaan

Persentase
Partisipasi
Masyarakat dalam
pembangunan
perdesaan

                                -          3,451,106,500          4,000,350,000 4,524,918,500

orang                -            -                                 -                   375 513,620,000                 -                             -                    -                             -                      -                              - 513,620,000 Sekretariat
Daerah

1.24 Kearsipan  2,699,565,030  4,331,750,188  3,059,061,650  8,478,649,150  9,862,912,387 28,431,938,405
1.24.0

1.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Kantor

%             100          100             1,686,062,030               100          2,345,626,188              100          1,973,954,650                 100         1,892,007,650                    100          2,081,208,415             100               9,978,858,933 Kantor
Perpustakaan

dan Arsip

1.24.0
1.02

Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

%             100          100                661,743,000               100          1,623,450,000              100             767,300,000                 100         6,021,499,000                    100          5,966,623,900             100             15,040,615,900 Kantor
Perpustakaan

dan Arsip

1.22.0
2.18

Program peningkatan
kapasitas aparatur
pemerintah desa

Ketersediaan
aparatur
Pemerintahan
Desa yang
Memiliki
kompetensi teknis
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1.24.0
1.03

Program peningkatan
disiplin aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

%             100          100                  10,850,000               100               13,300,000                   -                               -                 100              76,100,000                        -                                -             100                  100,250,000 Kantor
Perpustakaan

dan Arsip

1.24.0
1.05

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

Meningkatnya
kualitas Aparat
Pemerintahan

%               70            70                188,170,000                  -                               -                75                               -                   80                               -                      85             120,000,000               85                  308,170,000 Kantor
Perpustakaan

dan Arsip

1.24.0
1.07

Program peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Tingkat Ketepatan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

%             100          100                  37,100,000               100               32,900,000              100               35,300,000                 100              19,500,000                    100               21,450,000             100                  146,250,000 Kantor
Perpustakaan

dan Arsip

1.24.0
1.08

Program Peningkatan
kualitas pelayanan
informasi

%                  -              -                                   -                    -               66,025,000                   -                               -                      -                               -                        -                                -                  -                    66,025,000 Kantor
Perpustakaan

dan Arsip

Cakupan
Penyelamatan dan
pelestarian
Dokumen bernilai
Sejarah :

                                  - Kantor
Perpustakaan

dan Arsip

1.24.0
1.16

Program
penyelamatan dan
pelestarian
dokumen/arsip
daerah

              62,765,000               68,985,000            469,542,500          1,607,605,072               2,208,897,572

VIII - 43                      Revisi RPJMD Kab. Siak Tahun 2011-2016

Cakupan
Penyelamatan dan
pelestarian
Dokumen bernilai
Sejarah :

1. Restorasi lembar         67,000            -             2,500            4,000             30,000               30,050        66,550
2. Persentase
Cakupan Pembinaan
Pengelolaan Arsip

%               70            75                 78                80                   90                    100             100

1.24.0
1.17

Program
pemeliharaan rutin/
berkala sarana dan
prasarana kearsipan

jumlah dan jenis
arsip daerah yang
dipelihara secara
rutin berkala

 lembar                -            -                                 -             2,500             187,684,000            4,000 213,522,000                    -                             -                      -                              -          6,500                  401,206,000 Kantor
Perpustakaan

dan Arsip

1.24.0
1.18

Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Informasi

Waktu Maksimal
Memperoleh
Informasi Arsip

hari                 2              2 115,640,000                  -                               -                 - -                    - -                        2 66,025,000                 1                  181,665,000 Kantor
Perpustakaan

dan Arsip

1.25 Komunikasi dan Informasi 19,040,240,120 23,682,545,420 21,657,893,000 20,577,465,000 26,044,228,200 111,002,371,740
1.25.0

1.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Kantor

%             100            -                                 -                  -                             -              100     70,900,000                    -                             -                      -                              -             100                    70,900,000 Dinas
Perhubungan
dan Infokom

1.25.0
1.02

Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

%             100          100    534,200,000               100    189,800,000              100    165,100,000                    -                             -                      -                              -             100                  889,100,000 Dinas
Perhubungan
dan Infokom

1.25.0
1.15

Program
Pengembangan
Komunikasi;
Informasi dan Media
Massa

Cakupan
penyebarluasan
informasi melalui
media:  - TV,
Radio, Website

%             100            60 2,114,130,000                 70          2,869,530,000                80          1,788,335,000                   90            700,000,000                      95             767,000,000               95               8,238,995,000 Dinas
Perhubungan
dan Infokom

                                  - Kantor
Perpustakaan

dan Arsip

1.24.0
1.16

Program
penyelamatan dan
pelestarian
dokumen/arsip
daerah

              62,765,000               68,985,000            469,542,500          1,607,605,072               2,208,897,572

1.25.0
1.15

Program
Pengembangan
Komunikasi;
Informasi dan Media
Massa

Cakupan
penyebarluasan
informasi melalui
media:  - TV,
Radio, Website

%             100            60 2,114,130,000                 70          2,869,530,000                80          1,788,335,000                   90            700,000,000                      95             767,000,000               95               8,238,995,000 Dinas
Perhubungan
dan Infokom

1.25.0
1.17

Program Fasilitasi
Peningkatan SDM
Bidang Komunikasi
dan Informasi

Cakupan
pengembangan
dan
pemberdayaan
kelompok
informasi
masyarakat (KIM)

%             100            60                 65               96,570,000                75             348,405,000                   90            479,000,000                      95             622,705,000               95          1,546,680,000 Dinas
Perhubungan
dan Infokom
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1.25.0
1.18

Program Kerjasama
Informasi dengan
Mas Media

Jam tayang/
siaran per hari: -
siak TV, - RPK

%             100          100 1,463,419,000               100             933,185,000              100          1,383,660,000 100         1,222,875,000 100          1,908,150,000 100               6,911,289,000 Dinas
Perhubungan
dan Infokom

1.25.0
1.19

Program
pengembangan data
dan statistik

Terpenuhinya
Kebutuhan data
dan Statistik

%             100          100             88,190,000.00               100             149,050,000              100             150,900,000                 100            190,000,000                    100             150,000,000 100             728,140,000 Dinas
Perhubungan
dan Infokom

1.25.0
3.01

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Kantor

            100          100                197,800,000               100             528,200,000              100             513,950,000                 100            869,090,000                      -                              -             100          2,109,040,000 Sekretariat
Daerah

1.25.0
3.02

Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

%             100          100             1,767,550,000               100          1,568,600,000              100          1,440,190,000                 100         1,033,040,000                      -                              -             100          5,809,380,000 Sekretariat
Daerah

1.25.0
3.15

Program
pengembangan
komunikasi;informas
i dan media massa
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1.25.0
3.02

Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

%             100          100             1,767,550,000               100          1,568,600,000              100          1,440,190,000                 100         1,033,040,000                      -                              -             100          5,809,380,000 Sekretariat
Daerah

Cakupan
penyebaran
luasan informasi
melalui media
massa

%             100          100                133,100,000               100             505,704,300                 -                             -                    -                             -                    100          2,348,016,000             100 2,986,820,300 Sekretariat
Daerah

Terlaksananya
pembinaan dan
pengembangan
sumberdaya
komunikasi dan
informasi

orang                -            -                                 -                  -                             -                66          1,352,170,000                    -                             -                      -                              -               66 1,352,170,000 Sekretariat
DPRD

Jumlah kerjasama
dengan mass
media

jumlah                -                8                12,741,851,120                       8 16,841,906,120                10 13,753,383,000                   10 16,083,460,000                      12 20,248,357,200               12 79,668,957,440 Sekretariat
Daerah

Terliputnya
kegiatan DPRD
Kabupaten Siak

jumlah                -            -                                 -                  -                             -                  5 690,900,000                    -                             -                      -                              -                 5 690,900,000 Sekretariat
DPRD

1.26 Perpustakaan  3,776,417,500  2,387,967,500  1,029,955,000  2,884,000,000  4,062,930,000 14,141,270,000
1.26.0

2.05
Program Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur

% 100 100                175,520,000 100             182,040,000 -  - -  - -  - 100                  357,560,000 Kantor
Perpustakaan

dan Arsip

setelah tahun
2013 program

tidak di
gunakan lagi

1.26.0
2.02

Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

% 100 100                105,450,000 -  - -  - -  - -  - 100                  105,450,000 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

tahun 2013 dst
program tidak
digunakan lagi

1.26.0
1.15

Program
Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan

Program kerjasama
informasi dengan
mas media

1.25.0
3.18

1.25.0
3.15

Program
pengembangan
komunikasi;informas
i dan media massa

1.26.0
2.02

Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

% 100 100                105,450,000 -  - -  - -  - -  - 100                  105,450,000 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

tahun 2013 dst
program tidak
digunakan lagi

Cakupan
Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan

% 70 75             1,781,247,500 79          1,228,912,500 80             657,595,000 90         2,158,000,000 100          2,544,015,000 100               8,369,770,000 Kantor
Perpustakaan

dan Arsip

- % 100                580,100,000 -  - -  - -  - -  - 100                  580,100,000 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

tahun 2013 dst
program tidak
digunakan lagi

1.26.0
1.15

Program
Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1.26.0
1.17

Program
Pengembangan
Manajemen
Pelayanan
Perpustakaan

Cakupan
Pengembangan
Manajemen
Pelayanan
Perpustakaan

% 70 75                  67,285,000 75             387,315,000 80             372,360,000 90            726,000,000 100             687,315,000 100               2,240,275,000 Kantor
Perpustakaan

dan Arsip

1.26.0
1.20

Program pengadaan
bahan bacaan dan
sarana pendukung
perpustakaan

Cakupan
Ketersediaan
Pustaka Desa

Desa  - 15             1,066,815,000 10             589,700,000  -  -  -  - 15             831,600,000 75               2,488,115,000 Kantor
Perpustakaan

dan Arsip

2 Urusan Pilihan

2.01 Pertanian 24,271,177,500 29,433,974,600 30,592,481,290 29,657,512,750 35,075,113,480 149,030,259,620
2.01.0

1.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

%           82.73       89.00             5,284,368,500             93.00          4,331,141,000            95.00          4,348,603,250               97.00         4,234,193,850                 98.00          4,266,843,850          98.00             22,465,150,450 Dinas
Tanaman

Pangan dan
Hortikultura
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2.01 Pertanian 24,271,177,500 29,433,974,600 30,592,481,290 29,657,512,750 35,075,113,480 149,030,259,620
2.01.0

1.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

%           82.73       89.00             5,284,368,500             93.00          4,331,141,000            95.00          4,348,603,250               97.00         4,234,193,850                 98.00          4,266,843,850          98.00             22,465,150,450 Dinas
Tanaman

Pangan dan
Hortikultura2.01.0

1.02
Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

%           94.62       68.00             1,769,860,000             78.00          1,644,620,000            89.00          2,202,990,000               95.00            595,790,000                 98.00          1,249,890,000          98.00               7,463,150,000 Dinas
Tanaman

Pangan dan
Hortikultura

2.01.0
1.03

Program peningkatan
disiplin aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

%           94.62       65.00                  80,250,000             73.00               71,900,000                   -                               -                      -                               -                 98.00             195,000,000          98.00             347,150,000 Dinas
Tanaman

Pangan dan
Hortikultura2.01.0

1.07
Program Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Tingkat Ketepatan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

%           99.37       79.00                  37,300,000             83.00               37,300,000            92.00               37,300,000               96.00              37,300,000                 98.00               37,300,000          98.00             186,500,000 Dinas
Tanaman

Pangan dan
Hortikultura

2.01.0
1.xx

Program Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur

Jumlah Petugas
yang Terlatih

orang               75              -                                   -                    -                               -                   -                               -                      -                               -                    170          1,018,440,000             170          1,018,440,000 Dinas
Tanaman

Pangan dan
Hortikultura2.01.0

1.15
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
(pertanian/perkebun
an)

Jumlah petugas,
petani dan pelaku
agribisnis yang
terlatih

orang               75            43                896,770,000                    -                               -            1,095          1,529,320,000                      -                               -                        -                                -          1,138          2,426,090,000 Dinas
Tanaman

Pangan dan
Hortikultura

Pada Tahun
2015-2016
kegiatan
dimasukkan ke
program
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur

Jumlah produksi
tanaman pangan
dan hortikultura

            -                  -              -             4,558,624,000                    -          5,597,010,320                   -          5,631,194,000                      -                               -                        -                                -             15,786,828,320Program peningkatan
ketahanan pangan
(pertanian/perkebun
an)

2.01.0
1.16

                                   -

Dinas
Tanaman

Pangan dan
Hortikultura

Pada tahun
2015-2016
diganti menjadi
program
peningkatan
produksi
tanaman
pangan dan
program
peningkatan
produksi
tanaman
hortikultuta

Jumlah produksi
tanaman pangan
dan hortikultura

            -                  -              -             4,558,624,000                    -          5,597,010,320                   -          5,631,194,000                      -                               -                        -                                -             15,786,828,320

Produksi Tanaman
Pangan :

ton         33,258       42,300           42,928          44,000                      -                               -                        -                                -        44,000

Produksi Tanaman
Hortikultura :

ton         12,507       13,760           17,274          19,502                      -                               -                        -                                -        19,502

Program peningkatan
ketahanan pangan
(pertanian/perkebun
an)

2.01.0
1.16

                                   -

Dinas
Tanaman

Pangan dan
Hortikultura

Pada tahun
2015-2016
diganti menjadi
program
peningkatan
produksi
tanaman
pangan dan
program
peningkatan
produksi
tanaman
hortikultuta
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2.01.0
1.18

Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
pertanian/perkebuna
n

Peningkatan
penerapan
teknologi
pertanian

%           39.20       43.70             3,226,185,000             44.20          3,137,690,000            44.30          3,164,750,000                      -                               -                        -                                -  44,30          9,528,625,000 Dinas
Tanaman

Pangan dan
Hortikultura

Pada tahun
2015-2016
diganti menjadi
program
peningkatan
penerapan
teknologi
pertanian

jumlah luas tanam
pangan dan
hortikultura

Luas tanam
tanaman pangan :

ha           8,073       9,517             8,685            8,333                      -                        -          8,333

Luas tanam
tanaman
Hortikultura :

ha           3,459       2,337             2,412            2,606                      -                        -          2,606

                               -          5,799,560,000 Dinas
Tanaman

Pangan dan
Hortikultura

Pada tahun
2015-2016
diganti menjadi
program
peningkatan
produksi
tanaman
pangan dan
program
peningkatan
produksi
tanaman
hortikultuta

2.01.0
1.25

Program Peningkatan
Produksi Tanaman
Pangan

                                  -                               -                               - Dinas
Tanaman

Pangan dan
Hortikultura

2.01.0
1.19

Program Peningkatan
Produksi pertanian

            1,335,440,000          1,546,515,000          2,917,605,000                               -

Program baru
sebagai
pengganti
program lama
sebelumnya
(Pelaksanaan
Tahun
Anggaran 2015-
2016)
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Luas tanam
tanaman
Hortikultura :

ha           3,459       2,337             2,412            2,606                      -                        -          2,606

jumlah produksi
tanaman pangan
(padi dan palawija)

        6,583,680,000          6,887,915,000             13,471,595,000

Produksi tanaman
padi

ton         27,446                  -                    -                   -             38,370               39,329        39,329

prosuksi tanaman
palawija

ton           5,812                  -                    -                   -               6,829                 7,331          7,331

jumlah produksi
tanaman
hortikultura
(sayur-sayuran
dan buah-buahan)

Produksi tanaman
sayur-sayuran

ton           4,738                  -                         -                        -               5,085                 5,167          5,167

Prosuksi tanaman
buah-buahan

ton           7,769                  -                         -                        -             15,437               16,517        16,517

2.01.0
1.27

Program Peningkatan
Pengolahan Hasil
Produksi Pertanian

jenis komoditi
hasil produk
pertanian yang
dipromosikan

jenis                 3              -                                   -                    -                               -                   -                               -                     6         2,208,780,000                        7          1,572,315,000                 7          3,781,095,000 Dinas
Tanaman

Pangan dan
Hortikultura

Program baru
sebagai
pengganti
program lama
sebelumnya
(Pelaksanaan
Tahun
Anggaran 2015-
2016)

                               -          5,799,560,000 Dinas
Tanaman

Pangan dan
Hortikultura

Pada tahun
2015-2016
diganti menjadi
program
peningkatan
produksi
tanaman
pangan dan
program
peningkatan
produksi
tanaman
hortikultuta

2.01.0
1.25

Program Peningkatan
Produksi Tanaman
Pangan

                                  -                               -                               - Dinas
Tanaman

Pangan dan
Hortikultura

2.01.0
1.19

Program Peningkatan
Produksi pertanian

            1,335,440,000          1,546,515,000          2,917,605,000                               -

Program baru
sebagai
pengganti
program lama
sebelumnya
(Pelaksanaan
Tahun
Anggaran 2015-
2016)

         2,193,331,800          3,807,970,800 Dinas
Tanaman

Pangan dan
Hortikultura

Program baru
sebagai
pengganti
program lama
sebelumnya
(Pelaksanaan
Tahun
Anggaran 2015-
2016)

2.01.0
1.26

Program Peningkatan
Produksi Tanaman
Hortikultura

                                          -                                       -                                       -         1,614,639,000

2.01.0
1.27

Program Peningkatan
Pengolahan Hasil
Produksi Pertanian

jenis komoditi
hasil produk
pertanian yang
dipromosikan

jenis                 3              -                                   -                    -                               -                   -                               -                     6         2,208,780,000                        7          1,572,315,000                 7          3,781,095,000 Dinas
Tanaman

Pangan dan
Hortikultura

Program baru
sebagai
pengganti
program lama
sebelumnya
(Pelaksanaan
Tahun
Anggaran 2015-
2016)

2.01.0
1.28

 Program
Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian

Tingkat penerapan
teknologi
pertanian

%           39.20              -                                   -                    -                               -                   -                               -               48.10         4,723,764,000                 51.90          5,171,760,430          51.90          9,895,524,430 Dinas
Tanaman

Pangan dan
Hortikultura

Program baru
sebagai
pengganti
program lama
sebelumnya
(Pelaksanaan
Tahun
Anggaran 2015-
2016)
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2.01.0
1.21

Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Ternak

Rasio hewan dan
ternak yang sehat

% 82 83             1,873,045,000 84          1,979,697,500 87          2,602,866,540 90         1,967,834,000 92          3,464,222,500 92 11,887,665,540 Dinas
Peternakan,

Perikanan dan
kelautan

tahun 2012
program pada

dinas pertanian,
peternakan dan

perikanan

Jumlah produksi dan produktivitas peternakan
- daging ton 2025.67 2297.4 2362.14 2500 2800 3500          3,500
- telur ton 110.06 117.56 138.55 160 175 225 225
Jumlah populasi komoditas
Ternak Besar ekor 16.182     16,488           18,012          18,500             19,000               20,000        20,000
Ternak Kecil ekor 18.818     19,544           20,294          21,000             22,000               23,000        23,000
Unggas ekor 249     235,499            271,118          300,000              350,000                450,000         450,000

2.01.0
1.23

Program Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan

Persentase produk
peternakan yang
dipasarkan

%                 5            80                209,950,000                 82               52,850,000                85             657,160,000                   88            218,595,000                      90             150,000,000               90          1,288,555,000 Dinas
Peternakan,
Perikanan dan
kelautan

tahun 2012
program pada
dinas pertanian,
peternakan dan
perikanan

2.01.0
1.22

Program Peningkatan
Produksi Hasil
Peternakan

4,057,037,500 9,249,509,800 4,915,803,000 6,321,024,900 32,437,145,100 Dinas
Peternakan,

Perikanan dan
kelautan

tahun 2012
program pada

dinas pertanian,
peternakan dan

perikanan

7,893,769,900
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2.01.0
1.23

Program Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan

Persentase produk
peternakan yang
dipasarkan

%                 5            80                209,950,000                 82               52,850,000                85             657,160,000                   88            218,595,000                      90             150,000,000               90          1,288,555,000 Dinas
Peternakan,
Perikanan dan
kelautan

tahun 2012
program pada
dinas pertanian,
peternakan dan
perikanan

2.01.0
1.24

Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Peternakan

Angka
kebuntingan sapi

ekor 1048 1100                379,295,000 1140             587,305,000 1400             582,680,000 1500            392,990,000 1750             974,325,000 1750          2,916,595,000 Dinas
Peternakan,
Perikanan dan
kelautan

tahun 2012
program pada
dinas pertanian,
peternakan dan
perikanan

2.01.0
2.05

Program Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur

Meningkatnya
kapasitas Sumber
Daya Aparatur

%             100            -                                 -               100             112,905,000                 -                             -                    -                             -                      -                              -             100 112,905,000 Badan
Pelaksanaan
Penyuluhan

dan Ketahanan
Pangan

2.01.0
2.15

Program peningkatan
kesejahteraan petani

Tingkat Peran
kelembagaan
petani dan
peluang usaha
yang ada

% 65            65 302,000,000 75 811,740,980 80 1,666,384,500 83 758,922,000                        -                                - 83 3,539,047,480 Badan
Pelaksanaan
Penyuluhan

dan Ketahanan
Pangan

2.01.0
2.16

Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebun
an)

jumlah petani
yang diberi
pelatihan

orang                -            -                                 -                  -                             -                30 204,915,000                    -                             -                      -                              -               30 204,915,000 Badan
Pelaksanaan
Penyuluhan

dan Ketahanan
Pangan

2.01.0
2.16

Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebun
an)

jumlah petani
yang diberi
pelatihan

orang                -            -                                 -                  -                             -                30 204,915,000                    -                             -                      -                              -               30 204,915,000 Badan
Pelaksanaan
Penyuluhan

dan Ketahanan
Pangan

2.01.0
2.20

Program
pemberdayaan
Penyuluhan,
Pertanian/Perkebuna
n Lapangan

persentase tenaga
penyuluhan yang
handal dan
profesional di
bidangnya

%                -          100 88,495,000                  -                             -                 -                             -                    -                             -                      -                              -        100.00 88,495,000 Badan
Pelaksanaan
Penyuluhan

dan Ketahanan
Pangan
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2.01.0
2.24

Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
pertanian/perkebuna
n

Persentase tingkat
penerapan
teknologi
pertanian dan
perkebunan

% 30            -                                 - 100 273,790,000 100 130,910,000                      -                               -                        -                                - 100 404,700,000 Badan
Pelaksanaan
Penyuluhan

dan Ketahanan
Pangan

2.01.0
3.16

Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebun
an)

Meningkatnya
ketahanan pangan
daerah

%                -          100 172,557,500                  -                             -                 -                             -                    -                             -                      -                              -             100 172,557,500 Sekretariat
Daerah bagian

SDA

2.02 Kehutanan 10,636,634,180  9,069,854,726  7,373,672,135 12,025,838,809 16,513,376,626 55,619,376,476
2.02.0

1.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

%               75 90 2,676,447,590 94 3,359,819,675 96 2,584,350,691 98 3,996,551,020 100          4,515,146,952 100             17,132,315,928 Dinas
Kehutanan

dan
Perkebunan
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2.02.0
1.01

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

%               75 90 2,676,447,590 94 3,359,819,675 96 2,584,350,691 98 3,996,551,020 100          4,515,146,952 100             17,132,315,928 Dinas
Kehutanan

dan
Perkebunan2.02.0

1.02
Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

% 30          100 2,677,537,100 100   784,720,000 100 690,384,844 100 990,731,216 100 1,509,985,625 100          6,653,358,785 Dinas
Kehutanan

dan
Perkebunan

2.02.0
1.03

Program peningkatan
disiplin aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

Stell 318          340 172,000,000 278   115,400,000 123 65,700,000                      - 218,250,000 620             628,562,500 1,826          1,199,912,500 Dinas
Kehutanan

dan
Perkebunan2.02.0

1.05
Program Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur

Meningkatnya
kapasitas Sumber
Daya Aparatur

%                -            -                                 -                  -                             - 100 320,405,020                      - 175,910,000 100             405,910,000 100             902,225,020 Dinas
Kehutanan

dan
Perkebunan% 85            88 91 94 96 100 100

Check Up
:

4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 20 kali

Back Up : 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 20 kali

Restore : 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 20 kali
Normalisa

si :
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 5 Kali

Rasio antara
target produksi
dan realisasi
produksi

% 79.21 75.61 71.57 81.00 82.00 83.00 83.00

Rp 18.922.402.0
17,9

19.949.439
.519,5

7.206.609.022 7.927.269.924
,2

8.719.996.916,6
2

9.591.996.608,28
2

53.395.311.9
90,602

US $ 5.291.886,59 620.748,94 359.717,82 395.689,602 435.258,5622 478.784,41842 2.290.199,34
262

38,200,000               38,200,000             207,800,00055,000,000Tingkat Ketepatan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Program Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah

2.02.0
1.07

Dinas
Kehutanan

dan
Perkebunan

         5,585,573,000 Dinas
Kehutanan

dan
Perkebunan

38,200,000   38,200,000

Optimalisasi PNBP
Sektor kehutanan.

Program
Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan

2.02.0
1.15

1,429,945,000 1,140,598,000 562,100,000            813,590,000          1,639,340,000

US $ 5.291.886,59 620.748,94 359.717,82 395.689,602 435.258,5622 478.784,41842 2.290.199,34
262

2.02.0
1.16

Program rehabilitasi
hutan dan lahan

Persentase luas
lahan kritis yang
direhabilitasi

% 3.09 0.33 904,800,000 0.73   470,860,000 1.04 327,360,000 45.67            377,360,000 52.24             377,360,000 100.00          2,457,740,000 Dinas
Kehutanan

dan
Perkebunan

Partisipasi masyarakat
dalam penanaman
bibit tanaman
kehutanan dan jumlah
bibit yang ditanam
pada kegiatan
penghijauan serta
pengayaan di hutan
kota

Batang      2,000,000       4,170 6,800 9,560 26,500 3,500 50,530             10,657,030,545 Dinas
Kehutanan

dan
Perkebunan

         5,585,573,000 Dinas
Kehutanan

dan
Perkebunan

2.02.0
1.17

Program
Perlindungan dan
Konservasi sumber
daya hutan

Optimalisasi PNBP
Sektor kehutanan.

Program
Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan

2.02.0
1.15

1,429,945,000 1,140,598,000 562,100,000            813,590,000          1,639,340,000

1,098,673,430 1,157,746,721 1,391,108,502         2,520,868,833          4,488,633,059
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Berkurangnya Kasus 0 0 0 2 2 2 6
Kasus pencurian M3 0 0 0 30 35 40 105
hasil hutan dan Ha 0 0 0 100 150 200 450
perambahan
hutan

          -                -            -                                 -                  -   980,141,730                 -                             -                    -                             -                      -                              -                -             980,141,730 Badan
Penanggulanga

n Bencana
Daerah

tahun selanjutnya
program tidak

digunakan Badan
Penanggulangan
bencana daerah

Persentase penggunaan
kawasan hutan pada
sektor kehutanan dan
perkebunan sesuai
dengan tata ruang
wilayah Provinsi/
Kabupaten dan TGHK
(Kementerian
Kehutanan).

% 5            25 1,481,163,560 45 1,022,368,600 65 1,394,063,078 75 2,894,377,740 100          2,910,238,490 100          9,702,211,468 Dinas
Kehutanan

dan
Perkebunan

            10,657,030,545 Dinas
Kehutanan

dan
Perkebunan

2.02.0
1.20

Program
perencanaan dan
pengembangan
hutan

2.02.0
1.17

Program
Perlindungan dan
Konservasi sumber
daya hutan

1,098,673,430 1,157,746,721 1,391,108,502         2,520,868,833          4,488,633,059
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Persentase penggunaan
kawasan hutan pada
sektor kehutanan dan
perkebunan sesuai
dengan tata ruang
wilayah Provinsi/
Kabupaten dan TGHK
(Kementerian
Kehutanan).

% 5            25 1,481,163,560 45 1,022,368,600 65 1,394,063,078 75 2,894,377,740 100          2,910,238,490 100          9,702,211,468 Dinas
Kehutanan

dan
Perkebunan

Terdatanya
kegiatan
perkebunan dan
kehutanan

141,067,500                  141,067,500 Sekretariat
Daerah

Program pada
tahun 2012

digunakan Bagian
SDA Sekretariat

Daerah

2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral 80,624,065,000 81,751,079,163 48,363,510,488 96,687,108,000 70,966,140,000 378,391,902,651
2.03.0

1.01
Program pelayanan
administrasi
perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

% - - 90          2,187,732,000                92          3,202,225,000                   95         2,367,958,000                      95          3,297,495,000               95             11,055,410,000 Dinas
Pertambangan
dan Energi

%                - *  * 80            24,823,834,800                80            12,454,628,910                   85            12,839,750,000                      90             16,530,305,000               90             66,648,518,710 Dinas
Pertambangan
dan Energi

*Dinas Cipta
karya dan Tata
Ruang

%                - 100                31,177,065,500                  -                             -                 -                             -                    -                             -                      -                              -             100             31,177,065,500 Dinas Cipta
karya dan Tata

Ruang

Untuk tahun
2013 dst

dipindahkan ke
Dinas

Pertambangan
dan Energi

2.03.0
1.03

Program peningkatan
disiplin aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

%            -                                 - 50          37,800,000.00                50               44,380,000                   50              70,000,000                      50               62,450,000               50                  214,630,000 Dinas
Pertambangan
dan Energi

2.03.0
1.07

Program Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Tingkat Ketepatan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

%            -                                 - 90          36,800,000.00                92               50,400,000                   94              50,400,000                      96               55,440,000               96                  193,040,000 Dinas
Pertambangan
dan Energi

2.02.0
1.20

Program
perencanaan dan
pengembangan
hutan

2.03.0
1.02

Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

2.03.0
1.07

Program Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Tingkat Ketepatan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

%            -                                 - 90          36,800,000.00                92               50,400,000                   94              50,400,000                      96               55,440,000               96                  193,040,000 Dinas
Pertambangan
dan Energi

2.03.0
1.15

Program pembinaan
dan pengawasan
bidang
pertambangan

Rasio
pertambangan
tanpa izin
dibanding total
pertambangan

%  -  -   -   -                   75            400,000,000 75             500,000,000               75                  900,000,000 Dinas
Pertambangan
dan Energi
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2.03.0
1.16

Program Pengawasan
dan Penertiban
Kegiatan Rakyat
yang Berpotensi
Merusak Lingkungan

Persentase
kegiatan
pertambangan
rakyat yang
merusak
lingkungan

%            -                                 -                             -   -                   70            703,000,000                      70             500,000,000               70               1,203,000,000 Dinas
Pertambangan
dan Energi

              37 40                46,635,109,500 43            35,749,797,363                   49            28,597,410,578                       60            65,399,000,000                         70             31,800,450,000                  70           208,181,767,441 Dinas
Pertambangan
dan Energi

tahun 2012
program
digunakan
bagian SDA
Sekretariat
Daerah

            100 100                  2,811,890,000                     -                                  -                    -                                  -                        -                                 -                          -                                  - 100               2,811,890,000 Dinas Cipta
karya dan Tata
Ruang

tahun 2013 dst
tidak digunakan
lagi

2.03.0
1.17

Program Pembinaan
dan Pengembangan
Bidang
Ketenagalistrikan

Rasio Elektrifikasi %
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            100 100                  2,811,890,000                     -                                  -                    -                                  -                        -                                 -                          -                                  - 100               2,811,890,000 Dinas Cipta
karya dan Tata
Ruang

tahun 2013 dst
tidak digunakan
lagi

2.03.0
1.18

Program pembinaan
dan pengawasan
bidang Minyak dan
Gas

Cakupan
informasi produksi
minyak dan gas

%                -            -                                 -                  -                             -                 -                             -                   50            200,000,000                      60             350,000,000               70                  550,000,000 Dinas
Pertambangan
dan Energi

Cakupan
informasi
mengenai:

               -            -                  -                 -                   30                      45             100

 - Geologi %                   35                      65             100
 - Sumber Daya
Mineral

%                   45                      55             100

 - Air Tanah %                25                   30                      45             100

2.03.0
2.17

Program Pembinaan
dan Pengembangan
Bidang
Ketenagalistrikan

Tersedianya
sarana dan
Prasarana Jalan
Umum di Kab.
Siak

%                -                                 -               100            18,915,115,000              100          4,014,466,000                    -                             - -                              -             100             22,929,581,000 Dinas Pasar,
Kebersihan

dan
Pertamanan

2.03.0
2.20

Program
pengembangan
penerangan jalan
umum (PJU)

Cakupan fasiliitas
penerangan jalan
umum pada jalan
kabupaten

%                -            -                                 -                  -                                  -                 -                             - 35            12,250,000,000 50             13,475,000,000               50             25,725,000,000 Dinas Pasar,
Kebersihan

dan
Pertamanan

2.04 Pariwisata  1,497,257,500 11,839,765,079  9,514,267,400  8,267,627,471  8,324,725,000 36,445,878,366

2.03.0
1.17

Program Pembinaan
dan Pengembangan
Bidang
Ketenagalistrikan

Rasio Elektrifikasi

              6,802,000,000 Dinas
Pertambangan

dan Energi

%

2.03.0
1.19

Program Pengelolaan
Data dan Informasi
Geologi, Sumber
Daya Mineral dan Air
Tanah

                                -                             -                             -         2,407,000,000          4,395,000,000

2.04 Pariwisata  1,497,257,500 11,839,765,079  9,514,267,400  8,267,627,471  8,324,725,000 36,445,878,366
2.05.0

1.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

%             100              -                                   -               100             404,671,000                   -                               -                      -                               -                        -                                -             100                  404,671,000 Dinas
Pariwisata

Pemuda dan
Olahraga

tahun
selanjutnya

program pindah
ke urusan

kepemudaan
dan olahraga

2.05.0
1.02

Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

%             100              -                                   -               100          2,593,093,084                   -                               -                      -                               -                        -                                -             100          2,593,093,084 Dinas
Pariwisata

Pemuda dan
Olahraga

tahun
selanjutnya

program pindah
ke urusan

kepemudaan
dan olahraga
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2.04.0
1.15

Program
Pengembangan
pemasaran
pariwisata

Jumlah
Kunjungan
Wisatawan

Orang                -         53,042 213,575,000           45,976 2,422,167,500.00          60,000 3,022,932,500                   60 4,362,921,471               67,000          4,423,778,500         341,018             14,445,374,971 Dinas
Pariwisata

Pemuda dan
Olahraga

2.04.0
1.16

Program
Pengembangan
Destinasi Pariwisata

Jumlah Objek
Wisata

Objek               11 11 888,907,500 11 5,197,759,495.00 12 6,236,304,900 15 3,904,706,000 16          3,175,916,500 16             19,403,594,395 Dinas
Pariwisata

Pemuda dan
Olahraga

2.04.0
1.17

Program
Pengembangan
Kemitraan

Jumlah Kerjasama
Pariwisata yang
Terjalin

MICE                -          100 394,775,000               100 1,222,074,000.00              100   255,030,000                      -                               -                    100             725,030,000             100          2,596,909,000 Dinas
Pariwisata

Pemuda dan
Olahraga

2.05 Kelautan dan Perikanan  4,127,898,000  9,311,981,000  8,916,490,460  9,250,741,400 14,522,051,900 46,129,162,760
2.05.0

1.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

%             100              -                                   -                 85          2,581,389,000                87          3,021,832,000                   88         2,944,520,500                      93          3,053,575,500               93             11,601,317,000 Dinas
Peternakan,

Perikanan dan
Kelautan
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2.05 Kelautan dan Perikanan  4,127,898,000  9,311,981,000  8,916,490,460  9,250,741,400 14,522,051,900 46,129,162,760
2.05.0

1.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan Layanan
Administrasi
Perkantoran

%             100              -                                   -                 85          2,581,389,000                87          3,021,832,000                   88         2,944,520,500                      93          3,053,575,500               93             11,601,317,000 Dinas
Peternakan,

Perikanan dan
Kelautan

2.05.0
1.02

Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

Cakupan Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

%             100              -                                   -                 86          2,593,182,000                88             633,950,000                   92            455,280,000                      95          3,504,659,400               95          7,187,071,400 Dinas
Peternakan,

Perikanan dan
Kelautan

2.05.0
1.03

Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

Tingkat
Kepatuhan
Aparatur

            100              -                                   -                 90               78,300,000                   -                               -                      -                               -                      95                                -               95               78,300,000 Dinas
Peternakan,

Perikanan dan
Kelautan

2.05.0
1.07

Program Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Tingkat Ketepatan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

%             100              -                                   -                 87               37,300,000                89               41,500,000                   91              46,300,000                      96               46,900,000               96             172,000,000 Dinas
Peternakan,

Perikanan dan
Kelautan

702,56 *) 853.14             1,418,218,000                    -                               -                   -                               -                      -                               -                        -                                - 1425,5               1,418,218,000 Dinas
Pertanian,
Peternakan

dan Perikanan

tahun 2013 dst
program pindah

ke dinas
Peternakan,

Perikanan dan
kelautan

                 -              -                                   - 933.97          2,471,495,000 1150.5          3,334,873,460 1325.5         3,123,640,900 1425.5          3,826,917,000 1425,5             12,756,926,360 Dinas
Peternakan,

Perikanan dan
Kelautan

2.05.0
1.20

 Program
Pengembangan
Budidaya Perikanan

Jumlah produksi
perikanan
budidaya

Ton

2.05.0
1.21

 Program
Pengembangan
Perikanan Tangkap

Jumlah hasil
perikanan tangkap

Ton

                 -              -                                   - 933.97          2,471,495,000 1150.5          3,334,873,460 1325.5         3,123,640,900 1425.5          3,826,917,000 1425,5             12,756,926,360 Dinas
Peternakan,

Perikanan dan
Kelautan

1766.6 1532             2,709,680,000                  -                             -                 -                             -                    -                             -                      -                              - 2471          2,709,680,000 Dinas
Pertanian,
Peternakan

dan Perikanan

tahun 2013 dst
program pindah

ke dinas
Peternakan,

Perikanan dan
kelautan

               -            -                                 - 2441          1,327,600,000 2541          1,359,575,000 2641         1,670,000,000 2741          2,620,000,000 2471          6,977,175,000 Dinas
Peternakan,

Perikanan dan
Kelautan

2.05.0
1.20

 Program
Pengembangan
Budidaya Perikanan

Jumlah produksi
perikanan
budidaya

Ton

2.05.0
1.21

 Program
Pengembangan
Perikanan Tangkap

Jumlah hasil
perikanan tangkap

Ton
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2.05.0
1.23

Program Optimalisasi
Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi
Perikanan

Jumlah produksi
olahan hasil
produksi
perikanan

Ton           3,181       31.52                                   -             33.65                               - 38.48             334,145,000 40.12            686,000,000 42.26          1,135,000,000 42.26          2,155,145,000 Dinas
Peternakan,

Perikanan dan
Kelautan

2.05.0
1.25

Program Peningkatan
Daya Saing Produk
Hasil Perikanan

produk perikanan
yang berdaya
saing tinggi

%                  -              -                                   -                 49             182,375,000                51             190,615,000                    -                             -                      -                              -               51             372,990,000 Dinas
Peternakan,

Perikanan dan
Kelautan

2.05.0
1.26

Program
Penyebarluasan
Informasi Pengolahan
dan Pemasaran Hasil
Perikanan

Cakupan
Informasi dan data
pengolahan serta
pemasaran hasil
peternakan dan
perikanan

% -              -                                   -                 10               40,340,000                   -                               -                      -            325,000,000                      49             335,000,000               49             700,340,000 Dinas
Peternakan,

Perikanan dan
Kelautan
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2.05.0
1.26

Program
Penyebarluasan
Informasi Pengolahan
dan Pemasaran Hasil
Perikanan

Cakupan
Informasi dan data
pengolahan serta
pemasaran hasil
peternakan dan
perikanan

% -              -                                   -                 10               40,340,000                   -                               -                      -            325,000,000                      49             335,000,000               49             700,340,000 Dinas
Peternakan,

Perikanan dan
Kelautan

2.06 Perdagangan  3,667,669,750 14,320,654,404 16,229,826,900 18,498,358,880 20,439,385,018 73,155,894,952
2.06.0

1.15
Program
Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan

Rata-rata temuan
per toko (objek)
yang dapat
merugikan
konsumen

Temuan
per toko

4.43 229,851,000 4.4 403,699,000.00 4.21             436,780,000 4.1 506,160,000 3.93 506,160,000 3.93 2,082,650,000 Dinas
Koperasi,

Perindustrian
dan

Perdagangan

Rata-rata
persentase
koefisiensi variasi
harga bahan
pokok

% 2,5-7 3,437,818,750 2,5-7 732,730,000.00 2,5-7             698,707,500 2,5-7 593,812,500 2,5-7 680,000,000 2,5-7 6,143,068,750 Dinas
Koperasi,

Perindustrian
dan

Perdagangan

tersedianya pasar
yang presentatif

%                -            -                                 - 53 13,184,225,404                60        15,094,339,400                    -                             -                      -                              - 60 28,278,564,804 Dinas Pasar,
Kebersihan

dan
Pertamanan2.06.0

2.20
Program
Pengembangan
Kinerja Pasar

Cakupan
pelayanan pasar
kecamatan

%                -            -                                 - -                                  -                       75            17,398,386,380                       100             19,253,225,018                100 36,651,611,398 Dinas Pasar,
Kebersihan

dan
Pertamanan

2.07 Industri  1,209,985,000    698,925,000    974,110,000  1,964,480,000  2,002,480,000  6,849,980,000
2.07.0

1.16
Program Pembinaan
Industri Kecil dan
Menengah

Jumlah IKM IKM 964 849,145,000                  -                             - 984             168,385,000 994 295,000,000 1004 395,000,000 1004 1,707,530,000 Dinas
Koperasi,

Perindustrian
dan

Perdagangan

2.06.0
1.18

Program Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negeri

2.07.0
1.16

Program Pembinaan
Industri Kecil dan
Menengah

Jumlah IKM IKM 964 849,145,000                  -                             - 984             168,385,000 994 295,000,000 1004 395,000,000 1004 1,707,530,000 Dinas
Koperasi,

Perindustrian
dan

Perdagangan
2.07.0

1.17
Program Peningkatan
Kemampuan
Teknologi Industri

Meningkatnya
Kualitas SDM

org            -                                 - 45 262,500,000.00 50             602,020,000 40 1,669,480,000 40 1,607,480,000             175 4,141,480,000 Dinas
Koperasi,

Perindustrian
dan

Perdagangan2.07.0
1.18

Program Penataan
Struktur Industri

Jumlah produk IKM 10 360,840,000 12 436,425,000.00 14             203,705,000                    -                             -                      -                              -               36 1,000,970,000 Dinas
Koperasi,

Perindustrian
dan

Perdagangan

2.08 Ketransmigrasian              0              0     95,410,000    409,805,000    280,480,000    785,695,000
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target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 SKPD
Penanggung

Jawab
Keterangan

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun  2015 Tahun 2016 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMDKode

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)
SATUAN

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD

Tahun 2011

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

15.06 Program
Pengembangan
Wilayah Transmigrasi

Cakupan
persiapan
kawasan terpadu
mandiri

% - - - - - 100               95,410,000 100 409,805,000 100 280,480,000 100             785,695,000 Dinas Sosial,
Tenaga kerja

dan
Transmigrasi

   1,561,046,472,326     1,730,987,904,938     1,745,407,690,765    1,988,150,860,413     2,347,652,499,120     9,471,412,089,180Total
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BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini menguraikan indikator kinerja RPJMD, indikator kinerja

dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi yang

telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Siak pada akhir periode masa

jabatan. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian

indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator

capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang

diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai.

9.1. Penentuan Indikator Kinerja
Indikator kinerja daerah dibuat untuk menjadi panduan bagi

kinerja SKPD dalam menjalankan program-programnya. Dengan

demikian indikator kinerja daerah tidak lain merupakan akumulasi

kinerja SKPD. Indikator kinerja daerah ini merupakan target Bupati dan

Wakil Bupati Siak yang harus dikejar dan didukung SKPD. Indikator

kinerja daerah merupakan target selama lima tahun yang dicapai

secara bertahap setiap tahunnya, dan target ditetapkan untuk setiap

tahun pencapaiannya. Oleh karena itu indikator kinerja daerah untuk

RPJMD ini memiliki karakter yang berbeda sesuai aspek, fokus dan

urusannya. Indikator kinerja daerah sebagian bersifat dampak langsung,

tetapi sebagian lainnya bersifat dampak tidak langsung dari program-

program yang dilaksanakan SKPD. Karakter indikator yang berbeda

tersebut menjadikan sejumlah indikator memiliki tingkat validitas yang

berbeda pula sesuai dengan tingkat kedekatan indikator kinerja tersebut

dengan tujuannya. Tingkat validitas indikator kinerja dimaksud terdiri

dari indikator- indikator:

a. Exact : ukuran yang (secara langsung) ideal untuk mengukur

hasil pencapaian sasaran strategis yang diharapkan.

b. Proxy: indikator yang mengukur hasil tidak secara langsung, tetapi

sesuatu yang mewakili hasil tersebut.

c. Activity: indikator  kinerja  yang  mengukur  jumlah,  biaya,  dan

waktu  dari kegiatan-kegiatan yang berdampak pada sasaran

strategis yang bersangkutan.
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Sebagian besar indikator kinerja daerah untuk RPJMD merupakan

indikator exact dan proxy. Sementara indikator activity lebih banyak

dipakai untuk mengukur kinerja SKPD. Namun pada aspek, fokus dan

urusan tertentu, indikator kinerja SKPD langsung dijadikan indikator

RPJMD.

Disadari bahwa penentuan indikator kinerja RPJMD dengan

sejumlah target tertentu bukanlah hal yang mudah. Karena hal ini

dipengaruhi capaian kegiatan atau program tertentu dengan sasaran

tertentu pula, yang dilaksanakan SKPD maupun lintas SKPD. Indikator

kinerja RPJMD ini dibuat sebagai acuan indikator kinerja SKPD, meski

demikian penyusunannya bersifat timbal balik. Dengan kata lain meski

menjadi acuan SKPD, tetapi penentuan indikator kinerja RPJMD juga

memperhatikan kemampuan SKPD berdasarkan analisis kemampuan

dan kelemahannya.

Indikator kinerja RPJMD pada dasarnya merupakan kompromi

antara apa yang dinginkan Bupati dan Wakil Bupati Siak dengan

kemampuan dan kesanggupan SKPD. Indikator kinerja ini

memperhatikan kemampuan SDM, ketersediaan anggaran,

dukungan/partisipasi masyarakat serta memperhatikan tantangan dan

hambatan yang ada. Salah satu rujukan ukuran kemampuan daerah

adalah melihat kondisi eksisting pencapaian indikator kepemimpinan

sebelumnya. Pertimbangan demikian perlu dilakukan karena

bagaimanapun juga apa yan diinginkan oleh Bupati dan Wakil Bupati

Siak itu tidak akan terlaksana secara baik tanpa dukungan kemampuan

SKPD, partisipasi masyarakat serta potensi yang dimiliki oleh daerah.

Dengan kondisi yang ada, kepemimpinan yang  baru

tertantang  untuk berbuat  lebih  baik  dari pada sebelumnya.

Karenanya kepemimpinan yang baru membutuhkan semangat dan

loyalitas aparatnya. Semangat dan loyalitas ini salah satunya tercermin

dari komitmen bersama antara pimpinan dan birokrasi dalam

menentukan indikator kinerja. Indikator kinerja ini membutuhkan

dukungan pula dari masyarakat serta DPRD secara secara objektif dan

rasional.
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Oleh karena itu keseluruhan tahapan penyusunan RPJMD

termasuk penentuan indikator kinerjanya telah diupayakan memenuhi

aspek politik dan aspek formal yang disyaratkan. Aspek politik

menyangkut proses yang melibatkan partisipasi masyarakat yang

diwujudkan dalam konsultasi publik dan MUSRENBANG penyusunan

RPJMD. Aspek formal meliputi pemenuhan atas prosedur, tahapan,

dan administratif sesuai ketentuan yang ada.

Aspek formal tersebut diantaranya menyangkut perumusan

indikator kinerja dan capaian kinerja dengan memperhatikan kriteria

sebagai berikut:

a. Relevant : yaitu indikator terkait secara logis dan

langsung dengan tugas institusi, serta

realisasi tujuan dan sasaran strategis.

b. Well Defined : yaitu definisi indikator jelas dan tidak bermakna

ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan

digunakan.

c. Measurable : yaitu indikator yang digunakan diukur dengan

skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat

berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas

atau harga.

d. Approriate : yaitu   indikator   yang   dipilih   harus   sesuai

dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja.

e. Reliable : yaitu  indikator  yang  digunakan  akurat  dan

dapat  mengikuti perubahan tingkatan kinerja.

f. Verifiable : yaitu memungkinkan proses validasi   dalam

sistem yang digunakan untuk menghasilkan

indikator.

g. Cost-effective : kegunaan indikator sebanding dengan biaya

pengumpulan data.

Kriteria di atas  sebagian  dipakai  untuk  menentukan  indikator

RPJMD, namun sebagian yang lain dipakai dalam menentukan

indikator kinerja SKPD.
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9.2. Indikator dan Target Kinerja
Setelah program prioritas dan pendanaan diketahui langkah

selanjutnya adalah menetapkan indikator kinerja daerah. Penetapan

indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang

ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil

kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Ukuran keberhasilan

pencapaian visi dan misi kepala daerah tersebut dapat dilihat dari sisi

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam

memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing.

Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome

program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang

bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan

pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah

secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator

dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau

kompositnya (impact).

Penetapan Indikator Kinerja Daerah dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak tahun

2011-2016 meliputi pertama aspek kesejahteraan masyarakat, aspek

dengan fokus kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi, fokus

kesejahteraan masyarakat dan fokus seni budaya dan olahraga. Kedua

aspek pelayanan umum yang meliputi urusan wajib dan pilihan. Ketiga

aspek daya saing daerah dengan fokus kemampuan ekonomi daerah,

fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi dan fokus

sumberdaya manusia.

Untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja RPJMD

sekaligus sebagai acuan penyusunan Renstra dan Renja SKPD, indikator

dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada RPJMD ini. Indikator

kinerja RPJMD ditampilkan dengan menggambarkan kondisi awal dan

target tahunan selama periode 2011 sampai 2016. Bahkan sebagai

referensi Sebisa mungkin target kinerja mencoba menggambarkan

secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah

daerah dengan memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable,

Relevant, Time Bond Dan Continously Improve (SMART-C).  Spesifik

sesuai  urusan  wajib  dan  urusan  pilihan  yang menjadi kewenangan
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Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau. Terukur (measurable) karena

memiliki angka pencapaian tertentu. Terjangkau (achievable) karena

telah memperhitungkan kemampuan dan kondisi daerah. Relevan

(relevant) karena telah berusaha menyesuaikan aspirasi dan dinamika

masyarakat. Terikat waktu (time bond) karena memiliki batasan periode

tahun 2011–2016 serta target tahunannya. Peningkatan yang

berkelanjutan (continously improve)karena berusaha melakukan

peningkatan secara terus menerus dan bertahap setiap tahunnya.

Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam

tabel sebagai berikut :
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Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Siak

No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA

PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 0
(2011)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode

RPJMD
Tahun 1
(2012)

Tahun 2
(2013)

Tahun 3
(2014)

Tahun 4
(2015)

Tahun 5
(2016)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1. Pertumbuhan Ekonomi [%] 7,46 7,54 7,57 7,61 7,64 7,67 7,67
1.2. Laju inflasi [%] 9,03 7,96 7,21 4,96 5,11 5,75 4,90
1.3. PDRB per kapita Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 [juta

rupiah] 10,49 10,50 10,65 10,96 11,30 11,65 11,65
1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 76,92 77,27 77,66 78,11 78,58 79,08 79,08
1.5. Persentase Penduduk Miskin [%] 5,29 5,28 5,28 5,27 5,26 5,26 5,26
Fokus Kesejahteraan Masyarakat
2 Pendidikan
2.1. Angka melek huruf [%] 98.65 98.68 98.71 98.74 98.77 98.8 98.8
2.2. Rata-rata lama sekolah [tahun] 9,14 9,14 9,19 9,23 9,26 9,28 9,28
2.3. Angka Partisipasi Murni (APM)

2.3.1 APM SD/MI [%] - 87,50 89.15 89.22 91,08 94.28 94.28
2.3.2 APM SMP/MTs [%] 74.23 77.92 79.62 82.74 88.86 88.86
2.3.3 APM SMA/MA/SMK [%] 64.4 64,65 64.93 65.03 65.29 70.67 70.67

2.4. Angka Partisipasi Kasar (APK)
2.4.1 APK PAUD [%] - 40 50,2 62,5 64 65,5 65,5

2.5. Angka Kelulusan (AL)
2.5.1 SD/MI [%] 100 100 100 100 100 100 100
2.5.2 SMP/MTs[%] 99.96 100 100 100 100 100 100
2.5.3 SMA/MA/SMK [%] 100 99.95 100 100 100 100 100

2.6. Angka Putus Sekolah (APS)
2.6.1 SD/MI [%] 0,15 0,14 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03
2.6.2 SMP/MTs[%] 0,45 0,43 0,23 0,15 0,1 0,09 0,09
2.6.3 SMA/MA/SMK [%] 0,45 0,43 0,35 0,32 0,31 0,3 0,3

3 Kesehatan
3.1. Angka Kematian bayi (per 1000 KLH) 8 8 7 6 6 5 5
3.2. Angka kematian balita (per 1000 kelahiran hidup) 9 8 7 6 6 5 5
3.3. Angka kematian ibu (per 1000 kelahiran hidup) 96 130 120 110 100 90 90
3.4. Angka Harapan hidup (thn) 71,86 72,03 72,12 72,13 72,14 72,15 72,15
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No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA

PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 0
(2011)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode

RPJMD
Tahun 1
(2012)

Tahun 2
(2013)

Tahun 3
(2014)

Tahun 4
(2015)

Tahun 5
(2016)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
3.5. Prevalensi Balita gizi buruk (%) 2 2 2 1 0.5 0 0
3.6. Prevalensi Balita gizi Kurang (%) 3.36 3 2.7 2.5 2.3 2.0 2.0
3.7. Prevalensi Kasus HIV [%] 0,02 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
3.8. Angka kesakitan Malaria per 1.000 penduduk (API) 1,00 <1 <1 <1 <1 <1 <1
3.9. Prevalensi tuberkulosis [per 100.000 penduduk] 42,99 40 35 34,5 34 33,5 33,5
3.10. Tingkat kematian karena tuberkulosis [per 100.000 penduduk] 2,83 2,5 2,3 2 1,5 1 1
3.11. Tingkat pengembangan pelayanan medis spesialis menjadi 4 SP. Dasar + 3

SP, dan 2 SP. Pilihan dengan 21 unit layanan
4 4 9 9 10 10 10

3.12. Peningkatan persentase BOR menjadi 43,82% 50% 55% 65% 70% 70% 75% 75%
3.13. Penurunan jumlah BTO menjadi 46 kali/tahun 50/tahun 50/tahun 60/tahun 60/tahun 60/tahun 60/tahun 60/tahun
3.14. Peningkatan angka TOI dari 2,5 hari menjadi 3 hari 2,5 hari 2,5 hari 2,5 hari 2,5 hari 2,8 hari 3 hari 3 hari
3.15. Penurunan angka kematian umum (GDR) 86 menjadi 45/1000 penderita 86,40/1000 83,21/1000 65/1000 55/1000 50/1000 45/1000 45/1000
3.16. Penurunan angka kematian netto ( NDR) dari 5,40/1000 menjadi 20/1000

penderita
21,46/1000 21,5/1000 21/1000 21/1000 20/1000 20/1000 20/1000

3.17. Peningkatan angka LOS dari 2,24 hari menjadi 7 hari 2,28 hari 3 hari 4 hari 5 hari 6 hari 7 hari 7 hari
ASPEK PELAYANAN UMUM
Pelayanan Urusan Wajib
1 Pendidikan
1.1. Pendidikan dasar
1.1.1. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI 0,0034 0,0032 0,0033 0,0034 0,0035 0,0036 0,0036
1.1.2. Rasio guru/murid SD/MI 1:32 1:31 1:30 1:29 1:28 1:28 1:28
1.1.3. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs 0,0041 0,0044 0,0045 0,0045 0,0046 0,0047 0,0047
1.1.4. Rasio guru/murid SMP/MTs 1:36 1:34 1:33 1:32 1:31 1:31 1:31
1.2. Pendidikan Menengah
1.2.1. Rasio ketersediaan sekolah /penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK 0,00215 0,00217 0,00238 0,00243 0,00246 0,00251 0,00251
1.2.2. Rasio guru/murid SMA/MA/SMK 1:36 1:34 1:33 1:32 1:31 1:31 1:31
1.3 Persentase Pendidik berkualifikasi D4, s1, S2 untuk:-SD,SMP,SMA/SMK

[%]
53 58 68 70 75 79 79

1.4 Persentase Pendidik Bersertifikasi [%] 25 36 40 41,5 43 43

2 Kesehatan
2.1. Rasio posyandu per 100 balita [rasio] 1 0,78 0,87 0,92 0,96 1,10 1,10
2.2. Rasio puskesmas per 100.000 penduduk[rasio] 3,50 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,60
2.3. Rasio poliklinik/polindes per 10.000 penduduk [rasio] 1,38 1,27 1,32 1,35 1,37 1.40 1,40
2.4. Rasio pustu per 10.000 penduduk] [rasio] 1,70 1,54 1,58 1,63 1,67 1,72 1,72
2.5. Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk [rasio] 0,23 0,21 0,21 0,23 0,23 0,25 0,25
2.6. Rasio dokter per 100.000 penduduk  [rasio] 15,42 9,11 12,70 12,70 15,80 16,00 16,00
2.7. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani [%] 34,92 50,00 60,00 80,00 90,00 100,00 100,00
2.8. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan [%]
94,65 92,00 94,00 96,00 100,00 100,00 100,00

2.9. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) [%] 60,80 80 100 100 100 100 100
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No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA

PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 0
(2011)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode

RPJMD
Tahun 1
(2012)

Tahun 2
(2013)

Tahun 3
(2014)

Tahun 4
(2015)

Tahun 5
(2016)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2.10. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin [%] 100 100 100 100 100 100 100
2.11. Cakupan kunjungan bayi [%] 88,74 90 95 97 100 100 100
2.12. Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 [%] 103.14 95 97 98 100 100 100
2.14. Penduduk Kabupaten Siak yang mendapatkan jaminan pembiayaan

pelayanan kesehatan secara gratis (%)
100 100 100 100 100 100 100

3 Pekerjaaan Umum
3.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik [%] 24,25 27,22 30,20 33,15 36,05 39,10 39,10
3.2 Panjang drainase yang dibangun[meter] - 3826 7934 10764 8317 4414 35255
3.3 Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik [%] - 67,34 69,93 83,22 92,01 93,00 93,00
3.4 Panjang semenisasi jalan desa yang dibangun [meter] - 6899 29824 13829 7643 6893 65088
4 Perumahan
4.1 Cakupan Ketersediaan rumah layak huni [%] - 98,57 98,69 98,80 98,92 99,04 99,04

4.2. Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman [%] 49,65 54,24 58,70 61,36 63,11 64,66 64,66
5 Penataan Ruang
5.1. Jumlah dokumen RTRW yg telah ditetapkan dgn PERDA [dokumen] 1 1 - - - - 1
5.2. Persentase jumlah rumah IMB [%] 5 10 15 20 25 30 30
6 Perencanaan Pembangunan
6.1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn

PERDA
- - 1 - - - 1

6.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn
PERDA

1 - - 1 - - 1

6.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn
PERKADA

1 1 1 1 1 1 1

6.4. Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD 60 85 86 88 90 92 92
6.5. Rataan Capaian kinerja pembangunan daerah [%] 70 75 78 82 85 85
7 Perhubungan
7.1. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) [hari] 1 1 1 1 1 1 1

8 Lingkungan Hidup
8.1. Persentase Penanganan sampah[%] 59 59 60 61 62 64 64
8.2. Jumlah Dokumen data base SDA dan LH [dokumen] 6 6 6 6 6 6 6
8.3 Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) [%] - 10 15 20 25 30 30
9 Pertanahan
9.1. Persentase Penyelesaian konflik pertanahan [%] - 100 100 100 100 100 100
9.2. Cakupa lahan bersertifikat[%] - 100 100 100 100 100 100

10 Kependudukan dan Catatan Sipil
10.1. Cakupan kepemilikan akta kelahiran [%] 14 15 16 17 18 18
10.2. Cakupan kepemilikan KTP [%] 56 57 58 59 60 60
10.3. Lama maksimal Proses pengurusan : 30 30 30 30 30



Revisi RPJMD Kabupaten Siak Tahun  2011-2016 IX ~ 9

No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA

PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 0
(2011)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode

RPJMD
Tahun 1
(2012)

Tahun 2
(2013)

Tahun 3
(2014)

Tahun 4
(2015)

Tahun 5
(2016)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
- KTP [hari] 30 30 30 30 30 30
- Akte Pencatatan Sipil [hari] 30 30 30 30 30 30
- KK [hari] 30 30 30 30 30 30

11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11.1. Partisipasi angkatan kerja perempuan [%] - 32 34 36 38 40 40
11.2. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari

tindakan kekerasan [%]
50 50 55 60 65 70 70

12 KB dan Keluarga Sejahtera
12.1. Cakupan peserta KB aktif [%] 67 68 70 73 75 81 81
13 Tenaga Kerja
13.1. Tingkat Partisipasi angkatan Kerja [%] 71,26 69,01 71,78 73,40 76,03 79,15 79,15
13.2. Tingkat Pengangguran terbuka [%] 2,44 2,40 2,39 2,39 2,38 2,37 2,37
13.3. Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta jamsostek [%] - 90 90,6 91 91,5 92 92
13.4. Rasio UMR terhadap KHL [rasio] - 78 83 87 91 95 95
14 Koperasi dan UKM
14.1. Persentase Koperasi aktif [%] 70 71 73 73 74 75 75
14.2. Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM [unit] - 2.450 2.500 2.550 2.600 2.650 2.650
15 Penanaman Modal
15.1. Jumlah investor berskala nasional [investor] 3 7 10 15 17 20 69
15.2. Jumlah nilai investasi berskala nasional [milyar rupiah] 195,017 52,745 500,00 750,00 850,00 1.000,00 3152,745
15.3. Jumlah izin prinsip yang diterbitkan [Izin Prinsip] 3 7 10 15 17 20 69
16 Kebudayaan
16.3. Jumlah Benda Cagar Budaya dilestarikan [cagar budaya] 6 8 9 10 12 13 13
16.4. Jumlah Peristiwa Budaya [event] 2 4 4 5 6 7 7
17 Pemuda dan Olah Raga
17.1. Pembinaan terhadap pemuda dan organisasi kepemudaan [kegiatan] 9 11 12 13 15 17 17
17.2. Prestasi Olah Raga Tingkat Propinsi /PORDA [peringkat] - 3 - 2 - 1 1
18 Kesbang dan Politik dalam Negeri
18.1. Tingkat Partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah [%] - - 75 - - 77 77
18.2. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu legislatif [%] - - - 75 - - 75
18.3. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu pilpres [%] - - - 75 - - 75
18.4. Jumlah gangguan kantrantibmas [jumlah] - 36 32 29 25 21 21
19 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
19.1. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah[opini] WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
19.2. Tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah [predikat] D C CC B B B B
19.2. Persentase tingkat kemandirian daerah (PAD/Pendapatan) [%] 11,82 13,06 12,41 13,09 13,55 14,04 14,04
19.3. Peraturan daerah tentang APBD dan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD [perda]
2 2 2 2 2 2 2

19.4. Peraturan KDH tentang penjabaran APBD dan peraturan KDH tentang
penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD [perbup]

2 2 2 2 2 2 2



Revisi RPJMD Kabupaten Siak Tahun  2011-2016 IX ~ 10

No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA

PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 0
(2011)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode

RPJMD
Tahun 1
(2012)

Tahun 2
(2013)

Tahun 3
(2014)

Tahun 4
(2015)

Tahun 5
(2016)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
20 Ketahanan Pangan
20.1. Rasio Ketersediaan Pangan Utama Beras [%] 39,74 52,19 52,75 54,21 55,56 56,95 56,95
20.2. Jumlah produksi perkebunan :

- Kelapa sawit [ton] 3.888.837,00 4.200.000,00 4.600.000,00 4.700.000,00 4.800.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00

- Karet [ton] 10.628,00 9.000,00 7.100,00 10.000,00 10.600,00 10.700,00 10.700,00

- Kelapa Dalam [ton] 1.634,00 1.400,00 950,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00 1.300,00

- Sagu [ton] 25.358,00 19.700,00 19.800,00 19.900,00 20.000,00 20.100,00 20.100,00

- Kakao [ton] 19,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 23,00

21 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21.1. Jumlah UED – SP 22 15 14 5 0 56
21.2. Jumlah LPM aktif 122 122 122 122 122 122
21.3. Rasio desa memberikan laporan penyelengaraan pemerintahan desa

kepada bupati [rasio]
1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1

21.4. Rasio ketersediaan dokumen perencanaan desa [rasio] 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
21.5. Persentase pendapatan asli desa (PA Desa) terhadap pendapatan desa [%] 0 0 1,5 2 2,5 2,5

22 Perpustakaan
22.1. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah [%] 23 25 27 28 30 30
22.2. Jumlah kunjungan perpustakaan per tahun [pengunjung] 20.235 23.115 26.500 32.500 35.000 35.000
Pelayanan Urusan Pilihan
1 Pertanian
1.1. Produksi Pangan Utama Beras [ton] 17.346 22.778 23.024 23.659 24.250 25.000 25.000
1.2. Produksi Komoditi Palawija [ton] 5812 6259 6497 6566 6829 6850 6850
1.3. Produksi Komoditi Buah-buahan [ton] 7.769 5.293 7.169 10.073 10.710 11.507 11.507
1.4. Produksi Komoditi Sayur-sayuran [ton] 4.738 4887 4954 4992 5085 5100 5100
1.5. Rasio ketersediaan Pangan Palawija [%] 107 119,50 124,04 125,38 130,39 139,97 139,97
1.6. Rasio Ketersediaan Pangan Buah-buahan [%] 79,63 90,95 126,28 148,73 158,23 169,30 169,30
1.7. Rasio Ketersediaan Pangan Sayur-sayuran [%] 61,52 63,45 64,32 64,81 66,02 67,09 67,09
1.8. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya [kw/ha] 41,34 41,09 43,29 44,59 45,58 45,91 45,91
1.9. Jumlah hasil produksi komoditas peternakan:

- Produksi Daging [Ton] 2025,67 2297,4 2362,14 2500 2800 3500 3500
- Produksi Telur [Ton] 110,06 117,56 138,55 160 175 227 227

1.10. Konsumsi daging [ton] 770,20 849,65 934,74 942,60 1.039,28 1143,20 1143,20
2 Kehutanan
2.1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis [%] - 12,64 - - - - 12,64
2.2. Kerusakan kawasan hutan [%] - 2,14 - - - - 2,14

2.3. Jumlah titik api [Hot Spot] - - 300 250 200 150 150
3 Energi dan Sumberdaya Mineral
3.1. Persentase elektrifikasi [%] 37 40 43 49 60 70 70
4 Pariwisata
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No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA

PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 0
(2011)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode

RPJMD
Tahun 1
(2012)

Tahun 2
(2013)

Tahun 3
(2014)

Tahun 4
(2015)

Tahun 5
(2016)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
4.1. Kunjungan wisatawan [wisatawan] 50.000 53.042 45.976 60.000 65.000 67.000 67.000
4.2. Jumlah event pariwisata [event] 1 5 6 6 7 7 7
5 Kelautan dan Perikanan
5.1. Jumlah Produksi hasil perikanan budidaya [ton] 702,56 *) 853.14 933.97 1150.5 1325.5 1425.5 1425,5
5.2. Jumlah Produksi hasil perikanan tangkap [ton] 1766.6 1532 2441 2541 2641 2741 2471
5.3. Konsumsi ikan [ton] 11,32 12,48 16,50 16,65 16,84 16,97 16,97
6 Perdagangan
6.1. Persentase kenaikan rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama

[%]
2,5-7% 2,5-7% 2,5-7% 2,5-7% 2,5-7% 2,5-7%

7 Perindustrian
7.1. Pertumbuhan Industri [%] - 1 1 1 2 2 7
ASPEK DAYA SAING DAERAH
Fokus Kemampuan Ekonomi
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1. Angka konsumsi RT per kapita [%] 7,16 7,18 7,20 7,24 7,28 7,30 7,30
1.2. Persentase Konsumsi RT Non-Pangan [%] 48,94 48,97 49,10 49,20 49,45 50,00 50,00
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur
1 Perhubungan
1.1. Persentase Angkutan Darat [%] 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,2
Fokus Iklim Berinvestasi
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1. Lama proses perijinan [hari kerja] 1-14 1-14 1-14 1-14 1-14 1-14 1-14
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BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1 Pedoman Transisi
Sebagaimana di atur di dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 25 tahun  2004  tentang Sistem  Perencanaan Pembangunan

Nasional  dinyatakan bahwa “RPJMD merupakan penjabaran dari visi

dan misi dan program kepala daerah terpilih yang telah dilantik”. Dengan

demikian dapat diartikan bahwa jangka waktu berlakunya RPJMD

Kabupaten Siak Tahun  2011-2016 sama dengan masa berlaku Bupati

dan Wakil Bupati periode tahun 2011-2016, oleh karena itu perlu dibuat

program transisi rancangan program indikatif 1 (satu) tahun setelah

masa jabatan kepala daerah telah habis. Program transisi ini sangat

diperlukan, sebagai pijakan manakala Pemerintah Daerah Kabupaten

Siak akan menyusun RKPD tahun 2017.

10.2 Kaidah Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 yang telah disusun ini hendaknya

dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif, dan

penuh tanggung jawab dan merupakan pedoman bagi penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang kemudian digunakan

sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja SKPD). Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah

pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Siak  beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) serta pemangku kepentingan pembangunan

(masyarakat dan dunia usaha) agar mengacu RPJMD Kabupaten Siak

Tahun 2011-2016 dengan sebaik-baiknya.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Siak berkewajiban

untuk menyusun Rencana Strategi SKPD (Renstra SKPD) yang

memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dalam jangka

lima tahun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Siak 2011-

2016.
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3. Agar tercipta harmonisasi perencanaan program antara Pemerintah

Kabupaten Siak dengan Pemerintah Propinsi Riau dan Pemerintah

Kabupaten/Kota sekitar wilayah Kabupaten Siak, maka dalam

penyusunan RPJMD Kabupaten Siak dalam Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RPJMD

mengikutsertakan  seluruh pemangku kepentingan dan muspida

wilayah Kabupaten Siak.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD

Kabupaten Siak  tahun 2011-2016, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Siak berkewajiban untuk

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program

maupun kegiatan yang dijabarkan dalam RKPD Kabupaten Siak

tahun 2012 sampai tahun 2016 sebagai bahan atau dasar evaluasi

dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan (LKPJ)

atau 5 tahunan (AMJ) Bupati Siak.

BUPATI SIAK

SYAMSUAR
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